
Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan sebuah buku referensi yang 

menjelaskan tentang Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep dan Implementasi. 

Sebagaimana diketahui bahwa kaidah kih adalah kumpulan pedoman, norma, 

ketentuan atau aturan baik secara mayoritasnya atau secara menyeluruh 

meliputi persoalan-persoalan kih (hukum Islam) yang menjadi bagian dari 

ruang lingkupnya sesuai dengan topik masing-masing. Berarti fungsi kaidah-

kaidah kih ini tidak lain adalah untuk meliputi atau melingkupi persoalan-

persoalan kih yang sama topiknya ke dalam satu kaidah. Misalnya terkait 

dengan maksud, tujuan atau niat yang terdapat di berbagai aktivitas. 

Semuanya itu kemudian dikumpulkan dalam satu kaidah niat. Dengan demikian 

ilmu kaidah kih ini sebenarnya sangat penting bahkan ketika kaidah ini sudah 

masuk dalam kategori mapan maka fungsinya tidak hanya untuk meliputi 

persoalan kih tetapi bahkan sebagai alat analisis yang fungsinya hampir sama 

seperti ilmu ushul qh.  

Selanjutnya agar ilmu ini dapat dipahami dengan baik di dalam buku ini 

dijelaskan juga sejarah perkembangan ilmu kaidah kih, konsep atau penjelasan 

terhadap masing-masing kaidah dan bahkan disertai contoh penerapan kaidah 

tersebut di bidang hukum. Harapannya dengan adanya contoh ini, kaidah-

kaidah tersebut dapat digunakan baik untuk meliputi atau mengkaji persoalan 

hukum lainnya bahkan termasuk hal-hal kekinian.
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SAMBUTAN REKTOR IAIN 
PALANGKARAYA 
Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI 

uji syukur Alh}amdulilla>h hanya kepada Allah. Salawat dan 

salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Saya selaku 

Rektor IAIN Palangka Raya mendukung atas apa yang 

diraih dan dicapai Bapak Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag ini. Ia 

menuliskan karya dengan judul Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, 

Konsep, dan Implementasi. Jika dilihat dari isi buku ini memang 

tidak lain isinya adalah kaidah fikih tersebut termasuk di dalamnya 

berkaitan dengan sejarah perkembangan kaiah-kaidah fikih hingga 

sampai saat ini. Hal lainnya terlihat juga penulis berupaya menje-

laskan konsep-konsep yang berkaitan sehingga dapat mempermu-

dah para pembaca memahami kaidah-kaidah fikih tersebut bahkan 

mengimplementasikan kaidah-kaidah itu ke dalam berbagai contoh 

yang berkaitan dengan hukum Islam.   

Terlepas dari kekurangan di dalam buku ini, saya harus menya-

takan bahwa inilah kelebihan yang ada pada buku ini. Bahasa yang 

digunakan lebih sederhana dan terkadang juga menggunakan bahasa 

lisan. Namun dengan redaksi seperti itu justru dapat mempermudah 
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semua orang bahkan tingkat pemula sekalipun dalam mempelajari 

dan memahami kaidah fikih ini. Dengan demikian, saya menya-

rankan kepada masyarakat yang ingin mempelajari ilmu kaidah fi-

kih dan masyarakat umum lainnya agar menjadikan buku ini sebagai 

salah satu referensi utama. 

Karya yang dihasilkan penulis ini menurut saya memiliki 

nilai kontribusi yang cukup signifikan dalam dunia hukum Islam. 

Namun demikian harus pula disadari bahwa kekurangan dan kekhi-

lafan adalah suatu sifat yang menyertai manusia, bahkan karya yang 

monumental atau berkaliber sekalipun masih dipandang memiliki 

celah untuk dikritisi. Di luar dari itu secara umum saya ingin me-

ngatakan bahwa karya ini patut mendapatkan apresiasi dan penting 

untuk dibaca kalangan umum, mahasiswa, pelajar serta para penstudi 

ushul fiqh pada umumnya. 

 

 

Palangka Raya, April 2024 

Rektor 

IAIN Palangka Raya, 

 

 

Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI 
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PENGANTAR PENULIS 

 

asa syukur tidak terhingga kepada Allah SWT karena se-

lalu memberikan kekuatan, kesabaran, keseimbangan dan 

daya tahan tubuh serta pikiran sehingga buku ini dapat di-

selesaikan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan 

kita Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para 

pengikutnya sampai akhir zaman. 

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan sebuah buku 

referensi yang menjelaskan tentang Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, 

Konsep dan Implementasi. Sebagaimana diketahui bahwa kaidah 

fikih adalah kumpulan pedoman, norma, ketentuan atau aturan baik 

secara mayoritasnya atau secara menyeluruh meliputi persoalan-

persoalan fikih (hukum Islam) yang menjadi bagian dari ruang ling-

kupnya sesuai dengan topik masing-masing. Berarti fungsi kaidah-

kaidah fikih ini tidak lain adalah untuk meliputi atau melingkupi 

persoalan-persoalan fikih yang sama topiknya ke dalam satu kaidah. 

Misalnya terkait dengan maksud, tujuan atau niat yang terdapat di 

berbagai aktivitas. Semuanya itu kemudian dikumpulkan dalam 

satu kaidah niat. Dengan demikian ilmu kaidah fikih ini sebenarnya 
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sangat penting bahkan ketika kaidah ini sudah masuk dalam ka-

tegori mapan maka fungsinya tidak hanya untuk meliputi persoalan 

fikih tetapi bahkan sebagai alat analisis yang fungsinya hampir 

sama seperti ilmu ushul fiqh.   

Selanjutnya agar ilmu ini dapat dipahami dengan baik di dalam 

buku ini dijelaskan juga sejarah perkembangan ilmu kaidah fikih, 

konsep atau penjelasan terhadap masing-masing kaidah dan bahkan 

disertai contoh penerapan kaidah tersebut di bidang hukum. Ha-

rapannya dengan adanya contoh ini, kaidah-kaidah tersebut dapat 

digunakan baik untuk meliputi atau mengkaji persoalan hukum 

lainnya bahkan termasuk hal-hal kekinian.  

Di dalam buku ini terlebih dahulu diuraikan kaidah prinsip dan 

dilanjutkan dengan lima kaidah kulliyah al-asa>siyah yang meru-

pakan kaidah-kaidah induk. Dari lima kaidah ini muncul sub sub 

kaidah yang merinci dan mempertegas kaidah kulliyah al-asa>siyah 

dengan bahasan yang berbeda juga. Selain itu dibahas juga kaidah-

kaidah kulliyah yang disepakati ulama tetapi termasuk gair al-

asa>siyah. Kaidah-kaidah gair al-asa>siyah dalam buku ini ada yang 

berasal al-Asyba>h wa an-Naz}a>’ir as-Suyu>t}i>, sebagian dari Kitab 

Majallah al-Ah}ka>m al-‘Adliyah, dan lainnya dari Kitab al-Madkhal 

al-Fiqh al-‘A<m: Ikhra>j Jadi>d. Jumlah kaidah fikih di dalam buku ini 

tidak kurang dari 160 buah kaidah. Semoga kaidah-kaidah fikih 

dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya.  

Akhirnya, penulis ingin menyatakan bahwa buku ini tidak da-

pat terwujud tanpa adanya spirit dan kasih sayang Allah serta ban-

tuan, saran, masukan, bimbingan, arahan, motivasi bahkan pengor-

banan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis bersyukur kepada 

Allah SWT dan melalui pengantar ini penulis juga ingin mengucap-

kan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada guru-guru sejak 

di kelas Diniyah (Dasar), Tsanawiyah, Menengah Atas, guru-guru 
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di pondok pesantren Al-Falah Banjar Baru Kalimantan Selatan 

sampai guru-guru di Perguruan Tinggi. Termasuk juga yang tidak 

kurang pentingnya adalah guru-guru yang membimbing jati diri 

untuk menemukan asal kejadian diri. 

Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis; ayahanda 

Husni dan ibunda Tasminah (almarh}u>mah). Semoga ayahanda sehat 

dan dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT dan setiap waktu pe-

nulis pun juga mendoakan semoga almarh}u>mah ibunda selalu dila-

pangkan dan diberikan rahmat oleh Allah SWT. Kini beliau menjadi 

kenangan. Penulis sangat bangga memiliki orang tua seperti mere-

ka. Penulis berada di posisi seperti ini karena doa mereka yang tidak 

pernah putus agar penulis mendapatkan kemudahan, keberhasilan 

dan keberkahan bahkan mendoakan agar penulis menjadi orang 

‘a >lim serta sukses dunia akhirat. Ayahnda mertua Ruslan Effendi 

dan ibunda mertua Rusmilawarni yang turut pula mendoakan keber-

hasilan penulis sekeluarga. 

Isteriku Rina Erlianie, S.Pd.I, M.Pd pendamping hidupku, tem-

pat berkeluh kesah dan berbagi suka atau pun duka. Setelah Ibuku, 

ia adalah perempuan terbaik dalam hidupku. Ia adalah istri yang 

s}a>lih}ah dan tidak pernah terdengar keluhan dari bibirnya dalam 

menghadapi persoalan hidup ini, bahkan doa yang diberikan kepada 

penulis pun tidak pernah putus di setiap sujudnya sehingga hal ini 

memberikan kekuatan tersendiri pada penulis. Anak-anakku Wafid 

Syuja‘ Vennovary Benevolent yang kini (28 Maret 2024) telah 

menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Itmam Aqmar Rasikh Ramahur-

muzi yang kini (2024) berada di kelas XI di Pondok Pesantren Darul 

Hijrah Putera Cindai Alus Martapura Kalimantan Selatan. Kedua-

nya adalah buah hati kami dan jagoan kami yang menjadi pemberi 

semangat tersendiri bagi kami. 
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Adik-adik penulis dan seluruh keluarga baik dari pihak penulis 

sendiri ataupun pihak isteri yang turut pula memberikan perhatian 

kepada penulis. Kerabat, kolega dan orang-orang berjasa yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu disini, tidak ada yang dapat dikatakan 

selain ucapan terima kasih. Penulis hanya bisa bermohon kepada 

Allah, semoga Allah SWT memberikan balasan yang tidak 

terhingga kepada mereka yang telah berperan baik secara langsung 

ataupun tidak secara langsung dalam penulisan buku ini.  

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat untuk seluruh 

lapisan masyarakat dan menjadi amal saleh. A<mi>n ya> Rabb al-

‘A<lami>n.  

 

Palangka Raya,   April  2024 

 

Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 
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TRANSLITERASI 

Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam buku ini ada-

lah: 

 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 {t ط a ا

 {z ظ b ب

 ‘ ع t ت

 g غ \s ث

 f ف j ج

 q ق {h ح

 k ك kh خ

 l ل d د

 m م \z ذ

 n ن r ر

 w و z ز
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 h ه s س

 ’ ء sy ش

 y ى {s ص

   {d ض

 

 

Penulisan tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal 

di atas huruf ditulis seperti a>, i>, u>. Huruf yang syiddah ditulis ber-

tasydid seperti lafal ٌ  َّة -ditulis ‘iddah. Huruf ta marbu>t}ah dilam عدِ

bangkan dengan huruf h seperti (شريعة) syari>‘ah. Jika diikuti dengan 

kata sandang, maka huruf ta marbu>t}ah dilambangkan dengan tanda 

sukun seperti (زكا ٌالفطر) zaka>h al-fit}r. Huruf alif lam qamariyah dan 

alif lam syamsiyah ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) al-Qamar 

atau (  ِِ  as-Sama>’. Namun jika sebelumnya ada rangkaian (السِِِِِِ

dengan lafal lain maka penulisan alif lam qamariyah adalah (ٌذوي

 z\awi> al-furu>d}. Begitu juga untuk penulisan alif lam (الِِِِفِِِِرو 

syamsiyah adalah (مقاصٌَِِّالعِِيعة) maqa>s}id asy-syari>‘ah. Huruf waw 

 suku>n yang sebelumnya ada huruf berharakat fath}ah ditulis au (و)

seperti (  ِِ ِِ ِِِم) suku>n ditulis ai seperti (ي) qaul, huruf ya (قِ ِ ِِ  (بِ

bainakum. 
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BAB 1 

KAIDAH FIKIH DAN 
PERKEMBANGANNYA 

 

A. Pengertian 

1. Pengertian Kaidah 

ata kaidah dalam bahasa Arab adalah al-qa>‘idah 

( ُ) yang secara bahasa diartikan al-asa>s (الَْقاَعِدَةُ   (الََْْسَاس 

yaitu basis, dasar, fondasi “ُِالبِْناَء ُ أَسَاطِيَْْ ُ ه  تعَْمَد  ُ َّتِِْ ”الَ
1 yang 

menjadi pilar untuk berdirinya sebuah bangunan. 

Bentuk jamak dari al-qa>‘idah adalah al-qawa>‘id (  .(الَْقَوَاعِدُ 

Pengertian al-qa>‘idah secara istilah adalah: 

 

 
1Muh}ammad Bakr Isma>‘i>l, Al-Qawa>‘id Al-Fiqhi>yah Baina Al-As}a>lah Wa Al-Tawji>h 

(Da>r al-Mana>r, 1997), 5. 

 

K 
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كْمُ يُ  ح  لِ زْئيَِاتِهُِ علَى ينَْطَبِق ُ ك  فَُ ج    2مِنْهُ  أحَْكََمَهَا لِيَتَعَرَّ

“Ketentuan (aturan) umum (menyeluruh) yang meliputi semua 

bagian-bagiannya supaya dapat mengetahui hukum-hukumnya 

berdasarkan ketentuan umum itu”. 

كْمُ مُِ علَى ينَْطَبِق ُ أَكْثََِيُ  أَوُْ أغَلْبَُِ  ح  عَظَّ زْئيَِاتِهُِ م   3مِنْهُ  أحَْكََمَهَا لِتَعْرفَُِ ج 

“Ketentuan (aturan) yang mayoritas atau kebanyakannya 

meliputi sebagian besar bagian-bagiannya agar dapat diketahui 

hukum-hukumnya dari ketentuan aglabi> tersebut”. 

Pada pengertian pertama disebutkan bahwa al-qa>‘idah 

adalah ketentuan atau aturan yang bersifat menyeluruh ( يُ  لِ ك  كْمُ  ,(ح 

sementara pada pengertian yang kedua al-qa>‘idah lebih disebut 

sebagai ketentuan atau aturan yang mayoritasnya ( بُِ  َُُ لُ ُُْ أَغُ كْمُ  ُُ  (حُ

meliputi persoalan-persoalan fikih, bukan eksistensinya seba-

gai kaidah atau aturan yang menyeluruh sehingga dapat me-

liputi semua hal. 

2. Pengertian Fikih 

Kata fikih dalam bahasa Arabnya adalah al-fiqh (  yang (الَْفِقْهُ 

secara bahasa diartikan “paham”. Arti lainnya mengetahui sua-

tu persoalan dan memahaminya dengan baik. Begitu juga dapat 

diartikan sebagai “paham dan cerdas” sehingga mampu menge-

tahui maksud terdalam dari suatu persoalan. 

Pengertian fikih secara istilah adalah: 

 

 
2Isma>‘i>l, 6. 
3Muh}ammad S}idqi> ibn Ah}mad Al-Burnu, Al-Waji>z Fi> I<d}a>h} Qawa>‘id Al-Fiqhi>yah Al-

Kulli>yah (Riyad}: Mu’assasah al-Risa>lah, 1982), 13–14. 
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َّتِِاَ  التَّفْصِيْلِيَّة4ُِ عِيَّةُِ العَْمَلِيَةُِ مِنُْ أدَِل ْ  اَلْعِلُْ  بِِلَْحْكََمُِ  الشََّّ

“suatu ilmu tentang hukum-hukum syarak bersifat amaliah 

yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci” 

عِيَّةُِ بِِلَْحْكَمَُِ اَلْعِلُْ  ْ َّتِِاَُ مَعَُ العَْمَلِيَّةُِ الشََّّ  5أدَِل

“suatu ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat 

amaliah beserta dengan dalil-dalilnya”. 

وْعةَُ  وْعةَُِ الْعَمَلِيَّةُِ الَْحْكََمُِ مَجْم  سْلَامُِ فُِ الْمَشَّْ 
ِ
 6اْلإ

“Kumpulan hukum-hukum amaliah yang disyariatkan dalam 

Islam”. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami 

bahwa fikih merupakan kumpulan aturan-aturan yang berkaitan 

dengan perbuatan para mukalaf (orang yang cakap berbuat 

hukum). Perbuatan tersebut tentu ada yang berhubungan de-

ngan perintah untuk dilaksanakan, bentuknya seperti wajib 

atau sunah, atau berhubungan dengan yang harus ditinggalkan 

bentuknya seperti haram dan makruh dan ada juga yang berhu-

bungan dengan pilihan untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, 

bentuknya seperti mubah. Intinya setiap peraturan atau keten-

tuan yang mengatur suatu perbuatan disebut fikih. Kendatipun 

ketentuan itu tidak bersumber langsung dari al-Qur’an dan 

 

 
4‘Umar Sulayma>n Al-Ashqar, Al-Madkhal Ila> Al-S}ari>‘ah Wa Al-Fiqh Al-Isla>mi> 

(Yordania: Da>r al-Nafa>’is, 2005), 36. 
5Mus}t}afa> Ah}mad Az-Zarqa, Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-‘A<m, vol. 2 (Damaskus: Da>r 

al-Qalam, 2004), 65–66. 
6Az-Zarqa, 2:66. 
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Hadis tetapi asalkan tidak bertentangan dengan kedua sumber 

tersebut maka ia disebut ketentuan hukum. 

3. Pengertian Kaidah Fikih 

Selanjutnya pengertian kaidah fikih itu sendiri adalah:  

كْمُ ُ أغَلْبَُِ  ح  ف  كُْ  مِنْهُ  يتََعَرَّ ةُ  اْلفِقْهيَِّةُِ اْلج زْئيَِاتُِ ح  بَاشَََ  7م 

“suatu aturan (norma) yang mayoritasnya ia meliputi per-

soalan-persoalan hukum fikih yang dengan aturan (norma) itu 

dapat ditentukan secara langsung status hukum fikih (juz’i-

ya>t)”. 

تَِا8َ ُ مِنْْاَ أحَْكََمُ  مَا دَخَلَُ  تََْ ف  عِيُ  فُِْ قضَِيَّةُِ أغَلْبَِيَّةُ  يتََعَرَّ كْمُ شََْ  ح 

“suatu aturan (norma) yang bersifat syar‘i> pada ketentuan yang 

mayoritasnya meliputi persoalan yang dengan aturan (norma) 

itu dapat ditentukan hukum-hukum yang menjadi bagian (di 

bawah) dari aturan (norma) itu”. 

وْعِهَا9 زْئيَِات ُ مَوْض  ةُِ علَى أحَْكََمُِ ج  تَمِلُ  بِِلْق وَّ يَّةُ  تشَ ْ لِ لِيَّةُ  ك  عِيَّةُ  عَََ  قضَِيَّةُ  شََْ

“ketentuan syarak yang bersifat amaliah universal (umum) 

yang mana ia mengandung hukum-hukum juz’iya >t (fikih) se-

suai dengan topiknya masing-masing”. 

 

 
7‘Ima>d ‘Ali> Jum‘ah, Al-Qawa>‘id Al-Fiqhi>yah Al-Muyassarah (Urdun: Da>r an-Na-

fa>’is, 2006), 6. 
8‘Ali> Ah}mad an-Nadwi>, Al-Qawa>‘Id Al-Fiqhi>yah: Mafhu>muha> Nasy’Atuha> 

Tat}awwuruha> Dira>sah Mu’allafa>tiha> Adillatuha> Muhimmatuha> Tat}bi>qa>tuha (Damaskus: 

Da>r al-Qalam, 2000), 43. 
9Muh}ammad ‘Us\ma>n Syibi>r, Al-Qawa>‘id Al-Kulli>yah Wa Ad}-D}awa>bit} Al-Fiqhi>yah 

Fi> Asy-Syari>‘ah Al-Isla>mi>yah (Yordania: Da>r an-Nafa>’is, 2006), 18. 
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وْلُ  يَّةُ  فِقْهيَِّةُ  أُص  لِ وْصُِ فُِْ ك  وْجَزَةُ  ن ص  ت وْرِيةَُ  م  س ْ نُ  د  ا تتَضََمَّ   تشََِّْيعِْيَّةُ  أحَْكََم 
وْعِهَا10ُ تَُ مَوْض  لُ  تََْ َّتُِِْ تدَْخ  ةُ  فُِْ الحَْوَادِثُِ اَل  عاَمَّ

“asas (pokok-pokok) fikih yang bersifat universal dalam bentuk 

teks-teks ringkas yang dibuat dalam perundang-undangan suatu 

negara yang di dalamnya terkandung hukum-hukum yang telah 

ditetapkan untuk umum pada kejadian-kejadian yang termasuk 

di bawah naungannya”. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di 

atas dapat dikemukakan ke dalam dua simpulan bahwa kaidah 

fikih adalah: 11  

a. Suatu pedoman, norma, ketentuan atau aturan yang ber-

sifat mayoritasnya meliputi persoalan-persoalan fikih 

(hukum Islam) yang menjadi bagian dari ruang lingkupnya 

sesuai dengan tema atau topik masing-masing.  

b. Suatu pedoman, norma, ketentuan atau aturan yang ber-

sifat universal atau menyeluruh ( يُ  لِ  sehingga ia dapat (ك 

meliputi semua persoalan fikih.  

Jelasnya ada yang memahami kaidah fikih sebagai kaidah 

yang eksistensinya bersifat mayoritas, ada pula yang mema-

haminya sebagai kaidah yang universal atau menyeluruh ( يُ  لِ  .(ك 

Namun jika perbedaan ini dipahami tampaknya perbedaan ter-

sebut hanya terjadi pada perbedaan kata. Jika hal ini diper-

hatikan kembali bahwa walaupun ada yang memahami al-

 

 
10Az-Zarqa, Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-‘A<m, 2:965. 
11Abdul Helim, Maqa>s}id Al-Shari>’ah versus Us}u>l Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya 

Dalam Metodologi Hukum Islam) (Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2019), 59–60, 

http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1714/. 
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qawa>‘id al-fiqhiyah sebagai kaidah yang universal ( يُ  لِ  tetapi (ك 

secara logika tidak mungkin misalnya ada satu kaidah secara 

sebenarnya dapat bersifat universal sehingga berfungsi untuk 

seluruh persoalan fikih. Pada kenyataannya teks-teks al-

qawa>‘id al-fiqhiyah memang sangat banyak. Hal ini menun-

jukkan bahwa satu kaidah fikih tidak dapat menjadi universal. 

Namun jika dikatakan bahwa al-qawa>‘id al-fiqhiyah adalah 

kaidah universal ( يُ  لِ  untuk seluruh tema atau topiknya maka (ك 

pengertian seperti ini dapat diterima logika. Artinya keuni-

versalan al-qawa>‘id al-fiqhiyah adalah diperuntukkan pada 

tema atau topiknya sendiri; bukan melingkupi topik yang lain.12 

Untuk memudahkan memahami kaidah fikih yang meliputi 

persoalan-persoalan fikih (juz’iyah) dapat dilihat dalam skema 

berikut ini: 

 

 
12Helim, 60. 
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B. Sumber-Sumber Kaidah Fikih 

Sumber-sumber yang menjadi pijakan atau sandaran dari kai-

dah-kaidah fikih dapat digolongkan kepada tiga macam yaitu Al-

quran, Hadis dan Ijtihad Ulama.  

1. Sumber Kaidah Fikih dari Alquran 

Alquran merupakan sumber hukum Islam yang pertama 

yang di dalamnya mengandung berbagai ketentuan baik terkait 

dengan akidah, akhlak, hukum atau hal lainnya. 13  Alquran 

sebagai sumber kaidah fikih misalnya pada Q.S. al-Baqarah 

ayat 185 bahwa Allah menginginkan kemudahan bagi hamba-

 

 
13Abdul Helim, Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1) 

(Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2023), 71, http://digilib.iain-

palangkaraya.ac.id/4486/. 
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Nya dan tidak menginginkan kesukaran. Ayat ini merupakan 

sumber kaidah (َُ ْ ُُِ تَُّ ْ ُُُُ الُ ُ   ُُِ لُ ْ تَُ ُ ة  َُُّ قُ َُُ مَشُُُُ  yang dari kaidah ini dapat (الَُْ

melingkupi atau meliputi berbagai persoalan fikih khususnya 

berkaitan dengan kebutuhan terhadap kemudahan ketika 

berhadapan dengan kesulitan.14   

2. Sumber Kaidah Fikih dari Hadis 

Hadis atau Sunnah Rasulullah SAW yang menjadi sumber 

hukum kedua, juga menjadi sumber kaidah-kaidah fikih. 

Misalnya hadis Nabi Muhammad SAW tentang segala sesuatu 

tergantung dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan apa 

yang diniatkan. Hadis ini menjadi sumber kaidah (ُدَِ ا ُُِ ُبِمَقاَصُُ وْر   (الَْْمُ 

yang dari kaidah ini dapat meliputi berbagai macam bab fikih 

khususnya berkaitan dengan tujuan atau niat.15  

3. Sumber Kaidah Fikih dari Ijtihad 

Sumber kaidah fikih dari ijtihad dapat berupa as\a>r para 

sahabat dan ta>bi‘i>n juga dapat berupa ijtihad para ulama. 

Adapun sumber kaidah fikih dari as\a>r sahabat dan ta>bi‘i>n 

(segala sesuatu yang disandarkan kepada mereka baik perilaku 

atau ucapan mereka) dapat dicontohkan seperti perkataan 

Umar ibn Khat}t}a>b r.a. tentang (ُِوْط ق وْقُِعِنْدَُالشَّر  ُالْح   yaitu putusnya (مَقاَطِع 

berbagai hak bergantung pada syarat yang ditentukan. Ucapan 

ini kemudian menjadi kaidah ketika ada sebuah perjanjian dan 

kemudian di dalamnya ada yang tidak memenuhi atau tidak lagi 

menunaikan syarat-syarat yang telah ditentukan atau juga 

 

 
14Syibi>r, Al-Qawa>‘id Al-Kulli>yah Wa Ad}-D}awa>bit} Al-Fiqhi>yah Fi> Asy-Syari>‘ah Al-

Isla>mi>yah, 41. 

15Syibi>r, 43. 
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merubah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya maka 

hak-hak dalam perjanjian tersebut pun hilang.16 

Selanjutnya sumber kaidah fikih berupa ijtihad ulama ter-

bagi kepada dua yaitu kaidah yang diambil dari metode ushul 

fikih dan kaidah yang diperoleh melalui istiqra>’. Kaidah yang 

diambil dari ushul fikih misalnya tentang ‘urf atau adat 

memunculkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ‘urf seperti 

adat dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum (ُ ادَة  َُُ عُ الَُْ

ةمُ َ َُُّ ُ َُُ حُ  ُُ  Adapun sumber kaidah fikih yang diperoleh melalui .(مُ

istiqra>’ adalah dilakukan dengan cara induktif yaitu dengan 

cara mengumpulkan beberapa persoalan fikih yang sama dan 

setelah itu baru disusun sebuah kaidah fikih untuk melingkupi 

semua persoalan fikih tersebut.17         

Jelasnya dari ketiga hal di atas para ulama merumuskan 

kaidah-kaidah fikih sehingga dapat dijadikan sebagai norma, 

pedoman atau aturan yang kegunaannya sangat penting dalam 

memperkuat eksistensi fikih bahkan sebagai alat untuk meng-

kaji dan menganalisis suatu persoalan hukum. 

 C. Sekilas Sejarah Pembentukan Kaidah-Kaidah 
Fikih 

1. Masa Kemunculan 

Masa kemunculan ini dimulai dari diutusnya Nabi Muham-

mad SAW sebagai Rasul sampai abad ke-4 Hijriah. Sebagai-

mana dipahami di dalam Alquran atau hadis ditemukan benih-

benih dari kaidah-kaidah fikih. Kemudian benih ini tumbuh dan 

 

 
16Syibi>r, 44. 

17Syibi>r, 46. 
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berkembang pada masa-masa berikutnya baik dari masa saha-

bat, tabi‘in dan seterusnya sampai pada masa para ulama yang 

sudah tersusun secara eksplisit di dalam kitab-kitab yang 

mereka susun.18     

Berkaitan dengan benih-benih ilmu ini, Rasulullah SAW 

telah mewariskan beberapa prinsip seperti ‘adam al-h}arj (tidak 

memberatkan), taqli>l at-taka>lif (menyedikitkan beban hukum), 

at-tadri>j fi> at-tasyri>‘ (menetapkan hukum secara bertahap), dan 

musa>yarah bi mas}a>lih} an-na>s} (sejalan dengan kemaslahatan 

masyarakat).19 Beberapa hal ini, tidak lain adalah sebuah nor-

ma, aturan atau kaidah dalam menetapkan hukum, sehingga 

jika dalam proses penetapan hukum terdapat hal-hal yang me-

nyimpang maka dengan adanya norma-norma tersebut hal-hal 

yang melenceng dapat diluruskan kembali. 

Pada abad ke-2 Hijriah Imam Ma>lik ibn Anas (w. 179H) di 

dalam kitabnya al-Mudawwanah menyebutkan beberapa 

redaksi yang mirip kaidah seperti (ُِاُبِِلشَُُُّ ل ُأحََد  ُأحََدم  Begitu juga .(لإيَرَثِ 

Abu> Yu>suf Ya’qu>b ibn Ibra>hi>m (w. 182 H) di dalam kitabnya 

al-Kharra>j menuliskan beberapa hal yang serupa yaitu seperti 

kaidah misalnya (ُ وْف  ُمَعْر  ت  وَبُُِ ُ ِ َقل  لإَُّ
ِ
ا ُ د  أحََُُ دُِ يَُُ مِنُْ اُ  ُُْْ َُُ َ ُيُُُ ر  ْ َْ أَْ ُ امُِ مَُُ

ِ
 Ulama .لَ سَُْللِْا

berikutnya yaitu Imam Muh}ammad ibn al-H}asan asy-Syaiba>ni> 

(w. 189 H) juga sempat menuliskan beberapa kaidah seperti (ُُ ر كُ 

ا مُ رَّ َُ ُ أَرِْ   هُِ يَُ فَُ وَْ ُ مُ  لُِ ُُْ م  ُُُُ الُْ اُ َ ُُْ لُ لَُ عَُ ُ َ ُُِ لُ غُ  ُ  Bahkan termasuk juga Imam .(أَرْض 

Muh}ammad ibn Idri>s asy-Syafi‘i> (w. 204 H) dalam kitabnya al-

 

 
18Syibi>r, 48. 
19Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) (Palembang, 

Indonesia: Noerfikri, 2019), 31–33. 
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Umm menuliskan redaksi seperti kaidah (َُّمَا ن
ِ
ُوَا ُوَلَإُعََِلَُعاَمِلم لَىُسَاكِت 

ِ
ُا لَإينَِْ   

ُوَعَََلُِِ ُقَوْلِِِ لِ لَىُكُ 
ِ
ُا      20.(ينَِْ   

Namun secara formal bahkan sampai memasuki abad ke-3 

diakui masih tidak jelas siapa pertama kali menyusun kaidah 

fikih tersebut. Akan tetapi jika melihat dari beberapa redaksi 

kaidah yang ditulis di atas tentu dipastikan kaidah-kaidah fikih 

tersebut disusun oleh para ulama dari pembangun mazhab sam-

pai ulama-ulama setelahnya bahkan diproses kembali dari maz-

hab satu ke mazhab yang lain.21 Hanya saja kaidah-kaidah fikih 

ini tidak terbentuk secara sekaligus seperti aturan-aturan dalam 

Undang-undang yang memuat berbagai pasal. Kaidah-kaidah 

fikih terbentuk secara berangsur-angsur seiring dengan perkem-

bangan dan pertumbuhan hukum Islam.22  

2. Masa Penyusunan 

Masa penyusunan ini dimulai dari akhir abad ke- 3 sampai 

abad-abad berikut. Pada masa ini bermunculan para ulama yang 

menyusun dan menulis kaidah-kaidah fikih. Beberapa hal ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Mazhab Hanafiah 

1) Abu> T}a>hir ad-Dibasi> al-H}anafi> yang hidup di akhir 

abad ke- 3 dan masuk awal abad ke- 4 Hijriyah telah 

 

 
20Syibi>r, Al-Qawa>‘id Al-Kulli>yah Wa Ad}-D}awa>bit} Al-Fiqhi>yah Fi> Asy-Syari>‘ah Al-

Isla>mi>yah, 49. 
21Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam 

Istinbath Hukum Islam (Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada, 2002), 99. 
22A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam 

Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media 

Group, 2007), 12. 
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mengumpulkan kaidah-kaidah fikih mazhab Hanafi 

sebanyak 17 kaidah. Kemudian Abu> Sa‘i>d al-Harawi> 

asy-Sya>fi‘i> seorang qa>d}i> datang menemui Abu> T}a>hir 

dan mencatat kaidah-kaidah fikih tersebut yang kala 

itu Abu> T}a>hir selalu mengulang dan melafalkan 

kaidah-kaidah itu di masjid setelah masyarakat keluar 

dari masjid. Beberapa kaidah yang dicatat oleh Abu> 

Sa‘i>d al-Harawi> asy-Sya>fi‘i> ini adalah kaidah-kaidah 

yang sekarang disebut kaidah-kaidah asasiyah seperti:  

a)  ُوْر بِمَقَاصِدَِ اُُاَلُْْم   

b)  ُر َ ي زَالُ  اَلضََّّ  

c)  َُةمُ اَلْعَادَة حَ َّ م   

d)  ُْْوْلُ  لإَُ اَليْقَِيُْْ ) بِِلشَّ لُِ ي زَالُ  لإَُ اَليْقَِي ( بِِلشَّ لُِ  يَز   

e)  ُلِ ُ   اَلْمَشَقَّة التَّ ِْ ْ َُ تَْ  

Kurang lebih 100 tahun kemudian ada seorang ulama 

Abu> al-H}asan al-Karkhi> mempelajari kaidah-kaidah 

yang ditulis Abu> T}a>hir dan menambah dan menyem-

purnakan kaidah menjadi 37 buah kaidah.23 

2) Abu> Zaid ‘Abdulla>h ibn ‘Umar ad-Di>n ad-Dabu>syi> al-

H}anafi> hidup di abad ke-5. Ia menghasilkan karya yang 

berjudul ta’si>s an-naz}r. Dalam karya ini ternyata tidak 

hanya berisi kaidah-kaidah fikih tetapi juga menjelas-

kan secara rinci kaidah-kaidah tersebut. 

 

 
23Ah}mad ibn al-Syeikh Muh}ammad Az-Zarqa>, Syarh} Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah 

(Beirut, Damaskus: Da>r al-Qalam, 1989), 37–38. 
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3) Zain al-‘Abidi>n ibn Ibra>hi>m al-Mis}ri> atau dikenal Ibn 

Nujaim al-Mis}ri> (926-970 H) menulis kitab dengan 

judul al-Asyba>h wa an-Naz}a>’ir.  Di dalam karya ini 

terdapat 25 buah kaidah yang dibagi menjadi 2 bagian 

yaitu kaidah asasiyah sebanyak 6 kaidah (5 kaidah 

asasiyah seperti yang dikenal selama ini, ditambah 1 

kaidah yang sebenarnya termasuk kaidah cabang yaitu 

“ بالِن يِاةَُُِإِلاَُُث اوااباَُُلاَ ”). Adapun 19 kaidah lainnya terkait 

beberapa objek tertentu yang berbeda-beda tetapi 

setiap kaidah dijelaskan secara rinci. 

4) Ah}mad ibn Muh}ammad al-H}amawi> hidup di abad ke- 

11 men-syarh}-kan kitab al-Asyba>h wa an-Naz}a>’ir di 

atas dengan judul Gamz al-‘Uyu >n al-Bas}a>’ir. 

5) Muh}ammad Abu> Sa‘i>d al-Kha>dimi> hidup pada abad 

ke-12. Ia menyusun kitab dengan judul Majmu>‘ al-

H}aqa>’iq. Di dalam kitab ini memuat 154 kaidah secara 

abjad yang selanjutnya disyarh} oleh Mus}t}afa> Muh}am-

mad dengan judul Mana>fi‘ ad-Daqi>q.24      

b. Mazhab Malikiah 

1) Imam Juzaim menulis sebuah kitab yang berjudul al-

Qawa>‘id. 

2) Syiha>b ad-Di>n al-Qara>fi> hidup di abad ke- 7 menulis 

kitab yang berjudul Anwa>r al-Buru>q fi> Anwa‘i al-

Furu>q. Di dalam kitab ini terdapat 548 kaidah.25 

 

 
24Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istinbath 

Hukum Islam, 101--102. 
25Usman, 102. 
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3) Ah}mad ibn Yah}ya> al-Wansyarisi> Abu> al-‘Abba>s yang 

hidup di abad ke- 9 menulis kitab berjudul I<d}a>h} al-

masa>lik ila> Qawa>‘id al-Ima>m Ma>lik yang berisi 118 

kaidah. 

c. Mazhab Syafi‘iah 

1) ‘Izz ad-Di>n ibn ‘Abd al-Salam seorang ulama yang 

diberi gelar sult}a>n al-‘ulama> hidup di abad ke-7 Hij-

riah. Ia menulis sebuah karya yang berjudul Qawa>‘id 

al-Ah}ka>m fi> Mas}a>lih} al-Ana>m. Substansi dari hukum 

yang digambarkan di dalam kitab ini adalah menarik 

kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Hukum wa-

jib, sunat dan mubah masuk dalam kategori maslahat, 

sementara haram dan makruh masuk kategori mafsa-

dat. 

2) Ta>j ad-Di>n  as-Subki> hidup abad ke- 8 Hijriah. Ia 

menulis karya dengan judul al-Asyba>h wa an-Naz}a>’ir 

yang kemudian disempurnakan oleh Jala>l ad-Di>n ‘Abd. 

Rah}ma>n as-Suyu>ti>> (849-911 H) dengan judul yang 

sama yaitu al-Asyba>h wa an-Naz}a>’ir. Di dalam kitab 

ini termuat kaidah-kaidah fikih yang bermazhab asy-

Syafi‘iyah yang terdiri dari 5 kaidah asasiyah dan 

kaidah-kaidah lainnya serta termasuk 20 kaidah yang 

diperselisihkan. 

d. Mazhab Hanbaliah  

1) Najm ad-Di>n at}-T}u>fi> seorang ahli yang hidup di abad 

ke- 7 H dan menuliskan kitab dengan judul al-Qawa>‘id 

al-Kubra> dan al-Qawa>‘id as}-S}ughra>. 

2) ‘Abd ar-Rah}ma>n Rajab hidup di penghujung abad ke- 

7 H menulis sebuah kitab yang berjudul al-Qawa>‘id. 



Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 15 

 

 

 

 

Kitab ini disambut dengan berbagai tanggapan positif 

dari para ulama karena muatan dari kitab ini memiliki 

nilai yang tinggi.26  

3) Syarf ad-Di>n Ah}mad ibn al-H}asan ibn Qa>d}i> al-Jabal al-

H}anbali> hidup di abad ke- 7 H menulis karya yang 

berjudul al-Awwal min Kita>b al-Qawa>‘id al-Fiqhiyah 

‘ala> Maz\hab al-Ima>m Ah}mad ibn H}anbal.      

4) Ibn Rajab yang hidup pada abad ke- 8 menulis karya 

yang berjudul Taqri>r al-Qawa>‘id wa Tah}ri>r al-Fawa>’id 

yang di dalamnya terdapat 160 kaidah.  

3. Masa Modern 

Pada zaman modern ini, penyusunan dan penulisan kitab-

kitab kaidah fikih sudah dilakukan oleh para ulama yang 

berkompeten, bahkan tidak hanya dilakukan secara personal 

masing-masing ulama tetapi juga dilakukan secara bersamaan. 

Salah satunya seperti dalam kitab Majallah Ah}ka>m ‘Adliyah27 

memuat  sebanyak 99 kaidah fikih yang diambil dari kitab Ibnu 

Nujaym al-Kha>dimi> secara eklektik dan selektif serta dengan 

tambahan kaidah-kaidah yang sesuai dengan masyarakat Turki 

waktu itu. Aturan tersebut kemudian terdapat dalam al-Fiqh al-

Isla>mi> fi> S\aubihi al-Jadi>d28  buah karya dari Mus}t}afa> Ahmad az-

Zarqa. Kemudian Sayyid Muh}ammad H}amzah29 seorang mufti> 

dari Damaskus mensistematisasikan kaidah fikih dengan sistem 

 

 
26Usman, 103. 
27Al-Lajnah, Majallah Al-Ah}ka>m Al-’Adliyah (Beirut, 1876), 

https://ia804508.us.archive.org/17/items/fiqh11001/fiqh11306.pdf. 
28Mus}t}afa> Ah}mad Az-Zarqa>, Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘A<m: Ikhra>j Jadi>d (Beirut, 

Damaskus: Da>r al-Qalam, 2004). 
29Sayyid Mah}mu>d H}amzah, Al-Fawa’id Al-Bahiyah Fi> Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah 

(Damaskus, n.d.), https://ebook.univeyes.com/47857. 
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fikih yang disebut dengan al-fawa>’id al-Bahiyah fi> al-Qawa>‘id 

al-fiqhiyah.30  

Selanjutnya di antara beberapa kitab yang berkembang di 

zaman modern ini seperti ‘Ali> Ah}mad an-Nadwi> menulis kitab 

yang terlihat lebih rinci dengan judul al-Qawa’id al-Fiqhiyah: 

mafhu>muha> Nasy’atuha > Tat}awwuruha> Dira>sah Mu’allafa >tiha> 

Adillatuha> Muhimmatuha> Tat}bi>qa>tuha>. Kitab lainnya juga 

ditulis oleh Syeikh Ah}mad ibn Syeikh Muh}ammad az-Zarqa> 

dengan judul Syarh} al-Qawa>‘id al-Fiqhiyah. Tidak ketinggalan 

juga karya yang berjudul al-Waji>z fi> I<d>ah} al-Qawa>‘id al-Fiqh al-

Kulliyah ditulis Muh}ammad S}iddiqi> al-Burnu> dan buku-buku 

Kaidah Fikih lainnya yang beredar.  

Di Indonesia bermunculan berbagai karya-karya yang ditu-

lis dengan bahasa Indonesia terkait dengan kaidah-kaidah fikih. 

Bahkan dengan bermunculan perguruan tinggi Islam masing-

masing akademisi yang tertarik pada bidang kaidah-kaidah 

fikih menuliskan kaidah-kaidah ini menjadi buah hasil karya 

mereka. Perpustakaan pun dipenuhi dengan karya-karya ini 

bahkan tidak hanya perpustakaan offline tetapi secara online 

pun beberapa karya yang berbahasa Indonesia secara bebas 

dapat didownload termasuk juga karya-karya yang berbahasa 

asing. 

Keberadaan kaidah-kaidah fikih sangat dan bahkan sema-

kin relevan sebagai tempat kembali atau melingkupi beberapa 

persoalan hukum Islam, bahkan di antaranya dapat dijadikan 

sebagai alat analisis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 

hukum. Dengan demikian, kaidah-kaidah fikih di samping se-

 

 
30Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), 39. 
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bagai ilmu, teori, juga sebagai ilmu yang penting untuk dipe-

lajari bagi setiap kalangan.    

D. Penegasan tentang Kedudukan Kaidah 

1. Jika kaidah fikih yang dirumuskan ulama itu sesuai dengan 

hadis nabi, maka hadis itulah yang menjadi kaidah di kalangan 

ulama. Contoh (َُُعَلىُمَنُْأَنْكَر عِىُوَاْليَمِيْْ  دَّ ُعَلىُالْم  نَة  لِ  menghadirkan bukti bagi“ (اَلبَْ 

penggugat dan bersumpah bagi tergugat” (H.R. Imam Muslim).  

2. Jika kaidah fikih dirumuskan kepada pemahaman terhadap 

nash, maka substansi pemahaman itulah yang menjadi kaidah 

fikih. Contohnya Hadis Nabi (الحاكم رواهُ ارَ.ُ ضََِ وَلإَُ رَُ -jangan memu“ (لإَضَََ

daratkan dan jangan pula dimudaratkan”. Dari Hadis ini lahir 

kaidah fikih ( ي زَالُ  ُ ر  َ    .”kemudaratan itu harus dihilangkan“ (اَلضََّّ

Hadis Nabi (ُُِبِِلنليَِّات َّمَاُالَْْعََْال  ن ِ
ُبِمَقاَصِدَِ ا) muncul kaidah ,(ا وْر   .(اَلُْْم 

E. Perbedaan antara Ushul Fikih dan Kaidah 
Fikih 

Di antara ulama ada yang membedakan antara ushul fikih 

(qawa>‘id al-us}u>liyah) dan kaidah fikih (qawa>‘id al-fiqhiyah). 

Misalnya imam al-Qara>fi dari mazhab Maliki mengatakan bahwa 

hukum itu terbagi kepada dua hal yaitu ushul dan furu>‘. Ushul ter-

bagi lagi kedalam dua hal yaitu ushul fikih dan kaidah-kaidah fi-

kih.31 

Penjelasan tentang perbedaan di antara ushul fikih dan kaidah 

fikih dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

 
31Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian 

Masalah-Masalah Yang Praktis, 22. 
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1. Ushul fikih berisi kaidah-kaidah atau teori-teori yang dila-

hirkan dari kajian terhadap al-Qur’an dan Hadis seperti ijma>‘, 

qiya>s, istihsa>n dan lainnya serta teori-teori kebahasaan (qa-

wa>‘id al-us}u>liyah al-lughawiyah). Sedangkan kaidah fikih 

dilahirkan dari kumpulan beberapa persoalan fikih seperti ten-

tang niat. Ada niat bersuci, niat wudhu, niat salat, niat puasa, 

niat zakat, niat haji dan niat-niat yang lain. Semua niat ini di-

himpun oleh satu kaidah yaitu (ُبِمَقَاصِدَِ ا وْر   .(اَلُْْم 

2. Ushul fikih beranjak dari berpikir deduktif seperti teori al-mas}-

lah}ah yang fokusnya untuk melihat dua sisi apakah kemas-

lahatan atau kemudaratan yang lebih menonjol pada setiap per-

soalan yang dihadapi. Jika persoalan-persoalan itu mengandung 

kemaslahatan yang lebih besar dari kemudaratan, maka   mesti 

mengutamakan kemaslahatan, tetapi jika kemudaratan lebih 

besar dari kemaslahatan maka mesti menolak kemudaratan 

lebih diutamakan. Sedangkan kaidah fikih beranjak dari berpi-

kir induktif seperti niat bersuci, niat wudhu, niat salat, niat 

puasa, niat zakat, niat haji dan niat-niat yang lain adalah hal 

yang khusus dan kemudian digeneralisasikan dengan satu kai-

dah (ُُبِمَقَاصِدَِ ا وْر     .(اَلْْمُ 

3. Ushul fikih bersifat umum dan dapat diterapkan secara menye-

luruh, sementara kaidah fikih hanya meliputi bagian-bagiannya 

yang relevan. Untuk memahami hal ini dapat mempelajari kem-

bali ontologi kedua keilmuan ini dan memahami kedua penje-

lasan di atas. 

4. Ushul fikih berfungsi sebagai alat untuk menganalisis (istinba>t}) 

hukum seperti teori ‘urf yang digunakan untuk mengkaji, 

menganalisis atau menjawab status hukum suatu tradisi. Dari 

kajian yang dilakukan ‘urf dapat menghasilkan sebuah kajian 

apakah tradisi itu termasuk s}ah}i>h} (boleh atau wajib) atau fa>sid 
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(tidak boleh atau haram). Sedangkan kaidah fikih bersifat 

menghimpun persoalan fikih. Contohnya seperti pada penjelas-

an niat di atas. Selain itu kaidah fikih juga berfungsi untuk 

memperkuat hasil kajian dari ushul fikih. 

5. Ushul fikih ada sebelum adanya fikih karena fungsi dari ushul 

fikih adalah memproduksi hukum sehingga sangat wajar ia ada 

sebelum adanya fikih, sementara kaidah fikih muncul setelah 

adanya fikih karena fungsi dari kaidah fikih adalah menghim-

pun persoalan-persoalan fikih yang kemudian digeneralisasikan 

melalui satu kaidah. Namun dalam versi lain ada juga pandang-

an bahwa kaidah fikih dapat dijadikan sebagai alat analisis. 

Berarti kaidah fikih tidak hanya sebagai penghimpun tetapi 

juga sebagai alat untuk menganalisis suatu persoalan hukum.  

F. Hubungan Ushul Fikih, Fikih dan Kaidah 
Fikih 

Ketiga hal ini walaupun memiliki fungsi yang berbeda-beda, 

tetapi ketiganya memiliki hubungan yang saling bersinergi. 

1. Ushul Fikih berkedudukan sebagai alat istinba>t} atau disebut 

juga sebagai alat analisis, bahkan ada juga mengatakan sebagai 

pabrik hukum. Berarti kedudukan ushul fikih adalah untuk 

memproduksi hukum.  

2. Fikih adalah hasil dari kajian ushul fikih. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa fikih adalah sebagai produk dari kajian ushul 

fikih. 

3. Kaidah fikih adalah menghimpun, membungkus, meliputi bebe-

rapa tema atau bab atau beberapa persoalan fikih. Pada tahap 

selanjutnya kaidah fikih bahkan bisa dijadikan sebagai alat 

untuk menganalisis dan menjawab persoalan hukum. 



20 KAIDAH-KAIDAH FIKIH  

 

 

 

 

G. Proses Pembentukan dan Cara Kerja Kaidah 
Fikih 

Proses pembentukan dan sekaligus cara kerja kaidah fikih dapat 

digambarkan melalui skema berikut ini:32 

 

 

Penjelasan 

1. Alquran dan Hadis adalah sebagai sumber hukum Islam. Tidak 

ada sumber lain kecuali dari Alquran dan Hadis. Kedudukan 

kedua sumber hukum ini adalah sebagai penentu dan legalitas 

dari semua keilmuan dan kehidupan. 

2. Dari Alquran dan Hadis, pada ulama melakukan penelitian 

sehingga muncullah ushul fikih. Ushul fikih adalah metodologi 

penetapan hukum Islam yaitu berisi teori-teori, kaidah-kaidah, 

metode-metode yang digunakan untuk mengkaji, meneliti, 

menjawab atau menetapkan status hukum suatu persoalan. 

Oleh karena itu pola pikir ushul fikih lebih cenderung deduktif.  

 

 
32Djazuli, 13. 
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3. Produk dari ushul fikih adalah fikih. Di sinilah fungsi dari ushul 

fikih sebagai alat untuk mengkaji, meneliti, menjawab atau 

menetapkan status hukum suatu persoalan.   

4. Setelah fikih ditentukan, para ulama kemudian melakukan pe-

nelitian terhadap fikih tersebut. Para ulama mengidentifikasi 

dan mengklasifikasi fikih-fikih yang serupa, sama atau satu 

tema yang kemudian dibuat sebuah pernyataan berupa kesim-

pulan sebagai generalisasi dari fikih-fikih tersebut. Kesimpulan 

inilah yang menjadi kaidah-kaidah fikih. Oleh karena itu kela-

hiran kaidah-kaidah fikih menggunakan pola pikir induktif. Di 

sini kedudukan kaidah fikih adalah sebagai penghimpun atau 

meliputi beberapa persoalan fikih.   

5. Namun kaidah-kaidah fikih yang kedudukannya sebagai peng-

himpun fikih ini diuji, dikaji dan dikritisi ulama dengan meng-

gunakan beberapa ayat dan hadis nabi. Kajian ini perlu dila-

kukan untuk menilai apakah kaidah fikih tersebut sesuai atau 

tidak dengan ayat Alquran dan hadis nabi baik secara tekstual 

atau pun secara kontekstual termasuk kesesuaian dengan subs-

tansi ayat dan hadis. 

6. Jika sesuai seperti yang dijelaskan pada nomor 5, maka barulah 

kaidah-kaidah fikih tersebut menjadi kaidah yang kuat dan 

mapan bahkan termasuk dalam kaidah-kaidah yang disepakati. 

7. Kaidah-kaidah fikih yang mapan digunakan untuk menanggapi, 

mengkaji, meneliti, menjawab atau menetapkan status hukum 

suatu persoalan, termasuk juga menjawab tentang persoalan-

persoalan umum di masyarakat baik perdata, pidana, politik, 

sosial atau budaya. Hasil dari kajian ini adalah fikih. Hal yang 

perlu diperhatikan bahwa di sini kedudukan kaidah fikih yang 

sudah teruji tidak hanya sebagai penghimpun beberapa persoal-

an fikih, tetapi juga sebagai alat untuk mengkaji, meneliti, 
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menjawab atau menetapkan status hukum suatu persoalan, per-

sis seperti fungsi dan kedudukan ushul fikih.    

8. Kaidah-kaidah fikih yang teruji digunakan untuk menjawab 

persoalan-persoalan baru di bidang fikih. Hal ini telah dilaku-

kan pada masa Turki Usmani bahwa kaidah-kaidah fikih yang 

tertuang dalam Majallah al-Ah}ka>m al-‘Adliyah digunakan un-

tuk menyusun Undang-Undang Akad Muamalah (qanun) de-

ngan jumlah 1851 pasal; 

9. Kitab-kitab kaidah fikih di berbagai mazhab pun bermunculan. 

H. Tujuan Mempelajari Kaidah-Kaidah Fikih 

1. Dapat mengetahui prinsip-prinsip (asas-asas) umum fikih. 

Kaidah ini berkaitan dengan materi fikih yang banyak sekali 

jumlahnya; 

2. Mengetahui benang merah yang mewarnai fikih dan menjadi 

titik temu dari masalah-masalah fikih; 

3. Lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang 

dihadapi; 

4. Akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi dalam waktu 

dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adat yang berbe-

da; 

5. Meskipun kaidah-kaidah fikih merupakan teori-teori fikih yang 

diciptakan oleh Ulama, pada dasarnya kaidah fikih yang sudah 

mapan sebenarnya mengikuti Alquran dan Hadis, meskipun 

dengan cara yang tidak langsung;  

6. Mempermudah dalam menguasai materi hukum; 

7. Membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang 

banyak diperdebatkan; 
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8. Mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan ana-

logi (ilh}a>q) dan takhri>j untuk memahami permasalahan-perma-

salahan baru; 

9. Mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti 

(memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya 

dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu 

topik. 
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BAB 2 

KAIDAH PRINSIP DAN 
PEMBAGIAN KAIDAH-
KAIDAH FIKIH 

A. Kaidah Prinsip 

aidah prinsip ini dapat dimaknai sebagai kaidah pokok 

yang menjadi dasar berpikir, berkata dan berbuat. Berarti 

kaidah prinsip ini menjadi rujukan, panutan dan bahkan 

pedoman di setiap kaidah-kaidah fikih lainnya. Kaidah prinsip yang 

dimaksud adalah:  

 الْمَفَاسِدُِ وَدَرْءُ  الْمَصَالِحُِ جَلْ  ُ

“Meraih/menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan/maf-

sadat”. 

Misi yang utama dalam hukum pasti meraih kemaslahatan dan 

menolak kemudaratan. Tidak ada yang lain dan bukan sebaliknya 

seperti mendatangkan kemudaratan. Ditegaskan kembali bahwa 

munculnya kaidah ini karena pada prinsipnya bahwa setiap hukum 

yang ditetapkan sudah dipastikan untuk kemaslahatan manusia. 

K 
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Kemaslahatan ini tidak hanya bertujuan untuk kepentingan di masa 

sekarang (di dunia), tetapi juga untuk kepentingan di masa yang 

akan datang (akhirat) bahkan tidak ada perbedaan di antara dua 

kepentingan kemaslahatan di dunia atau di akhirat. Kemaslahatan 

pada keduanya adalah sama. Hal ini sesuai dengan kaidah yang 

berbunyi:     

ُِ وَضْعُ  ائعِ َ َّمَا الشََّّ ن
ِ
ولِمَصَالِحُِ ا ا وَالْْآجِلُِ الْعَاجِلُِ فُِ الْعِبَادُِ      33مَع 

Artinya: “penetapan syariat-syariat itu tujuan sesungguhnya 

adalah untuk kemaslahatan hamba saat ini (di dunia) atau saat 

akan datang (di akhirat)”.  

Berdasarkan kaidah di atas dapat dipahami bahwa tolak ukur 

untuk menentukan status hukum suatu persoalan adalah berada 

pada kemaslahatan, bahkan otoritas kemaslahatan ini berada di atas 

teks.34 Sangat mustahil hukum-hukum yang dibuat Allah dan di-

jelaskan serta ada juga dari Ijtihad Nabi Muhammad SAW meng-

inginkan memberi kemudaratan atau kerusakan. Dikatakan seperti 

ini karena sangat mustahil juga Allah dan Rasulullah melakukan hal 

yang sia-sia itu. Kendatipun manusia tidak atau belum menemukan 

kemaslahatan tersebut, sangat dipastikan karena keterbatasan yang 

dimiliki manusia. Oleh karena itu penelitian atau pengkajian pen-

ting dilakukan secara terus menerus karena hukum-hukum Allah 

selalu terbuka untuk dikaji terutama untuk menguak kemaslahatan-

kemaslahatan dalam hukum. 

 

 
33Abd. al-Rah}ma>n Ibra>hi>m Al-Kaila>ni>, Qawa>’id Al-Maqa>s}id ʿinda Al-Ima>m Asy-

Sya>t}ibi> ’Ard}an Wa Dira>satan Wa Tah}li>lan (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2000), 126. 
34Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliya>t Dan Evolusi Maqa>shid 

Al-Syari>’ah Dari Konsep Ke Pendekatan (Yogyakarta, Indonesia: LKiS, 2010). 
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Kata kemaslahatan yang dijelaskan di atas berasal dari bahasa 

Arab yaitu al-mas}lah}ah. Timbangan kata ini adalah َُل ح َُُ ل حُ ُ-ص ُُْ ا ُ-يصَ لَاح  َُُ ُص
ا ل وْح   ُُ لَا ُ  diartikan sebagai صُُ َُُّ ادُِ yaitu “kebaikan” atau  الَصُُ َُُ ُالْفَ ُُ در ُُِ  yaitu ضُُ

“kebalikan dari kerusakan”35. Ada juga yang memahami al-mas}-

lah}ah ini sebagai   ُ36 الَْمَنْفَعَة yaitu “sesuatu yang bermanfaat”. Sesuatu 

yang mengandung kebaikan atau manfaat adalah sebuah istilah un-

tuk menunjukkan kenikmatan, kenyamanan dan media-media yang 

digunakan untuk memperoleh kenikmatan tersebut. Lawan dari 

manfaat adalah kerusakan atau mudarat yang merupakan ungkapan 

untuk menunjukkan suatu kesengsaraan, kepedihan dan media-

media yang dapat berakibat timbulnya kemudaratan tersebut37.  

Ketika mengatakan kata kemaslahatan sebenarnya juga secara 

tidak langsung bermakna menolak kemudaratan atau kerusakan. 

Maksudnya ketika menyebutkan bahwa ada upaya yang dilakukan 

untuk meraih kemaslahatan maka pada hakikatnya secara beriring-

an juga melakukan penolakan terhadap kemudaratan atau kerusak-

an. Dengan penolakan ini maka suatu kemaslahatan yang dimaksud 

pun dapat dicapai.  

Dalam ilmu ushul fikih kemaslahatan ini atau al-mas}lah }ah 

sebagai teori, dalil atau metode yang digunakan dalam penemuan, 

penggalian dan penetapan status hukum Islam. Proses ini dilakukan 

baik digali dari sumber hukum Islam (Alquran dan Hadis) dengan 

menggunakan metode deduktif atau pun digali dari sumber empiris 

dengan menggunakan metode induktif. Namun tetap fokus pada 

 

 
35Ibn Manz}u>r, Lisa>n Al-’Arab (Kairo: Dar al-Ma’arif, n.d.), 2479. 
36Muh}ammad Sa‘i>d Ramad}a>n Al-Bu>t}i>, D}awa>bit} Al-Mas}lah}ah Fi> Asy-Syari>‘ah Al-

Isla>mi>yah (Beirut, Lebanon: Mu’assasah ar-Risa>lah, 2001), 27. 
37Fakhr ad-Di>n Muh}ammad ibn ‘Umar ibn al-H}usain Ar-Ra>zi>, Al-Mah}s}u>l Fi> ‘Ilm Al-

Us}u>l Al-Fiqh, vol. V (Mu’assasah ar-Risa>lah, n.d.), 157–58. 
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mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudaratan beserta 

media-media yang menyertainya.38  

Intinya hukum itu ditetapkan mesti berdasarkan kemaslahatan. 

Maksudnya adalah tujuan, target atau hasil akhir dari suatu hukum 

yang ditetapkan adalah berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetap-

kannya hukum pada manusia 39 . Menurut Imam al-Ghaza>li> yang 

diketahui juga meneruskan kajian gurunya menyatakan bahwa suatu 

kemaslahatan dapat diterima jika kemaslahatan tersebut dapat 

memelihara maksud-maksud syarak.  

حَافظََةُ ُبِِلْمَصْلىَحَةُُِنعَْنُِ ودُُِعلََىُُالْم  ْعِ،ُمَقْص  ودُ ُالشََّّ ْعُُِوَمَقْص  ُالخَْلقُُِْمِنَُُالشََّّ

َ ةمُ ُُُُخََْ وَُ: فظََُُأَ ُُُْوَ   رُ.ُُوَمَالهَ مُُُْوَنَْ لهَ مُُُْوَعَقْلهَ مُُُْوَنفََْ ه مُُُْدِينَْ مُُُْعلَلَِْمُُُْيََْ ُُفكَ 

نُ  ولَُُُِ ذِهُُُِحِفْظَُُمَايتَضََمَّ ،ُُفهَ وَُُُالخَْمَْ ةُُُِالُْْص  رُُُمَصْلحََةم َُ ذِهُُُِمَايفَ وت ُُُوَكُ 

ولَُ هَاُمَفَْ دَةمُُفهَ وَُُالُْْص  .ُوَدَفْع  ُ 40مَصْلحََةم

Maksud dari kutipan di atas bahwa kemaslahatan yang dimak-

sud hanya dibatasi pada pemeliharaan maksud-maksud syarak beru-

pa pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Setiap ke-

giatan yang terkandung di dalamnya untuk memelihara kelima hal 

itu, disebut al-mas}lah}ah tetapi jika sebaliknya ia termasuk al-

mafsadah. 

Dari pendapat inilah akhirnya Imam al-Ghaza>li> mengembang-

kan teori ad}-d}aru>riyah yang pernah dipopulerkan Imam al-Juwayni> 

 

 
38Ar-Ra>zi>, V:157–58. 
39Ah}mad Ar-Raisu>ni>, Al-Fikr Al-Maqa>s}idi> Qawa>’iduhu Wa Fawa>’iduhu (Raba>t}, 

Maroko: Da>r al-Bayd}a>’, 1999), 13. 
40Abu> H}a>mid Muh}ammad ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad Al-Ghaza>li>, Al-Mustas}fa> 

Fi> ‘Ilm Al-Us}u>l (Beirut, Lebanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 2000), 174. 
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dengan sebutan ad}-d}aru>riyah al-khams yakni lima kemaslahatan 

primer. Kelima kemaslahatan ini mesti dipelihara yaitu memelihara 

kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta41. Intinya dite-

gaskan kembali bahwa setiap kegiatan yang terkandung atau me-

ngandung di dalamnya untuk memelihara kelima unsur kemaslahat-

an di atas, maka ia disebut maslahat. Jika di dalam sesuatu atau se-

suatu yang dilakukan terdapat kebalikan dari kemaslahatan seperti 

memunculkan kemudaratan maka ia termasuk mafsadat (kerusak-

an).42  

Kini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kaidah prinsip dan 

penjelasan-penjelasan di atas bahwa prinsip hukum itu adalah:  

1. Prinsip hukum adalah menarik atau meraih kemaslahatan dan 

menolak kemudaratan;  

2. Seluruh syariat itu adalah untuk kemaslahatan. Oleh karena itu 

hukum atau fikih ditetapkan untuk kemaslahatan. Dengan 

tercapainya kemaslahatan berarti suatu aturan atau ketentuan 

berupa fikih dapat berfungsi untuk menolak kemudaratan yang 

berarti pula dengan ditolaknya kemudaratan maka di sana juga 

dapat memperoleh kemaslahatan. 

3. Kemaslahatan tersebut baik dengan cara menolak mafsadat 

(kerusakan/kemudaratan) atau dengan cara meraih kemaslahat-

an. 

4. Baik mashlahat atau mafsadat, ada untuk kepentingan dunia 

ada juga untuk akhirat atau bahkan untuk keduanya serta tanpa 

membedakan keduanya. 

 

 
41Ah}mad Ar-Raisu>ni>, Al-Bah}s\ Fi> Al-Maqa>s}id Asy-Syari>‘Ah: Nasy’Atuhu Wa 

Tat}awwuruhu Wa Mustaqbilihu (London: Mu’assasah al-Furqa>n li Tura>s\ al-Isla>mi>, 2005), 

19–20, https://www.quranicthought.com/ar/books/ُوم-وتطورهُ-نشأ ته-الشَّيعة-مقاصد-ف-البحث/. 

42Helim, Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1), 98. 
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5. Kemaslahatan dilihat dari sudut syariat terbagi kepada tiga 

yaitu wajib melaksanakannya, sunat melaksanakannya ada juga 

yang mubah melaksanakannya. Kemudaratan pun demikian, 

ada yang haram melaksanakannnya dan ada juga yang makruh 

melaksanakannya.    

B. Pembagian Kaidah-Kaidah Fikih 

Kaidah-kaidah fikih terbagi kepada dua macam yaitu kaidah-

kaidah fikih al-asa>siyah (dasar atau induk) dan kaidah-kaidah fikih 

ghair al-asa>siyah. Penjelasan kedua hal ini adalah sebagai berikut: 

1. Kaidah-Kaidah Fikih al-Asa>siyah (Induk) 

Kaidah-kaidah fikih al-asa>siyah adalah kaidah-kaidah fikih 

asas, dasar, fondasi atau induk dari kaidah-kaidah fikih lainnya. 

Maksudnya kaidah-kaidah fikih yang lain tentu bersandar 

dengan kaidah-kaidah fikih al-asa>siyah ini atau ketika para 

ulama merumuskan kaidah-kaidah fikih mesti merujuk terlebih 

dahulu pada kaidah-kaidah fikih al-asa>siyah. Oleh karena itu 

kaidah-kaidah fikih al-asa>siyah ini diakui kesahihahnnya oleh 

para ulama dari berbagai mazhab. Hal ini karena kaidah-kaidah 

fikih al-asa>siyah memiliki dasar dari Alquran dan Hadis Nabi 

Muhammad SAW.  

Kelanjutannya karena dengan kedudukan tersebut maka 

kaidah-kaidah fikih asa>siyah disebut juga sebagai al-qawa>‘id 

al-kulliyah al-kubra> yaitu kaidah-kaidah yang meliputi persoal-

an-persoalan fikih secara universal (kulliyah) yang sifatnya 

menjadi asas dari kaidah-kaidah fikih yang lainnya. Disebut 

demikian karena ia lebih universal (asymal) dan berlaku umum 

(‘amm) sehingga dengan keberadaan ini ia dapat menampung 

berbagai persoalan hukum fikih. Selain itu kata al-kubra> adalah 

fungsinya di samping memang cakupannya luas juga memiliki 
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dasar hukum yang kuat baik dari Alquran atau pun dari Hadis 

Nabi Muhammad SAW.  

Ada juga mengatakan bahwa al-asa>siyah ini adalah kaidah-

kaidah inti atau disebut juga sebagai kaidah induk. Sebenarnya 

ada beragam bahasa atau istilah ini menunjukkan bahwa perbe-

daan tersebut hanya perbedaan dalam redaksi kata. Jika dilihat 

secara hakikatnya memiliki persamaan pengertian. Kendatipun 

demikian, kalaupun disebut sebagai kaidah induk hal itu tidak 

lain karena banyak kaidah-kaidah cabang yang dapat dikem-

balikan atau dirujuk kembali kepada kaidah induk ini43. Me-

mang secara kuantitas, jumlah kaidah fikih al-asa>siyah (induk) 

berbeda-beda di antara para ulama. Syekh Jala>l ad-Di>n as-Su-

yu>t}i> menjelaskan kaidah fikih dalam mazhab Syafi’i sebanyak 

empat puluh kaidah fikih. Syekh ‘Izz ad-Di>n ibn ‘Abd as-Sala>m 

mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan fikih dapat 

dirujuk atau dikembalikan hanya kepada kemaslahatan, karena 

ukuran hukum adalah kemaslahatan, termasuk ketika ada upaya 

untuk menolak kemudaratan, upaya ini tidak lain adalah bagian 

dari mendatangkan kemaslahatan. Hanya saja mayoritas ulama 

menyatakan bahwa jumlah kaidah fikih al-asa>siyah atau kaidah 

fikih induk berjumlah lima kaidah.44 

Kaidah-kaidah fikih al-asa>siyah tersebut adalah sebagai 

berikut:  

a.ُُُْوْرُ ُاَل ُبِمَقَاصِدَِ اُُُم 

 

 
43Jala>l ad-Di>n ’Abd ar-Rah}ma>n As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id 

Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah (Beirut, Lebanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 1983), 7. 

44Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), 41. 
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Artinya:  “setiap persoalan tergantung dengan tujuan atau 

maksud”. 

b.  ُْْبِِلشَّ لُِ ي زَالُ  لإَُ اَليَْقِي 

Artinya: “keyakinan itu tidak dapat dihilangkan hanya karena 

keraguan” 

c.  ُلِ  ُ اَلْمَشَقَّة  التَّ ِْ ْ َُ تَْ

Artinya: “kesulitan itu membutuhkan kemudahan” 

d.  ُر َ  ي زَالُ  اَلضََّّ

Artinya: “kemudaratan itu harus dihilangkan” 

eُ.  َُةمُ اَلْعَادَة حَ َّ  م 

Artinya: “adat atau kebiasaan dapat dijadikan pedoman 

(metode penetapan)” 

2. Kaidah-Kaidah Fikih Gair al-Asa>siyah (Cabang) 

Kaidah-kaidah fikih gair al-asa>siyah adalah kebalikan dari 

kaidah-kaidah fikih al-asa>siyah. Jika kaidah-kaidah fikih al-

asa>siyah merupakan kaidah-kaidah asas, dasar atau fondasi dari 

kaidah-kaidah fikih lainnya, maka kaidah-kaidah fikih gair al-

asa>siyah adalah sebagai kaidah-kaidah yang bersandar atau 

berasas ke kaidah-kaidah fikih al-asa>siyah atau masuk dalam 

kategori kaidah-kaidah fikih lainnya. Oleh karena itu kaidah-

kaidah fikih gair al-asa>siyah disebut juga sebagai kaidah-kaidah 

cabang. 

Namun karena kedudukan kaidah-kaidah fikih gair al-asa>-

siyah bukan sebagai kaidah asas atau hanya sebagai kaidah-

kaidah cabang, maka para ulama pun berbeda pendapat terha-
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dap kaidah-kaidah ini. Ada kaidah-kaidah fikih gair al-asa>siyah 

yang sepakati mayoritas ulama, ada juga kaidah-kaidah fikih 

gair al-asa>siyah yang diperdebatkan atau diperselisihkan para 

ulama. Kaidah-kaidah ini akan dijelaskan pada bab-bab selan-

jutnya. 
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BAB 3 

KAIDAH-KAIDAH FIKIH AL-
ASA >SIYAH (DASAR ATAU 
INDUK) DAN SUB-SUBNYA 

A. Kaidah Fikih al-Asa>siyah (Dasar atau Induk) 
Setiap Persoalan Tergantung dengan Tujuan, 
Maksud atau Niatnya  

 

Tabel 1 

Kaidah Fikih al-Asa>siyah dan Sub-Subnya 

Sub Kaidah 
No Kaidah Fikih 

al-Asa >siyah  

يْرَ الْم ؤْمِنَِ نيِاةَ   عامالِهَِ مِنَْ خا
اَ م وْرَ  االَ  1  بِاقااصِدِها

Niat seorang Mukmin lebih 

baik daripada amalnya. (H.R. 

Thabarni) 
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بِالنِ ياةَِ إِلاَ ث اوااباَ لاَ  
2 (setiap persoalan 

tergantung dengan 

tujuan atau maksud) 
Tidak ada pahala kecuali 

dengan niat 

 واالْقالْبَ  اللِ ساانَ  إِخْت الافاَ لاوَْ

 الْقالْبَِ ماافَِ فاالْم عْتاباَ 

3 

Jika terjadi perbedaan antara 

ucapan dengan yang di hati 

(niat) maka yang dipandang 

benar adalah apa yang ada di 

hati 

ي الْزامَ   ج زْءَ  ك ل َِ فَِ الْعِبااداةَِ نيِاةَ  لا

 مااي افْعال هَ  جُ ْلاةَ  فَِ إِنَّااات الْزامَ 

4 

Tidak wajib niat ibadah dalam 

setiap bagian, tetapi niat wajib 

dalam keseluruhan yang 

dikerjakan 

 نيِاةرَ تَاْزيِهِماا فالاَ مافارِ ضايَِْ ك لَ 

ةرَ  واالْع مْراةاَ الْْاجاَ إِلاَ وااحِدا

5 

Setiap dua kewajiban tidak 

boleh dengan satu niat,kecuali 

ibadah haji dan umrah 
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تاقِلَ  فالاَ أاصْلرَ لاهَ  مااكااناَ ك لَ   عانَْ ي ان ْ

 النِ ياةَِ بِ جارادَِ أاصْلِهَِ

6 

Setiap perbuatan asal (pokok) 

tidak bisa berpindah dari yang 

asal karena semata-mata niat 

فِظَِ نيِاةَِ عالاى اللافْظَِ ماقااصِدَ   اللا
7 

Maksud yang terkandung 

dalam ungkapan kata 

tergantung dengan niat orang 

yang mengucapkan 

  واالْماعاانَِْ للِْماقااصِدَِ  الْع ق وْدَِ فَِ االْعِبْاةَ 

 واالْماباانَِْ لِلْْالْفااظَِ لاَ

8 

Tolak ukur dalam akad adalah 

maksud-maksud dan makna-

makna, bukan lafal-lafal 

 

 الْالْفااظَِ عالاى مابْنِياةرَ الْايْْاانَ 

 واالْماقااصِدَِ

9 

Sumpah itu berdasarkan kata-

kata dan maksud 

 

 

 



36 KAIDAH-KAIDAH FIKIH  

 

 

 

 

 1. Pengertian Kaidah Setiap Persoalan Tergantung dengan 

Tujuannya 

Kaidah al-asasiyah (dasar atau induk) tentang tujuan, 

maksud atau niat seperti yang disebut di atas adalah: 

اَ م وْرَ  االَ   45بِاقااصِدِها

“al-Umu>r bi Maqa>s}idiha >” 

“Setiap persoalan tergantung dengan tujuan atau maksud”. 

Kata “al-umu>r” merupakan bentuk jamak dari kata “amr” 

yang bermakna “segala persoalan”. Bentuk jamak lain dari 

“amr” adalah “awa>mir” yang bermakna perintah. Namun mak-

na yang tepat untuk kata “al-umu>r” di sini adalah “persoalan-

persoalan” atau “setiap sesuatu” atau juga “setiap persoalan”46.  

Kata maqa>s}id adalah bentuk jamak dari kata maqs}id, yang 

berarti “tujuan atau arah”, atau “tempat yang dituju atau 

dimaksudkan”.  Dalam ilmu S}arf, kata maq>as}id berasal dari 

timbangan “  yang memiliki banyak arti seperti “Jalan yang ”قاصاداَ

lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, 

keinginan yang kuat, bermaksud untuk sesuatu (qas}ada 

ilayh)”.47 Makna yang digunakan di sini adalah tujuan, maksud 

atau bahkan disebut niat. Oleh karena itu makna dari kaidah di 

atas adalah setiap persoalan tergantung dengan tujuan, maksud 

atau niat. 

 

 
45As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 

8. 
46Fad}l Mura>d, ‘Qa>’idah Al-Umu>r Bi Maqa>s}diha> Wa As\ariha> Fi> As}-S}ina>’ah Al-

Fiqhiyah Al-Mu’a>s}arah’, Majallah Al-’Ulu>m at-Tarbawiyah Wa Ad-Dira>sa>h Al-Insa>niyah 

20 (2021): 92. 
47Helim, Maqa>s}id Al-Shari>’ah versus Us}u>l Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam 

Metodologi Hukum Islam), 7–8. 
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2. Dasar Hukum Kaidah 

Dasar hukum dari kaidah al-asasiyah (dasar atau induk) di 

atas dapat dipahami dari beberapa ayat Alquran dan sebuah 

Hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya pada Q.S. A<li ‘Imra>n 

ayat 145 sebagai berikut: 

نيَْاُثوََابَُُي ردُُِْ...وَمَنُْ ُمِنْْاَُ..ُ.ُن ؤْتِهُُِالْْآِ رَةُُِثوََابَُُي ردُُِْوَمَنُُُْمِنْْاَُن ؤْتِهُُِالدر

…Siapa saja menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan 

kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki 

pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat 

itu… 

Firman Allah pada Q.S. al-Zumar ayat 2: 

نَُّّ
ِ
ليَْ َُُُأَنْزَلنَْاُا

ِ
َُُفاَعْب دُُِبِِلحَْقلُُِالكِْتَابَُُا اُاللَّّ خْلِص  ينَُُُلَُِ ُم  ِ  الدل

Sesunguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Quran) 

dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya. 

Firman Allah berikutnya pada Q.S. al-Bayyinah ayat 5: 

واُُوَمَا لإَُُُّأمُِر 
ِ
واُُا َُُُلِيَعْب د  خْلِصِيَُُُْاللَّّ ينَُُُلَُِ ُُم  ِ نفََاءَُُُالدل لَاةَُُُوَي قِيم واُُح  ُُوَي ؤْت واُُُالصَّ

كََةَ، مَةُُِدِينُ ُوَذَالَُُُُِالزَّ  الْقَيلِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalan-

kan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat 

dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang 

lurus. 

Hadis Nabi Muhammad SAW: 
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ُُأبَُُِْالم ؤمِنِيَُُُْْأمَِ ُُِعَنُْ َرَُُحَفْص  ابُُِبْنُُِعَ  عْت ُ:ُقَالَُُعنْهُ ُاللُ ُرَ َُُالخطََّ ُُسََِ

ولَُ ُُاللُُِرَس  َّمَا:ُيقَ وْلُ ُوَسَلََُُّعلَيَْهُُِاللُ ُصَلىَّ ن
ِ
َّمَاُبِِلنليَِّاتِ،ُالَْعََْالُ ُا ن

ِ
لُُِوَا ُُلِك 

لَىُُهِِْرَت هُ ُكََنتَُُْفمََنُُْنوََىُ،ُمَاُامْرِئُ 
ِ
وْلُُِِِاللُُُِا لَىُُفهَجِْرَت هُ ُوَرَس 

ِ
ُُاللُُِا

، وْلِِِ نيَْاُهِِْرَت هُ ُكََنتَُُْوَمَنُُْوَرَس  اَ،ُلِد  هَا،ُامْرَأَةُ ُأوَُُْي صِيْبُ  لَىُُفهَجِْرَت هُ ُينَْكِح 
ِ
ُُمَاُا

ليَْهُِ.ُ)رواهُُالبخاريُوم ل(48
ِ
 َ اجَرَُُا

Dari Amirul Mukminin Abu> H}afs} ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b, Saya 

mendengar Rasulullah SAW bersabda: “setiap amalan 

tergantung pada niatnya (maksud atau tujuan), dan setiap orang 

mendapatkan seperti apa yang ia niatkan (maksudkan dan 

tujuannya). Siapa saja yang berhijrah karena Allah dan Rasul-

Nya, maka ia berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, tetapi 

siapa saja yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau untuk 

menikahi seorang wanita yang diinginkannya maka ia menda-

patkan dalam hijrahnya sebagaimana ia maksudkan. 

Berdasarkan beberapa ayat Alquran dan sebuah hadis Nabi 

di atas dapat dipahami bahwa kaidah al-umu>r bi maqa>s}idiha> 

memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian kedudukan 

kaidah ini pun juga ikut kuat sehingga berfungsi tidak hanya 

sebagai pelingkup atau peliput persoalan-persoalan hukum saja 

tetapi juga menjadi alat analisis untuk menjawab persoalan-

persoalan hukum.         

 

 

 

 
48Abi> ’Abdilla>h Muh}ammad ibn Isma>’i>l Al-Bukha>ri>, S}ah}i>h Al-Bukha>ri> (Beirut, 

Damaskus: Da>r Ibn Kas\i>r, n.d.), 3. 
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3. Kandungan Hukum Kaidah 

Dengan komplitnya dasar hukum kaidah al-umu>r bi ma-

qa>s}idiha> ini, maka dapat dinyatakan bahwa kaidah ini adalah 

kaidah teristimewa dari kaidah-kaidah yang lain. Alasannya ka-

rena banyak hal yang dapat dikembalikan atau dijawab melalui 

kaidah ini. Keistimewaan ini terlihat dari komentar beberapa 

ulama yang menyatakan bahwa kaidah di atas secara fakta 

dapat menjawab persoalan yang lebih luas. Bahkan Imam al-

Sha>fi‘i dan Imam Ah}mad ibn H}anbal sendiri mengatakan bah-

wa kaidah di atas adalah sepertiga ilmu49 yang berarti tidak 

salah jika kaidah ini dinilai sebagai kaidah yang lebih utama, 

teristimewa dan lebih kaya dalam menjawab permasalahan hu-

kum. 

Persoalan-persoalan yang dapat dikaji melalui kaidah ini, 

misalnya dalam bidang ibadah yang meliputi bersuci, wudhu, 

mandi wajib atau pun sunat, tayamum, salat baik yang wajib 

termasuk jamak dan qas}r atau pun shalat-salat sunat yang ber-

jamaah atau pun individu, zakat, sedekah, puasa, haji, umrah 

sampai pada itikaf. Dalam bidang muamalat dalam pengertian 

luas adalah dari urusan pernikahan, bisnis, politik, pidana, per-

data dan termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyara-

kat dalam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.50      

Sebagaimana maksud dari kaidah ini bahwa setiap per-

soalan tergantung dengan tujuan atau maksudnya, maka jika 

dikerucutkan fokus dan ujung dari bahasan kaidah ini adalah 

bicara tentang niat. Niat itu sendiri adalah: 

 

 
49Fa>t}imah Al-Jilsi>, ‘Qa>’idat Al-Umu>r Bi Maqa>s}idiha> Wa Al-Qawa>’id Al-Mundarijah 

Tah}taha>’ (Jeddah, 2020), 578. 

50Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), 45. 
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ُللِْفِعْل51ُِ قَارِ ُ  ُالْم  ُبِفِعْلُُِِأَوُُِالْقصَْدُ  نُّ  قْتََِ ءُُِم  ْ ُالشََّّ  قصَْدُ 

Mengqas}adkan (memaksudkan) di dalam hati tentang suatu hal 

yang maksud itu bersamaan dengan melakukannya.  

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa niat 

letaknya di hati52. Namun demikian, tentu tidak cukup juga ka-

lau hanya tersimpan di hati, sementara tidak ada yang diucap-

kan dan dikerjakan. Jika hanya di dalam hati, tanpa melakukan 

perbuatan maka ia masuk dalam kategori rencana atau sesuatu 

yang ingin dilakukan. Selain itu juga tidak cukup kalau suatu 

amalan (perbuatan) hanya semata diucapkan melalui perkataan 

atau melalui perbuatan, tanpa dibarengi niat. Oleh karena itu, 

yang diakui sebagai niat adalah suatu maksud di dalam hati 

mau melakukan sesuatu yang mesti disertai juga dengan mela-

kukan perbuatan itu. Artinya apa yang terukir di hati maka 

begitu juga yang dilakukan melalui perbuatan. Sesuatu yang 

ada di hati dibuktikan melalui perbuatan. Itulah yang disebut 

niat. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa bernilai tidaknya 

suatu perbuatan sebenarnya tergantung dengan niat. Dari niat 

ini pula dapat diketahui kualitas perbuatan seseorang. Misalnya 

jika seseorang melakukan perbuatan yang menjadi kebiasaan 

biasa yang sebenarnya tidak bermuatan ibadah seperti makan, 

minum atau bekerja dan perbuatan-perbuatan dunia lainnya, 

tetapi jika perbuatan ini diiringi dengan niat sebagai ibadah, 

maka perbuatan biasa itu pun akhirnya bernilai ibadah. Namun 

 

 
51Ibra>hi>m ibn Muh}ammad ibn Ah}mad Al-Ba>ju>ri>, H}a>syiah Al-Ba>ju>ri>, vol. 1 (Beirut, 

Lebanon: Da>r al-Minha>j, 2016), 239. 
52Muh}ammad ibn H}amu>r Al-Wa>’ili>, ‘Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Ta>ri>khuha> Wa 

As\aruha> Fi> Al-Fiqh’ (Madi>nah al-Munawwarah: Madi>nah al-Munawwarah, 1987), 54. 
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jika tidak diiringi dengan niat untuk ibadah, maka seseorang itu 

hanya melakukan perbuatan biasa saja53. 

Sebaliknya jika seseorang melakukan perbuatan ibadah 

baik yang masuk dalam kategori sunah seperti itikaf di Masjid, 

membuang sesuatu yang mengganggu di jalan atau ibadah yang 

jelas-jelas diperintahkan sebagai ibadah mah}d}ah seperti salat, 

puasa dan lainnya, tetapi jika semua itu tidak diiringi dengan 

niat untuk ibadah, maka perbuatan ibadah ini akhirnya tidak 

bernilai ibadah. Inilah maksud dari kekuatan niat. 54 Niat itu 

penting untuk mengevaluasi kualitas atau makna tindakan se-

seorang. Apakah dia melakukan perbuatan tersebut hanya 

karena kebiasaan atau hanya karena perintah agama atau untuk 

beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, ukuran untuk amal 

yang dilakukan seseorang adalah tujuan, maksud, niat atau mo-

tif yang ada dalam hati nuraninya saat melakukan suatu per-

buatan.55      

Dalam masalah lain yang masih ada kaitannya dengan niat 

seperti ada orang lain yang ingin menjual barang yang dimiliki-

nya atau ada orang yang ingin menceraikan istrinya atau ada 

orang ingin membeli barang untuk diwakafkan atau mau 

melakukan hal-hal lainnya, tetapi jika semua itu masih sebagai 

niat dan belum atau tidak diwujudkan dalam perbuatan nyata, 

maka posisinya belum berimplikasi dan berdampak hukum. Ia 

 

 
53Ta>j ad-Di>n ’Abd al-Wahha>b ibn ’Ali> ibn ’Abd al-Ka>fi> As-Subki>, Al-Asyba>h Wa 

an-Naz}a>’ir, vol. 1 (Beirut, Lebanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 1991), 57. 
54Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian 

Masalah-Masalah Yang Praktis, 35. 
55Mif Rohim, Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum, Buku Ajar Qawa’id Fiqhiyyah 

(Jombang, Indonesia: LPPM UNHASY Tebuireng, 2019), 36. 
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masih bersifat abstrak dan untuk menjadikannya nyata maka 

harus diwujudkan atau diiringi melalui perbuatan56.   

Namun ada suatu perkataan yang diucapkan secara jelas 

walaupun tidak diiringi dengan niat maka perkataan tersebut 

dianggap berdampak hukum. Misalnya ada orang berkata “saya 

wasiatkan harta ini” atau “saya jual barang ini” atau juga “saya 

ceraikan kamu sebagai istri saya” maka perkataan seperti ini 

dipandang sah walaupun tidak diiringi dengan niat. Sama hal-

nya tentang wakalah, penitipan, peminjaman, mencuri, menu-

duh orang lain berzina, semua itu tidak memerlukan niat tetapi 

bila diucapkan maka berdampak hukum. Kenapa? Karena yang 

dikemukakan di sini adalah sesuatu jelas, lugas dan sesuatu itu 

pun berada di dalam kuasa sehingga ketika ada orang meng-

ucapkan kata yang jelas tersebut tanpa harus disertai niat seka-

lipun maka terlepaslah sesuatu atau ikatan tersebut57. 

Sebaliknya ada perkataan yang tidak jelas, maka untuk hal 

ini bisa berbeda hukumnya sesuai dengan niat si pelaku. Misal-

nya ada perkataan yang menggunakan waktu akan datang se-

perti “saya akan menikahi perempuan itu” atau “akan saya jual 

barang ini” atau “akan saya beli barang ini”. Di sini tidak diten-

tukan waktunya kapan sehingga menjadi tidak jelas sehingga 

dipandang tidak sah. Namun jika niat yang mengucapkan ini 

adalah memang ketika itu juga menikahi seorang perempuan 

atau menjual atau membeli barang yang pada waktu itu maka 

sah lah ucapan itu. Termasuk juga yang diucapkan seseorang 

 

 
56’Ali> H}aidar, Durar Al-Hukka>m Syarh} Majallah Al-Ah}ka>m, vol. 1 (Riya>d}, al-

Mamlakah as-Sa’u>diyah: Da>r ’A<lam al-Kutub, 2003), 19. 

57H}aidar, 1:20. 
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menggunakan embel waktu akan datang tetapi niat di hati 

adalah waktu masa lalu maka juga dipandang sah.58 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan tentang 

niat: 

a. Adanya niat fungsinya adalah untuk membedakan perbuat-

an bernilai ibadah atau hanya bernilai kebiasaan; 

b. Adanya niat fungsinya untuk membedakan nilai perbuatan 

baik berupa kebaikan atau keburukan; 

c. Adanya niat fungsinya untuk menentukan sah atau tidak-

nya suatu perbuatan dan dapat membedakan antara yang 

wajib dan sunah.59  

Di samping itu ada juga yang perlu ditegaskan di sini yang 

masih berkaitan dengan niat:60 

a. Perbuatan yang sudah jelas sebagai ibadah, bukan sebagai 

kebiasaan seperti beriman kepada Allah, membaca Alqur-

an, azan, zikir, khauf, raja’, maka tidak diperlukan lagi niat 

untuk menyatakan sahnya perbuatan tersebut, kecuali 

membaca Alquran karena nazar, maka niat tersebut diper-

lukan; 

b. Terhadap perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka 

agar sahnya tidak diperlukan niat untuk meninggalkannya 

seperti meninggalkan korupsi, meninggalkan dari meng-

konsumsi narkoba dan meninggalkan semua yang dilarang 

 

 
58H}aidar, 1:20. 
59Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian 

Masalah-Masalah Yang Praktis, 35–36. 

60As-Subki>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir, 1:59–60. 
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dalam Islam. Namun jika ingin mendapatkan pahala tentu 

diperlukan niat. 

4. Sub-Sub Kaidah Beserta Contoh 

Sub-sub dari kaidah “al-Umu>r bi Maqa>s}idiha>” adalah 

sebagai berikut:  

a. Kaidah Niat Mukmin Lebih Baik dari Amalnya 

ُمِنُُْعَََل61ُِِ ؤْمِنُُِخَْ مُ ُالْم   نِيَّةُ 

“Niat seorang Mukmin lebih baik daripada amalnya. (H.R. 

Thabarni” 

Suatu kaidah dapat diambil dari Hadis. Hal ini seperti 

kaidah di atas yang merupakan perkataan Nabi Muhammad 

SAW. Kaidah niat seorang mukmin lebih baik daripada 

amalnya maksudnya bukan berarti seseorang cukup berniat 

untuk melakukan kebaikan tanpa harus mengerjakan ke-

baikan tersebut. Namun yang dimaksudkan di sini betapa 

niat itu sangat dihargai dalam Islam, bahkan hanya karena 

niat untuk melakukan kebaikan saja sudah mendapatkan 

pahala, terlebih lagi jika langsung mengerjakannya tentu 

juga mendapatkan pahala. 

Begitu juga pada orang yang tidak mampu secara 

finansial melakukan sesuatu amalan misalnya melaksana-

kan umrah atau haji, tetapi dengan adanya niat yang benar-

benar ikhlas karena Allah SWT, maka orang yang memiliki 

niat kuat tersebut mendapatkan pahala dari Allah SWT. 

Bahkan bisa jadi nilai niatnya lebih baik dari amalannya 

 

 
61As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 

8. 
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seandainya ia melaksanakan ibadah tersebut. Dalam pan-

dangan yang lain dapat digambarkan sebagai berikut. Ada 

orang yang ketika belum memiliki kemampuan dan di sisi 

lain ia melihat orang lain yang berkemampuan tetapi tidak 

maksimal melaksanakan suatu amalan, sehingga yang be-

lum memiliki kemampuan ini pun menyayangkan keadaan 

tersebut seraya berniat jika ia memiliki kemampuan itu 

maka ia akan melakukan yang lebih baik. Gaya seperti ini 

memang masuk dalam kategori rencana, tetapi karena 

Allah juga sangat menghargai rencana atau niat kebaikan 

dari hamba-hamba-Nya maka rencana pun mendapatkan 

balasan kebaikan dari Allah SWT.   

Allah sangat memperhatikan apa yang diinginkan 

seseorang. Mereka yang sudah berniat berbuat baik dan 

melakukannya dengan benar akan mendapatkan pahala 

yang berlipat ganda. Orang yang sudah berniat berbuat 

baik tetapi tidak melakukannya tetap mendapatkan pahala 

bahkan orang yang sudah berniat melakukan sesuatu yang 

salah tetapi tidak melakukannya juga mendapatkan pahala 

dari Allah. 

b. Kaidah Tidak Berpahala kecuali dengan Niat 

ُبِِلنليَِّة62ُِ لإَُّ
ِ
 لَإُُثوََابَُُا

“Tidak ada pahala kecuali dengan niat” 

Kaidah ini dalam mazhab Hanafi sebagai kaidah man-

diri atau al-asasiyah, tetapi di kalangan mazhab yang lain 

termasuk mazhab Maliki merupakan sub dari kaidah al-

 

 
62Al-Burnu>, Al-Waji>z Fi> I<d}a>h} Qawa>‘id Al-Fiqhi>yah Al-Kulli>yah, 126. 
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asa>siyah di atas. Bahkan kaidah di atas tampaknya berda-

sar dari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yaitu: 

 63  لإَُُعََِلَُُلِمَنُُْلَإنِيَةَُُلَُِ 

“Tidak ada (pahala) amalan bagi orang yang tidak berniat” 

Kaidah di atas ingin menjelaskan bahwa perbuatan 

apapun harus disertai dengan niat. Walaupun perbuatan 

ibadah, tetapi jika tidak disertai niat maka tidak berpahala. 

Misalnya tidak makan dan minum sejak terbit fajar, tetapi 

yang bersangkutan tidak berniat untuk melaksanakan pua-

sa baik puasa wajib atau sunat maka yang dilakukannya 

bukanlah disebut puasa sehingga tidak mendapatkan paha-

la.  

Sebaliknya walaupun perbuatan dunia seperti yang 

pernah disinggung pada bahasan sebelumnya, tetapi jika 

diiringi dengan niat yang baik maka akan menjadi pahala. 

Misalnya makan adalah perbuatan dunia dan ketika sese-

orang makan, maka ia akan mendapatkan kondisi kenyang. 

Namun jika ia makan berniat agar kuat menjalani ibadah 

atau sehat sehingga bisa menafkahi keluarga, maka per-

buatan dunia ini berbuah kebaikan berupa pahala. Begitu 

juga misalnya seorang guru yang mengajar para muridnya 

tetapi jika ia berniat karena Allah dan karena ilmu serta 

untuk mencerdaskan anak-anak bangsa maka pembelajaran 

yang dilakukannya bernilai ibadah. Berbeda halnya jika 

guru ini mengajar niatnya hanya untuk mendapatkan gaji, 

 

 
63As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 
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berarti gaji itulah yang menjadi niatnya sehingga 

pembelajaran yang dilakukannya pun tidak bernilai ibadah. 

c. Kaidah Jika terjadi Perbedaan antara Lisan dan Hati 

ُمَافُُِالْقلَِْ 64ُ عْتَبَُ  ُوَالْقلَْ  ُُفاَلْم  ْ تلَفََُُالللَِ ا ُ 
ِ
 لوَُُْا

“Jika terjadi perbedaan antara ucapan dengan yang di hati 

(niat) maka yang dipandang benar adalah apa yang ada di 

hati” 

Kaidah di atas menjelaskan bahwa ketika terdapat 

perbedaan antara apa yang diucapkan dengan yang terda-

pat di dalam hati, maka yang dijadikan patokan adalah 

yang ada di dalam hati. Salah satu cara untuk mengetahui 

sesuatu yang ada di dalam hati (niat) adalah melalui indika-

si-indikasi ketika orang melakukan perbuatan hukum. Bia-

sanya tanda-tanda seperti ini dapat dibaca baik dalam wak-

tu dekat atau memerlukan beberapa waktu.  

Misalnya ketika ada orang mengatakan setuju dan 

sepakat terhadap sesuatu, tetapi sebenarnya ia tidak setuju 

dan hati tidak bisa didustai karena memang seperti itulah 

suara hati. Selanjutnya hati pun mengirimkan pesan-

pesannya melalui perbuatan yang dilakukan seseorang baik 

ia menyadari ataupun di luar kesadarannya yang akhirnya 

dapat diketahui indikasi-indikasi bahwa ia tidak setuju. 

Sama halnya seperti orang yang berniat mandi wajib, 

tetapi karena malu diketahui orang bahwa ia mandi wajib, 

akhirnya ia mengatakan bahwa sudah lama tidak keramas 

dan kepala pun sudah terasa gatal. Yang menjadi patokan 

 

 
64As-Suyu>t}i>, 30. 
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di sini adalah niat mandi wajib. Hal lainnya ketika masuk 

waktu Ashar ada orang berniat melaksanakan salat Ashar 

tetapi ketika mengucapkan lafal niat lidahnya terucap salat 

Zhuhur maka salatnya tetap sah asalkan niat ketika awal 

melaksanakan salat itu benar-benar meniatkan salat Ashar. 

d. Kaidah Tidak Wajib Niat di Setiap Bagian 

65  ُ ُمَايفَْعَل  لَُ  ْ ُفُُِجُ  َّمَاتلَْزَمُ  ن
ِ
ُا زْءُ  لُُِج  ُالْعِبَادَةُُِفُُِكُ  ُنِيَّةُ   لَإيلَْزَمُ 

“Tidak wajib niat ibadah dalam setiap bagian, tetapi niat 

wajib dalam keseluruhan yang dikerjakan” 

Misalnya dalam melaksanakan salat. Niat yang dila-

kukan cukup ketika bersamaan melakukan takbiratul ih-

ram, tidak perlu dilakukan di setiap tiap perubahan rukun. 

Hal ini justru membuat terjadinya perubahan niat dalam 

salat.  

e. Kaidah Dua Kewajiban tidak Boleh Satu Niat 

مْرَة66َُ ُُوَالعْ  ُالحَْجَُّ لإَُّ
ِ
ُوَاحِدَةمُُا زِيِهمَاُنِيَّةمُ ضَيُُِْْفلََاُُتَْ ُمَفَرِل رُ  كُ 

“Setiap dua kewajiban tidak boleh dengan satu niat, 

kecuali ibadah haji dan umrah” 

Contoh dari kaidah ini adalah bahwa haji itu ada tiga 

macam yaitu haji tamattu’, haji ifra>d dan haji qira>n. Haji 

tamattu’ adalah rangkaian pelaksanaan ibadah haji santai 

karena waktunya panjang dan melaksanakan lebih dahulu 

umrah baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Oleh ka-

 

 
65Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian 

Masalah-Masalah Yang Praktis, 40 

66Djazuli, 40. 
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rena itu bagi yang melaksanakan haji tamattu’ diwajibkan 

membayar dam.  Haji ifra>d adalah hanya melaksanakan 

ibadah haji saja sehingga tidak diwajibkan membayar dam. 

Adapun haji qira>n adalah pelaksanaan haji dan umrah da-

lam satu waktu dan satu niat secara sekaligus dan bursa-

maan. Oleh karena itu bagi yang melaksanakan haji qira>n 

wajib membayar dam.    

Kaidah di atas berlaku untuk semua kewajiban ibadah 

yang mesti memiliki niat tersendiri. Tidak ada dua kewa-

jiban atau lebih dilakukan dengan satu niat, yang artinya 

mesti dengan niat sendiri-sendiri, kecuali ibadah haji dan 

umrah. Kedua ibadah ini bisa dilakukan dengan satu niat 

dan bahkan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. 

f. Kaidah Setiap Perbuatan tidak Boleh Berpindah Karena 

Niat 

دُُِالنليَِّة67ُِ جَرَّ ُعَنُُْأَصْلُُِِبِم  ُفلََاُُينَتَْقِلُ  ُأَصْلمُ ُمَأكََ َُُلَُِ  رُ  كُ 

Setiap perbuatan asal (pokok) tidak bisa berpindah dari 

yang asal karena semata-mata niat. 

Misalnya ada orang yang melaksanakan salat Shubuh. 

Kemudian di rakaat kedua ia teringat belum melaksanakan 

salat sunat Shubuh atau ada alasan lain yang membuatnya 

merubah niat untuk kemudian melaksanakan salat sunat 

Shubuh. Jika hal yang demikian terjadi, maka batallah salat 

Shubuh yang dilakukannya.  

Berbeda hukumnya jika ada seseorang yang sejak 

terbit fajar belum makan dan minum. Kemudian di tengah 

 

 
67Djazuli, 40. 
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hari ia baru berniat untuk menjadikan hari itu sebagai hari 

puasanya, maka sahlah puasanya karena sejak terbit fajar 

tidak satu pun masuk makanan ke tubuhnya.   

g. Kaidah Suatu Lafal Tergantung dengan Niat 

فِظ68ُِ ُاللَّفْظُِعلََىُُنِيَّةُُِاللاَّ  مَقَاصِدُ 

“Maksud yang terkandung dalam ungkapan kata tergan-

tung dengan niat orang yang mengucapkan” 

Misalnya apa pun perbuatan hukum yang dilakukan 

seperti hibah, nazar, salat, sedekah dan sebagainya tergan-

tung dengan niat si pelaku. Apakah kata sedekah yang di-

ucapkannya maksudnya adalah zakat atau sedekah sunah. 

Semua itu tergantung dari maksud atau niat si pelaku. 

Memang diakui bahwa terdapat norma-norma pengucapan 

di setiap lafal yang sudah berlaku secara umum baik dilihat 

dari segi keilmuan atau pun dari segi kebiasaan. Ketika 

seseorang mengatakan kata “makan” tidak mungkin juga 

diartikan sebagai kata “minum”. Kalau pun si pengucap 

memahami seperti makan sebagai minum, maka patokan 

yang diambil adalah norma-norma yang diakui secara 

umum itu. 

Dalam kasus yang lain misalnya seorang suami 

memanggil istrinya dengan sebutan “talak atau cerai atau 

pisah atau putus atau kata lainnya yang semakna seperti 

menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya”, maka jika 

maksudnya adalah menceraikan hubungan sebagai suami 

istri maka terjadilah perceraian tersebut. Termasuk juga 
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jika seseorang menggunakan isyarat seperti menyilangkan 

tangan menjadi huruf x sebagai tanda bahwa hubungan me-

reka berakhir dan hal seperti inilah yang menjadi niatnya, 

maka terjadilah perceraian suami istri ini. Namun jika mak-

sudnya bukan untuk cerai sebagai hubungan suami istri 

tetapi hanya menjadikan kata tersebut sebagai motivasi 

untuk “menceraikan dunia” dalam arti tidak terlalu bergan-

tung dengan dunia ini maka tidaklah terjadi perceraian. 

Setidaknya hal seperti ini menjadi pandangan dalam fikih; 

bukan dalam pandangan hukum yang diberlakukan dalam 

pengadilan Agama yang hanya mengakui perceraian itu 

diucapkan di depan persidangan. 

Ada juga kasus lain yang berdampak menimbulkan hu-

kum lain jika menggunakan kaidah di atas. Misalnya orang 

yang sedang salat, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. 

Orang yang salat ini tiba-tiba misalnya membaca salah sa-

tu potongan ayat “Ya Yah}ya> Khuz\ al-Kita>b bi Quwwah”ُُ

yang artinya “Wahai Yahya, Ambillah (pelajarilah) Kitab 

(Taurat) itu dengan sungguh-sungguh”. Jika ucapan orang 

yang salat ini merupakan isyarat agar orang yang mengetuk 

itu langsung saja membuka pintu untuk masuk ke rumah, 

maka salatnya menjadi batal.  

h. Kaidah Suatu Akad Dilihat dari Maksud dan Makna 

لْفَاظُُِوَالْمَبَان69ُِْ ق وْدُُِللِْمَقَاصِدُُِوَالْمَعَانُُِْلإَُُلِلَْْ ُفُُُِالْع  ةُ   اَلْعِبَْ

 

 
69Jum‘ah, Al-Qawa>‘id Al-Fiqhi>yah Al-Muyassarah, 47; ’Abd al-’Azi>z Muh}ammad 

’Azza>m, Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah (Kairo, Mesir: Da>r al-Hadi>th, 2005), 90, 

https://doi.org/10.34120/0378-033-113-015. 
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“Tolak ukur dalam akad adalah maksud-maksud dan 

makna-makna, bukan lafal-lafal” 

Maksud kaidah di atas bahwa yang mesti diperhatikan 

dalam setiap akad adalah hakikatnya yaitu maksud-

maksud atau makna-makna yang dalam hal ini adalah niat 

di dalam hati. Dengan penegasan ini makna jangan sampai 

hanya memahami dari segi lafal-lafal yang digunakan. 

Contoh kaidah ini adalah: 

1) K mengatakan kepada L dengan ungkapan “wahai L, 

saya hadiahkan rumah ini untuk kamu dengan syarat 

kau berikan uang sebesar 250 juta kepada saya”. Jika 

dilihat dari lafal yang digunakan K tidak lain adalah 

hadiah atau pemberian tanpa pamrih. Namun jika 

dipahami kembali, maka perlu memahami apa yang 

dimaksud K dengan kata-katanya agar L memberi-

kannya sejumlah uang. Jika dilihat dari maksud atau 

makna, ucapan ini sebenarnya bertujuan jual beli; bu-

kan pemberian tanpa pamrih atau imbalan.   

2) Ada juga suatu ungkapan yang menjadi bahasa kebia-

saan masyarakat di suatu tempat, misalnya M berkata 

kepada N: “tak kasih barang ini ke kamu”. Dilihat dari 

lafal yang digunakan M sepertinya ia tidak memberi-

kan sama sekali barang tersebut kepada N. Bisa juga 

dipahami dari lafal “akan memberikan barang tersebut 

tanpa pamrih. Namun jika dilihat dari segi maksud 

atau makna kata “ta’ kasih” yang diucapkan M adalah 

maksudnya menjual. Oleh karena itu yang dipedomani 

dari percakapan ini adalah menjual karena menjual itu 

maksud atau niat dari si M. 
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3) Di Bank Syariah ada akad wadi’ah. Secara lafal, wa-

di’ah itu adalah titipan dan tidak boleh diotak atik. Ji-

ka yang dititipkan itu adalah uang, maka ia tidak boleh 

diputar atau digunakan untuk pembiayaan nasabah. 

Namun demikian, tidak diketahui secara pasti apakah 

di Bank Syariah sesuai pengamalannya seperti yang 

tertulis atau justru digunakan untuk pembiayaan. Oleh 

karena itu perlu diketahui juga maksud dari konsep 

wadi’ah yang diterapkan di bank Syari’ah itu. 

i. Kaidah Sumpah Dilihat dari Kata dan Maksud 

لْفَاظُُِوَالمَْقَاصِد70ُِ ُعلََىُُالَْْ ُمَبْنيَِّةمُ  الَْْيمَْا ُ 

“Sumpah itu berdasarkan kata-kata dan maksud” 

Sumpah menggunakan kata “walla>hi” atau “demi 

Allah saya bersumpah”. Seperti inilah kata-kata yang digu-

nakan dalam bersumpah oleh setiap orang yang ingin me-

nyampaikan sumpahnya. Artinya kata-kata sumpah terse-

but merupakan kata-kata yang menjadi kesepakatan secara 

umum oleh masyarakat. Selain dilihat dari kata-kata, 

dilihat juga dari maksud yang menyampaikan sumpah. 

Untuk mengetahui maksud ini tidak lain melalui indikasi-

indikasi yang terlihat baik melalui gerak-gerik, ekspresi 

atau lainnya. 

 

 

 

 

 
70Al-Burnu>, Al-Waji>z Fi> I<d}a>h} Qawa>‘id Al-Fiqhi>yah Al-Kulli>yah, 156. 
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B. Kaidah Fikih al-Asa>siyah (Dasar atau Induk) 
tentang Keyakinan tidak Dapat Dihilangkan 
karena Keraguan 

 

Tabel 2 

Kaidah Fikih al-Asa>siyah dan Sub-Subnya 

Sub Kaidah 
No Kaidah Fikih 

al-Asa >siyah  

 مِثلُِِْ يُِْْبِِليَْقُِ ي زَالُ  اَليَْقِيُْْ 
 بِالشاك َِ ي  زاالَ  لاَ االْياقِيَْ  1

(keyakinan itu tidak 

dapat dihilangkan 

hanya karena 

keraguan) 

Keyakinan itu bisa dihilangkan 

dengan keyakinan (bukti) yang 

seimbang (meyakinkan juga) 

لإَُُّلَإي رْتفَعَُ ُبِيَقِيُْْ ُمَاثبَتََُُأَ َُّ
ِ
 بِيَقِيُْْ ُا

2 

Apa yang ditetapkan atas dasar 

keyakinan tidak bisa hilang 

kecuali dengan keyakinan juga 

ةُِ برََاءَةُ  اَلَْْصْلُ  مَّ ِ  الل
3 

Hukum asal  adalah bebasnya 

seseorang dari tanggung jawab 

ُ مَأكََ َُ علَى مَأكََ َُ بقََاءُ  اَلَْْصْلُ   حَتل
هُ  يثَبْ تَُ  مَاي غَ لِ 

4 

Hukum asal sesuatu yang telah 

ditetapkan sebelumnya tetap 
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berlaku sampai ada ketetapan lain 

yang mengubahnya 

 اْلعَدَمُ  اَلَْْصْلُ 
5 

Hukum asal sesuatu tidak ada 

ُُفاَلَْْصْلُ ُُلإَُُُأَمُُُْيَ ْْ اُُأَفْعَلَُُُيَ َُُُّمَنُْ

َّهُ   يفَْعَلُْ ُلمَُُْأَن

6 

Siapa yang ragu apakah ia telah 

melakukan sesuatu atau tidak, 

maka menurut hukum asalnya 

bahwa ia tidak melakukannya 

ُُأَوُُِاْلقلَِيْلُُُِفُُِوَيَ َُُّاْلفِعْلَُُتيََقَّنَُُمَنُْ

لَُُالكَْثِْ ُِ لِ  اْلقلَِيْلُُِعلََىُُح 

7 

Siapa yang yakin telah melakukan 

suatu perbuatan dan merasa ragu 

tentang banyak atau sedikitnya 

dalam melakukan perbuatan 

tersebut, maka perbuatan itu 

dibawa kepada yang sedikit 

ضَافةَُ  اَلَْْصْلُ 
ِ
لى اْلحاَدِثُِ ا

ِ
 أَقْرَبُِ ا

 ُ(الحنافيةُ)ُأَوْقَاتِهُِ

8 

Hukum asal menyandarkan suatu 

kejadian adalah melihat kejadian 
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yang paling dekat waktu 

terjadinya 

لُِ فُِ اَلَْْصْلُ  هُ  حَادِث ُ كُ   تقَْدِيْر 

قْرَبُِ  (الشافعية). زَمَنِهُِ بأ ِ

Hukum asal dalam segala 

peristiwa adalah terjadi pada 

waktu yang paling dekat 

يَاءُِ فُِ اَلَْْصْلُ  بَِحَةُ  اْلَْي ْ
ِ
ُ الإ  حَتل

لَُّ لِيْلُ  يدَ   ف)ُُالتَّحْرِيُِْ علَى الدَّ
 ُ(المعامل

9 

Hukum asal segala sesuatu 

(muamalat) boleh sampai adanya 

dalil yang mengharamkannya 

ُ البْ طْلَا ُ  اْلعِبَادَةُِ فُِ اَلَْْصْلُ   حَتل
لِيْلُ  يقَ وْمَُ  (العبادة ف)ُُاْلَْمْرُِ علَى الدَّ

Hukum asal dalam ibadah adalah 

batal (tidak boleh) sampai adanya 

dalil yang memerintahkannya 

 

مُِ فُِ اَلَْْصْلُ   اْلحقَِيْقَةُ  اْلكََلَ
10 

Hukum asal dari suatu kalimat 

adalah arti yang sebenarnya 
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ةَُ نلُِ لَإعِبَْ ىُْ بِِلظَّ ِ آءمُ يظَْهَرُ  الَّ  َ طَأ
11 

Tidak diakui persangkaan yang 

jelas salahnya 

ةَُ  لِلتَّوَهّرُِ لَإعِبَْ
12 

Tidak diakui adanya waham 

(kira-kira) 

ُ   ُ ابِزَمَُ مَاثبَتََُ  يقَ مُِ مَالمَُْ بِبَقَائِهُِ يََْك 
لِيْلُ   خِلَافِهُِ علَى الدَّ

13 

Apa yang ditetapkan berdasarkan 

waktu, maka hukumnya 

ditetapkan berdasarkan 

berlakunya waktu tersebut selama 

tidak ada dalil yang bertentangan 

dengannya 

ُ   ُ ابِزَمَُ مَاثبَتََُ  ي وْجَدُْ مَالمَُْ بِبَقَائِهُِ يََْك 
 خِلَافِهُِ علَى دَلِيْلمُ

 

 

Apa yang ditetapkan berdasarkan 

waktu, maka hukumnya tetap 

berlaku sesuai dengan waktu 

tersebut selama tidak ada dalil 

yang bertentangan dengannya 
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1. Pengertian Kaidah Keyakinan tidak Dapat Dihilangkan karena 

Keraguan 

Kaidah al-asasiyah (dasar atau induk) tentang keyakinan 

dalam hukum seperti yang disebut di atas adalah: 

 71بِِلشَّ لُِ ي زَالُ  لإَُ اَليَْقِيُْْ 

“al-Yaqi>n la> Yuza>l bi asy-Syakki” 

“Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan adanya kera-

guan”. 

Dalam referensi lain ada juga menuliskan kaidah di atas 

dengan redaksi sebagai berikut: 

 72بِالشاك َِ ي از وْلَ  لاَ االْياقِيَْ 

“al-Yaqi>n la> Yazu>l bi asy-Syakki” 

“Keyakinan itu tidak hilang dengan adanya keraguan”. 

Kata “al-yaqi>n” yang berarti “tahu, pasti, tetap yang mak-

sudnya adanya kemantapan hati terhadap ada atau tidak adanya 

sesuatu yang bersandar pada dalil (argumentasi) yang pasti”.73 

Pengertian lainnya “dipastikan keberadaannya; sesuatu yang 

pasti; sesuatu itu memang berdasarkan pemikiran yang dalam; 

sesuatu itu memiliki dalil”. 74  Makna lain “diperoleh sebuah 

kepastian bahwa telah terjadi sebuah peristiwa atau kepastian 

tentang tidak terjadinya suatu peristiwa” atau “tidak ragu”.75 

 

 
71As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 

50. 
72Jum‘ah, Al-Qawa>‘id Al-Fiqhi>yah Al-Muyassarah, 49. 
73Ah}mad al-H}ajji> Al-Kurdi>, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah (Kuwait: Da>r az}-

Z}a>hiriyah, 2017), 47. 
74Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), 56. 

75Jum‘ah, Al-Qawa>‘id Al-Fiqhi>yah Al-Muyassarah, 49. 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat dipastikan bahwa peng-

gunaan kata yakin pada kaidah di atas adalah untuk menunjuk-

kan telah terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa secara 

meyakinkan. Oleh karena itu kaidah ini tidak membahas akidah 

atau teologi, tetapi kata keyakinan di sini berkaitan dengan hu-

kum.  

Adapun kata “asy-syakk” berarti “ragu-ragu; terjadi kera-

guan antara ada atau tidak ada karena tidak ada yang lebih kuat 

antara satu dan yang lainnya sehingga tidak ada yang dapat 

dijadikan patokan antara ada dan tidak adanya suatu peristi-

wa.”76 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kaidah “ke-

yakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan” maksud-

nya jika telah yakin terjadi sesuatu atau tidak terjadi sesuatu 

maka keyakinan itu tidak dapat berubah hanya karena muncul-

nya keraguan apakah telah terjadi sesuatu itu atau tidak terjadi. 

Hal ini karena keraguan itu muncul di waktu kemudian, semen-

tara si pelaku yakin bahwa sebenar-benarnya telah terjadi se-

suatu atau tidak terjadi sesuatu. 

2. Dasar Hukum Kaidah 

Terdapat beberapa hadis Nabi yang menjadi dasar kaidah 

di atas yaitu: 

 

 
76’Azza>m, Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah, 96. 
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رَيْرَةَُ أبَُِ عَنُْ ولُ  قَالَُ :قَالَُ عَنْهُ  اللُ  رَضَُِ    ذَا م.ص اللُِ رَس 
ِ
ُْ وَجَدَُ ا كم   أَحَد 

ءمُ مِنْهُ  أَْ رَ َُ علَيَْهُِ فأَيَْكََُ يَ ْْ اُ بطَْنِهُِ فُِ جَنَُّ فلََاُ لَإُ أمَُْ شََْ ر  ْ  المَْْ جِدُِ مِنَُ َْ
ُ دَُ أَوُْ صَوْتُ  يَْ مَعَُ حَتَّ  77ُ(م ل رواهُ)ُريَِ ا يََِ

Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

“apabila salah seorang di antara kamu merasa ada sesuatu di 

dalam perutnya yang kemudian ia ragu apakah ia mengeluarkan 

sesuatu (kentut) atau tidak maka sekali-kali janganlah keluar 

dari masjid kecuali ia mendengar suara atau mencium baunya. 

(H.R. Muslim) 

Hadis di atas membicarakan tentang orang yang sudah 

berwudhu dan kemudian melaksanakan salat. Menjelang me-

laksanakan salat berikutnya ia merasakan keraguan, apakah ia 

masih dalam keadaan berwudhu (suci) atau sudah batal (ber-

hadas). Namun selama tidak mendengar suara atau mencium 

bau dari buang angin, maka seseorang tidak perlu berwudhu 

kembali karena yang menjadi patokan adalah adanya keyakinan 

sudah berwudhu. 

Pada hadis Nabi yang lain juga dijelaskan hukum yang 

serupa pada kasus hukum yang berbeda sebagai berikut:    

ذَا
ِ
ُْ يَ َُّ ا كم  ُْ ي دْرُِ فلََُْ صَلَاتِهُِ فُِ أَحَد  ُ كم  ا أَمُْ ثلََاوُ  صَلىَّ  الشَّ َُّ فلَيَْطْرَ ُِ أَرْبعَ 

  78(م ل رواه)ُمَااسْتيَْقَنَُ علََىُ وَليَْبُِْ

 

 
77Abu> al-H}usain Muslim ibn al-H}ajja>j al-Qusyairi> Al-Naisa>bu>ri>, S}ah}i>h} Muslim 

(Riya>d}, Saudi Arabia: Da>r T}ayyibah, 2006), 170. 

78Al-Naisa>bu>ri>, 256. 
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Apabila di antara kamu ada yang ragu apakah sudah tiga rakaat 

atau empat rakaat dalam melaksanakan salat, maka hilangkan 

keraguan itu dan ambil yang yakin.  

Hadis di atas secara jelas menerangkan bahwa ketika ada 

yang mengalami keraguan dalam jumlah rakaat maka pilih yang 

lebih meyakinkan. Misalnya ragu apakah telah 3 rakaat atau 4 

rakaat. Berarti topik utama di sini adalah keraguan jumlah 

rakaat salat yang telah dikerjakan. Dalam kondisi seperti ini, 

yang harus diambil adalah yang paling meyakinkan. Yakin 

telah melaksanakan 3 rakaat dan ragu telah melaksanakan 4 

rakaat, maka yang meyakinkan adalah 3 rakaat.  

Dua hadis ini menjadi latar dan inspirasi bagi ulama untuk 

menyusun kaidah “al-Yaqi>n la> Yuza>l bi asy-Syakki”. Disebut 

demikian karena dua hadis ini ingin menerangkan sebagaimana 

yang dikandung dalam kaidah tersebut.   

3. Kandungan Hukum Kaidah 

Kandungan hukum kaidah ini sebenarnya dapat dipahami 

dengan membaca kembali penjelasan-penjelasan di atas, teruta-

ma jika melihat peran dan keluasan cakupan kaidah ini terhadap 

persoalan-persoalan hukum Islam. Intinya kaidah ini memiliki 

tema tersendiri yang bisa masuk ke dalam berbagai persoalan 

hukum Islam. Bahkan tidak sedikit persoalan-hukum dapat 

diselesaikan atau dijawab melalui kaidah ini. Imam as-Suyu>t}i> 

mengatakan sebanyak ¾ (tiga perempat) persoalan hukum 

bahkan lebih dapat dikaji dan dijawab dari serta melalui kaidah 

tersebut79.  

 

 
79As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 

51. 
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa kaidah “keyakin-

an itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan” memiliki pe-

ran yang besar dalam mengkaji, menganalisis dan menjawab 

persoalan-persoalan hukum. Terlebih lagi dengan dasar hukum 

yang menyertainya -walaupun hanya dari hadis Nabi-, menja-

dikan kaidah ini yang tidak hanya berfungsi untuk meliputi per-

soalan-persoalan hukum tetapi juga berfungsi sebagai alat 

analisis persoalan hukum Islam. 

Misalnya yakin telah terjadi sesuatu atau tidak terjadi se-

suatu. Keyakinan itu tidak bisa hilang karena munculnya kera-

guan tentang apakah ada atau tidak ada terjadi sesuatu itu. Mi-

salnya di pesta demokrasi yaitu pemilihan umum. Pada pemi-

lihan ini ada dua kelompok yang bertarung yaitu A dan B. Se-

telah penghitungan ternyata A lebih unggul daripada B. Namun 

B menyatakan kemenangan A hasil dari kecurangan. Oleh ka-

rena itu B berencana untuk menggugat kemenangan A. Jika hal 

ini dikaitkan dengan kaidah di atas, maka yang meyakinkan di 

sini adalah telah terselenggaranya pemilihan umum. Namun 

yang meragukan dalam proses pemilihan umum tersebut terkait 

dengan ada atau tidak adanya kecurangan yang dilakukan A. 

Selama B tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti kecurangan 

A, maka selama itu pula A dipandang memenangi pemilihan 

umum. 

Itulah sepak terjang kaidah di atas yang tidak hanya ter-

fokus pada persoalan individu tetapi juga dapat meliputi hal-

hal yang berkaitan dengan umum. Begitu juga tidak hanya ber-

kaitan dengan persoalan ibadah tetapi juga berkaitan dengan 

persoalan muamalat secara lebih luas.   
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4. Sub-Sub Kaidah Beserta Contoh 

Sub-sub dari kaidah “al-Yaqi>n la> Yuza>l bi asy-Syakki” ada-

lah sebagai berikut: 

a. Kaidah Suatu Keyakinan Bisa Dihilangkan dengan 

Keyakinan 

ُبِِليَْقِيُُِْْمِثل80ُِِْ ُي زَال   اَليَْقِيُْْ 

“Keyakinan itu bisa dihilangkan dengan keyakinan (bukti) 

yang seimbang (meyakinkan juga)”. 

Contoh dari sub kaidah ini adalah: 

1) Yakin telah berwudhu, tetapi yakin juga telah buang 

air besar atau kecil, maka wudhunya menjadi batal ka-

rena adanya dua keyakinan yang seimbang dan terma-

suk bukti atau dalil di kedua hal ini pun juga seimbang; 

2) Seseorang yang bernama A menagih pinjaman uang 

yang dilakukan B. Ternyata B memiliki bukti bahwa 

ia telah membayar utangnya ke A. Dengan bukti yang 

kuat itu akhirnya terlepas lah si B dari kewajiban bayar 

utang; 

3) Semua orang pada asalnya tidak bersalah. Oleh karena 

itu melalui kaidah di atas muncullah semboyan asas 

praduga tak bersalah. Adanya pemahaman seperti ini 

karena secara meyakinkan bahwa setiap orang tidak 

bersalah. Seseorang baru dikatakan bersalah setelah 

adanya bukti kuat, misalnya tertangkap tangan mela-

kukan tindakan kejahatan, maka dengan bukti yang 

 

 
80Toha Andiko, Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon 

Problematika Hukum Islam Kontemporer (Bengkulu, Indonesia: Teras, 2011), 77. 
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kuat itulah seseorang dapat dinyatakan bersalah, ten-

tunya juga dengan berbagai proses lain yang harus di-

lalui. 

b. Kaidah Apa yang Ditetapkan dengan Keyakinan tidak 

Bisa Hilang kecuali dengan Keyakinan juga 

81 ُبِيَقِيُْْ  لإَُّ
ِ
ُا ُلَإي رْتفَعَُ  ُمَاثبَتََُُبِيَقِيُْْ   أَ َُّ

“Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa 

hilang kecuali dengan keyakinan juga”. 

Contoh dari sub kaidah ini adalah: 

1) Ragu dengan jumlah putaran Thawaf yang telah dila-

kukan apakah sudah di tiga putaran atau empat, maka 

yang paling meyakinkan di dalam keraguan tersebut 

adalah berada di tiga. 

2) Seseorang merasa ragu dengan jumlah makanan yang 

dimakannya ketika berada di warung. Misalnya ragu 

apakah ia memakan makanan tersebut sebanyak 4 atau 

5 potong. Untuk menghilangkan keraguan dan menda-

patkan kepastian maka ia harus membayar jumlah 

yang lebih banyak yaitu 5. 

c. Kaidah Asal Mula Manusia Bebas dari Hukum 

ة82ُِ مَّ ِ ُبرََاءَةُ ُالل  اَلَْْصْلُ 

“Hukum asal (pada manusia) adalah bebasnya seseorang 

dari tanggung jawab” 

 

 
81’Abdulla>h ibn Sa’i>d Al-Lah}ji>, I<d}a>h} Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah (Kuwait: Da>r ad-

D}iya>’, 2013), 53. 

82Al-Lah}ji>, 52. 
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Contoh dari sub kaidah ini adalah: 

1) Pada dasarnya setiap manusia bebas dari tanggung 

jawab. Namun setelah tumbuh besar, manusia menca-

pai usia baligh, dari sini mulailah muncul kewajiban-

kewajiban sesuai dengan usianya baik terkait kehidup-

an dunia atau pun untuk kehidupan akhirat. Setelah 

memasuki usia sekolah, bertambahlah kewajibannya 

dan kemudian bekerja serta menikah semakin bertam-

bah kewajibannya dan seterusnya tidak pernah berhen-

ti ketika memiliki anak. Kewajiban bertambah dan 

bertambah sampai di akhir ujung kehidupan masing-

masing. Kewajiban ternyata belum selesai karena ma-

sih mempertanggungjawabkan hal-hal yang dilakukan 

sewaktu di dunia. Gambaran ini menunjukkan bahwa 

di setiap fase perjalanan manusia selalu masuk pada 

kewajiban yang baru kemudian berganti atau bertam-

bah dengan kewajiban yang lain. Intinya bahwa pada 

dasarnya setiap manusia tidak memiliki beban, sampai 

ditemukan bukti bahwa ia layak mendapatkan beban 

tersebut;  

2) Tidak ada kewajiban antara laki-laki dan perempuan 

sampai adanya akad nikah. 

3) Tidak ada larangan makan dan minum sampai tiba 

waktunya bahwa setiap orang dilarang untuk makan 

dan minum. Salah satunya di waktu-waktu berpuasa. 

4) Ketika seseorang diduga melakukan pelanggaran hu-

kum, maka baik secara hak atau fitrahnya setiap orang 

tidak dapat dituduh langsung bersalah. Artinya asas 

praduga tak bersalah merupakan khas dari kaidah ini. 
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Ia baru dinyatakan bersalah setelah ditemukan bukti 

bahwa seorang itu bersalah. 

5) Seorang tertuntut atau terdakwa tidak mau disuruh 

bersumpah, ini adalah haknya sehingga tidak dapat 

diterapkan ketetapan atau hukuman pada tertuntut 

atau terdakwa. Alasannya karena menurut hukum asal-

nya seseorang itu bebas dari tanggungan atau beban. 

Keharusan bersumpah justru pada orang yang meng-

ingkari terhadap sesuatu yang dimiliki oleh seorang 

tertuntut atau terdakwa. Misalnya tentang ijazah pal-

su, yang harus dilakukan oleh tertuntut adalah mem-

buktikan bahwa ijazahnya bukan palsu sementara yang 

bersumpah adalah orang yang mengingkari keaslian 

ijazah tersebut. 

d. Kaidah Sebuah Hukum Tetap Berlaku sampai Ada yang 

Merubahnya 

83 هُ  ُُيثَبْ تَُُمَاي غَ لِ  ُمَأكََ َُُعلَىُمَأكََ َُُحَتل ُبقََاءُ   اَلَْْصْلُ 

“Hukum asal sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya 

tetap berlaku sampai ada ketetapan lain yang meng-

ubahnya” 

Contoh dari sub kaidah ini adalah: 

1) Seseorang tetap dalam keadaan berwudhu selama be-

lum ditemukan bukti ia batal. Contoh seperti ini sudah 

diuraikan pada bahasan sebelumnya; 

 

 
83Zain ad-di>n ibn Ibra>hi>m ibn Muh}ammad ibn Nujaim, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir 

’ala> Maz\hab Abi> H}ani>fah Al-Nu’ma>n (Beirut, Lebanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 1999), 

70. 
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2) Seseorang tetap dikatakan punya utang selama tidak 

ada saksi atau bukti yang membenarkan bahwa ia telah 

membayarnya; 

3) Suatu pasangan tidak disebut menikah sebelum dite-

mukan bukti yang menunjukkan bahwa mereka pa-

sangan yang sah, termasuk orang yang menikah di ba-

wah tangan (nikah sirri), walaupun syarat dan rukun 

lengkap tetapi karena tidak tercatat secara resmi oleh 

pihak Kantor Urusan Agama maka tetap dalam pan-

dangan hukum yang diberlakukan baik di KUA atau di 

Peradilan Agama tidak ada peristiwa akad nikah untuk 

pasangan tersebut.  

e. Kaidah Asalnya tidak Ada Hukum 

84 ُاْلعَدَمُ   اَلَْْصْلُ 

“Hukum asal sesuatu tidak ada” 

Contoh dari sub kaidah ini adalah: 

1) Terjadi sengketa penjual dan pembeli tentang barang 

cacat, maka yang dipegang perkataan penjual karena 

asalnya cacat itu tidak ada, kecuali pembeli bisa mem-

buktikan bahwa cacat itu telah ada sebelum sampai ke 

tangan pembeli. 

2) Terjadi sengketa akad. Pihak pertama mengatakan 

akad tersebut dikaitkan dengan syarat tertentu, pihak 

kedua mengatakan tidak. Maka yang dipegang adalah 

pernyataan pihak kedua karena menggantungkan sya-

 

 
84Al-Lah}ji>, I<d}a>h} Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah, 54. 
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rat pada akad adalah sifat yang datang kemudian. 

Asalnya, akad tanpa syarat apapun, kenapa tiba-tiba 

ada. 

3) Usaha dengan sistem mud}a>rabah. Ternyata yang be-

kerja melapor ke pemilik modal bahwa keuntungannya 

sedikit. Laporan ini mesti diterima oleh pemilik modal 

karena pada asalnya tidak ada keuntungan, kecuali 

ditemukan indikasi-indikasi bahwa pekerja berdusta.  

f. Kaidah Ragu telah Melakukan sama Artinya tidak 

Melakukan 

85 ُلمَُُْيفَْعَلُْ  َّهُ  ُأَن ُأَفْعَلَُُيَ ْْ اُأَمُُْلإَُُفاَلَْْصْلُ   مَنُُْيَ َُّ

“Siapa yang ragu apakah ia telah melakukan sesuatu atau 

tidak, maka menurut hukum asalnya bahwa ia tidak mela-

kukannya”. 

Contoh dari sub kaidah ini adalah: 

1) Seseorang yang yakin telah berutang, tetapi ragu apa-

kah sudah bayar atau belum, sementara tidak ada 

catatan dan saksi dalam pembayaran utang itu. Di sisi 

yang lain yang memberikan utang juga lupa apakah ia 

sudah menerima pembayaran utang atau belum. Ber-

dasarkan kondisi seperti ini maka yang mesti dipahami 

oleh yang berutang bahwa ia masih dalam keadaan 

berutang sehingga ia memiliki kewajiban untuk mem-

bayar utangnya. Hal ini tidak lain karena ia dipandang 

tidak melakukan pembayaran apa-apa. 

 

 
85Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), 64. 
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2) Ketika orang yang sedang salat ragu apakah ia sudah 

i’tida >l atau belum, maka ia harus mengulang melaku-

kan i’tida>l karena ia dipandang belum melakukan 

i’tida >l.  

g. Kaidah Yakin telah Melakukan tetapi Ragu dalam Hal 

Lain 

لَُُعلََىُُُاْلقلَِيْل86ُِ لِ ُفُُُِاْلقلَِيْلُُِأَوُُُِالكَْثِْ ُُِح   مَنُُْتيََقَّنَُُاْلفِعْلَُُوَيَ َُّ

“Siapa yang yakin telah melakukan suatu perbuatan dan 

merasa ragu tentang banyak atau sedikitnya dalam 

melakukan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu dibawa 

kepada yang sedikit”.  

Contoh dari sub kaidah ini adalah: 

1) Kaidah di atas berkaitan dengan keraguan dalam kuan-

titas yaitu sedikit atau banyak. Tidak semua persoalan 

sebenarnya dapat menggunakan kaidah ini. Misalnya 

ada orang yang makan kue di salah satu tempat. Tiba-

tiba ketika ingin membayar, si pembeli lupa jumlah 

kue yang dimakannya maka ia harus mengambil yang 

lebih banyak karena di dalamnya adanya hak penjual. 

Secara otomatis contoh kasus ini tidak relevan dengan 

kaidah di atas.  

2) Kaidah di atas tampaknya relevan dengan kepentingan 

pribadi sementara di sisi lainnya ada pribadi tersebut. 

Misalnya ada orang yang berutang yang dibayar secara 

berangsur. Ia kemudian ragu apakah sudah sepuluh 

kali atau sembilan kali telah melakukan pembayaran. 

 

 
86Ibrahim, 65. 
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Berdasarkan kaidah ini bahwa untuk menghilangkan 

keraguan tersebut penghitungan angsuran diambil 

yang sedikit. Ketentuan ini bisa berubah jika ada bukti 

atau saksi yang mengatakan angsuran sudah sepuluh 

kali bayar.  

h. Kaidah Hukum Asal Dilihat dari Waktu Kejadian Paling 

Dekat 

قْرَبُُِزَمَنِهُِ.ُ)الشافعيةُ(87 ُبأ ِ هُ  لُُِحَادِث ُُتقَْدِيْر  ُفُُِكُ   اَلَْْصْلُ 

“Hukum asal dalam segala peristiwa adalah terjadi pada 

waktu yang paling dekat” 

لُىُأَقْرَبُُُِأَوْقَاتِهُُِ)الحنافيةُ(88
ِ
ُاْلحاَدِثُُِا ضَافةَُ 

ِ
ُا  اَلَْْصْلُ 

“Hukum asal menyandarkan suatu kejadian adalah melihat 

kejadian yang paling dekat waktu terjadinya” 

Contoh dari sub kaidah ini adalah: 

1) Terjadi sengketa antara penjual dan pembeli. Kata 

penjual, cacat barang terjadi setelah di tangan pem-

beli. Kata pembeli cacat itu justru sudah ada ketika 

masih di tangan penjual. Yang harus dipegang adalah 

perkataan si penjual, karena inilah waktu yang paling 

dekat kepada adanya klaim cacat. Oleh karena itu jual 

beli tidak bisa dibatalkan kecuali ada bukti bahwa 

cacat barang tersebut terjadi ketika masih di tangan 

penjual; 

 

 
87Al-Lah}ji>, I<d}a>h} Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah, 55. 

88Al-Lajnah, Majallah Al-Ah}ka>m Al-’Adliyah, 25. 
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2) Ada seorang ibu melahirkan anaknya dengan sesar. 

Proses ini pun sukses, tetapi beberapa hari setelah itu 

sang bayi meninggal dunia. Dokter yang menangani 

kelahiran ini dapat diminta keterangan yang kemung-

kinan besar terdapat hal-hal yang tidak diketahui oleh 

awam ketika ia melakukan penanganan atau terjadinya 

kesalahan penanganan, kecuali sudah ditemukan se-

bab-sebab di luar dari yang dilakukan dokter.  

3) Ada orang berwudhu dengan air sumur. Setelah itu ia 

langsung melaksanakan salat. Kemudian setelah salat, 

orang ini kembali ke sumur tersebut karena ada sesua-

tu yang tertinggal. Sesampai di sumur, karena secara 

tidak sengaja ia melihat ada bangkai di sumur tersebut. 

Berdasarkan kaidah ini, ia tidak wajib mengulang salat 

karena ketika berwudhu ia tidak mengetahui adanya 

bangkai itu. Ketidaktahuannya itu adalah waktu 

terdekat dalam peristiwa ini. Berbeda halnya jika 

ketika berwudhu, orang ini sudah merasa-rasa ada 

bangkai karena terdapat bau, maka ia wajib mengulang 

salat, karena waktu terdekat adalah ia merasa ada bau 

bangkai di air wudhunya.   

i. Kaidah Hukum Asal Sesuatu adalah Boleh 

يَاءُُِفُُِاَلَْْصْلُ  بَِحَةُ ُاْلَْي ْ
ِ
ُُالإ لَُُّحَتل لِيْلُ ُيدَ  ُف)ُالتَّحْرِيُُِْعلَىُالدَّ

 المعاملُ(89

 

 
89As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 

65. 
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“Hukum asal segala sesuatu (muamalah) boleh sampai 

adanya dalil yang mengharamkannya” 

Contoh dari sub kaidah ini adalah 

1) Bisnis apapun, makanan apapun, budaya atau adat 

istiadat dari mana saja bahkan kegiatan keagamaan 

seperti apa saja (walaupun hal ini bisa dikaji kembali 

melalui kaidah adat, tetapi dalam pengertian muama-

lat secara lebih luas, hal seperti ini pun termasuk da-

lam kaidah di atas) boleh dilakukan selama tidak ada 

dalil yang menyatakan bahwa praktik tersebut adalah 

haram. 

2) Artinya dari kaidah ini, selama belum ada dalil yang 

menyatakan haram, maka boleh dilakukan; 

3) Kendatipun tidak ada dalil untuk menyatakan kebo-

lehan tersebut, tetapi karena ia tidak bertentangan 

dengan dalil-dalil lain atau tidak ada dalil yang secara 

eksplisit (ada dan tegas) melarangnya, maka ia pun 

boleh dilakukan. 

Kaidah di atas sebenarnya memiliki dasar hukum baik dari 

Alquran atau pun dari Hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya 

pada Q.S. al-Baqarah ayat 29: 

وَُ يُُ   ِ اُُالَْْرْضُُُِفُُُِمَاُُلكَ ُُُْخَلقََُُُالَّ يع  َُُُّجَُِ توََىُُث  لَىُُُاس ْ
ِ
مَاءُُُِا نَُُُّال َّ ا   ُفََ وَّ

بْعَُ وَُُسَََاوَات ُُس َ لُُِوَ   ءُ ُبِك  ُعلَِيمم.ُشََْ

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 

kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu 

dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala 

sesuatu.  
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Begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebut-

kan: 

ئِلَُ ولُ ُس   ُُاللُُِرَس  مْنُُِعَنُُِوَسَلََُُّعلَيَْهُُِاللُ ُصَلىَّ بُُِْال َّ اءُُُِوَالجْ  ُُفقََالَُُوَالْفَرَّ

مَُُمَاُوَالحَْرَامُ ُُكِتَابِهُُِفُُِاللُ ُأَحَلَُُّمَاُالحَْلَالُ  ُسَكَتَُُوَمَاُكِتَابِهُُِفُُِاللُ ُحَرَّ
ُ)رواهُُالتَمذيُ(90 اُعَفَاُعَنْهُ  ُفهَ وَُُمِمَّ  عَنْهُ 

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang mentega, keju dan al-

farra>’ (baju dari kulit). Rasulullah menjawab: “Halal itu adalah 

sesuatu yang telah dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, dan yang 

haram itu adalah sesuatu yang telah diharamkan Allah dalam 

kitab-Nya. Adapun hal-hal yang didiamkan Allah, termasuk 

sesuatu yang dimaafkan Allah”. 

Pada Q.S. al-Baqarah ayat 29 di atas Allah menciptakan 

(menyediakan) segala apapun yang ada di bumi ini untuk ke-

pentingan dan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh manu-

sia. Bahkan jika memungkinkan dengan kemampuan yang 

dimiliki manusia juga dapat memanfaatkan segala apa pun yang 

ada di dunia ini baik sampai ke dasar bumi atau pun sampai ke 

lapisan-lapisan langit. Intinya apapun di alam ini untuk kepen-

tingan dan boleh dimanfaatkan oleh manusia, sampai ada dalil 

(Alquran, Hadis atau ushul fiqh) yang menyatakan dilarang 

atau haram melakukannya.    

Begitu juga maksud dari hadis di atas bahwa yang dite-

tapkan Allah sebagai hal yang halal maka hukumnya halal dan 

yang ditetapkan Allah sebagai hal yang haram maka hukumnya 

pun haram. Namun ada hal-hal yang tidak dijelaskan Allah 

 

 
90Abu> ’I>sa> Muh}ammad ibn ’I>sa> At-Tirmiz\i>, Sunan At-Tirmiz\i> (Beirut, Lebanon: Da>r 

al-Fikr, 2005), 524. 
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statusnya hukumnya maka menjadi lahan ijtihad dan pada asal 

hukumnya boleh berdasarkan pemahaman secara umum pada 

Q.S. al-Baqarah ayat 29 di atas sampai adanya dalil yang me-

nyatakan ketidakbolehan atau keharamannya.  

Penjelasan ini menunjukkan bahwa kaidah di atas memiliki 

dasar hukum yang kuat. Selain itu, kaidah ini juga mengandung 

pelajaran berpikir kontekstual dan tidak mudah langsung 

menyalahkan hal-hal yang dilakukan orang lain termasuk baik 

dalam bentuk sosial atau dalam bentuk keagamaan. Kaidah ini 

juga mengandung pelajaran tentang fleksibilitas bahwa pada 

dasarnya hukum Islam ini mudah; tidak memberatkan yang 

dibuktikan bahwa setiap persoalan adalah boleh sampai adanya 

dalil yang menyatakan haram. Selama tidak ditemukan 

larangan berarti hukumnya boleh dan tidak sekali-kali ada yang 

suka mencari-cari agar sesuatu itu menjadi haram.  

Kaidah ini selanjutnya juga mengandung pelajaran tentang 

moderasi hukum Islam bahwa kaidah ini berada di tengah-

tengah antara boleh dan tidak boleh. Setelah melakukan kajian 

ditemukan adanya larangan maka baru ia menjadi terlarang 

atau haram dan begitu juga sebaliknya. Termasuk juga kaidah 

ini mengandung pelajaran tentang berjiwa nusantara yang 

maksudnya agar bisa mengayomi kearifan-kearifan lokal yang 

tidak ditemukan dalil sebagai contoh terlebih lagi dalil yang 

menyuruh melakukannya. Namun karena tidak ditemukan juga 

dalil yang melarang apalagi mengharamkannya maka sesuai 

kaidah ini mesti setiap orang bisa berjiwa nusantara dalam 

artian bahwa kedatangannya membawa misi hukum Islam tidak 

menjadi hal yang frontal dan berseberangan terhadap kearifan-

kearifan lokal di setiap kehidupan masyarakat.  
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j. Kaidah Asal Hukum dalam Ibadah adalah Berhenti 

ُُالبْ طْلَا ُ ُاْلعِبَادَاتُُِفُُِاَلَْْصْلُ  ُف)ُاْلَْمْرُُِعلَىُدَلِيْلمُُيقَ وْمَُُحَتل
 العبادة(91

“Hukum asal dalam ibadah adalah batal (tidak boleh) 

sampai adanya dalil yang memerintahkannya”. 

بَِحَة92ُُُِ
ِ
ُعلَىَُُاْلإ لِيْلُ  ُالدَّ لَُّ ُُيدَ  ُحَتل يَاءُُِالتَّحْرِيُْ  ُفُُِاْلَْي ْ  اَلَْْصْلُ 

“Asal hukum segala sesuatu adalah haram sampai ada dalil 

yang membolehkannya”. ُ 

Di samping dua kaidah di atas ada juga versi lain yang 

sepertinya mentaqyi>dkan (membatasi) maksud batal atau 

haram pada dua kaidah di atas dengan kaidah di bawah ini: 

93ُ ُفُِالْعِبَادَاتُُِالتَّوْقِيْف   اَلَْْصْل 

“Asal hukum dalam berbagai ibadah adalah berhenti 

sampai ada dalil” 

Kendatipun kaidah tauqi>f di atas menggunakan kata 

al-‘iba >da>t yakni bentuk jamak (bermacam-macam ibadah) 

mu’annas\ sa>lim. Namun ternyata maksud dari kata ibadah 

ini adalah hanya ditujukan kepada ibadah yang bersifat 

ta’abbudiyah. Misalnya tentang penentuan waktu-waktu 

salat, gerakan-gerakan salat, jumlah salat dan rakaatnya. 

 

 
91’Abd al-Maji>d Jum’ah al-Jaza>’iri> Abu> ’Abd Ar-Rah}ma>n, Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah 

Al-Mustakhrajah Min Kita>b I’la>m Al-Muwaqqi’i>n (Da>r ibn al-Qayyim, 2007), 542. 
92Firdaus, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer 

Fiqh (Padang, Indonesia: Imam Bonjol Press, 2015), 68. 
93S}a>lih} bin Ga>nim as-Sadla>n, ‘Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Al-Qubra> Wa Ma> Tafarra’a 

Anha’ (Riya>d}: Da>r Balansiah, 1417), 154. 
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Begitu juga berkaitan dengan zakat. Misalnya terkait 

macam-macam zakat, nis}a>b zakat, kadar zakat dan waktu-

waktu berzakat. Ibadah lainnya seperti puasa bahwa ada 

ketentuan waktu-waktunya dan cara termasuk syarat dan 

rukun berpuasa. Begitu juga pelaksanaan ibadah haji baik 

terkait waktunya, tata caranya dan lainnya. Semua bentuk 

ibadah ta’abbudiyah ini merupakan pembebanan syar’i 

yang harus diterima secara apa adanya sebagai bentuk 

simbol keimanan kepada Allah SWT.94    

   Contoh kaidah ini dapat diuraikan dari penjelasan di 

atas sebagai berikut: 

1) Misalnya salat fardu ditentukan dalam sehari semalam 

berjumlah 5 kali beserta dengan gerakan-gerakannya 

serta termasuk rakaatnya. Kemudian ada pendapat 

bahwa salat fardu itu berjumlah 2 atau 6 kali, maka 

pendapat ini bertentangan dengan aturan syarak yang 

ditegaskan melalui kaidah di atas;   

2) Jumlah rakaat salat zhuhur 4 rakaat, lalu ada pendapat 

5 rakaat, maka bertentangan dengan aturan syarak 

yang ditegaskan melalui kaidah di atas;  

3) Waktu puasa telah ditentukan, lalu ada pendapat 

berbuka waktu puasa pada pukul 12 siang. Pendapat 

ini bertentangan dengan aturan syarak yang ditegas-

kan melalui kaidah di atas;  

4) Ada pendapat bahwa haji cukup di negeri masing-

masing. Pendapat ini bertentangan dengan aturan 

syarak yang ditegaskan melalui kaidah di atas. 

 

 
94S}a>lih} bin Ga>nim as-Sadla>n, 154. 
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Beberapa kalangan dari para ulama mengatakan bahwa 

kaidah di atas adalah kaidah yang digunakan dalam maz-

hab Hanafi. Namun sebenarnya tidak sepenuhnya benar, 

karena sebagian dari mazhab Hanafi juga ada yang ber-

pegang dengan kaidah sebelumnya yaitu “Hukum asal 

segala sesuatu (muamalat) boleh sampai adanya dalil yang 

mengharamkannya”95. Artinya di kalangan mazhab Hanafi 

tidak semuanya diawali haram sebagaimana kaidah di atas, 

tetapi juga ada sebagian dari mazhab Hanafi yang meng-

awali hukum dari boleh sebagaimana kaidah sebelumnya.   

k. Kaidah Hukum Asal suatu Kalimat adalah Arti yang 

Sebenarnya 

96 ُفُُِاْلكََلَمُُِاْلحقَِيْقَةُ   اَلَْْصْلُ 

“Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenar-

nya” 

Contoh dari sub kaidah ini adalah: 

1) Misalnya “saya mewakafkan tanah ini kepada anak 

bapak”, maka kata anak di sini adalah anak kandung, 

bukan anak angkat dan sebagainya karena asal mula 

makna anak secara sebenarnya adalah anak kandung; 

2) Begitu juga kata-kata “gadai, sewa, hibah atau kata-

kata lainnya” harus diartikan dengan makna yang 

sebenarnya. 

 

 
95Nujaim, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir ’ala> Maz\hab Abi> H}ani>fah Al-Nu’ma>n, 57. 
96Syibi>r, Al-Qawa>‘id Al-Kulli>yah Wa Ad}-D}awa>bit} Al-Fiqhi>yah Fi> Asy-Syari>‘ah Al-

Isla>mi>yah, 248. 
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l. Kaidah tidak Diakui Persangkaan yang sudah Jelas 

Salahnya  

97 آءمُ َُ طَأ ىُُْيظَْهَرُ  ِ نلُُِالَّ ةَُُبِِلظَّ  لَإعِبَْ

“Tidak diakui persangkaan yang jelas salahnya” 

Contoh dari sub kaidah ini adalah: 

1) Di dalam hukum, berprasangka bisa jadi mengarah 

pada tuduhan. Sangka tanpa bukti dapat berakibat ne-

gatif, sehingga prasangka ditolak dalam kasus hukum 

apapun. Misalnya berprasangka si A melakukan pen-

curian, berprasangka si B melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan Allah atau prasangka-prasangka 

lainnya. Berbeda halnya jika ditemukan indikasi-

indikasi pelanggaran yang dilakukan A atau B, hal ini 

pun tentunya harus melalui proses dan tetap mengede-

pankan asas praduga tak bersalah sebagaimana dijelas-

kan pada kaidah al-yaqi>n yuza>l bi al-yaqi>n mis\lih 

sebelumnya. 

2) Seorang hakim memutuskan perkara berdasarkan 

bukti-bukti autentik. Ketika terdapat bukti yang sa-

ma-sama kuat maka hakim meneliti secara maksimal 

yang kemudian dari analisisnya dan berdasarkan per-

kiraan (z}ann) kuatnya ia memutuskan bahwa di salah 

satu pihak ada yang bersalah dan pihak lainnya tidak 

bersalah. Keputusan hakim ini mesti diteliti sampai 

ditemukan bukti bahwa keputusan hakim tersebut 

salah. 

 

 
97Syibi>r, 162. 
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3) Ada orang melaksanakan salat fardu karena menurut 

perkiraan kuatnya bahwa sudah masuk waktu pelaksa-

naan salat fardu tersebut. Ternyata setelah selesai sa-

lat, yang bersangkutan menyadari bahwa waktu salat 

fardu itu belum masuk sehingga wajib baginya untuk 

mengulang kembali salat fardu yang dilaksanakan.   

m. Kaidah Tidak Diakuinya Berkira-Kira  

ةَُُللِتَّوَهّر98ُِ  لَإعِبَْ

“Tidak diakui adanya waham (kira-kira)” 

Sama halnya seperti kaidah sebelumnya, maka terlebih 

lagi kaidah di atas. Lafal waham lebih rendah dari lafal 

z}ann. Jika dilihat dari bahayanya, maka lebih berbahaya 

lafal waham daripada lafal z}ann. Sesuatu yang hanya ber-

sandar pada z}ann saja ditolak, terlebih lagi jika hanya ber-

sandar pada waham. Misalnya untuk menentukan jumlah 

dan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari sebuah struk-

tur keluarga tidak bisa atau tidak diakui jika ditentukan 

melalui proses kira-kira.  

n. Kaidah Ketetapan Hukum Ditetapkan Berdasarkan 

Waktu 

ُعلَىُخِلَافِه99ُِ لِيْلُ  ُبِبَقَائِهُُِمَالمَُُْيقَ مُُِالدَّ  ُ ُيََْك   مَاثبَتََُُبِزَمَا ُ 

 

 
98Syibi>r, 161. 

99  Al-Lajnah, Majallah Al-Ah}ka>m Al-’Adliyah, 25. 
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“Apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya 

tetap berlaku sesuai dengan waktu tersebut selama tidak 

ada dalil yang bertentangan dengannya”. 

Kaidah yang sama dengan makna yang sama tetapi 

terdapat sedikit perbedaan redaksi adalah: 

ُعلَىُخِلَافِه100ُِ ُبِبَقَائِهُُِمَالمَُُْي وْجَدُُْدَلِيْلمُ  ُ ُيََْك   مَاثبَتََُُبِزَمَا ُ 

Pada intinya kaidah di atas menetapkan status hukum 

suatu persoalan dilihat dari segi waktu. Selama waktunya 

belum berubah atau berakhir maka keberlakuan suatu hu-

kum itu tetap berlaku sampai berakhirnya waktu. Contoh 

dari sub kaidah ini adalah: 

1) Seseorang pergi jauh merantau. Keluarga di rumah dan masya-

rakat di kampungnya tidak ada sama sekali mengetahui kabar 

berita orang tersebut. Orang yang merantau ini juga tidak sama 

sekali memberikan kabarnya di perantauan. Untuk mengetahui 

status hidup orang ini, ia tetap dianggap hidup sampai ada bukti 

yang meyakinkan bahwa ia meninggal dunia. Dengan demikian 

maka harta benda yang dimilikinya sewaktu di kampung tidak 

boleh dibagikan. Begitu juga si istri, pun masih dianggap 

sebagai istrinya dan berhak mendapatkan nafkah serta hak-hak 

lainnya. Oleh karena itu, si istri yang bersangkutan tidak di-

bolehkan menerima lamaran orang lain terlebih lagi menikah. 

2) Ada orang menyewa sebuah tempat, lahan atau rumah. Masa 

sewa sampai berakhir pada Januari tahun berikutnya. Sewaktu 

di dalam sewa, tempat, lahan atau rumah tersebut ternyata tidak 

ditempati oleh orang yang menyewa atau tidak dikelolanya 

sehingga terlihat dibiarkan dan kosong. Berdasarkan kaidah di 

 

 
100  Az-Zarqa>, Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘A<m: Ikhra>j Jadi>d, 1081. 
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atas pemilik tempat tidak bisa mengambil alih dan memfung-

sikan tempat tersebut hanya karena tempat tersebut dibiarkan 

oleh orang yang menyewa. Pemilik bisa mengambil alih ketika 

waktu sewa telah berakhir. 

C. Kaidah Fikih al-Asa>siyah (Dasar atau Induk) 

tentang Kesulitan itu Membutuhkan 
Kemudahan 

 

Tabel 3 

Kaidah Fikih al-Asa>siyah dan Sub-Subnya 

 

Sub Kaidah 
No Kaidah Fikih 

al-Asa>siyah 

ذَا
ِ
ََّ عَُ اْلَْمْرُ  ضَاقَُ ا ت

ِ
 ا

لِ  ُ اَلْمَشَقَّةُ  1  التَّ ِْ ْ َُ تَْ

(Kesulitan itu mendatang-

kan (membutuhkan) ke-

mudahan) 

Apabila suatu persoalan men-

jadi sempit maka hukumnya 

meluas  

 

ذَا
ِ
ََّ عَُ ا ت

ِ
 ضَاقَُ ا

2 

Apabila suatu persoalan 

menjadi meluas maka 

hukumnya menyempit 

رُ اوِزُ  كُ  َ هُِ عَنُْ مَات  نعَْكسََُ حَدِل
ِ
 ا

هُِ اِلى  ضِدِل
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Setiap yang melampaui batas 

maka hukumnya berbalik 

kepada yang sebaliknya 

ذْرُ  مَاجَازَُ  بِزَوَالُِِِ بطََلَُ لِع 
3 

Apa yang dibolehkan karena 

uzur, maka tidak boleh lagi 

ketika uzur tersebut hilang 

 

ذَا
ِ
رَُ ا  اِلىَُ ي صَارُ  اْلَْصْلُ  تعََذَّ

 البَْدَلُِ

4 

Apabila yang asli sulit 

dikerjakan maka berpindah 

ke penggantinya 

زَُ مَالَإي مْكِنُ   مَعْف ومُ مِنْهُ  التَّحَرر
 عَنْهُ 

5 

Apa yang tidak mungkin 

menjaganya (menghindari) 

maka hal itu dimaafkan 

ُ َ ص  ُ اَلرر  بِِلْمَعَاصُِ لَإت نَاطم
6 

Keringanan itu tidak 

dikaitkan dengan 

kemaksiatan 
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ذَا
ِ
رَتُِ ا  اِلَىُ ي صَارُ  اْلحقَِيْقَةُ  تعََذَّ

 اْلَمجاَزُِ

7 

Apabila suatu kata sulit 

diartikan dengan arti yang 

sebenarnya, maka kata 

tersebut berpindah arti 

kepada arti kiasannya 

ذَا
ِ
رَُ ا عََْالُ  تعََذَّ

ِ
مُِ ا ْمَلُ  الكََْلَ  يه 

8 

Apabila sulit mengamalkan 

suatu perkataan, maka 

perkataan tersebut 

ditinggalkan 

وَامُِ فُِ ي غْتَفَرُ   فُِ ي غْتَفَرُ  مَالإَُ الدَّ
بتْدَِاءُِ

ِ
 اْلإ

9 

Bisa dimaafkan pada 

kelanjutan perbuatan dan 

tidak dimaafkan pada 

permulaannya 

بتْدَِاءُُِمِنَُُأسَْهَلُ ُاَلبَْقَاءُ 
ِ
 الْإ

Meneruskan lebih daripada 

memulai 
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بتْدَِاءُِ فُِ ي غْتَفَرُ 
ِ
 ي غْتَفَرُ  مَالإَُ اْلإ

وَامُِ فُِ  الدَّ

10 

Dimaafkan pada permulaan 

dan tidak dimaafkan pada 

kelanjutannya 

 فُِْ ي غْتَفَرُ  مَالَإُ التَّوَابِعُِ فُِ ي غْتَفَرُ 

 غَْ َِ ا

11  

Bisa dimaafkan pada yang 

mengikuti dan tidak 

dimaafkan pada yang lainnya 

 

1. Pengertian Kaidah Kesulitan Membutuhkan Kemudahan  

Kaidah al-asasiyah (dasar atau induk) tentang kesulitan 

dalam hukum seperti yang disebut di atas adalah:  

لِ  ُ اَلْمَشَقَّةُ  101ُالتَّ ِْ ْ َُ تَْ

“al-Masyaqqah Tajlib at-Taisi>r” 

“Kesukaran/Kesulitan itu mendatangkan (membutuhkan) ke-

mudahan” 

Lafal al-masyaqqah dalam kamus Lisa>n al-‘Arab bermakna 

al-jahd wa al-‘ana >’102 yaitu kesukaran, kesulitan, keletihan atau 

 

 
101S}a>lih} ibn Muh}ammad ibn H}asan Al-Asmari>, Majmu>’ah Al-Fawa>’id Al-Bahiyah 

’ala> Manz}u>mah Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah (Riya>d}, al-Mamlakah al-’Arabiyah al-Sa’u>diyah: 

Da>r as-S}ami’i>, 2000), 9. 

102Manz}u>r, Lisa>n Al-’Arab, 2302. 
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kepayahan. Makna ini selaras dengan firman Allah Q.S. al-Nah}l 

ayat 7: 

مِلُ  لَىُُأثَْقَالكَ ُُْوَتََْ
ِ
َّمُُْبلََُ ُا لإَُُّبَِلِغِيهُُِتكَ ون واُل

ِ
لَْْنف سِ...ُبشِِقلُُِا

 
ُأ

Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu 

tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan 

kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri… 

Lafal yang berkaitan dengan al-masyaqqah di atas adalah 

(  ,yang maknanya kesukaran-kesukaran. Oleh karena itu (ش            ِ َ 

tepat sudah makna al-masyaqqah adalah kesukaran, kesulitan, 

keletihan atau kepayahan sebagaimana disebutkan di atas.  

Adapun lafal at-taisi>r yang kata dasarnya yusr bermakna 

kemudahan yang merupakan kebalikan dari lafal ‘usr. Lafal at-

taisi>r bisa terjadi pada kebaikan dan bisa juga terjadi pada 

keburukan. Terjadi pada kebaikan seperti pada firman Allah 

Q.S. al-Lail ayat 7 fasayunassiruhu lil yusra> yaitu “maka Kami 

kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah” yaitu surga. 

Sebaliknya lafal at-taisi>r berkaitan dengan keburukan seperti 

firman Allah Q.S. al-Lail ayat 10 fasayunassiruhu lil ‘usra > yaitu 

“maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang 

sukar”103.      

Inti dari kaidah di atas adalah kesukaran atau kesulitan itu 

memerlukan kemudahan. Alasannya karena kondisi kesukaran 

adalah berada pada keterhimpitan yang memerlukan kelong-

garan terutama dalam pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, da-

pat juga dikatakan bahwa kesukaran atau kesulitan ini menjadi 

sebab muncul kemudahan.  

 

 
103Manz}u>r, 4958. 



86 KAIDAH-KAIDAH FIKIH  

 

 

 

 

2. Dasar Hukum Kaidah 

Dasar hukum kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisi>r adalah 

firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut: 

ُُٱليْسُْرُُبكُِمُُُٱلَلُُُُّيُريِدُُ...  لر ُ... ٱلعُْسْرُُبكُِمُُُيُريِدُُُور
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghen-

daki kesukaran bagimu”. 

 

Dasar lainnya firman Allah Q.S. al-Hajj ayat 78 sebagai 

berikut: 

يْنُُِفُُِعلَيَْك ُُْجَعَلَُُ...وَمَا ِ ُحَرَ  ...ُمِنُُْالدل

…dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam aga-

ma… 

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW pun 

pernah menyampaikan sabdanya terkait dengan memberikan 

kemudahan yaitu: 

َُّ 
ِ
ينَُُا ِ ينَُُي شَادَُُّوَلنَُُْي سْمُُالدل ِ لإَُُّأَحَدمُُالدل

ِ
واُغلَبََهُ ُا د  واُوَقَارِب واُفََ دلِ ُُوَأبَشَِّْ 

لجَْةُِ.ُ)رواهُُالن ائي(104 ُمِنَُُُالدَّ ءُ  وْحَةُُِوَشََْ تَعِين واُبِِلْغدَْوَةُُُِوَالرَّ  وَاس ْ

Sesungguhnya agama Islam ini mudah dan tidak satu pun orang 

yang mempersulit agama ini, kecuali ia akan terkalahkan, maka 

berbuat benarlah baik dalam perkataan atau dalam perbuatan 

dan saling mendekatlah dan berikan kegembiraan serta minta-

lah pertolongan Allah di waktu pagi, sore, dan sedikit dari 

malam.  

 

 
104Ah}mad ibn Syu’aib ibn ‘Ali> ibn Sina>n ibn ‘Abd ar-Rah}ma>n An-Nasa>’i, Sunan An-

Nasa>’i (Riya>d}, Saudi Arabia: Da>r al-H}ad}a>rah, 2015), 677. 
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Sabda Nabi lainnya:  

ُُُابْنُُُِعَنُُِ ولُُُِقِيْلَُُُقَالَُُُعَبَّاس  ُُُِلِرَس  ُُُاللَّّ ُ ُُصَلىَّ ُالَْْدْيََ ُُُِأَيرُُُوَسَلََُُُّعلَيَْهُُُِاللَّّ

لَىُُأحََ رُ
ِ
ُُِا مْحَةُ ُالحَْنيِفِيَّةُ ُقَالَُُاللَّّ  ُ(أ حدُرواه.ُ)ال َّ

Dari Ibnu ‘Abba>s, r.a. berkata: Rasulullah SAW ditanya sese-

orang “Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?” 

Rasulullah menjawab: “al –h}anifiyah al-samh}ah yaitu agama 

yang lurus dan toleran. (H.R. Ahmad) 

Berdasarkan beberapa dasar hukum yang ditampilkan di 

atas dapat dipahami pada Q.S. al-Baqarah ayat 185 Allah 

menginginkan kemudahan bagi siapa saja dari para hambanya 

dan sama sekali tidak menginginkan kesukaran dalam menja-

lankan agama Islam. Misi yang serupa juga ditemukan pada 

Q.S. al-Hajj ayat 78 bahwa Allah sama sekali tidak membuat 

kesulitan dalam menjalankan agama Islam. Pada hadis yang 

diriwayatkan an-Nasa’i justru menegaskan bahwa agama Islam 

itu mudah. Jika ada yang mempersulit maka ia akan terkalah-

kan dalam artian salah kaprah terhadap Islam. Hal ini terbukti 

dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa 

agama yang dicintai Allah adalah agama yang toleran.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaidah al-

masyaqqah tajlib at-taisi>r berdiri di atas dasar hukum yang 

kuat. Berarti menggunakan kaidah di atas baik untuk meliputi 

berbagai persoalan fikih atau bahkan sebagai alat analisis ter-

hadap suatu persoalan hukum bukan seharusnya yang diragu-

kan, tetapi diterima dengan sepenuhnya. 

3. Kandungan Hukum Kaidah 

Perlu penegasan kembali di sini tentang al-masyaqqah 

yang seperti apa dimaksud kaidah dari di atas. Untuk mengeta-
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hui pertanyaan tersebut maka terlebih dahulu memahami 

bahwa kesukaran, kesulitan, keletihan atau kepayahan menjadi 

sebab untuk mendapatkan dispensasi berupa kemudahan dalam 

menjalani suatu ketentuan hukum. Namun kesukaran yang 

dimaklumi dan layak mendapatkan dispensasi tersebut ternyata 

memiliki kriteria tertentu. Kesukaran yang biasa terjadi atau 

lazim terjadi pada manusia tentu tidak mendapatkan dispen-

sasi. Dispensasi tersebut hanya diberikan kepada orang yang 

menghadapi kesulitan yang tidak lazim terjadi.105  

Oleh karena itu kesukaran tersebut terbagi kepada dua 

yaitu kesukaran yang biasa terjadi dan kesukaran yang tidak 

lazim terjadi yang dijelaskan sebagai berikut:  

a. Kesukaran yang Biasa Terjadi106  

Kesukaran yang biasa terjadi adalah kesukaran yang 

dapat diatasi oleh manusia dan tidak ada hubungannya de-

ngan kemudaratan. Kesukaran yang dihadapi ketika menja-

lankan suatu kewajiban (beban hukum) adalah kesukaran 

yang biasa bahkan kesukaran yang seperti ini selalu me-

nempel dalam kehidupan manusia. Kendatipun demikian, 

setiap adanya pembebanan hukum hampir dipastikan selalu 

diimbangi dengan kemampuan manusia sebagai pelaksana 

hukum. Misalnya kewajiban bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, kewajiban melaksanakan salat-salat 

fardu, puasa ramadhan, zakat, haji dan bahkan membela 

tanah air dari para musuh baik dari dalam maupun dari luar. 

 

 
105Wahbah Az-Zuh}aili>, Naz}ariyah Ad-D}aru>rah Asy-Syar’iyah Muqa>ranah Ma’a Al-

Qa>nu>n Al-Wad}’i> (Beirut, Su>riya>: Mu’assasah ar-Risa>lah, 1985), 196. 

106Az-Zuh}aili>, 196-- 199. 
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Semua kewajiban ini dipastikan akan ada kesukaran 

karena kesukaran itu merupakan bagian hidup umat manu-

sia, bahkan dalam Q.S. al-insyira>h} ayat 5 dan 6 menunjuk-

kan secara jelas bahwa sesudah kesukaran atau kesulitan 

ada kemudahan. Jika demikian, berarti di dalam atau sete-

lah kesukaran pun juga ada kemudahan.  

Adanya kewajiban salat atau kewajiban lainnya bukan 

bermaksud untuk membuat kesukaran pada manusia tetapi 

salat merupakan latihan untuk selalu mengaitkan diri Allah 

dan dapat mengenal dirinya serta memahami juga tujuan-

nya diciptakan dan dilahirkan ke dunia ini. Begitu juga 

adanya kewajiban berpuasa, bukan maksudnya untuk mela-

parkan manusia atau menyakiti manusia tetapi sebenarnya 

puasa tersebut merupakan media untuk membersihkan jiwa 

sekaligus menimbulkan kepekaan terhadap penderitaan 

orang lain. Termasuk juga cinta tanah air dan membela ta-

nah air adalah suatu keniscayaan. Bukan maksudnya 

membuat manusia mati konyol dan sebaliknya orang yang 

gugur karena mempertahankan tanah airnya adalah dipan-

dang syahid. Selain itu, kesejahteraan tidak dapat diwujud-

kan jika negara dalam keadaan kacau. Oleh karena itu tidak 

salah semboyan NKRI harga mati.     

b. Kesukaran yang tidak Biasa Terjadi107 

Kesukaran yang tidak biasa terjadi adalah kesukaran 

yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia karena bisa 

merusak diri manusia bahkan kehidupan dan termasuk 

merusak aturan-aturan kehidupan. Menjadikan manusia 

 

 
107Az-Zuh}aili>, 199–201. 
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terbebani di luar kemampuannya secara akal tidak mung-

kin dilakukan oleh Allah karena Allah tidak sama sekali 

bermaksud untuk membebani hukum untuk kesusahan dan 

penderitaan, sebaliknya pembebanan hukum tersebut se-

suai dengan kemampuan manusia. 

Jika dalam pelaksanaan hukum itu, ada di antara ma-

nusia yang tidak dapat memikulnya maka di sanalah ada 

konsep rukhs}ah atau dispensasi berupa keringanan. Semua 

ini jika dibaca dari sisi positifnya, tentu memiliki hikmah 

tersendiri. Misalnya kesukaran ini dapat menjadi sebab 

timbulnya hukum yang tidak disyariatkan sejak awal se-

perti orang yang dalam kondisi darurat yang menimbulkan 

kebolehan seseorang karena darurat melakukan sesuatu 

yang asalnya tidak dibolehkan. Begitu juga orang yang 

lupa membuat seseorang terbebas dari kewajiban dan terle-

pas juga dari dosa sampai manusia itu ingat kembali.  

Dalam kondisi seperti di atas, maka di sinilah dibutuh-

kan rukhs}ah atau dispensasi. Rukhs}ah itu sendiri terbagi 

kepada beberapa macam yaitu:108 

1) Rukhs}ah wajib maksudnya orang tersebut wajib mela-

kukan keringanan tersebut, seperti dalam keadaan ti-

dak ada makanan lain yang halal atau dalam keadaan 

darurat membuatnya boleh memakan makanan yang 

diharamkan. Jika tidak memakannya maka akan meng-

ancam kehidupannya sehingga wajib baginya untuk 

mempertahankan hidup;  

 

 
108Az-Zuh}aili>, 207. 
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2) Rukhs}ah sunah maksudnya orang tersebut sunah atau 

dianjurkan untuk melakukan keringanan itu, seperti 

melakukan salat qas}r atau jamak  qas}r karena adanya 

perjalanan, tidak berpuasa karena adanya perjalanan 

atau melihat perempuan yang menjadi calon istri keti-

ka prosesi pelamaran bagi mereka yang tidak pernah 

bertemu sebelumnya. Pada zaman sekarang hal seperti 

ini sudah jarang terjadi. 

3) Rukhs}ah mubah maksudnya orang tersebut boleh me-

milih untuk melakukan atau tidak melakukan misalnya 

pilihan-pilihan dalam jual beli, ada yang belanja secara 

online ada juga yang datang langsung. Khusus jual beli 

online, orang yang bertransaksi mesti sudah mema-

hami seluk beluk bertransaksi online. 

4) Rukhs}ah khila>f al-aula> yaitu keringanan yang lebih 

baik ditinggalkan seperti adanya orang yang tidak 

mengalami kesukaran, tetapi ia menjamak salat. Ber-

tayamum bagi orang mendapatkan air. Hanya saja air 

tersebut harus membeli dan orang tersebut sebenarnya 

mampu untuk membeli. Contoh dalam pemikiran yang 

lain bahwa orang tidak berpuasa ketika bepergian, pa-

dahal perjalannya menggunakan pesawat yang tidak 

memudaratkannya jika ia berpuasa. Jika dihadapkan 

dengan teori qiya>s maka contoh terakhir ini tampak-

nya akan sulit bertemu karena salah satu ‘illah orang 

boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan adalah ka-

rena bepergian tersebut, bukan karena adanya kesukar-

an atau tidak. 
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5) Rukhs}ah yang makruh jika dilakukan, seperti meng-

qas}r salat ketika bepergian sementara jarak tempuh 

perjalanan kurang dari 84 km. 

c. Sebab-Sebab Orang Mendapatkan Keringanan   

Selanjutnya ada beberapa sebab yang membuat orang 

mendapatkan keringanan dalam melaksanakan ibadah 

yaitu:109  

1) Karena adanya perjalanan. Kondisi ini menjadi sebab 

orang boleh tidak berpuasa dengan catatan tetap wajib 

qad}a>’ seberapa banyak hari yang ditinggalkan dan 

boleh qas}r atau jamak qas}r salat. 

2) Sakit. Kondisi ini membolehkan orang duduk atau ber-

baring dalam melaksanakan salat. Begitu juga boleh 

bertayamum karena tidak dapat tersentuh air. Terma-

suk boleh tidak berpuasa dengan catatan wajib qad}a>’ 

seberapa banyak hari yang ditinggalkan.  

3) Terpaksa. Dalam keadaan terpaksa membolehkan 

orang untuk melakukan hal yang awalnya diharamkan, 

seperti memakan makanan yang awalnya diharamkan, 

mengucapkan kalimat atau melakukan perbuatan yang 

membuat pengucap atau pelaku keluar dari Islam. Hal 

ini boleh dilakukan selama hatinya tetap masih ber-

iman kepada Allah SWT. 

4) Lupa. Kondisi lupa menjadi sebab orang terbebas dari 

beban dan dosa. Contohnya seperti makan di siang hari 

bulan Ramadhan atau mengucapkan salam sebelum 

 

 
109As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 

77–80. 
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selesai salat. Hal seperti ini tidak berdampak hukum 

yang membuat batal puasa atau salatnya selama yang 

bersangkutan benar-benar lupa. 

5) Bodoh. Orang yang dalam kondisi ini tidak mengeta-

hui apa yang dilakukan baik yang benar atau pun yang 

salah. Bisa jadi ketika diajak salat, ia melakukan hal-

hal yang membatalkan salat sementara ia sendiri tidak 

mengetahui apa yang dilakukannya. Hal seperti ini 

tentu tidak berdampak hukum.  

6) Kesulitan (al-‘usr) dan ‘umu>m al-balwa>. Makna kon-

tekstual dari lafal ‘umu>m al-balwa> adalah suatu kesu-

litan atau kesukaran yang tidak bisa dihindari sehingga 

harus berhadap dengan kondisi itu. Misalnya salat 

yang disertai najis yang dimaafkan seperti darah, ku-

dis, kotoran dari debu jalan yang menempel di pakaian 

sementara hal ini tidak bisa dihindari. Begitu juga 

istinja>’ menghadap kiblat karena kondisi tempatnya 

tidak bisa diatur untuk tidak menghadap atau membe-

lakangi kiblat. 

7) Keterbatasan yang tidak dimiliki pada setiap orang. 

Misalnya seorang bayi karena keterbatasannya tidak 

dikenakan kewajiban. Orang gila pun juga demikian. 

Adanya yang lebih banyak laki-laki daripada perem-

puan karena perempuan memiliki keterbatasan di 

ruang publik seperti tidak ada kewajiban berjamaah 

bagi perempuan, tidak ada kewajiban melaksanakan 

salat Jumat dan lain sebagainya.    
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4. Sub-Sub Kaidah Beserta Contoh 

Sub-sub dari kaidah “al-masyaqqah tajlib at-taisi>r” 

adalah sebagai berikut: 

a. Kaidah Jika Suatu Persoalan Sempit Hukum Menjadi 

Lentur 

ََّ ع110َُ ت
ِ
ُا ذَاُضَاقَُُُاْلَْمْرُ 

ِ
 ا

“Apabila suatu persoalan menjadi sempit maka hu-

kumnya meluas” 

Contoh dari kaidah di atas adalah: 

1) Sakit (persoalan sempit) membolehkan tidak ber-

puasa (hukum meluas); 

2) Seorang perempuan tidak punya wali ketika mu-

safir (persoalan sempit) membolehkannya berin-

teraksi dengan orang lain (hukum meluas). 

Jelasnya apapun persoalannya jika dalam kondisi 

sempit atau hampir tidak ada solusi dan kalaupun ada 

jalan tetapi sulit untuk menempuhnya maka dalam 

kondisi seperti ini diperlukan kelonggaran dan fleksi-

bilitas hukum. Asalnya sebuah ketentuan itu kaku dan 

harus diterapkan secara apa adanya, tetapi karena ada-

nya persoalan yang menghimpit pada pelaksana hu-

kum akhirnya ketentuan hukum tersebut meluas dan 

memberikan ruang-ruang dialog sehingga dalam pe-

laksanaannya pun tidak seketat dalam keadaan nor-

mal. 

 

 
110As-Suyu>t}i>, 83. 
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Imam al-Sha>fi‘i> pernah ditanya apakah boleh ber-

wudhu dengan menggunakan suatu wadah yang waktu 

itu terdapat suatu wadah yang tidak diketahui suci 

atau tidaknya. Sang Imam pun menjawab apabila tidak 

ada lagi tempat lain maka dibolehkan mengguna-

kannya. Artinya jawaban Imam al-Sya>fi‘i> ini menun-

jukkan bahwa harus terlebih dahulu menggunakan 

wadah yang dipastikan sucinya, tetapi ketika tidak di-

temukan lagi yang suci tersebut maka baru menggu-

nakan wadah yang lain seperti menggunakan wadah 

dari emas atau perak karena adanya hajat yaitu berwu-

dhu. Intinya menurut ‘Izz ad-Di>n ibn ‘Abd as-Sala>m 

yang menyimpulkan pendapat para ulama terdahulu-

nya bahwa syariat ini dibangun atas dasar pemikiran 

bahwa jika kondisi sempit maka pelaksanaan hukum 

bisa luas atau longgar.111 Kebalikan dari kaidah di atas 

adalah kaidah di bawah ini:  

b. Kaidah Jika Persoalan Meluas maka Hukum Menyem-

pit 

ُضَاق112َُ ََّ عَُُاْلَْمْرُ  ت
ِ
ذَاُا
ِ
 ا

“Apabila suatu persoalan menjadi meluas maka hu-

kumnya menyempit” 

Maksud dari kaidah ini adalah jika kondisi si pe-

laksana hukum dalam keadaan normal, tidak sakit, 

 

 
111Ibra>hi>m Muh}ammad Mah}mu>d Al-H}ariri>, Al-Madkhal Ila> Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah 

Al-Kulliyah (Amma>n, Urdun, 1998), 102. 
112As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 

83. 
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tidak terdesak, solusi luas dan waktu pun luas maka 

hukum yang dilaksanakan pun menjadi normal seba-

gaimana adanya. Misalnya seseorang dalam kondisi 

sehat, maka tidak ada alasan yang menjadi kelong-

garan baginya untuk tidak berpuasa atau mengqas}r 

salat.  

c. Kaidah Setiap yang Melampau Batas akan Berbalik 

ه113ُِ نعَْكسََُُاِلىُضِدِل
ِ
هُُِا ُعَنُُْحَدِل اوِزُ  َ ُمَات  رُ  كُ 

“Setiap yang melampaui batas maka hukumnya 

berbalik kepada yang sebaliknya”. 

Kaidah ini sebenarnya kaidah yang disusun oleh 

Imam al-Ghaza>li> yang menghimpun dua kaidah sebe-

lumnya. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa sesuatu 

yang terlampau sulit dan yang terlampau sempit ada-

lah bukan ciri Islam dan sama sekali tidak diinginkan 

dalam Islam. Jika hal ini terjadi maka hukumnya ber-

balik kepada sebaliknya yaitu tidak lain adalah me-

longgarkan pelaksanaan hukum. Sebaliknya terlalu 

longgar, bebas dan bahkan sangat memudah-mudah-

kan juga tidak diinginkan dalam Islam. Jika hal ini 

terjadi maka hukumnya berbalik kepada sebaliknya 

yaitu menjalankan hukum sesuai dengan apa adanya.  

Berdasarkan kaidah ini juga menunjukkan bahwa 

ajaran Islam moderat. Berada di tengah-tengah, tidak 

terlampau keras dan tidak juga terlampau kaku. Oleh 

 

 
113Nujaim, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir ’ala> Maz\hab Abi> H}ani>fah Al-Nu’ma>n, 72. 
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karena itu konsep moderasi berhukum, bernegara atau 

beragama merupakan ciri khas dari ajaran Islam.  

d. Kaidah Setelah Masa Uzur Hilang, Hukum Kembali 

Normal      

ُُبطََلَُُبِزَوَال114ُِِِ ذْرُ   مَاجَازَُُلِع 

“Apa yang dibolehkan karena uzur (halangan), maka 

tidak boleh lagi ketika uzur tersebut hilang” 

Contoh dari kaidah ini adalah: 

1) Wanita yang haid dilarang salat dan puasa. La-

rangan ini hilang ketika haidnya berhenti; 

2) Perempuan yang masih di masa idah dilarang 

menerima lamaran atau laki-laki dilarang mela-

mar terlebih lagi menikahi perempuan yang masih 

dalam masa idah, tetapi larangan tersebut menjadi 

hilang jika masa idah tersebut telah selesai; 

3) Anak kecil yang belum balig dilarang menjadi 

saksi, tetapi ketika masa balignya sudah sampai 

maka ia dapat menjadi saksi; 

e. Kaidah Jika yang Asli Sulit Dikerjakan 

ُاِلىَُُالبَْدَل115ُِ ُي صَارُ  رَُُُاْلَْصْلُ  ذَاُتعََذَّ
ِ
 ا

“Apabila yang asli sulit dikerjakan maka berpindah ke 

penggantinya” 

 

 
114’Azat ’Ubaid Ad-Du’a>s, Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Ma’a Al-Syarh} Al-Mu>jaz 

(Beirut, Lebanon: Da>r at-Tirmiz\i>, 1989), 77. 
115Syibi>r, Al-Qawa>‘id Al-Kulli>yah Wa Ad}-D}awa>bit} Al-Fiqhi>yah Fi> Asy-Syari>‘ah Al-

Isla>mi>yah, 218. 
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Contoh kaidah di atas adalah: 

1) Ketika terdapat kesukaran untuk berwudhu, maka 

tayamum sebagai penggantinya; 

2) Ketika ada orang meminjam kendaraan yang 

kemudian hilang, maka harus mengganti kendara-

an lain yang sama persis baik merk, tahun, warna 

dan lain-lain sebagai pengganti atau setidaknya 

mengganti dengan harga yang sama 

f. Kaidah Hukum Sesuatu yang tidak Mungkin Dihindari  

116 ُعَنْهُ  ُمَعْف ومُ زَُُمِنْهُ  ُالتَّحَرر  مَالَإي مْكِنُ 

“Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindari) 

maka hal itu dimaafkan” 

Contoh kaidah ini adalah: 

1) Rasa atau sisa air di mulut saat berkumur-kumur 

ketika puasa tidak bisa dihindari dan tidak mung-

kin mengeringkan dalam bagian mulut dengan 

kain lap, maka hal ini dimaafkan; 

2) Ada sisa darah yang lengket di pakaian dan sulit 

dibersihkan dengan beberapa kali cucian, maka 

hal ini dimaafkan 

3) Berjalan kaki di musim hujan dan jalan becek. Di 

saat jalan, kena percikan air hujan yang jatuh ke 

tanah adalah hal yang sangat mungkin terjadi bah-

kan sulit dihindari, sementara di percikan tersebut 

 

 
116Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian 

Masalah-Masalah Yang Praktis, 63. 
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bisa jadi terdapat najis. Namun karena sulitnya 

menghindari diri, maka ia pun dimaafkan.  

g. Kaidah Keringanan hanya Diberikan kepada yang Bu-

kan Maksiat 

ُُبِِلْمَعَاص117ُِ ُُلَإت نَاطم َ ص   اَلرر

“Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan” 

Contoh kaidah ini dapat berlaku hampir untuk 

semua hal. Artinya keberlakuan kaidah ini meliputi 

berbagai persoalan, khususnya persoalan-persoalan 

yang mendapatkan dispensasi atau keringanan. Segala 

keringanan yang diberikan hendaknya tidak dicampur 

dengan melakukan kemaksiatan atau pelanggaran ter-

hadap ketentuan baik ketentuan agama atau pun ne-

gara. Misalnya melakukan kegiatan musafir, tetapi tu-

juannya atau setidaknya sudah terbersit di hati ingin 

melakukan kemaksiatan maka orang yang seperti ini 

tidak dibolehkan menggunakan fasilitas dispensasi da-

ri hukum Islam. Begitu juga ketika ada orang yang ke-

habisan modal karena kalah berjudi yang membuatnya 

tidak memiliki apa pun hingga akhirnya kelaparan dan 

tidak ada yang dapat dimakan kecuali yang diharam-

kan dalam Islam. Namun karena orang ini kelaparan 

karena melanggar ketentuan Allah (berjudi) maka ia 

tidak diperbolehkan memakan yang diharamkan itu 

walaupun dengan alasan darurat. Jika ia tetap meng-

konsumsinya, maka ia dipandang berbuat dosa. 

 

 
117Al-Kurdi>, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah, 179. 
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Berbeda halnya jika ada orang yang merantau ke 

daerah lain yang tujuannya untuk bekerja menafkahi 

keluarga. Sebelum mendapatkan penghasilan orang 

yang bersangkutan kehabisan modal hingga kelaparan, 

maka jika tidak ada tempat untuk meminta bantuan 

dan tidak ada orang yang memberikan bantuan, maka 

ia dibolehkan memakan yang diharamkan atau meng-

ambil sedikit milik orang lain hanya untuk bertahan. 

h. Kaidah Solusi Jika suatu Kata Sulit Diartikan kepada 

yang Sebenarnya 

ُاِلَىُُاْلَمجاَز118ُِ ُي صَارُ  رَتُُِاْلحقَِيْقَةُ  ذَاُتعََذَّ
ِ
 ا

“Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang 

sebenarnya, maka kata tersebut berpindah arti kepada 

arti kiasannya”. 

Maksud dari kaidah di atas, ketika sulit menggu-

nakan makna sebenarnya suatu lafal, maka dapat 

menggunakan makna kiasan. Hal ini bisa jadi karena 

berbagai alasan, bisa jadi terlampau vulgar jika meng-

gunakan arti yang sebenarnya atau tidak nyaman jika 

menggunakan arti atau kata yang sebenarnya sehingga 

mengharuskannya menggunakan arti atau lafal yang 

majazi. Syarat penggunaan makna kiasan ini adalah 

adanya hubungan antara makna hakiki dengan makna 

majazi sehingga makna majazi dapat menggambarkan 

dari makna hakiki.119  

 

 
118S}a>lih} bin Ga>nim as-Sadla>n, ‘Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Al-Qubra> Wa Ma> Tafarra’a 

Anha’, 165. 

119S}a>lih} bin Ga>nim as-Sadla>n, 165, 166. 
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Misalnya ada orang berucap mewakafkan lahan 

untuk mendirikan pondok pesantren kepada seseorang 

sebagai berikut. Saya wakafkan lahan seluas ini untuk 

dijadikan pondok pesantren kepada Tuan Guru Mu-

hammad, padahal semua orang mengetahui bahwa 

Tuan Guru Muhammad sudah lama meninggal dunia 

dan yang ada adalah anaknya Tuan Guru Ahmad. Ber-

arti kalimat Tuan Guru Muhammad tersebut mesti 

dimaknai Tuan Guru Ahmad yang merupakan anak 

kandung dan pengganti Tuan Guru Muhammad, ka-

rena tidak mungkin mewakafkan sesuatu kepada orang 

yang telah meninggal dunia.   

i. Kaidah Jika Sulit Mengamalkan Suatu Perkataan, Apa 

Solusinya    

120 ْمَلُ  ُُالكََْلَمُُِيه  عََْالُ 
ِ
رَُُُا ذَاُتعََذَّ

ِ
 ا

“Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka 

perkataan tersebut ditinggalkan” 

Maksud dari kaidah di atas bahwa jika tidak me-

mungkinkan menggunakan suatu perkataan dimaknai 

baik secara hakiki atau pun majazi maka perkataan ter-

sebut mesti diabaikan. Misalnya ada seseorang mem-

berikan wasiat agar anaknya yang bernama Khalid 

mengelola hartanya. Namun setelah dicari dan diteliti 

tidak ada anak orang tersebut bernama Khalid bahkan 

dicari juga sekiranya orang tersebut memang benar 

memiliki anak yang bernama Khalid dari isteri yang 

 

 
120Ad-Du’a>s, Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Ma’a Al-Syarh} Al-Mu>jaz, 71. 
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lain, maka perkataan ini diabaikan bahkan dianggap 

tidak ada. Kendatipun setelah itu ada yang mengakui 

bahwa ia bernama Khalid anak dari yang membuat 

wasiat tersebut, tentunya diteliti sampai tuntas. Jika 

tidak ditemukan bukti, maka pengakuan ini dipandang 

sebagai sia-sia bahkan dusta.121  

j. Kaidah Meneruskan Lebih Mudah daripada Memulai 

بتْدَِاء122ُِ
ِ
ُفُُِاْلإ وَامُُِمَالإَُُي غْتَفَرُ  ُفُُِالدَّ  ي غْتَفَرُ 

“Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak 

dimaafkan pada permulaannya” 

Kaidah yang serupa dengan kaidah di atas adalah: 

بتْدَِاء123ُِ
ِ
ُمِنَُُالْإ ُأسَْهَلُ   اَلبَْقَاءُ 

“Meneruskan lebih mudah pada memulai” 

Maksud kaidah di atas tidak apa-apa (dimaafkan) 

jika ingin meneruskan dan tidak boleh (tidak dima-

afkan) jika memulai. Contohnya adalah: 

1) Ada pasangan suami istri yang non muslim datang 

untuk bersyahadat masuk Islam. Perkawinan ke-

duanya tetap sah dan terus dilanjutkan serta tidak 

diperlukan akad nikah yang baru. Tetapi jika si 

laki-laki ini ingin menikah kembali dengan perem-

 

 
121Ad-Du’a>s, 71. 
122As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 

83. 

123Al-Lajnah, Majallah Al-Ah}ka>m Al-’Adliyah, 29. 
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puan lain (poligami) tentu menggunakan aturan-

aturan setelah dia menjadi muslim. 

2) Mengucapkan dan melakukan rujuk kepada istri-

nya ketika ihram adalah hal yang dibolehkan ka-

rena rujuk adalah perbuatan untuk meneruskan 

dan bukan perbuatan memulai. Berbeda halnya ji-

ka mengadakan akad nikah di waktu ihram, maka 

hal tersebut termasuk dilarang. 

3) Sebelum niat berihram haji atau umrah dianjurkan 

memakai wangi-wangian bahkan dipakai di badan 

dan secara otomatis ketika berniat ihram bekas 

wangi-wangian tersebut masih menempel di ba-

dan. Hal ini tidak dibolehkan karena hanya mene-

ruskan. Berbeda jika sudah berniat dan baru me-

makai wangi-wangian maka hal ini tidak diboleh-

kan. 

4) Pasangan suami istri berjimak di ujung waktu sa-

hur dan ketika hampir dimulai azan subuh kedua-

nya masih berjimak, maka dimulai dari azan ter-

sebut hubungan jimak ini harus berhenti agar da-

pat meneruskan puasa. Namun jika jimak dimulai 

dari azan subuh dapat dipastikan puasanya menja-

di batal. 

5) Ada orang salat yang bersucinya dengan taya-

mum. Tiba-tiba di pertengahan salat ada orang 

lain mengantarkan air sambil berteriak-teriak se-

hingga yang salat dari tayamum ini mendengar. 

Namun karena air ada ketika di pertengahan salat, 

maka salat tetap diteruskan sampai salam. Ber-

beda halnya jika yang bertayamum ini mau memu-
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lai salat dan tiba-tiba ada air, maka ia harus ber-

wudhu. 

6) Ada orang salat sunat mutlak dan di pertengahan 

salat masuk waktu larangan salat, maka salat ter-

sebut tetap diteruskan sampai salam. Berbeda hal-

nya jika masuk waktu larangan salat, seseorang 

baru mau salat, maka hal ini tidak boleh. 

7) Salat sunat ketika orang iqamah hukumnya tidak 

boleh, tetapi jika salat sunat sebelum iqamah dan 

ketika iqamah orang tersebut sudah di rakaat ke-

dua maka hukumnya boleh. 

k. Kaidah Problem Memulai dan Meneruskan Suatu Per-

soalan    

وَام124ُِ ُفُُِالدَّ بتْدَِاءُُِمَالإَُُي غْتَفَرُ 
ِ
ُفُُِاْلإ  ي غْتَفَرُ 

“Dimaafkan pada permulaan dan tidak dimaafkan 

pada kelanjutannya” 

Maksud kaidah di atas bahwa dimaafkan dalam 

memulai tetapi tidak dimaafkan dalam meneruskan. 

Contoh kaidah ini adalah: 

1) Ada orang yang melakukan pelanggaran hukum, 

tetapi ia tidak mengetahui bahwa yang dilakukan-

nya bertentangan dengan hukum. Perbuatan ini 

masih dimaafkan tetapi setelah mengetahui maka 

tidak diperbolehkan lagi mengulang pelanggaran 

tersebut; 

 

 
124 As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 

83. 
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2) Suatu pasangan melangsungkan akad nikah dan 

berkumpul sebagai suami istri. Beberapa hari ke-

mudian dinyatakan bahwa keduanya dilarang se-

bagai suami istri baik karena satu nasab, semenda 

atau sepersusuan. Pernikahan keduanya pun mesti 

difasakh. 

l. Kaidah Problem tentang Mengikuti dalam Hukum 

125 ُفُُِْغَْ َِ اُ ُفُُِالتَّوَابِعُُِمَالَإُُي غْتَفَرُ   ي غْتَفَرُ 

“Bisa dimaafkan pada yang mengikuti dan tidak 

dimaafkan pada yang lainnya”. 

Contoh kaidah ini adalah: 

1) Halaman masjid adalah bagian dari masjid karena 

ia tidak terpisahkan dari masjid, tetapi ada pen-

dapat bahwa iktikaf harus di dalam masjid se-

hingga jika ada yang iktikaf di halaman masjid di-

pandang tidak beriktikaf.  

2) Ada orang yang salat di atas kendaraan yang ke-

mudian melakukan sujud tilawah. Sujud ini hu-

kumnya sah, tetapi jika sujud tilawah di atas ken-

daraan di luar waktu salat, maka sah tidaknya di-

perselisihkan ulama. 

3) Penjual beras boleh menjual karung bekas tempat 

beras karena karung tersebut mengikuti; 

4) Pemilik kebun boleh mewakafkan kebun yang su-

dah rusak tanamannya yang sebelumnya pernah 

 

 
125Isma>‘i>l, Al-Qawa>‘id Al-Fiqhi>yah Baina Al-As}a>lah Wa at-Tauji>h, 133. 
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digarap orang lain. Tanaman yang rusak tersebut 

mengikuti tanah yang diwakafkan.    

5) Menjual tanah yang di dalamnya ada tanaman, 

maka tanaman tersebut menjadi hak milik pem-

beli.  

D. Kaidah Fikih al-Asa>siyah (Dasar atau Induk) 
tentang Kemudaratan itu Harus Dihilangkan 

 

Tabel 4 

Kaidah Fikih al-Asa>siyah dan Sub-Subnya 

Sub Kaidah 
No Kaidah Fikih 

al-Asa >siyah  

 الْامحْظ وْرااتَِ ت بِيْحَ  االضار وْرااتَ 
1 

 

 

 ي  زاالَ  االضارارَ 

“Kemudaratan itu Harus 

Dihilangkan” 

Kemudaratan itu membolehkan 

hal-hal yang Dilarang 

 للِضار وْراةَِ أ بيِْحاتَْ ر خْصاةَ  ك لَ 

 و ج وْدِهاا ق ابْلاَ ت ست اباحَْ لاَْ واالْْااجاةَِ

Setiap keringanan yang 

dibolehkan karena darurat atau 

karena hajat, maka tidak boleh 

dihilangkan sebelum terjadinya 

kondisi darurat atau hajat 

رَ  االضار وْرااتَ  اَ ت  قادا رهِا  بِقادا
2 
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Keadaan darurat ukurannya 

ditentukan menurut kadar 

kedaruratannya 

رَ  للِضار وْرااتَِ اأ بيِْحاَماَ  بِقادارهِاا ي  قادا

Apa yang dibolehkan karena 

darurat diukur sekedar 

kedaruratannya 

رُ  َ ُي زَالُ )  ي دْفعَُ  اَلضََّّ  بِقدَْرُِ(ُ
مْكََ ُِ

ِ
 اْلإ

3 

Kemudaratan itu harus ditolak 

sedemikian mungkin 

رُ  َ رُِ لَإي زَالُ  اَلضََّّ َ  بِِلضََّّ
4 

Kemudaratan tidak boleh 

dihilangkan dengan 

kemudaratan lagi 

رُ  َ  بِمِثلُِِْ لَإي زَالُ  اَلضََّّ

Kemudaratan itu tidak boleh 

dihilangkan dengan 

kemudaratan juga 

ضْطِرَارُ 
ِ
 الْغَْ ُُِحَقَُُّلإي بْطِلُ ُاَلْإ

5 

Keadaan darurat bukan berarti 

bisa menghilangkan hak orang 

lain 
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تَمَلُ  ْ رُ  يَ  َ ُ الضََّّ  لَِْجْلُِ الخَْاص 
رُِ َ  اْلعَامُِ الضََّّ

6 

Kemudaratan yang khusus 

boleh dilaksanakan utk 

menolak kemudaratan bersifat 

umum 

ذَا
ِ
وْعِىَُ مَفَْ دَتَ ُِ تعََارَضَُ ا  ر 

ه مَا اُ أَعْظَم  ر   أََ فِلهِمَاُ بِِرْتكََِبُِ ضَََ

7 

Apabila dua mafsadah 

bertentangan, maka perhatikan 

mana yang lebih besar 

mudaratnya dengan 

mengerjakan yang lebih ringan 

mudaratnya 

رُ  َ رُِ ي زَالُ  الَْْيَدرُ اَلضََّّ َ  بِِلضََّّ
ُ  اْلََْ فِل

8 

Kemudaratan yang lebih berat 

dihilangkan dengan 

kemudaratan yang lebih ringan 

تَارُ ) اَلَْْخْذُ  ْ  ُْ)ُ رَيْنُِ بِأََ فِل َ  الضََّّ

Mengambil (dipilih) yang 

mudaratnya lebih ringan 

رُ  َ اُ يكَ وْ ُ  لَإُ اَلضََّّ  قدَِيمْ 
9 
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Kemudaratan itu tidak dapat 

dibiarkan karena dianggap 

telah lama terjadi (tidak boleh 

dibiarkan terus berlangsung) 

لََُ تنَِْْلُ  اَلحَْاجَةُ  وْرَةُِ مَنِْْ  الضََّّ 
ةُ  ةُ  أَوُْ كََ َُ عاَمَّ  خَاصَّ

10 

Kedudukan kebutuhan itu 

menempati kedudukan darurat 

baik umum atau pun khusus 

رِمَُمَُ اتِهُِ اح  وْرَةُِ أُبِيْحَُ لَِ  للِضََّّ 
رِمَُ  للِحَْاجَةُِ أبُِيْحَُ لِغَْ ِهُِ وَمَاح 

Apa saja yang haram karena 

zatnya maka dibolehkan karena 

darurat, apa saja yang haram 

karena alasan lainnya maka 

dibolehkan karena hajat 

ذَا اَلحَْاجَةُ 
ِ
وْرَةُِ عاَمَتُْ ا  كََلضََّّ 

Hajat itu jika meliputi 

kepentingan umum maka sama 

seperti darurat 

رُ ْ صَةُ  كُ  وْرَةُِ أُبِيْحَتُْ ر   للِضََّّ 
وْدَِ ا قَبْلَُ ت  تبََحُْ لمَُْ وَالحَْاجَةُِ ج   و 

Setiap keringanan yang 

dibolehkan karena darurat atau 
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karena hajat, maka tidak boleh 

dihilangkan sebelum terjadinya 

kondisi darurat atau hajat 

رُ ُ كُ  ا جَرَُّ تصَََرف   أَوُْ فََ اد 

ا دَفعَُْ ُ صَلَاح   عَنْهُ  مَنِْْ ىم

11 

Setiap tindakan hukum yang 

membawa kemafsadatan atau 

menolak kemaslahatan adalah 

dilarang 

1. Pengertian Kaidah Kemudaratan Harus Dihilangkan 

Kaidah al-asasiyah (dasar atau induk) tentang kemudarat-

an seperti yang disebut di atas adalah: 

 126ي  زاالَ  االضارارَ 

“ad-D}arar Yuza >l” 

“Kemudaratan itu Harus Dihilangkan”. 

Lafal ad}-d}arar (رر -diartikan perbuatan yang menye (الض                

babkan kerugian atau kemudaratan pada orang lain secara 

mutlak. Bahasa lainnya bahwa ad-d}arar adalah perbuatan yang 

memudaratkan orang lain. Apapun yang dilakukan jika ada 

yang membuat kerusakan pada orang lain maka ia disebut ad-

d}arar. Di samping lafal ad-d}arar ada juga lafal lain yaitu ad-

d}ira>r (رار -yang diartikan sebagai perbuatan yang menye (الض               

babkan kerugian pada orang lain bukan sebagai hukuman yang 

 

 
126As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 

83. 



Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 111 

 

 

 

 

sah. Ada juga mengartikan lafal ad-d}arar seseorang yang me-

mudaratkan orang lain sementara lafal ad-d}ira>r adalah perbuat-

an membalas dengan kemudaratan atas kemudaratan yang 

dilakukan orang lain127.  

Di luar dari pengertian di atas terdapat pengertian lain bah-

wa baik lafal ad-d}arar atau pun ad-d}ira>r sebenarnya memiliki 

makna yang sama tetapi objeknya yang berbeda. Lafal ad-d}arar 

adalah perbuatan yang menimbulkan kemudaratan pada diri 

sendiri, sedangkan lafal ad-d}ira>r adalah perbuatan yang me-

nimbulkan kemudaratan di samping pada diri sendiri juga ke-

mudaratan pada orang lain baik satu atau lebih.128 Berarti dapat 

dipahami bahwa makna lafal ad-d}ira>r lebih berbahaya jika 

dibandingkan dengan makna lafal ad-d}arar karena lafal ad-d}ira>r 

tidak hanya berbahaya pada diri sendiri tetapi juga pada orang 

lain.   

Apapun perbedaan atau persamaan makna dari lafal ad-

d}arar atau ad-d}ira>r jelasnya bahwa memudaratkan diri sendiri 

atau pun memudaratkan orang lain dengan cara yang tidak sah, 

adalah perbuatan yang merusak dan bahkan batil. Oleh karena 

itu sangat benar Islam menyatakan bahwa perbuatan yang me-

nimbulkan kemudaratan adalah tidak benar dan berdasarkan 

kaidah di atas perbuatan seperti ini mesti dihilangkan. 

 

 

 

 
127’Ali> Ah}mad An-Nadwi>, Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Mafhu>muha> Nasy’atuha> 

Tat}awwuruha> Dira>sah Mu’allafa>tiha> Adillatuha> Muhammatuha> Tat}bi>qa>tuha> (Beirut, 

Damaskus: Da>r al-Qalam, 1991), 252. 
128Darmawan, Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah (Surabaya, Indonesia: Revka Prima Media, 

2020), 36. 
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2. Dasar Hukum Kaidah 

Kaidah ad-D}arar Yuza>l berdiri di atas dasar hukum yang 

kuat baik dari Alquran atau pun dari Hadis Nabi Muhammad 

SAW. Hal ini seperti pada Q.S. al-Baqarah ayat 231: 

 ... لتِ اعْتاد وا ضِرااراًَ تُ ْسِك وه ناَ  والاَ...

“…Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudarat-

an, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka…” 

Pada Q.S. al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman: 

ةرَ ت ضااراَ لاَ...  ... بِوالادِهَِ لاهَ   ماوْل ودرَ والاَ بِوالادِهاا واالِدا

“…Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya…” 

 

Selanjutnya pada Q.S. al-Baqarah ayat 173 Allah berfir-

man: 

غَ  غايْاَ  اضْط راَ فامانَِ...   ... عالايْهَِ إِثْاَ  فالاَ  عاادَ  والاَ باا

“…barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang 

dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, 

maka tidak ada dosa baginya…” 

Q.S. al-Nisa ayat 12: 

 ... م ضاار َ  غايْاَ دايْنَ  أاوَْ  بِِاا ي وصاى واصِياةَ  ب اعْدَِ مِنَْ...

“…sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 

dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli 

waris)…” 

Q.S. al-Maidah ayat 105: 

يْ ت مَْ إِذاا ضالاَ مانَْ ياض ر ك مَْ لاَ...   ... اهْتادا
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“…tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat ke-

padamu apabila kamu telah mendapat petunjuk…” 

Q.S. al-Maidah ayat 64: 

بَ  لاَ وااللّاَ ...   الْم فْسِدِيناَ يُِ 

“…dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat ke-

rusakan” 

Q.S. al-An’a>m ayat 119 

 ... إِلايْهَِ اضْط ررِْت َْ ماا إِلاَ عالايْك مَْ حاراماَ ماا لاك مَْ  فاصالاَ واقادَْ... 

“…sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa 

yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu 

memakannya…” 

Q.S. al-A’ra>f ayat 56 

حِهاا ب اعْداَ الْارْضَِ فَِ ت  فْسِد وا والاَ  ... إِصْلا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya…” 

Rasulullah SAW bersabda: 

بَادَةَُُعَنُْ امِتُُِبْنُُِع  وْلَُُأَ َُُّالصَّ رَُُأَ ُُُْقَضَُ.ُم.صُاللُُِرَس  ارَُُلَإضَََ ُُوَلَإضََِ
بنُماجه(129  )ا 

Dari ‘Uba>dah ibn al-S}a>mit bahwasanya Rasulullah SAW 

menetapkan tidak boleh membuat kemudaratan pada diri 

sendiri dan membuat kemudaratan pada orang lain. 

 

 
129Abu> ’Abdulla>h Muh}ammad ibn Yazi>d Al-Qazwi>ni>, Sunan Ibn Ma>jah (Da>r Ih}ya>’ 

al-Kutub al-’Arabiyah, 2009), 784. 
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Sabda Nabi lainnya: 

ُعلَيَْهُُِ)أ بوُداودُ(130 ُبِهُُُِوَمَنُُْيَاقَُُّيَاقَُُّاللُ  ُُاللُ  ُأَضَََُّ  مَنُُْضَارَُّ

Siapa yang memudaratkan orang lain maka Allah akan me-

mudaratkan sebab kemudaratan yang ditimbulkannya itu dan 

siapa yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menyu-

sahkannya.  

Berdasarkan beberapa ayat Alquran dan hadis Nabi Mu-

hammad SAW di atas dapat dipahami bahwa kaidah fikih ad-

d}arar yuza>l adalah kaidah yang berdiri di atas dasar yang kuat. 

Beberapa ayat Alquran dan hadis Nabi menyebutkan lafal 

kemudaratan dengan berbagai versi. Ada yang berbentuk isim 

(lafal yang merujuk pada kata yang dibendakan) dan ada juga 

berbentuk fi’il (kata kerja dengan berbagai bentuk). Bahkan 

padanan lafal kemudaratan, di antara dasar hukum yang 

dikemukakan di atas ada juga yang menggunakan lafal fasd 

yang diartikan sebagai kerusakan. Kemudaratan, kerusakan dan 

perbuatan yang menimbulkan kesusahan pada orang lain mesti 

dihilangkan sebagaimana bunyi kaidah. 

3. Kandungan Hukum Kaidah 

Dengan kuatnya dasar hukum kaidah fikih ad-d}arar yuza>l 

di atas maka dapat dinyatakan bahwa hukum yang dilingkupi 

bahkan yang dianalisis dan dijawab oleh kaidah ini secara 

otomatis juga kuat. Dikatakan demikian karena jika diibaratkan 

dengan tanaman maka kaidah ini adalah pohonnya. Ia bisa 

berdiri kokoh karena memiliki akar yang menancap ke bawah. 

 

 
130Abu> Da>ud Sulaima>n ibn al-Asy’as\ As-Sajta>ni>, Sunan Abi> Da>ud (Beirut, Lebanon: 

Da>r al-Fikr, 2005), 682. 
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Berarti kaidah ini memiliki dasar hukum yang kuat. Kokohnya 

pohon itu secara otomatis juga menjadikan cabang dan ranting-

nya ikut menjadi kuat yang berarti status hukum suatu persoal-

an yang dihasilkan dari kaidah ini dan sebagai cabang juga 

kokoh kuat.  

Ruang lingkup kaidah ini meliputi berbagai persoalan hu-

kum baik terkait ibadah, muamalah (usaha dan berbagai bisnis 

termasuk interaksi masyarakat secara sosial), jinayah (pidana), 

politik, perkawinan yang meliputi semua hukum pernikahan 

dan hubungan rumah tangga suami istri serta persoalan-per-

soalan lainnya.  

Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah misalnya ada orang 

yang beribadah sepanjang masa, tidak bekerja dan tidak mela-

kukan apa-apa. Di sisi lainnya ia sendiri memiliki istri dan anak 

serta orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, maka 

kondisi ini menimbulkan kesukaran (al-masyaqqah) bahkan 

jika kesukaran tersebut sampai tingkat kemudaratan (ad-d}arar 

ataupun ad-d}ira>r) maka kemudaratan seperti ini harus dihi-

langkan. Contoh lainnya ada juga orang melaksanakan ibadah 

haji berkali-kali sementara di kelas yang sama banyak jamaah 

lainnya masih mengantre bahkan di antaranya ada yang belum 

sama sekali menginjakkan kakinya di tanah suci. Berbeda hal-

nya jika ia menggunakan kelas yang berbeda, tentu pembicara-

annya pun juga berbeda. Jika di kelas yang sama maka harus 

diakui bahwa ibadah haji yang dilakukannya mendatangkan 

kemudaratan pada orang lain, sehingga cara seperti ini mesti 

dihilangkan. Indonesia melalui Kementerian Agama RI ter-

nyata sudah mengatur antrean ini sehingga keberangkatan haji 

pun dapat berjalan dengan normal.  
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Dalam persoalan muamalat seperti praktik penimbunan 

barang sewaktu harga masih murah dan suatu saat dapat dijual 

dengan harga berlipat. Hal ini tentu memudaratkan orang lain 

sehingga praktik seperti ini tidak diperbolehkan. Dalam bidang 

politik misalnya korupsi yang menjangkit sampai kepada pim-

pinan pejabat bahkan kepala negara. Hal ini sangat memudarat-

kan bagi suatu negara sehingga kemudaratan di ini wajib dihi-

langkan. Dalam bidang hukum misalnya tidak ada atau kurang-

nya kepastian hukum dalam memberikan keadilan pada suatu 

negara, maka hal ini menimbulkan kemudaratan pada rakyat 

dan negara itu sendiri sehingga apabila tidak ditangani secara 

serius maka akan terjadi disintegrasi bangsa. Oleh karena itu 

maka kemudaratan berupa tidak adanya kepastian ini mesti di-

hilangkan.  

Masih banyak lagi hal-hal yang dapat dilihat dan dikaji 

melalui kaidah di atas. Selanjutnya hukum menimbulkan kemu-

daratan baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain adalah 

dilarang. Dalam hukum Islam terutama dalam hukum takli>fi> 

bahwa sesuatu yang dilarang itu bisa bermakna makruh atau 

haram. Melihat besarnya kemudaratan-kemudaratan yang di-

gambarkan di atas dan termasuk juga efek yang ditimbulkan 

berupa kerusakan lainnya maka apapun yang dapat menimbul-

kan kemudaratan baik pada diri sendiri ataupun pada orang lain 

hukumnya adalah haram. 

4. Perbedaan Mudarat dan Darurat serta Batasannya 

Mudarat (ماض       ر ة) atau kemudaratan dan darurat adalah dua 

kata yang memiliki perbedaan arti. Arti dari kemudaratan telah 

dijelaskan ketika membahas ad-d}arar ataupun ad-d}ira>r. Adapun 

darurat dalam bahasa Arabnya adalah “al-d}aru>rah” bentuk 



Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 117 

 

 

 

 

jamaknya “ad-d}aru>ra>t / ad-d}ara>’ir” ( الض       را رَُ\ُُالض       روراتُجُُالض       رورة ). 

Kata darurat memiliki beragam pengertian yang saling berde-

katan. Ada yang mengartikan bahwa darurat adalah suatu 

musibah yang turun dan tidak ada tempat untuk menghindar 

darinya131. Arti lainnya darurat adalah suatu kebutuhan mende-

sak yang tidak ada jalan lain132 . Lebih tegas lagi ada yang 

mengartikan bahwa darurat adalah takut akan terjadinya kemu-

daratan atau kebinasaan pada diri atau bagian dari anggota 

tubuh karena tidak memakannya atau melakukannya. Dikata-

kan dalam bahasa lain bahwa jika seseorang tidak memakannya 

atau melakukannya maka dikhawatirkan adanya risiko kerusak-

an, kebinasaan atau mendekatinya baik pada diri, jiwa atau 

salah satu organ tubuh133.    

Pengertian darurat dalam mazhab al-Ma>liki> adalah kekha-

watiran yang yakin terjadi atau masih berupa dugaan kuat akan 

terjadinya kebinasaan atau kematian jika tidak melakukannya. 

Dalam kondisi seperti ini seseorang tidak perlu harus menung-

gu atau bersabar sampai datangnya kematian tetapi cukup de-

ngan kekhawatiran terjadinya kebinasaan atau kematian, itu 

pun sudah disebut dalam kondisi darurat. Begitu juga dalam 

mazhab al-Sya>fi’i disebutkan bahwa darurat adalah orang yang 

khawatir jika tidak memakannya akan mengalami kematian 

atau sakit yang menakutkan atau semakin parah sakitnya atau 

semakin lama menahan sakitnya atau khawatir terpisah dari 

 

 
131’Ali> ibn Muh}ammad ’Ali> Al-Jurja>ni>, Kita>b At-Ta’ri>fa>t (Da>r ad-Diya>n li Tura>s\, 

2012), 180. 
132Syauqi> D}aif, Al-Mu’jam Al-Wasi>t} (Kairo, Mesir: Maktabah al-Syuru>q ad-

Dauliyah, 2004), 538. 
133Az-Zuh}aili>, Naz}ariyah Ad-D}aru>rah Asy-Syar’iyah Muqa>ranah Ma’a Al-Qa>nu>n 

Al-Wad}’i>, 66. 
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rombongannya. Bahkan orang yang khawatir tidak bisa berjalan 

menuju suatu tempat atau khawatir jika menaiki kendaraan 

kondisinya semakin parah dan di sisi lain seseorang ini tidak 

menemukan yang dihalalkan kecuali yang diharamkan maka ia 

mesti memakan yang diharamkan itu karena kondisinya daru-

rat.134 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

darurat itu adalah: 

a. Sesuatu yang sangat dibutuhkan tetapi tidak ada cara lain 

untuk menanganinya. 

b. Suatu kondisi terjepit dan jika tidak melakukan hal-hal 

yang dilarang atau diharamkan maka bisa menjadi cacat, 

rusak, hampir mati atau bahkan mati. 

c. Kondisi darurat tidak harus menunggu sampai kematian 

tiba, karena ketika menjelang sakaratul maut maka tidak 

ada gunanya lagi usaha. Kekhawatiran terhadap sakit ber-

tambah parah, cacat, rusak, mati walaupun sebatas dugaan 

kuat sudah cukup disebut darurat. 

Adapun batasan melakukan hal-hal yang awalnya diharam-

kan tetapi dibolehkan  karena darurat diisyaratkan tidak boleh 

melampaui batas, tetapi hanya sekedar melepas masa kritis. 

Jika melakukan hal yang berlebihan, maka tidak lagi dianggap 

sekadar memenuhi kondisi darurat. Darurat itu mesti bersifat 

temporer atau sementara. Apabila kondisi kembali normal, 

maka hukum berlaku kembali ke asal. Asalnya haram maka 

kembalilah ke haram. Misalnya umat Islam diharamkan makan 

babi. Namun di suatu daerah terjadi kondisi tidak ada makanan 

 

 
134Az-Zuh}aili>, 67. 
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yang dapat dimakan walaupun hanya daun. Di daerah lain ada 

makanan tetapi tidak memungkinkan dibawa ke daerah itu. Air 

layak minum pun tidak ada atau sulit dicari, sementara saat itu 

dibutuhkan sekali makan dan jika tidak makan, berakibat kela-

paran dan timbulnya penyakit bahkan sampai kematian. Ber-

dasarkan alasan darurat, babi yang awalnya diharamkan boleh 

dimakan sekedar melepaskan kondisi kritis. Setelah kondisi 

kritis berlalu maka hukum boleh makan babi karena darurat kini 

kembali haram. 

5. Sub-Sub Kaidah Beserta Contoh 

Sub-sub dari kaidah “ad-d}arar yuza>l” adalah sebagai 

berikut: 

a. Kaidah Kondisi Darurat Membolehkan yang Dilarang 

وْرَات135ُِ ُاْلمَحْظ  ُُت بِيْحُ  وْرَات   اَلضََّّ 

“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang Dilarang” 

Darurat adalah kondisi yang di dalamnya terdapatnya 

kemudaratan, sehingga membolehkan melakukan hal-hal 

yang diharamkan. Penjelasan tentang pengertian darurat 

sudah dijelaskan di atas. Namun demikian untuk menegas-

kan kembali tentang yang disebut darurat itu terdapat 

d}a>bit} dari kaidah fikih sebagai berikut:  

وْدَِ ا136 ج  وْرَةُُِوَالحَْاجَةُُِلمَُُْت  تبََحُُْقَبْلَُُو  ُأُبِيْحَتُُُْللِضََّّ  ْ صَةُ  ُر  رُ  كُ 

 

 
135Al-H}ariri>, Al-Madkhal Ila> Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah, 103. 
136Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian 

Masalah-Masalah Yang Praktis, 77. 
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“Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau 

karena hajat, maka tidak boleh dihilangkan sebelum 

terjadinya kondisi darurat atau hajat” 

Maksud dari d}a>bit} ini bahwa perbuatan yang awalnya 

dilarang, tetapi karena  kondisi darurat atau ada hajat maka 

baru dibolehkan melakukan hal-hal yang diharamkan itu 

bila kondisi darurat atau hajat itu ada. Untuk menentukan 

adanya kondisi darurat atau hajat ini dapat dilihat dari 

pengalaman atau penglihatan secara langsung atau bisa 

juga melalui prediksi kuat bahkan melalui keterangan ahli 

dan dokter bahwa kondisi darurat atau hajat tersebut 

memang ada atau akan ada.   

Contoh dari kaidah ini adalah:  

1) Melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang asalnya 

dilarang, tetapi dibolehkan karena darurat. 

2) Memakan bangkai dan daging babi bagi yang sangat 

lapar sementara tidak ada makanan lain dan jika di-

biarkan berakibat buruk pada mereka atau meminum 

arak karena sangat kehausan dan tidak ditemukan air. 

Semua itu dibolehkan karena darurat. 

3) Mengatakan kata atau kalimat yang menyebabkan 

menjadi murtad atau kafir, dibolehkan karena dipaksa 

atau darurat. 

4) Di sebuah negara atau daerah terdapat makanan tetapi 

tidak ada yang halal. Dalam kondisi ini dibolehkan 

memakannya karena darurat. 

5) Menggali makam karena ada kebutuhan mendesak, 

misalnya ragu posisi mayat atau lupa memandikan 
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atau karena kepentingan autopsi. Hal ini dibolehkan 

karena darurat.   

6) Memecahkan kaca mobil atau lainnya karena ingin 

menyelamatkan diri saat terjadi kondisi darurat. 

7) Dokter membuka aurat pasien dibolehkan karena me-

lakukan penanganan atau pengobatan. Hal ini ter-

masuk kondisi darurat.  

b. Kaidah Darurat Memiliki Ukuran Tertentu  

137 ُبِقدََرَِ اُ رُ  ُُت قدََّ وْرَات   اَلضََّّ 

“Kondisi darurat ukurannya ditentukan menurut kadar 

kedaruratannya” 

Bagian dari kaidah di atas adalah: 

ُبِقدََرَِ ا138ُ رُ  وْرَاتُُِي قَدَّ  مَاا بِيْحَُُللِضََّّ 

“Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar 

kedaruratannya” 

Contoh dua kaidah di atas dapat disamakan dengan 

contoh kaidah ( ر وْرااتَ  الْامحْظ وْرااتَُُِت بيِْحَ ُُاالض         ا ). Dua kaidah di atas 

memberikan batasan sebuah darurat itu. Suatu perbuatan 

yang asalnya haram, kemudian menjadi boleh dilakukan 

karena darurat. Namun ada batasannya yaitu sekedar atau 

seukuran untuk melepaskan diri dari kondisi darurat saja, 

 

 
137’Abd al-Kari>m Zaida>n, Al-Waji>z Fi> Syarh} Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Fi> Al-Syari>’ah 

Al-Isla>miyah (Bei, Lebanon: Mu’assasah ar-Risa>lah, 2001), 73. 
138Muh}ammad ibn S}a>lih} Asy-Sya>wi>, At-Tuh}fah Al-Makiyah Fi> Tawd}i>h} Ahamm Al-

Qawa>’id Al-Fiqhiyah (Riya>d}, Saudi Arabia: Maktabah al-Malik Fahd al-Wat}aniyah, 

2022), 194. 
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lebih dari itu tentu tidak dibolehkan karena batas masa 

kritisnya sudah berlalu sehingga hukum kembali berlaku 

normal. Contohnya:  

1) Seorang dokter dengan alasan darurat dibolehkan me-

lihat aurat wanita yang diobatinya, tetapi sekedar un-

tuk keperluan pengobatan dan yang aurat yang dibuka 

pun hanya di tempat pengobatan saja; 

2) Orang yang kelaparan atau khawatir sakitnya bertam-

bah parah atau khawatir menurut diagnosis dokter 

akan mengalami kematian dengan alasan darurat dibo-

lehkan memakan yang diharamkan sekedar menyela-

matkan diri. Setelah masa kritisnya berlalu ia tidak 

dibolehkan lagi memakannya. 

c. Kaidah Kemudaratan itu Mesti Ditolak Sedemikian Rupa  

مْكََ 139ُِ
ِ
(ُبِقدَْرُُِاْلإ ُ)ي زَالُ  ُي دْفعَُ  رُ  َ  اَلضََّّ

“Kemudaratan itu harus ditolak sedemikian mungkin” 

Maksud dari kaidah di atas adalah hal-hal yang berpo-

tensi menimbulkan kemudaratan harus diantisipasi sede-

mikian rupa dan jika terjadi mesti juga maka semaksimal 

mungkin harus dihilangkan secara keseluruhan sampai 

batas di luar kemampuan yang dimiliki manusia. Contoh-

nya adalah: 

1) Sahabat Nabi Abu Bakar r.a mengumpulkan Alquran 

tidak lain untuk terpeliharanya Alquran dan sekaligus 

mengantisipasi munculnya kemudaratan berupa tidak 

 

 
139Muh}ammad Must}afa> Az-Zuh}ayli>, Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Wa Tat}bi>qa>tuha> Fi> Al-

Maz\a>hib Al-Arba’ah (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2006), 80. 
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terdokumentasikannya Alquran dengan baik terlebih 

lagi dengan banyaknya para sahabat yang hafal Alqur-

an berguguran dalam peperangan; 

2) Melakukan berbagai upaya agar terwujudnya perda-

maian sehingga selisih paham atau peperangan dapat 

dihindari; 

3) Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam melaku-

kan kebijakan agar rakyat tidak kelaparan; 

4) Masuk dalam sistem pemerintahan yang tidak berpi-

hak pada agama Islam atau bahkan masuk dalam pe-

merintahan yang mayoritasnya bukan muslim atau 

bergabung pada organisasi yang awalnya tidak ada 

sama sekali orang muslim tujuannya tidak lain sebagai 

penyeimbang dan memberi warna serta antisipasi ke-

mudaratan yang akan muncul. Jika tidak masuk dalam 

sistem tersebut, maka kemudaratan yang mungkin 

muncul adalah segala kebijakan akan selalu untuk 

menguntungkan mereka. Setidaknya dengan masuk-

nya dalam sistem tersebut bisa mengurangi kemuda-

ratan yang akan muncul; 

d. Kaidah Kemudaratan tidak Boleh Dihilangkan dengan 

Kemudaratan 

ر140ُِ َ ُبِِلضََّّ ُلَإي زَالُ  رُ  َ  اَلضََّّ

“Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemuda-

ratan lagi” 

 

 
140  Abu> al-Kala>m Syafi>q al-Qa>simi> Al-Maz}a>hiri>, Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Al-

Mah}mu>dah (Maktabah Zakariya>, n.d.), 60. 
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ُبِمِثل141ُِِْ ُلَإي زَالُ  رُ  َ  اَلضََّّ

“Kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemu-

daratan juga” 

Contoh kaidah ini adalah: 

1) Ada orang yang berhutang tetapi tidak mau bayar, 

maka tidak boleh barangnya dicuri sebagai pelunasan 

utangnya, terlebih lagi merusak aset yang dimilikinya. 

Hari ini segala kemungkinan bisa terjadi dan tidak 

jarang berakibat pada orang yang menghutangkan. 

Misalnya ada orang berhutang tetapi ia tidak mau ba-

yar. Ketika ditagih dan secara tidak sengaja si penagih 

menggunakan kekerasan yang akhirnya berujung ke 

polisi. Ujung-ujungnya orang yang menghutangkan 

berurusan dengan hukum dan jika ingin berdamai, 

orang yang berhutang mensyaratkan bahwa ia mau 

berdamai asalkan hutangnya dianggap lunas; 

2) Dokter tidak boleh mengambil darah pasien yang ma-

sih dalam masa perawatan untuk didonorkan kepada 

pasien lain, karena pasien tersebut juga masih dalam 

perawatan dokter. Jika dilakukan maka akan menim-

bulkan kemudaratan pada pasien yang berada dalam 

perawatan tersebut; 

3) Dalam kondisi sama-sama krisis tidak boleh saling 

mengambil atau saling mencuri makanan karena di 

salah satu pihak akan menjadi solusi tetapi di pihak 

lain akan menjadi mudarat; 

 

 
141Zaida>n, Al-Waji>z Fi> Syarh} Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Fi> Al-Syari>’ah Al-Isla>miyah, 

90. 
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4) Orang yang sedang dalam mudarat tidak boleh mela-

kukan hal yang sama kepada orang lain yang sama mu-

daratnya;  

e. Kaidah Darurat bukan Berarti Menghilangkan Hak Orang 

Lain 

ُحَقَُُّالْغَْ 142ُِ ُلإي بْطِلُ  ضْطِرَارُ 
ِ
 اَلْإ

“Keadaan darurat bukan berarti bisa menghilangkan hak 

orang lain” 

1) Orang yang menyewa mobil dengan janji keesokan 

harinya mengembalikan mobil tersebut. Ternyata mo-

bil tersebut tidak bisa dikembalikan karena dalam per-

jalanan penyewa mobil mendapatkan halangan misal-

nya jalan putus. Peristiwa ini disebut sebagai kondisi 

darurat, tetapi si penyewa juga tidak boleh mengabai-

kan hak orang lain sehingga si penyewa wajib mem-

berikan ganti rugi; 

2) Ada orang yang sangat kelaparan sehingga ia pun 

memakan makanan orang lain. Kondisi ini termasuk 

darurat tetapi agar tidak termasuk mengabaikan hak 

orang lain maka orang yang kelaparan ini nantinya 

wajib membayar makanan tersebut; 

3) Sebuah perahu yang kelebihan muatan hampir tengge-

lam dan mengharuskan membuang ke laut barang-

barang milik penumpang. Peristiwa ini adalah darurat, 

tetapi ketika tiba di pelabuhan pemilik perahu wajib 

mengganti barang yang dibuang karena barang terse-

 

 
142  Al-Lajnah, Majallah Al-Ah}ka>m Al-’Adliyah, 27. 
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but terkait dengan hak orang lain. Berbeda jika barang 

yang dibawa melebihi dari ketentuan maka pemilik 

perahu tidak diwajibkan mengganti. 

f. Kaidah Melakukan Kemudaratan Khusus untuk Menolak 

yang Umum 

رُُِاْلعَام143ُِ َ ُُلَِْجْلُُِالضََّّ ُالخَْاص  رُ  َ ُالضََّّ تَمَلُ  ْ  يَ 

“Kemudaratan yang khusus boleh dilaksanakan untuk 

menolak kemudaratan bersifat umum” 

Contoh kaidah ini adalah: 

1) Pemerintah membuat kebijakan agar harga bahan 

pokok tidak mengalami kenaikan, walaupun mudarat 

bagi produsen terlebih lagi mereka tidak bisa bebas 

menentukan harga, tetapi kebijakan itu untuk meng-

hindari permasalahan atau kemudaratan pada masya-

rakat yang tentunya harus diutamakan untuk diper-

hatikan; 

2) Seorang yang awalnya dipandang ahli untuk mena-

ngani hal-hal krusial, tetapi ditemukan bukti bahwa ia 

kurang ahli. Demi menghindari kemudaratan umum 

pada orang lain karena ketidakahliannya maka seorang 

yang katanya ahli itu dipecat. Dalam bahasa lain dika-

takan bahwa pemecatannya hanya mudarat untuk diri-

nya, tetapi untuk menghindari kemudaratan pada 

orang lain akibat dari ketidakahliannya; 

 

 
143Zaida>n, Al-Waji>z Fi> Syarh} Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Fi> Al-Syari>’ah Al-Isla>miyah, 

93. 
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3) Penjual senjata tajam jangan menjual senjata tajamnya 

kepada preman. Memang mudarat untuknya karena 

hasil karyanya lambat laku, tetapi untuk menghindari 

kemudaratan yang lebih besar lagi jika senjata tajam 

yang dibuatnya digunakan para preman tersebut untuk 

berbuat kejahatan;    

4) Petani anggur jangan menjual kepada pembeli yang 

jelas-jelas menggunakan anggur itu untuk membuat 

minuman keras. Memang mudarat bagi petani, tetapi 

hal ini untuk menghindari kemudaratan umum jika 

anggurnya dibuat menjadi minuman keras; 

5) Boleh mempailitkan suatu perusahaan demi menghin-

dari kemudaratan yang lebih umum yaitu tidak terse-

lamatkannya kepentingan para nasabah; 

6) Boleh menjual barang-barang orang yang berhutang 

yang sudah dipenjara untuk membayar utangnya kepa-

da pemberi utang; 

7) Boleh menjual barang timbunan dengan cara paksa 

untuk menghindari kemudaratan umum yaitu langka-

nya barang; 

8) Pemerintah boleh masuk ke dalam hukum private se-

buah keluarga untuk mengatur dan menentukan serta 

mengawasi besaran jumlah nafkah oleh seorang suami 

yang menolak memberikan nafkah kepada yang wajib 

ia nafkahi; 

9) Boleh membunuh tukang santet, tukang ramal dan se-

jenisnya yang dengan keberadaannya membuat bahaya 

orang lain; 
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10) Boleh mengasingkan orang yang pekerjaannya selalu 

mengatakan orang lain sesat karena dari perbuatannya 

dapat memunculkan kemudaratan pada masyarakat 

berupa keresahan dan sangat memungkinkan terjang-

kit oleh virus yang disebarkannya; 

11) Boleh mengasingkan orang yang selalu menjual nasab-

nya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan go-

longannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari ke-

mudaratan lebih besar yaitu pada masyarakat awam 

yang mudah didoktrin sehingga mereka pun menjadi 

pengikut (muh}ibbin) bertaklid, bahkan taklid yang ter-

organisir.  

g. Kaidah Jika Dua Kemudaratan saling Bertentangan  

اُبِِرْتكََِبُُِأََ فِلهِمَا144 ر  ه مَاُضَََ وْعِىَُُأَعْظَم  ذَاُتعََارَضَُُمَفَْ دَتَ ُُِر 
ِ
 ا

“Apabila dua mafsadat bertentangan, maka perhatikan ma-

na yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang 

lebih ringan mudaratnya” 

Maksud kaidah ini adalah memilih risiko yang lebih 

kecil dari dua atau lebih risiko yang ada. Tentunya untuk 

melakukan pilihan ini diperlukan pemikiran yang serius 

dan metodis. Contoh kaidah ini adalah: 

1) Perempuan hamil meninggal dunia, tetapi bayi di da-

lam rahimnya diagnosis masih hidup, maka boleh 

membelah perut perempuan tersebut (kemudaratan le-

bih ringan) untuk menyelamatkan bayi tersebut; 

 

 
144Al-Lah}ji>, I<d}a>h} Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah, 81. 
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2) Mengoperasi perempuan karena penyakit lebih kecil 

mudaratnya meskipun bayi yang dikandungnya akhir-

nya meninggal dunia atau mengalami keguguran dari-

pada membiarkan perempuan tersebut yang kemung-

kinan besar akan ada dua jiwa yang akan menghadapi 

kematian;  

3) Tidak ada lagi pakaian layak sehingga boleh salat de-

ngan pakaian seadanya. Hal ini mudaratnya lebih kecil 

daripada tidak salat yang justru mudaratnya lebih be-

sar; 

4) Menghukum mati seorang teroris mudaratnya lebih 

kecil daripada memenjarakannya karena jika dipenjara 

maka kemungkinan besar seorang teroris ini akan 

mengulang kembali perbuatannya; 

5) Suasana dikepung musuh. Menyerahkan harta benda 

kepada musuh lebih ringan mudaratnya daripada mela-

wan yang akhirnya bisa terbunuh; 

6) Menggugurkan kandungan akibat korban pemerkosa-

an mudaratnya lebih kecil daripada meneruskan kan-

dungan tersebut yang menghantui kehidupan si perem-

puan itu seumur hidupnya; 

7) Mengambil makanan orang lain ketika darurat lebih 

kecil mudaratnya daripada membiarkan diri tidak 

makan sama sekali; 

8) Ketika tidak ada lagi makanan yang dapat dimakan, 

pada waktu itu ada bangkai dan ada juga barang orang 

lain. Memakan bangkai lebih kecil mudaratnya daripa-

da memakan makanan halal tetapi milik orang lain. 
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9) Menyampaikan kepada pemilik tanaman bahwa ran-

ting atau dahan tanamannya masuk ke dalam peka-

rangan sendiri mudaratnya lebih kecil daripada lang-

sung memotong sendiri karena bisa saja terjadi kesa-

lahpahaman di antara mereka yang justru dapat meru-

sak hukum bertetangga. 

h. Kaidah Kemudaratan Berat Dihilangkan dengan yang 

Lebih Ringan  

145ُ رُُِاْلََْ فِل َ ُبِِلضََّّ ُي زَالُ  ُالَْْيَدرُ رُ  َ  اَلضََّّ

“Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan 

kemudaratan yang lebih ringan” 

Kaidah yang sama maksudnya dengan kaidah di atas 

adalah: 

رَيْن146ُِ َ ُُالضََّّ (ُبِأََ فِل تَارُ  ْ  ْ (ُ  اَلَْْخْذُ 

“Mengambil (dipilih) yang mudaratnya lebih ringan” 

َّيْن147ُِ ُالشََّّ ُأَْ وَ ُ  تَارُ  ْ َْ  

“Memilih yang lebih ringan atau lebih kecil dari dua 

keburukan atau kemudaratan” 

Dua kemudaratan di atas pada dasarnya memiliki hu-

bungan dengan kaidah sebelumnya. Pada kaidah sebelum-

nya dijelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara 

 

 
145An-Nadwi>, Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Mafhu>muha> Nasy’atuha> Tat}awwuruha> 

Dira>sah Mu’allafa>tiha> Adillatuha> Muhammatuha> Tat}bi>qa>tuha>, 276. 
146Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian 

Masalah-Masalah Yang Praktis, 75. 

147Al-Lajnah, Majallah Al-Ah}ka>m Al-’Adliyah, 27. 
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kemudaratan maka yang perlu diperhatikan adalah menen-

tukan kemudaratan yang lebih besar yang kemudian memi-

lih kemudaratan yang lebih kecil. Hal yang hampir sama 

juga terjadi pada dua kaidah di atas bahwa kemudaratan 

yang lebih besar dihilangkan dengan kemudaratan yang le-

bih kecil maksudnya ditegaskan pada kaidah kedua yaitu 

dengan cara memilih kemudaratan yang lebih ringan atau 

kecil dari kemudaratan-kemudaratan yang lain yang lebih 

besar. Tentunya dalam menentukan dan menyeleksi yang 

akhirnya dapat menyimpulkan adanya kemudaratan yang 

paling ringan atau kecil diperlukan pemikiran mendalam 

dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Alangkah lebih 

baiknya didiskusikan bersama orang lain yang dapat diper-

caya sehingga dapat diperoleh langkah objektif dan terbaik 

yang dapat diambil.   

Beberapa contoh untuk menambah contoh-contoh kai-

dah di atas dan termasuk kaidah ini juga adalah: 

1) Ayam tetangga menelan perhiasan tetangga lainnya, 

maka pemilik perhiasan dibolehkan membeli ayam ter-

sebut untuk disembelih; 

2) Kapal laut atau pesawat yang kelebihan muatan boleh 

membuang salah barang milik transportasi atau milik 

penumpang dengan syarat ganti rugi; 

3) Seandainya ada orang luka di salah satu bagian wajah-

nya atau anggota tubuh yang lain. Ketika salat tentu 

ia tidak bisa maksimal melaksanakan sujud sehingga 

akhirnya ia pun sujud seadanya. Hal ini lebih ringan 

dari pada sujud secara sempurna tetapi berakibat ke-

luarnya darah sehingga menjadi najis; 
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4) Ada orang salat. Jika berdiri akan kelihatan auratnya, 

maka ia boleh melaksanakan salat dengan duduk; 

5) Membelah perut perempuan yang meninggal karena 

menurut diagnosis dokter bahwa bayi di dalam rahim 

perempuan itu masih hidup; 

6) Boleh berdamai dengan musuh dengan cara membayar 

kompensasi karena tidak ada kekuatan untuk melawan 

musuh tersebut. Hidup memang pilihan dan pilihan 

berdamai tersebut pun tentunya tidak sertamerta mun-

cul tiba-tiba tetapi sebelumnya dihasilkan melalui pro-

ses ikhtiar dan sebagainya dalam menghadapi musuh 

itu. 

i. Kaidah Kemudaratan tidak Boleh Dibiarkan Terus 

Menerus    

ا148ُ ُقدَِيمْ  ُلَإُيكَ وْ   ر  َ  اَلضََّّ

“Kemudaratan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap 

telah lama terjadi” 

Maksud dari kaidah ini jika ada kemudaratan yang 

terjadi di dalam kehidupan bahkan dalam ruang lingkup 

terkecil sekalipun seperti di dalam rumah tangga, maka ke-

mudaratan tersebut tidak boleh dibiarkan terjadi berlama-

lama atau tidak boleh dibiarkan terus menerus berlang-

sung. Contoh kaidah ini adalah: 

1) Kebiasaan seorang ayah atau suami yang melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan kemud-

aratan pada orang seisi rumah. Hal ini tidak boleh di-

 

 
148Az-Zarqa>, Syarh} Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah, 101. 
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biarkan terus menerus berlangsung dan mesti diproses 

melalui berbagai jalur agar tidak terjadi kekerasan itu 

lagi; 

2) Korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan kemuda-

ratan dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi terlebih 

lagi jika perilaku seperti ini dilakukan oleh para pim-

pinan atau petinggi negara, maka jalur tersebut harus 

diputus; 

3) Air parit meluap ke jalan raya atau air parit tetangga 

meluap sehingga masuk ke pekarangan tetangga lain-

nya. Hal ini tidak dapat dibiarkan karena menjadi ke-

mudaratan yang terus menerus. Putuskan jalur kemu-

daratan tersebut dengan cara memperbaiki parit atau 

mengalirkan air tersebut ke tempat yang lain; bukan 

membuat lobang-lobang di pinggir jalan raya dengan 

alasan untuk tempat parkir atau penyerapan air yang 

akhirnya justru menimbulkan kemudaratan baru. 

j. Kaidah Kebutuhan Menempati Hukum Darurat 

149 ةُ  ُكَََ ُأَوُْخَاصَّ ة  وْرَةُِعاَمَّ ُالضََّّ  لََ ُمَنِْْ ُتنَِْْل   اَلحَْاجَة 

“Kedudukan hajat (kebutuhan) itu menempati kedudukan 

darurat baik umum atau pun khusus” 

Kaidah di atas memberikan pesan bahwa untuk men-

dapatkan keringanan hukum tidak hanya berdasarkan kon-

disi darurat, tetapi juga bisa berdasarkan kondisi al-h}a>jah 

(hajat/kebutuhan). Selain itu pada kaidah di atas terdapat 

dua hal yang mesti dijelaskan juga yaitu al-h}a>jah dan ad-

 

 
149Al-Lah}ji>, I<d}a>h} Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah, 82. 
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d}aru>rah. Dalam pembahasan ilmu us}u>l al-fiqh, terutama 

pada bahasan maqa>s}id asy-syari>‘ah ada tiga kebutuhan  

dalam kehidupan manusia yaitu kebutuhan ad-d}aru>riyah, 

kebutuhan al-h}a>jiyah dan kebutuhan at-tah}siniyah.  

Kebutuhan ad-d}aru>riyah adalah kebutuhan mendasar 

dan mendesak atau kebutuhan primer. Jika kebutuhan ini 

tidak terpenuhi maka bisa menimbulkan cacat atau bahkan 

kematian. Oleh karena itu menguatkan dan mewujudkan 

ini adalah wajib. Biasanya para ulama menjelaskan ada 

lima unsur yang masuk dalam kebutuhan ad-d}aru>riyah 

yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 

Jika salah satu dari lima hal ini tidak terpenuhi maka hu-

kum atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan seka-

lipun tetap akan disebut melanggar kebutuhan ad-d}aru>ri-

yah. Kebutuhan al-h}a>jiyah adalah kebutuhan menengah 

yang jika tidak terpenuhi tidak sampai memunculkan ke-

mudaratan sebagaimana pada kebutuhan ad-d}aru>riyah, 

tetapi pada kebutuhan al-h}a>jiyah ia hanya mendapatkan 

kesukaran atau kesulitan. Adapun kebutuhan at-tah}siniyah 

adalah kebutuhan pelengkap dan penyempurna. Apabila 

tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan cacat, kema-

tian dan tidak juga berakibat pada kesukaran atau kesu-

litan.150  

Dari penjelasan di atas dapat diketahui perbedaan 

antara al-h}a>jah dan ad-d}aru>rah sebagai berikut:  

 

 
150Helim, Maqa>s}id Al-Shari>’ah versus Us}u>l Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam 

Metodologi Hukum Islam), 21; Helim, Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh 
Praktis (1), 102. 
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1) Al-h}a>jah merupakan kebutuhan yang jika tidak terpe-

nuhi hanya akan mendapatkan kesukaran atau kesu-

litan dalam pelaksanaan hukum, sementara ad-d}aru>rah 

berhadapan dengan bahaya yang jika tidak terpenuhi 

maka akan berakibat cacat bahkan kematian.    

2) Di dalam al-h}a>jah yang dilanggar adalah berkaitan de-

ngan hukum haram li gairihi, sementara yang dilang-

gar pada ad-d}aru>rah adalah berkaitan dengan hukum 

haram li z\a>tih.             

Berkaitan dengan perbedaan al-h}a>jah dan ad-d}aru>rah 

pada kaidah di atas muncullah d}a>bit} kaidah yaitu:   

رِمَُلِغَْ ِهُِأبُِيْحَُللِحَْاجَة151ُِ وْرَةُِوَمَاح  اتِهُِأبُِيْحَُللِضََّّ  رِمَُلَِ  مَاح 

“Apa saja yang haram karena zatnya maka dibolehkan 

karena darurat, apa saja yang haram karena alasan lainnya 

maka dibolehkan karena hajat”. 

Adanya kebolehan melanggar yang haram karena ke-

sukaran atau kesulitan terlebih lagi karena kemudaratan, 

akhirnya kedudukan al-h}a>jah ditempatkan pada posisi ad-

d}aru>rah. Contoh dari kaidah di atas adalah:  

1) Jual beli pada dasarnya harus ada barang. Namun kare-

na kebutuhan, boleh jual beli barangnya tidak ada asal-

kan sifat-sifatnya atau contohnya telah ada. 

2) Yang harus membayar utang adalah orang yang ber-

utang (debitur). Namun demi kelancaran pembayaran 

 

 
151Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian 

Masalah-Masalah Yang Praktis, 76. 
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utang, debitur boleh memindahkan (ji‘a>lah) utang 

kepada orang lain; 

3) Melihat perempuan yang akan dinikahi dibolehkan ka-

rena kebutuhan. Bolehnya melihat lawan jenis yang 

bukan muhrim ketika jual beli atau transaksi-transaksi 

yang lain; 

4) Dibolehkan kerja sama dengan perusahaan yang terka-

dang modalnya berasal dari riba karena atas dasar 

kebutuhan; 

5) Jual beli salam dibolehkan walaupun pada saat tran-

saksi objek yang diperjualbelikan tidak ada di hadap-

an. Semuanya karena faktor kebutuhan; 

6) Sebagian ulama menyatakan boleh menjual sayuran 

yang masih di dalam tanah secara borongan seperti lo-

bak, kentang, wortel dan bawang. Semua ini atas dasar 

kebutuhan. Jika disyaratkan harus dikeluarkan semua, 

dikhawatirkan sayur cepat rusak dan jika diambil 

sedikit-sedikit juga mempersulit petani; 

7) Melapisi bejana dengan perak dibolehkan karena kon-

disi berada dalam hajat.  

Selanjutnya terdapat kaidah lain yang sepertinya 

menguatkan dan memperjelas kaidah ( ر وْراةَُِمانْزلِاةاَُُت انْزلَِ ُاالْْااجاةَ  ُالض      ا

خااصاةًَُأاوَُْكااناَُُعااماةًَ ) di atas yaitu: 

وْرَة152ُِ ذَاُعاَمَتُُْكََلضََّّ 
ِ
ُا  اَلحَْاجَةُ 

 

 
152Djazuli, 77; Al-Lah}ji>, I<d}a>h} Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah, 82. 
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“Hajat itu jika meliputi kepentingan umum maka sama 

seperti darurat” 

Maksud dari kaidah ini bukan berarti kepentingan khu-

sus al-h}a>jah tidak kuat sehingga membuat ulama harus 

menyusun kembali kaidah al-h}a>jah yang baru untuk kepen-

tingan umum. Adanya kaidah kedua ini sepertinya hanya 

ingin agar kondisi al-h}a>jah mesti diperhatikan juga dan 

bukan diabaikan terlebih lagi jika hajat tersebut bersentuh-

an dengan kepentingan umum. Adapun untuk kepentingan 

khusus tetap menjadi perhatian karena pada kaidah sebe-

lumnya sudah disebutkan bahwa al-h}a>jah baik untuk 

kepentingan umum atau pun khusus menempati kondisi 

darurat. 

Hal yang perlu diperhatikan kembali adalah kondisi al-

h}a>jah. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam kondisi al-

h}a>jah terdapat kesukaran atau kesulitan. Dengan kondisi 

ini ia pun memerlukan keringanan dan kebolehan mela-

kukan hal-hal yang dilarang. Namun yang perlu ditegaskan 

di sini bahwa kondisi al-h}a>jah mesti ada, bukan direkayasa 

atau dibuat-buat seakan-akan ada. Hal ini ditegaskan 

dalam sebuah d}a>bit} dari kaidah fikih sebagai berikut:  

وْدَِ ا153 ج  وْرَةُُِوَالحَْاجَةُُِلمَُُْت  تبََحُُْقَبْلَُُو  ُأُبِيْحَتُُُْللِضََّّ  ْ صَةُ  ُر  رُ  كُ 

“Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau 

karena hajat, maka tidak boleh dihilangkan sebelum 

terjadinya kondisi darurat atau hajat” 

 

 
153Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian 

Masalah-Masalah Yang Praktis, 77. 



138 KAIDAH-KAIDAH FIKIH  

 

 

 

 

Maksud dari d}a>bit} ini sebagaimana dijelaskan juga 

pada bahasan sebelumnya bahwa ada suatu perbuatan yang 

awalnya dilarang, tetapi karena  kondisi darurat atau 

adanya hajat (al-h}a>jah) akhirnya perbuatan yang dilarang 

itu pun menjadi dibolehkan. Namun syaratnya kondisi 

darurat atau hajat itu memang benar-benar ada dan bukan 

dibuat seakan-akan ada. Untuk menentukan adanya kon-

disi darurat atau hajat ini dapat dilihat dari pengalaman 

atau penglihatan secara langsung atau bisa juga melalui 

prediksi kuat bahkan melalui keterangan ahli dan dokter 

bahwa kondisi darurat atau hajat tersebut memang ada 

atau akan ada. 

k. Kaidah Dilarang setiap Tindakan yang Membawa 

Kemudaratan  

154 ُُُعَنْهُ  اُمَنِْْ ىم اُأَوُُْدَفعَُُْصَلَاح  ُفََ اد  ُُجَرَُّ ُتصَََرف  رُ  كُ 

“Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan 

atau menolak kemaslahatan adalah dilarang” 

Maksud kaidah ini bahwa dalam apa pun yang terjadi 

baik perkataan atau perbuatan tetapi dampak dari semua 

itu bisa membawa kepada kemudaratan atau justru meng-

halangi terwujudnya kemaslahatan, maka perkataan atau 

perbuatan tersebut harus ditolak atau dihilangkan. Melihat 

dari eksistensi dan maksud kaidah ini sebenarnya cakupan 

dari kaidah ini amat luas baik dalam sosial, budaya, politik, 

ekonomi bahkan dalam bentuk hal lainnya. 

 

 
154Abu> Muh}ammad ’Izz ad-Di>n ’Abd al-’Azi>z ibn ’Abd As-Sala>m, Qawa>’id Al-

Ah}ka>m Fi> Mas}a>lih} Al-Ana>m, vol. 1–2 (Beirut, Lebanon: Da>r al-Ma’rifah, n.d.), 75. 
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Contoh kaidah ini adalah: 

1) Seseorang yang menghambur-hamburkan uangnya di 

jalan yang tidak bermanfaat atau bahkan melanggar 

ketentuan hukum; 

2) Makan sekenyang-kenyangnya dan tanpa batas sampai 

akhirnya jatuh sakit;  

3) Menyusun peraturan untuk kepentingan tertentu; 

4) Melakukan akad-akad yang membawa kepada kemaf-

sadatan; 

l. Kaidah Menolak Kemudaratan Lebih Utama daripada 

mengambil Kemaslahatan 

155ُُُِ ُالْمَفَاسِدُُِأَوْلَىُُمِنُُْجَلِْ ُُالْمَنَافِع  دَرْءُ 

“Menolak suatu kerusakan lebih diutamakan daripada 

menarik suatu kemanfaatan” 

ممُُعلََىُُجَلِْ ُُالْمَصَالِح156ُِ قدََّ ُالْمَفَاسِدُُِم   دَرْءُ 

“Menolak suatu kerusakan lebih didahulukan daripada 

menarik suatu kemaslahatan” 

ُالْمَفَاسِدُُِأَوْلَىُُمِنُُْجَلِْ ُُالْمَصَالِح157ُِ  دَرْءُ 

“Menolak suatu kerusakan lebih diutamakan daripada 

menarik suatu kemaslahatan” 

 

 
155Al-Lajnah, Majallah Al-Ah}ka>m Al-’Adliyah, 27. 
156Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Semarang, 

Indonesia: Pustaka Rizki Putra, 2001), 310. 

157Az-Zarqa>, Syarh} Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah, 205. 
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Kaidah di atas sangat populer di kalangan pengkaji 

hukum Islam. Mungkin saking populernya, kaidah ini pun 

diungkapkan dengan sedikit perbedaan dengan maksud 

yang sama. Selain itu, populernya kaidah ini bisa jadi ka-

rena luasnya wilayah kajian yang bisa diliput atau disele-

saikan oleh kaidah ini. Contohnya sebagai berikut: 

1) Mahasiswa semester awal berencana menikah. Jika 

yang bersangkutan masih dibiayai orang tuanya maka 

menikah di usia tersebut bukan mendatangkan kemas-

lahatan tetapi lebih cenderung mendatangkan kemu-

daratan. Berarti menghindari kemudaratan dalam 

artian tidak menikah di usia tersebut lebih diutamakan 

dari pada menikah; 

2) Membeli alat-alat teknologi. Jika dalam kepemilikan 

alat-alat ini lebih banyak mendatangkan kemaslahatan 

hukumnya boleh tetapi jika lebih banyak mendatang-

kan kemudaratan misalnya seorang istri terlarut dalam 

game online, suami lupa bekerja, anak tidak terperha-

tikan atau anak larut dalam dunia game, maka hal ini 

justru menimbulkan kemudaratan. Berdasarkan kaidah 

di atas bahwa memiliki alat-alat teknologi dilarang 

bagi mereka yang masuk dalam kategori di atas. 
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E. Kaidah Fikih al-Asa>siyah (Dasar atau Induk) 
tentang Adat atau Kebiasaan Menjadi 
Pedoman Penetapan Hukum 

 

Tabel 5 

Kaidah Fikih al-Asa>siyah dan Sub-Subnya 

Sub Kaidah 
No Kaidah Fikih 

al-Asa>siyah 

تِعْمَالُ  س ْ
ِ
ُا ُالنَّاسُُِ ةمُُ جَّ ُح  ُيََِ  ُُ

 بَِِاُُالْعَمَلُ 

 مُ اكاماةرَ االْعااداةَ  1

(Adat/‘urf/kebiasaan 

dijadikan sebagai 

pedoman penetapan 

hukum) 

 

Menetapkan hukum 

berdasarkan kajian 

terhadap adat/ 

‘urf/kebiasaan 

Apa yang biasa diperbuat 

orang banyak adalah hujjah 

(alasan/argumen/dalil) yang 

wajib diamalkan 

 

َّمَاُ ن
ِ
ذَاُُُاْلعَادَةُ ُُت عتَبَُ ُُا

ِ
ُاِضْطَرَدَتُُُْا

 غلَبََتُُْأَوُْ

2 

Adat yang dianggap (sebagai 

pertimbangan hukum) itu 

hanyalah adat yang terus 

menerus berlaku atau berlaku 

umum 

ةُ  ُُِللِْغَالِِ ُُاَلْعِبَْ ائعِ  لَإللِنَّادِرُُالشَّ
3 

Adat yang diakui adalah yang 

umumnya terjadi yang dikenal 
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manusia bukan yang jarang 

terjadi 

كُْ  َّمَا اَلحْ  ن
ِ
 يكَ وْ َُ أَ ُْ يََِ  ُ ا
عْتَادُِ  بِِلنَّادِرُِ لإَُ بِِلْم 

Hukum itu seharusnya 

didasarkan pada yang 

umumnya atau yang biasa 

terjadi bukan dengan yang 

jarang terjadi 

ُ وْف  رْف اُ اَلْمَعْر  وْطُِ ع   كََلْمَشَّْ 
ا ط   شََْ

4 

sesuatu yang telah dikenal 

karena ‘urf seperti yang 

disyaratkan dengan suatu 

syarat 

ُ وْف  ارُُُِبيََُُْْاَلْمَعْر  ُُكَلمشَّوطُُُِالترجَّ

 بَ ْنَْ مُْ

5 

Sesuatu yang telah dikenal di 

antara pedagang berlaku 

sebagai syarat di antara 

mereka 

وْفُِ اَلتَّعْيِيُْْ   كََلتَّعْيِيُِْْ بِِلْمَعْر 
ُ ِ  بِِلنَّصل

6 
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Ketentuan berdasarkan ‘urf 

seperti ketentuan berdasarkan 

nash 

مْتنَعُِ  ُُِعاَدَةُ ُاَلْم  مْتنَعِ  حَقِيْقَةُ ُكََلْم 
7 

Sesuatu yang tidak berlaku 

karena atau berdasarkan adat, 

maka hukumnya sama seperti 

yang tidak berlaku (tidak ada) 

dalam kenyataan 

كُ ُاَلحَْقِيْقَةُ   اْلعَادَةُُِبِدِلَإلَُُِت تََْ
8 

Arti hakikat ditinggalkan 

karena ada petunjuk arti 

menurut adat 

ذْ ُ 
ِ
رْفُُِاَلإ ذْ ُُِالْع 

ِ
َّلفْظِىُُْكََلإ  ال

9 

Izin menurut adat sama seperti 

izin menurut lafal 

رُ ْعُ ُُبِهُُُِمَاوَرَدَُُُكُ  طْلقَ اُُالشََّّ ُوَلَإُُُم 

رلغَةَُُُوَلإَُُُفِيْهُُُِلَُِ ُُضَابِطَ ُفِيْهُُُِي رْجَعُ ُُال

لَىُ
ِ
رْفُُِا  158العْ 

10 

Setiap aturan yang ditentukan 

oleh syarak secara mutlak dan 

 

 
158Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), 93. 
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tidak ada pembatasannya baik 

dalam syarak atau dalam 

aturan bahasa maka 

ketentuannya dikembalikan 

kepada kebiasaan (‘urf). 

اْلَْحْكَمَُِ لَإي نْكَرُ  ُ ُِ تغََ ر   بِتَغَ ر

 اْلَْزْمِنةَُِوَالَْْمْكِنةَُِوَاْلَْحْوَالُِ

11  

Tidak dipungkiri perubahan 

pada hukum tergantung 

dengan perubahan zaman, 

tempat dan keadaan 

ُُ ِ َْ ِ وَاْ تلَِاف هَاُ اْلفَتْوَىُ ُ تغََ ر 

ُُ وَالَْْمْكِنةَِ اْلَْزْمِنةَُِ ُ ِ وَاْلَْحْوَالُُِتغََ ر

 وَالنليَِّاتُِوَاْلعَوَائدُِِ

Perubahan fatwa dan 

perbedaan di dalamnya 

tergantung dengan perubahan 

zaman, tempat, situasi kondisi, 

niat dan adat istiadat 

1. Pengertian Kaidah Adat atau ‘Urf Pedoman dalam Penetapan 

Hukum 

Kaidah al-asasiyah (dasar atau induk) tentang kebiasaan 

seperti yang disebutkan di atas adalah adalah: 
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 159مُ اكاماةرَ االْعااداةَ 

“Adat Istiadat dapat menjadi Pedoman dalam Penetapan 

Hukum” 

Maksud kaidah ini bahwa hukum dapat ditetapkan berda-

sarkan adat istiadat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat. 

Dikatakan dalam bahasa lain bahwa dengan melihat adat 

istiadat atau kebiasaan di masyarakat itu, ditetapkanlah suatu 

ketetapan hukum sebagai respon baik mendukung atau menolak 

adat tersebut. Artinya untuk menentukan suatu ketetapan 

hukum yang dilihat dari segi adat istiadat atau kebiasaan, 

diperlukan kembali sebuah pengkajian atau penelitian serius 

untuk mengetahui status hukum suatu permasalahan yang 

berkaitan dengan adat itu. Di sinilah peran dari kaidah di atas 

untuk ikut menetapkan atau memberikan rekomendasi hukum 

bahwa suatu adat atau kebiasaan dapat diterima atau tidak 

dapat diterima. 

a. Pengertian Adat 

Kata adat ( َاداة “ berasal dari kata (االْع  ا اداَ ُعاوْداةً،ُُعاوْدًا،ُُي اع وْدَ ُُع  ا

ادًا  yaitu “pulang atau kembali”.160 ”راجاعاَ“ yang berarti ”ماع       ا

Ada juga mengartikan “ عاَ داَُُراج        ا واارْت        ا ” yaitu “pulang dan 

berbalik”.161 Arti lainnya dari adat adalah “ ر رَِ  ت  اك  ا  yaitu ”اال  ْم   

 

 
159As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 

89. 
160Manz}u>r, Lisa>n Al-’Arab, 3158. 

161D}aif, Al-Mu’jam Al-Wasi>t}, 634. 



146 KAIDAH-KAIDAH FIKIH  

 

 

 

 

“berulang-ulang”.162 Pendapat lain tentang pengertian adat 

adalah: 

رُ عَتيَْدَُُكُ 
ِ
ُُمَاا دُ ُغَْ ُُِمِنُُْي فْعَلُ ُصَارَُُحَتَّ ْ رُ ُالحَْالَُ ُوَُُجُ  ُُنََْجُ ُعلََىُُتتَكََرَّ

163  وَاحِدُ 

“Setiap apa saja yang sudah menjadi kebiasaan sehingga 

dilakukan (termasuk pula dikatakan) tanpa harus lelah. 

Kebiasaan itu dilakukan (termasuk juga dikatakan) secara 

berulang-ulang dengan cara yang sama.  

Pengertian berikutnya tentang ada adalah: 

رُ ُاَلَْمْرُ  ِ تكََرل َّتُُِِْهَُُِالْعَقْلِيَةُ ُُوَالْعَلَاقَةُ .ُعَقْلِيَةُ ُعلََاقَةُ ُغَْ ُُِمِنُُْالمْ  ُ ُال ُفِلْاَُيََْك 

ُوَلَ سَُُْعاَدَةمُ.164ُُ ُعَقْلِمُ ُبِِلتلكِْرَارُُُِفهَ وَُُت لَازِممُ   الْعَقْلُ 

“Suatu perkara yang dilakukan secara berulang-ulang 

tanpa adanya kaitan dengan rasio. Sedangkan berkaitan 

dengan rasio, pengulangan itu mesti adanya kaitan dengan 

rasio pula dan yang seperti ini bukanlah disebut adat” 

Pengertian berikutnya: 

165 ىُالْعَادَةُ  ُُوَي َ مَّ ُُأَوُُْترَْكُ  ُُأَوُُْفِعْلُ  وْاُعلَيَْهُُِمِنُُْقوَْلُ  ُُُوَسَار  ُالنَّاس   مَاتعَاَرَفهَُ 

“apa saja yang masyarakat mengenalnya dan memberlak-

ukannya (membiasakannya) baik berupa perkataan atau 

 

 
162Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap 

(Surabaya, Indonesia: Pustaka Progressif, 1997), 983. 

163D}aif, Al-Mu’jam Al-Wasi>t}, 635. 
164Wahbah Az-Zuh}aili>, Us}u>l Al-Fiqh Al-Isla>mi>, vol. 2 (Damaskus: Da>r al-Fikr, 

2001), 830. 
165’Abd al-Wahha>b Khalla>f, Ilmu Us}u>l Al-Fiqh (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-

Isla>miyah, 1996), 89. 
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perbuatan atau sesuatu yang berupa peninggalan. Hal ini 

disebut adat”. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipa-

hami bahwa adat adalah sesuatu yang dilakukan atau dika-

takan secara berulang-ulang sampai akhirnya menjadi ke-

biasaan. Kebiasaan ini dilakukan atau juga dikatakan tanpa 

harus bersusah payah dan tidak juga harus menggunakan 

pemikiran untuk melakukan atau mengatakannya. 

b. Pengertian ‘Urf 

Selanjutnya, dalam ilmu ushul fiqh dikenal juga istilah 

lain yang bermakna serupa bahkan sama dengan adat yaitu 

‘urf. ‘Urf adalah “ُِالنركْر ُ در النركْرُِ“ atau ”ضُُُُُُُُِ ُ  yaitu “tidak 166”خِلَاف 

adanya pengingkaran”. Arti lainnya adalah “  yaitu 167”االت اتااب عَ 

“berturut-turut”  dan sebagai “ نَ  تاحْس         ا ُُالْم س         ْ أْل وْفَ   yaitu 168”االْما

“suatu kebiasaan yang sudah akrab dan dipandang baik”.  

Pengertian lainnya tentang ‘urf adalah: 

م169ُُْ عَامَلَاتِِِ مُُْوَم  ُُفُُِْعاَدَاتِِِ  مَاُتعََارَفَُُعلَيَْهُُِالنَّاس 

“Masyarakat mengenal dengan baik hal apa saja yang 

menjadi kebiasaan mereka dan dalam berinteraksi di ma-

syarakat tersebut”. 

 

 
166D}aif, Al-Mu’jam Al-Wasi>t}, 595. 
167S}u>fi> H}asan Abu> T}a>lib, Tat}bi>q Asy-Syari>’ah Al-Isla>miyah Fi> Al-Bila>d Al-

’Arabiyah (Kairo, Mesir: Da>r an-Nahd}ah al-’Arabiyah, 2001), 200. 
168Az-Zuh}aili>, Us}u>l Al-Fiqh Al-Isla>mi>, 2:829. 

169D}aif, Al-Mu’jam Al-Wasi>t}, 595. 
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رُ ُُمَاتعَْرِف هُ ُوَكُ  ليَْهُُِوَتطَْمَئِرُُبِهُُِوَتبََْ أُُُُالخَْْ ُُِمِنَُُالنَّفْس 
ِ
ُأمَْرمُ...ُُا

170. وْنهَُ  ُلَإي نْكِر  ذَاُرَأوَْهُ 
ِ
ُُبيََُُْْالنَّاسُُِا وْفم  مَعْر 

“setiap orang mengenalnya baik berupa kebaikan dan 

merasa suka atau senang dengannya dan merasa tenang 

kepada sesuatu yang dikenal itu… suatu perkara yang telah 

dikenal baik di kehidupan masyarakat sehingga ketika 

masyarakat melihatnya kembali maka mereka tidak 

mgngingkarinya.” 

عْتَادَُ
ِ
ُُمَاا وْاُالنَّاس  لُُِمِنُُْعلَيَْهُُِوَسَار  ُُتعََارَف وْاُلفَْظ ُأَوُُُْبَ نَْْ مْ،ُيَاع ُُفِعْلُ ُكُ 

طْلَاقَهُ 
ِ
ُُمَعْنَُُعلََىُُا َّفَُُلَإُُخَاص  هُ ُيتَبََادَرُ ُوَلَإُُاللرغَةَُُتأََل اعِهُُِعِنْدَُُغَْ   .سََِ  

171. ُُالْقوَْلِرُ رْف  ُوَالْع  ُُُالْعَمَلِرُ رْف  ُالْع   وََ ذَاُيشَْمَلُ 

“apa saja yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan 

mereka telah memberlakukannya dari setiap perbuatan di 

antara mereka atau berupa kata-kata (istilah dalam bahasa 

mereka) yang mereka kenal kemutlakannya untuk 

menunjukkan kepada makna khusus yang tidak biasa di 

dalam bahasa umumnya. Mereka juga tidak sempat 

berpikir panjang ketika mendengar perkataan itu. Semua 

ini meliputi ‘urf perbuatan dan ‘urf perkataan.” 

 

 
170Manz}u>r, Lisa>n Al-’Arab, 2899–2900. 

171Az-Zuh}aili>, Us}u>l Al-Fiqh Al-Isla>mi>, 2:829. 



Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 149 

 

 

 

 

َّهُ  رِيُُُْالنَّاسُُِأَكْثََُ ُمَايتََعَارَف هُ ُأَن ُُوَأسََالِيْ َُُُالتَّعْبِْ ُُِوَسَائِلَُُمِنُُْبَ ْنَْ مُُْوَيََْ

وْ َُُُوَالكََْلَمُُِالخِْطَابُِ وْنهَُ ُُاْلَْعََْالُُِمِنَُُعلَيَْهُُِوَمَايتَوََاضَع  ئ وْ ُُِمِنُُْوَيعَْتَاد  ُُي  

ُُُ172.ُ عِيُ  ُشََْ ثبَْاتِهُُِدَلِيْلمُ
ِ
اُلَ سَُُْفُُُِْنفَْيِهُُِأَوُُُْا عَامَلَاتُُِمِمَّ  الْم 

“Bahwasanya ‘urf itu adalah yang dikenal kebanyakan ma-

syarakat dan mereka juga memberlakukannya dalam kehi-

dupan mereka berupa hal-hal yang dapat menyampaikan 

maksud ungkapan yang mereka kenal, gaya bahasa yang 

digunakan dalam percakapan dan yang tidak ditolak atau 

telah ditetapkan oleh dalil syarak” 

Berdasarkan gambaran di atas dapat dipahami bahwa 

‘urf adalah kebiasaan yang dipandang baik oleh masya-

rakat berkaitan dengan perkataan ataupun berkaitan de-

ngan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus se-

hingga dikenal baik oleh masyarakat tersebut. Bahkan sa-

king dikenalnya kebiasaan ini, tidak ada yang mengingkari 

adanya kebiasaan itu.      

c. Adat dan ‘Urf: Persamaan dan Perbedaan 

Jika melihat pengertian kedua lafal di atas sepertinya 

hampir dapat dikatakan bahwa tidak terlihat secara jelas 

adanya perbedaan di antara adat dan ‘urf. Bahkan dalam 

salah satu pengertian ‘urf ada yang mengartikan bahwa ‘urf 

adalah “ َة اداةَ ُُالْمارْعِي   ا  yaitu “adat yang dipelihara”. Dari 173”االْع   ا

redaksi yang digunakan dapat dilihat ketika mengartikan 

 

 
172’Abd al-Kari>m ibn ’Ali> ibn Muh}ammad Namlah, Ith}a>f Z\awi Al-Bas}a>’ir Bi Syarh} 

Raud}ah an-Naz}>’ir Fi> Us}u>l Al-Fiqh ’ala> Maz\hab Al-Ima>m Ah}mad Ibn H}anbal, vol. 4 (Riya>d}, 

Saudi Arabia: Da>r al-’A<s}imah, 1996), 335. 

173Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 920. 
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kata ‘urf bahwa ia diartikan dengan menggunakan redaksi 

yang lafalnya menggunakan kata “al-‘a >dah” yaitu adat. Hal 

ini menunjukkan bahwa keduanya bisa bersama dan sena-

fas dalam satu pengertian walaupun dengan redaksi yang 

berbeda. 

Dikatakan kembali dalam bahasa lain bahwa adat atau 

‘urf baik secara ontologi atau pun epistemologi pada 

dasarnya tidak berbeda dan bahkan bisa saling bersinergi. 

Artinya sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang 

(adat) hampir dipastikan telah dikenal dengan baik (‘urf). 

Sebaliknya sesuatu yang dikenal dengan baik (‘urf) tentu 

hampir dipastikan karena dilakukan secara berulang-ulang 

(adat). Berarti ketika menyebut kata adat, maka secara 

bersamaan ia bermakna ‘urf dan begitu juga sebaliknya. 

Namun demikian jika disimak kembali pengertian di 

atas diakui ada perbedaan di antara adat dan ‘urf. Perbe-

daan ini jika dilihat dari pengertian yang dikemukakan di 

atas bahwa adat tidak berkaitan dengan rasio atau pemi-

kiran sementara ‘urf sepertinya bersentuhan dengan proses 

pemikiran. Selain itu adat sepertinya tidak membatasi 

apakah kebiasaan tersebut termasuk hal-hal yang baik, 

sementara ‘urf secara jelas menyatakan kebiasaan yang 

baik yang artinya mengandung kemungkinan hukum boleh 

dan tidak boleh. 

Pendapat lain tentang perbedaan ini ada yang me-

nyatakan bahwa adat mencakup persoalan yang amat luas 

misalnya menyangkut persoalan pribadi seperti kebiasaan 

tidur, makan dan lainnya juga menyangkut persoalan yang 

lebih luas. Hal ini seperti menyangkut hasil pemikiran 

tentang baik dan yang buruk, menyangkut kejadian alami 



Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 151 

 

 

 

 

seperti kebiasaan haid di setiap bulan pada perempuan, 

menyangkut perubahan budaya di berbagai daerah, terma-

suk juga adat yang menyangkut urusan hawa nafsu serta 

terkait juga tentang kerusakan akhlak seperti korupsi, ko-

lusi, nepotisme, seks bebas, konsumsi narkoba dan seba-

gainya. Sedangkan ‘urf adalah bagian dari adat yang mem-

bicarakan tentang kebiasaan masyarakat yang berkaitan 

dengan rasio atau pemikiran dan pengalaman.174  

Jika pada pendapat di atas menyatakan bahwa adat 

mencakup hal yang lebih luas sementara ‘urf cakupannya 

lebih kecil dan merupakan bagian dari adat, maka pada 

pendapat di bawah ini adalah yang sebaliknya. ‘Urf justru 

lebih bersifat umum sementara adat adalah bagian dari 

‘urf175.   

Namun di antara ulama ternyata ada juga yang tidak 

membedakan antara adat dan ‘urf. Ulama ini menyatakan 

bahwa adat adalah ‘urf dan ‘urf adalah adat. Keduanya 

adalah dua kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang 

sama (mura>dif).176  

Penulis sendiri sebagaimana disinggung di awal bahwa 

lebih cenderung tidak membedakan di antara adat dan ‘urf 

serta justru keduanya memiliki pengertian yang sama juga 

bisa saling bersinergi. Kendatipun terdapat perbedaan, ma-

ka perbedaan itu hanya sebatas redaksi yang digunakan. 

Adat adalah kebiasaan masyarakat baik perkataan atau 

perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh ma-

 

 
174Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta, Indonesia: Logos, 1997), 138, 139. 
175Az-Zuh}aili>, Us}u>l Al-Fiqh Al-Isla>mi>, 2:831. 

176Az-Zuh}aili>, 2:830. 
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syarakat, sementara ‘urf adalah kebiasaan yang dikenal 

baik oleh masyarakat tersebut. Sesuatu yang dilakukan se-

cara berulang-ulang sudah dapat dipastikan adalah sesuatu 

yang telah dikenal oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya 

sesuatu yang telah dikenal baik oleh masyarakat tentu 

hampir dipastikan karena dilakukan secara berulang-ulang. 

Baik atau buruknya dan khusus atau umumnya adat atau 

‘urf tergantung dengan bobot yang dilakukan berdasarkan 

pandangan syarak.    

2. Dasar Hukum Kaidah Adat atau ‘Urf 

Kaidah al-‘a >dah muh}akkamah berdiri di atas dasar hukum 

yang kuat baik dari Alquran atau pun dari Hadis Nabi 

Muhammad SAW. Hal ini seperti pada Q.S. al-A‘ra>f ayat 231 

sebagai berikut: 

ذُِ... رُْ اْلعَفْوَُ خ  وْفُِ وَأمْ  ُُ(199)الْ عراف:ُُ اْلجاَِ لِيَُْْ عَنُِ وَأعَْرضُِْ بِِلْمَعْر 

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

makruf serta berpalinglah dari orang-rang yang bodoh”. 

Q.S. al-Nisa ayat 19: 

نَُّ... وْ   وْفُُِوَعاَشَِ   ..ُ.بِِلْمَعْر 

“…Dan bergaullah dengan mereka secara patut…” 

Q.S. al-Baqarah ayat 228 

ىُُْمِثلُْ ُوَلهَ نَُّ... ِ وْفُُِعلَلَِْنَُُّالَّ  ..ُ.بِِلْمَعْر 

“…Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang makruf…” 

Pada beberapa ayat di atas disebutkan tiga kali kata “al-

ma‘ru >f” yang seakar dengan kata “al-‘urf”. Arti dari kata “al-
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ma‘ru >f” yang diartikan sebagai yang baik atau yang patut. 

Sesuatu yang baik itu tentu dikenal. Kendatipun banyak juga 

hal lain yang tidak baik juga dikenal, tetapi pada fitrahnya 

manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang 

buruk. Walaupun di saat itu seseorang melakukan keburukan 

atau hal yang kurang baik tetapi selama manusia memiliki hati 

nurani maka dipastikan masih ada warning dari hati atau 

setidaknya ada teguran di hati walaupun teguran yang sudah 

tidak kuat lagi.  

Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa suatu 

perbuatan atau perkataan yang dikenal oleh masyarakat men-

jadi tidak asing bagi mereka akhirnya kemudian menjadi kebia-

saan. Kebiasaan ini bisa berbentuk kebiasaan yang baik atau 

pun kebiasaan yang buruk. Namun demikian kebiasaan yang 

dikehendaki di sini adalah kebiasaan yang dapat dilestarikan 

yaitu kebiasaan yang baik saja.  

Memperjelas adat atau kebiasaan atau ‘urf, di sini dikemu-

kakan kembali firman Allah pada Q.S. al-Baqarah ayat 233: 

ُْ 
ِ
ُُُعَنُُفِصَالإ ُُُأَرَادَاُُ...فاَ نْْ مَاُُترََاض  رُ ُُملِ ناَ َُُُفلََاُُُوَتشََاو  مَا،ُُج   ُُُْعلَلَِْ

ِ
ُُأَرَدتّرُُُْوَا

آُُُأَ  وأ ضِع  ُُُْتَْ تََْ ناَ َُُُفلََاُُُأوَْلَإدَكم  ذَاُُعلَيَْك ُُُْج 
ِ
آُُُسَلَّمْت ُُُا أ وفُِ،ُُءَاتَ تْ ُُُمَّ ُُُبِِلْمَعْر 

َّق وا وأآُُُاللَُُوَات ُ.ُتعَْمَل و َُُبِمَاُاللَُُأَ َُُّوَاعلْمَ   بصَِ م

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 

dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak 

ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 

apa yang kamu kerjakan.” 
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Ayat 233 dari Q.S. al-Baqarah di atas berbicara tentang 

orang yang menggunakan jasa orang lain untuk menyusukan 

anaknya. Jasa yang dilakukan ini wajib dibayar dan pembayaran 

pun mesti diberikan secara patut. Namun karena tidak ada 

aturannya pada waktu itu tentang ukuran kepatutan ini, maka 

pembayaran jasa ini diserahkan kepada adat atau kebiasaan 

atau ‘urf masyarakat setempat. Dengan demikian dapat dika-

takan bahwa Alquran tidak menutup mata terhadap adat atau 

‘urf suatu daerah, justru mengakui adanya adat atau ‘urf 

tersebut melalui firman Allah di atas. Dengan demikian tentu 

tidak arif jika ada orang di zaman sekarang yang alergi mene-

tapkan hukum berpedoman dengan adat atau ‘urf. Jika hal ini 

terjadi, berarti orang yang berpandangan demikian menyalahi 

atau melakukan hal yang bertentangan dengan Alquran, 

sementara Alquran adalah wahyu Allah yang menjadi sumber 

hukum Islam yang pertama. Oleh karena itu, ayat di atas telah 

menunjukkan adanya dukungan Alquran terhadap adat atau 

‘urf. Bukti dukungan tersebut dapat dilihat kembali pada ayat 

dan berikut penjelasan ayat di atas. 

Dukungan Alquran ini menunjukkan bahwa adat atau ‘urf 

memiliki peran yang penting untuk ikut berkontribusi dalam 

penetapan aturan atau hukum. Salah satunya berkaitan dengan 

pembayaran jasa menyusui anak orang lain. Jika upah menyusui 

ini ditetapkan berdasarkan adat atau ‘urf maka demikian juga 

pembayaran jasa untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain.  

Dukungan terhadap adat atau ‘urf tidak hanya berasal dari 

Alquran tetapi Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda 

sebagai berikut:   
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عَاوِيةََُُأُمرُُِ نْدمُُقَالتَُْ وْلُُِم   َُّ.ُمُ.صُاللُُِلِرَس 
ِ
فْيَا َُُأَبَُُِا لمُُس  يْحمُُرَج  ُُفهََلُُْشََِ

ناَ مُُعلَََُّ آخِذُ ُأَ ُُْج  اُمَالُُِِِمِنُُْأ ذِيُُْقَالَُُ؟ُُسًِِّ ُُيكَْفِيْ ُُِمَاُُوَبنَ وْكُُِأَنتُُِْخ 

وْف177ُِ  بِِلْمَعْر 

Hindun, ibu dari Mu‘awiyah berkata kepada Rasulullah SAW: 

“sesungguhnya suami saya yaitu Abu Sufyan seorang yang 

kikir. Apakah saya boleh mengambil hartanya secara sembunyi-

sembunyi?” Rasulullah SAW menjawab: “Ambillah buatmu 

dan anak-anakmu sekedar apa yang patut untuk mencukupi 

kamu”. (H.R. Bukhari, No. 2059, Fath} al-Ba>ri> No. 2211) 

اُأَ َُّ  َُّ.ُم.صُللِنَّبِلُُِقَالتَُُِْ نْد 
ِ
فْيَا َُُأَبَُُِا لمُُس  يْحمُُرَج  ُُأآخِذَُُأَ ُُْفأَحَْتَا ُ ُشََِ

وْفُِ.178 كُُِبِِلْمَعْر  ذِيُُْمَاُيكَْفِيْ ُُِوَوَلَدَ  مِنُُْمَالُُِِِقَالَُُخ 

…Sesungguhnya Hindun mendatangi Nabi Muhammad SAW 

seraya berkata: “Abu Sufyan itu orangnya sangat pelit semen-

tara saya membutuhkan uang untuk keperluan hidup. Saya 

ingin mengambilnya tanpa sepengetahuan Abu Sufyan”. Nabi 

pun menjawab: “ambillah untuk mencukupi kehidupanmu dan 

anak-anakmu dengan cara yang ma‘ruf (patut atau wajar)”. 

(H.R. Bukha>ri>, No. 6644, Fath} al-Ba>ri> No. 7180).  

Dua hadis sebenarnya berkaitan dengan topik yang sama 

yaitu kikirnya Abu Sufyan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

atau termasuk juga keperluaan istrinya hingga akhirnya ia harus 

mengadu dan berkonsultasi kepada Rasulullah. Hasil dari 

konsultasi ini, Rasulullah menyatakan kebolehannya mengam-

bil harta suaminya sesuai dengan keperluannya dan kebutuhan 

 

 
177Al-Bukha>ri>, S}ah}i>h Al-Bukha>ri>, 769. 

178‘HaditsSoft’, n.d., https://archive.org/details/SetupHaditsSoft. 
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anak-anak mereka secara patut atau sewajarnya. Ukuran ke-

patutan ini, sama seperti pada Q.S. al-Baqarah ayat 233 sebe-

lumnya bahwa hal tersebut diserahkan kepada adat atau ‘urf 

setempat tentang kewajaran yang disebut patut. Jika kebutuhan 

hidup setiap harinya dan ditambah uang belanja serta keperluan 

sekolah anak rata-rata seratus ribu, maka uang yang boleh 

diambil dari saku atau dompet suami adalah sejumlah keperluan 

tersebut. 

Esensi yang ingin disampaikan di sini adalah tidak hanya 

Alquran, Rasulullah SAW pun melalui sabdanya sudah meng-

isyaratkan bahwa adat atau ‘urf merupakan salah satu metode 

dalam menetapkan hukum. Penggunaan adat atau ‘urf semakin 

salah satunya melalui hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini: 

وْلُ ُقَالَُ ُُأَْ لُُِمِكْياَلُ ُوَالْمِكْيَالُ ُمَكَّةَُُأَْ لُُِوَزْ ُ ُاَلوَْزْ ُ .ُُم.صُاللُُِرَس 
 الْمَدِينَْةُُِ)أ بوُداود(179

Rasulullah SAW bersabda: “standar ukuran timbangan 

mengikuti ukuran timbangan (adat) penduduk Mekkah dan 

standar ukuran takaran mengikuti ukuran takaran (adat) 

penduduk Madinah”. (H.R. Abu Daud, No. 2899) 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa penggunaan 

adat atau ‘urf semakin terlihat pada hadis di atas. Pernyataan 

ini memang harus diakui adanya, karena walaupun tidak dise-

butkan secara langsung kata adat atau ‘urf tetapi pemaknaan 

terhadap adat atau ‘urf yang dikenal di zaman sekarang adalah 

hal yang tidak dapat dihindari. Artinya makna hadis di atas mau 

tidak mau bermakna adat atau ‘urf walaupun menggunakan 

 

 
179As-Sajta>ni>, Sunan Abi> Da>ud, 636. 
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redaksi yang berbeda, tetapi tetap maknanya akan menjadi adat 

atau ‘urf.  

Penggunaan adat atau ‘urf tampaknya tetap lestari bahkan 

sampai masa sahabat kecil. Hal ini dapat dilihat dari dukungan 

hadis mauqu>f atau merupakan perkataan ‘Abdulla>h ibn Mas-

‘u>d180 sebagaimana dapat dilihat berikut ini.    

وْ َُُُرَأَىُُفمََا ن اُُاْل مْ لِم  ْ اُُرَأَوْاُُوَمَاُُحََ نمُُُاللُُُِعِنْدَُُُفهَ وَُُُحَ  َ ُُاللُُُِعِنْدَُُُفهَ وَُُُسَ لِ

مُ يلِ   .ُس َ

“maka apa saja yang menurut (walaupun sekilas) orang-orang 

muslim baik maka baik juga menurut Allah dan apa saja yang 

menurut mereka buruk maka buruk juga menurut Allah”. 

Kendatipun ungkapan dipandang bukan hadis mar-

fu>‘ dalam artian hanya sebagai hadis mauqu>f yang hanya sam-

pai pada ‘Abdulla>h ibn Mas‘u>d tetapi ungkapan ini masih dapat 

dijadikan sebagai hujjah, karena yang mengucapkan adalah 

sahabat Rasulullah SAW. Terlebih lagi sudah ada dalil baik dari 

Alquran atau Hadis Nabi yang membahas tema yang sama, ma-

ka ungkapan‘Abdulla>h ibn Mas‘u>d sepertinya sama-sama 

menggunakan sumber hukum yang sama, sehingga ungkap-

an‘Abdulla>h ibn Mas‘u>d ini dapat diterima secara langsung.  

Jelasnya ungkapan atau jika boleh disebut yaitu teori ‘Ab-

dulla>h ibn Mas‘u>d di atas tidak lain adalah untuk menyatakan 

peran adat atau ‘urf dalam menentukan atau menetapkan status 

hukum suatu persoalan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya 

bahwa jika ada yang menolak adat atau ‘urf maka orang itu 

patut dipertanyakan karena Alquran dan Hadis serta para ulama 

 

 
180Az-Zuh}aili>, Us}u>l Al-Fiqh Al-Isla>mi>, 2001, 2:837. 
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secara jelas mendukung adat atau ‘urf. Dukungan para ulama 

adalah melanjutkan teori ‘Abdulla>h ibn Mas‘u>d ini yang 

kemudian pada masa ta>bi‘i>n muncul dua madrasah yaitu mad-

rasah ahl al-h}adi>s\ dan madrasah ahl ar-ra’yi yang dari kedua 

madrasah ini terus berkembang sampai pada masa ta>bi‘ ta >bi‘i>n. 

Pada masa ta>bi‘ ta >bi‘i>n inilah munculnya ilmu ushul fiqh dan 

keilmuan lainnya yang di dalamnya dipopulerkan kata al-‘a >dah 

(adat) atau al-‘urf yang sampai sekarang merupakan salah satu 

teori dalam penetapan hukum Islam.    

3. Kandungan Hukum Kaidah 

a. Macam-Macam Adat atau ‘Urf 

Adat atau ‘urf dapat dilihat dari beberapa cakupan. 

Ada yang dilihat dari segi objeknya, ada yang dilihat dari 

cakupannya dan ada juga yang dilihat dari keabsahannya. 

1) Dilihat dari Objeknya 

Jika dilihat dari objeknya, adat atau ‘urf dibagi 

kepada adat atau ‘urf qauli> dan adat atau ‘urf fi‘li >. 

Adat atau ‘urf qauli > yaitu kebiasaan yang diucapkan 

oleh masyarakat seperti dalam kebiasaan orang Banjar 

di Kalimantan isteri dipanggil dengan sebutan ading 

dan suami dipanggil kaka. Hal lainnya seperti ucapan 

akad dalam jual beli, seperti kata tukarlah yang di-

ucapkan pembeli dan kemudian dijawab penjual de-

ngan kata jual, terima kasih, matur nuwun. Termasuk 

adat atau ‘urf qauli> juga adalah membaca Alquran dan 

shalawat serta yang lainnya secara bersama-sama bah-

kan dengan suara yang nyaring.  

Adat atau ‘urf fi‘li> yaitu kebiasaan yang dilakukan 

masyarakat. Misalnya di bidang sosial keagamaan se-
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perti melakukan tampung tawar, bapalas, mandi-man-

di pengantin, mandi-mandi tujuh bulanan, sungkeman, 

menundukkan badan ketika lewat di hadapan orang 

yang lebih tua, bersalaman sambil membaca shalawat 

setelah selesai berdoa bersama seusai salat, menggu-

nakan baju gamis, sarung, celana, penggunaan kopiah 

putih atau hitam dan sebagainya. 

Dalam bidang yang ada kaitannya dengan ibadah 

misalnya membaca zikir di waktu-waktu tertentu yang 

ditentukan sendiri. Berzikir memang ada dalilnya, te-

tapi menentukan waktu-waktu tertentu tersebut tidak 

ditemukan dalil khusus yang menyatakan hal yang 

demikian. Dalil lain memang ada tetapi dalil tersebut 

ditemukan melalui teori ushul fiqh dan biasanya bagi 

orang yang selalu mempertanyakan dalil cenderung 

kurang respek dengan dalil dari teori ushul fiqh karena 

mereka lebih cenderung ke dalil yang eksplisit dari 

Alquran atau hadis. Berarti penentuan waktu zikir di 

waktu-waktu tertentu tersebut adalah kebiasaan yang 

dibuat oleh ulama yang kemudian diikuti masyarakat 

sehingga menjadi adat, ‘urf atau kebiasaan.     

Termasuk juga misalnya dalam hukum muamalat. 

Khususnya pada hukum riba. Para ulama berbeda pen-

dapat tentang hukum riba, ada yang mengatakan riba 

dan ada juga tidak riba. Ulama yang mengatakan tidak 

riba karena ia termasuk untuk biaya administrasi. Se-

cara umum, di bank domestik atau pun Internasional 

serta masyarakat secara umum telah mengetahui ten-

tang adanya biaya administrasi tersebut. Berarti hal ini 

dapat dikategorikan sebagai adat, ‘urf atau kebiasaan.  
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Hal yang tidak jauh berbeda dalam bidang politik. 

Dalam pemilihan apa saja, misalnya kepala daerah, 

anggota legislatif dan sebagainya. Masing-masing ca-

lon memberikan uang kepada masyarakat. Praktik se-

macam ini sudah menjadi adat, ‘urf atau kebiasaan. 

Mereka memahami hal ini bukan sebagai suap tetapi 

sebagai uang transport atau sebagai uang ganti atas 

upah kerja masyarakat datang ke tempat pemungutan 

suara yang tentunya harapan masing-masing calon 

agar memilihnya. Kebiasaan masyarkat pun sepertinya 

mau menerima uang ini dan bahkan menerima dari 

siapa saja walaupun ketika memilih mungkin masyara-

kat sudah punya pilihan sesuai dengan hati nurani. 

Kebiasaan seperti ini tentu mesti dikaji kembali me-

lalui adat atau ‘urf dilihat dari segi keabsahannya.  

Masih banyak lagi hal lainnya yang menjadi ba-

gian kajian dari adat atau ‘urf. Jelasnya adat atau ‘urf 

adalah kebiasaan di masyarakat baik yang diucapkan 

atau yang dilakukan oleh masyarakat. Adat atau ‘urf 

ini dikenal baik oleh masyarakat secara umum atau 

sebagian besar masyarakat umum. Kendati pun tidak 

semuanya melakukan kebiasaan tersebut, tetapi 

diketahui secara umum, maka ia dapat menjadi bagian 

kajian adat atau ‘urf. Misalnya di Aceh yang berdasar-

kan kebiasaan masyarakat di daerah ini ingin 

memberlakukan hukum jinayah yang berbeda dari 

daerah lain di Indonesia. Khalwat (berduaan) saja da-

pat dikenakan hukum perzinahan yang akan dihukum 

cambuk. 
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  2) Dilihat dari Cakupannya 

Jika dilihat dari cakupannya, adat atau ‘urf dibagi 

kepada adat atau ‘urf ‘a >mm dan adat atau ‘urf kha>s}. 

Adat atau ‘urf ‘a >mm yaitu kebiasaan yang dilakukan 

secara umum oleh masyarakat, seperti di kebiasaan-

kebiasaan di Indonesia atau bahkan di dunia Islam. 

Misalnya kebiasaan berjual beli secara ta‘at }i> (saling 

memberi tanpa melafalkan ijab dan qabul), transaksi 

dengan cara indent (salam), mudik lebaran, halal bi 

halal, dan lain sebagainya. Adat atau ‘urf kha>s} adalah 

kebiasaan yang hanya berlaku di suatu daerah, di 

organisasi tertentu atau di masyarakat tertentu. Misal-

nya kebiasaan di salah satu daerah garis keturunan 

berdasarkan garis ibu. Kebiasaan dalam praktik-prak-

tik keagamaan di masyarakat tertentu atau budaya-

budaya di daerah tertentu. Adat kawin di berbagai 

suku misalnya adat kawin Banjar, Dayak, Jawa dan 

lain-lain. Dalam dunia ekonomi ada juga kebiasaan ba-

gi pedagang jika ada barang cacat, dan sebagainya. 

Bahkan termasuk juga dalam organisasi kemasyara-

katan dan keagamaan memiliki perbedaan baik ideo-

logi atau amal praktiknya sehingga di situ muncul pula 

kebiasaan-kebiasaan tertentu.  

3) Dilihat dari Keabsahannya 

Dilihat dari keabsahan, adat atau ‘urf dibagi ke-

pada adat atau ‘urf s}ah}i>h} dan adat atau ‘urf fa>sid. Adat 

atau ‘urf s}ah}i>h} adalah kebiasaan yang diterima dalam 

Islam. Syaratnya kebiasaan atau tradisi suatu masya-

rakat tersebut dikenal oleh masyarakat itu, kebiasaan 

ini tidak bertentangan dengan syarak, kebiasaan ini 
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tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, kebia-

saan ini tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Ada-

pun adat atau ‘urf fa>sid adalah kebiasaan yang rusak 

atau tidak diterima dalam Islam karena tidak meme-

nuhi persyaratan yaitu kebiasaan itu masih belum 

dikenal oleh masyarakat itu, kebiasaan ini bertentang-

an dengan syarak, kebiasaan ini menghalalkan sesuatu 

yang diharamkan, kebiasaan ini tidak membatalkan 

sesuatu yang wajib. 

b. Penjelasan tentang Adat atau ‘Urf yang tidak 

Bertentangan dengan Syarak  

Suatu adat atau ‘urf yang disebut tidak bertentangan 

dengan dalil syarak bukan berarti tidak memiliki bukti dalil 

yang menguatkannya. Meskipun tidak ada dalil secara 

langsung mendukungnya, tetapi bentuk dan makna kebia-

saan itu jika sejalan dengan syarak walaupun secara esensi 

maka ia disebut tidak bertentangan dengan syarak. Misal-

nya, membaca shalawat dengan musik orgen tunggal. 

Membaca shalawat memiliki dalil baik dari Alquran atau 

pun dari hadis Nabi, tetapi menggunakan orgen tunggal 

tidak ada dalil. Namun menggunakan orgen tunggal atau 

lainnya tidak berarti bertentangan dengan syarak karena 

selama masih dalam batas kewajaran dan tetap menjaga 

etika dan kesopanan, maka ia masih dapat disebut sejalan 

dengan syarak.181 

 

 

 
181Helim, Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1), 107. 
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c. Penjelasan tentang Adat atau ‘Urf yang Bertentangan 

dengan Syarak 

Adat atau ‘urf yang bertentangan dengan dalil syarak 

bukan berarti harus ada dalil yang menyebutkannya, tetapi 

bisa saja kebiasaan itu memang bertentangan dengan dalil 

syarak secara umum. Misalnya di masjid atau di suatu 

tempat, masyarakat duduk ber-s}aff-s}aff. Kemudian datang 

orang lain melewati kerumunan orang tanpa menudukkan 

sedikit badan sebagai tanda hormat, bahkan melangkahi 

kepala orang. Dalil yang menyatakan larangan berbuat se-

perti ini tidak ditemukan secara eksplisit baik di dalam 

Alquran atau hadis Nabi, tetapi dilihat secara umum per-

buatan tersebut termasuk bertentangan.  

Begitu juga misalnya di komunitas tertentu setelah sa-

lam dari salat, masyarakat tersebut langsung diam dan 

membuka hand phone masing-masing. Mereka tidak ber-

wirid, terlebih lagi wirid yang dibaca secara bersama-sama 

dengan suara keras dikatakan sebagai bid‘ah. Namun mere-

ka justru membuka hand phone tersebut. Ketika ditanya, 

mereka menjawab tidak ada dalil yang melarang mereka 

membuka hand phone setelah salat. Jawaban mereka ini 

menunjukkan kebodohan yang luar biasa. Berwirid dikata-

kan bid‘ah, sementara membuka hand phone dianggap 

benar, padahal walaupun tidak ada dalil secara eksplisit 

melarang membuka hand phone setelah salat tetapi secara 

umum tidak tepat berbuat hal seperti itu. Terlebih lagi dalil 

yang menyatakan bahwa sebenarnya ada bukti Nabi 

Muhammad bersama sahabat benar-benar membaca wirid 

dengan suara keras seusai salat. Selama ini ada sebagian 

orang menuduh bid‘ah kepada orang yang berwirid bersa-

ma dan dengan suara nyaring. Dengan adanya bukti bahwa 
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Nabi Muhammad bersama para sahabat berwirid bersama 

dengan suara yang nyaring ini (bukti ini akan dijelaskan 

pada bahasan selanjutnya) maka perbuatan masyarakat 

yang membuka hand phone seusai salam dari salat tentu 

sangat bertentangan dengan syarak.     

d. Cara Menjawab Orang yang Selalu Bertanya Adakah 

Dalilnya 

Cara menjawab pertanyaan yang mungkin bertendensi 

untuk mematahkan sebuah amalan yang terlihat seperti 

berasal dari adat atau ‘urf, sebenarnya cukup beragam. Be-

berapa alternatif cara dapat disampaikan sebagai beri-

kut:182  

1) Cara yang dilakukan adalah dengan menjawab perta-

nyaan tersebut dan berusaha mencari dalil-dalil dasar 

yang berkaitan dengan yang dilakukan. Misalnya dalil 

membaca salawat dari Alquran dan Hadis, dalil 

berzikir, dalil membaca Alquran, dalil membaca tahlil, 

dalil memperingati hari-hari besar dalam Islam dan 

sebagainya; 

2) Apabila masih penasaran dan berlanjut memperta-

nyakan bahwa dalil salawat memang ada tetapi kalau 

salawatan, zikiran, tahlilan, yasinan, tadarrusan dan 

sebagainya (yang pasti ada tambahan an di akhir kata 

seperti salawat menjadi salawatan yang maksudnya 

membaca salawat secara berjamaah alias bersama-

sama) diakui tidak memiliki dalil secara eksplisit. 

Pertanyaan ini tentu dapat dijawab di samping sebagai 

 

 
182Helim, 108, 109. 
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kebiasaan untuk berkumpul bersama sekaligus mela-

kukan silaturahmi juga ditemukan riwayat yang men-

jadi contoh. Misalnya ditemukan sebuah hadis Nabi:  

ُُبْنُُِاللُُُِعَبْدُُِعَنُْ وْتُُِرَفعَُُْأَ َُُّعَنْْ مَاُُاللُرُ ُُعَبَّاس  كْرُُِالصَّ ِ ُُبِِلل

ُُحِيَُْْ ُُينَْصََفِ  ُاللُصلىُالنَّبُُِعَهدُُِْعلَىَُُكََ َُُالْمَكْت وْبةَُُِمِنَُُالنَّاس 

  عليهُوسل.183ُ)رواهُالبخاري(

“Dari Abdullah Ibn Abbas bahwa sesungguhnya ber-

dzikir bersama dengan suara yang nyaring sudah ada 

sejak masa Nabi Muhammad SAW.” 

Berarti salawatan, zikiran dan lainnya memiliki 

contoh dan dalil serta bukan hal yang mengada-ada. 

Begitu juga misalnya ada yang bertanya kenapa bisa-

bisanya menentukan amalan-amalan tertentu di wak-

tu-waktu tertentu misalnya membaca surah Yasin di 

malam Jumat dan sejenisnya. Pertanyaan seperti ini 

dapat dijawab di samping sebagai kebiasaan atau 

kebiasaannya masyarakat kumpul bersama dan atau 

hanya malam Jumat masyarakat bisa berkumpul bersa-

ma untuk membaca amalan di malam Jumat. Kegiatan 

seperti ini tidak secara langsung mewujudkan terja-

linnya silaturahmi juga ada riwayat yang dapat dija-

dikan contoh. Contoh yang dimaksud adalah ditemu-

kannya sebuah hadis yang diriwayatkan imam Bukhari 

tentang kebiasaan Rasulullah datang ke Masjid Quba 

 

 
183Al-Bukha>ri>, S}ah }i>h Al-Bukha>ri>, 288. 
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setiap hari Sabtu baik menggunakan tunggangan atau 

pun berjalan. Hadis tersebut adalah:  

َُُّق باَءُ ُمَْ جِدَُُيأَتُُِْْوسلُعليهُُاللُصلىُُالنَّبِرُُكََ َُ ُسَبْتُ ُكُ 

ي ا ُ ُعنهُاللُرُ ُاللُُِعَبْدُ ُوَكََ َُُوَرَاكِب اُمَاي ِ ُرواه.ُ)يفَْعَل 

 البخاريُ(184 

“Rasulullah SAW sejak lama mendatangi masjid quba 

di setiap hari Sabtu baik berjalan kaki atau menggu-

nakan kendaraan dan Abdullah ibn ‘Umar pun melaku-

kannya setelah itu”. 

Hadis fi‘li> ini menjadi dalil bolehnya menentukan 

hari-hari tertentu untuk melakukan amalan-amalan 

tertentu, termasuk membaca surah Yasin di setiap ma-

lam Jumat. Kata dalil ini, tidak hanya berasal sumber 

hukum seperti Alquran dan Hadis, tetapi kata dalil ini 

juga bisa berasal dari teori atau metode atau kaidah 

ushul fiqh. Oleh karena itu ketika ada yang memperta-

nyakan mana dalilnya, maka dapat dijawab yang salah 

satunya bahwa adat atau ‘urf atau kebiasaan tersebut 

dapat dijadikan sebagai dalil. Selama kebiasaan ini 

tidak bertentangan dan bahkan sejalan saja dengan 

syarak (baca kembali bahasan bertentangan atau tidak 

bertentangan dengan syarak sebelumnya) maka kebia-

saan ini dapat dilakukan dan diteruskan untuk dilesta-

rikan sampai berakhirnya dunia. 

 

 
184Al-Bukha>ri>, 399; Al-Naisa>bu>ri>, S}ah}i>h} Muslim, 629. 
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3) Apabila orang yang bertanya masih bersikukuh me-

minta dalil eksplisit tentang kebiasaan yang dilakukan 

dan tidak menerima beberapa jawaban yang disampai-

kan sebelumnya maka jawaban yang paling akhir ada-

lah memberikan pertanyaan balik kepada penanya. 

Misalnya dengan kata-kata sebagai berikut: “mana da-

lilnya yang menyatakan perbuatan saya ini dilarang? 

Dengan pertanyaan seperti ini dapat menunjukkan 

bahwa selama tidak ada dalil yang melarang maka 

boleh melakukannya”. 

e. Cara Menjawab Pertanyaan Jika Hal itu Baik Mesti 

Pernah Dilakukan oleh Orang-Orang Terdahulu185 

Mungkin ada orang yang mempertanyakan tentang 

suatu adat atau ‘urf atau kebiasaan bahkan praktik ke-

agamaan yang dilakukan dengan ungkapan “ وَْ اناَُُل     ا يْاًُُك       ا ُخ     ا

إلِايْهَُُِلاساب اق وْناَ ” yang artinya “kalau pun hal itu baik maka ulama 

salaf dahulu sudah mendahului kita melakukannya”. 

Ungkapan tersebut muncul karena mereka berdalil 

dengan firman Allah Q.S. al-Ahkaf ayat 11:  

يْنَُ وَقَالَُ ِ وْا الَّ يْنَُ كَفَر  ِ ا كََ َُ لوَُْ امَن وْا لِلََّّ بَق ونَُّ مَا خَْ   ليَْهُِ س َ
ِ
 ... ا

“Orang-orang yang kafir berkata tentang orang-orang yang 

beriman, “Sekiranya Alquran itu adalah sesuatu yang baik, 

tentu mereka tidak pantas mendahului kami (beriman) 

kepadanya…” 

 

 
185Helim, Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1), 110, 111, 

112. 
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Ayat ini berkaitan dengan perkataan orang-orang non 

muslim kepada masyarakat muslim pada waktu itu. Orang-

orang non muslim ini sebenarnya mengejek kepada orang-

orang muslim dengan ungkapan jika Alquran itu memang 

baik maka para pemimpin Quraisy tidak akan didahului 

oleh kalangan kelas bawah seperti Bilal, ‘Ammar, Suhaib 

dan sahabat lainnya untuk mengimani Alquran. Untuk 

lebih memudahkan memahami penjelasan di atas dika-

takan dalam bahasa lain bahwa dengan tidak berimannya 

para elit non muslim (kaum musyrikin) kepada Alquran 

maka hal ini menunjukkan bahwa Alquran sebenarnya 

tidak baik atau tidak patut untuk diikuti. Seandainya patut 

diikuti, maka pasti para para elit non muslim Quraisy pada 

waktu itu sudah lama beriman pada Alquran, bahkan men-

dahului dari berimannya Bilal, ‘Ammar, Suhaib dan saha-

bat Rasulullah lainnya.    

Kemudian di kehidupan saat ini atau beberapa sebe-

lum masa ini ada sebagian masyarakat muslim tidak sepen-

dapat dengan adat, ‘urf atau kebiasaan-kebiasaan di ma-

syarakat Islam yang ada di sekelilingnya. Dengan tidak 

sependapatanya mereka, akhirnya mereka pun membuat 

logika sebagaimana ungkapan yang disebutkan di atas 

bahwa “ يْاًُُكااناَُلاوَْ إلِايْهَُِلاساب اق وْناَُخا ” yang artinya “kalau pun hal itu 

baik maka ulama salaf sudah mendahului kita melakukan-

nya”. Penggunaan dalil ini oleh sebagian masyarakat mus-

lim yang tidak sependapat dengan adat, ‘urf atau kebiasaan 

jika dikaitkan dengan salah satu teori ilmu ushul fiqh yaitu 

qiya>s sepertinya menyamakan orang-orang salaf dengan 

para elit kaum Quraisy dalam hal mempercayai Alquran. 

Qiya>s ini sepertinya kurang pantas dan tidak tepat. Alasan-
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nya karena kaum Quraisy ini adalah orang-orang yang 

tidak beriman kepada Alquran dan sebenarnya mereka 

mengejek Alquran, sementara orang-orang salaf adalah 

orang-orang yang beriman dan masyarakat yang melaku-

kan kebiasaan-kebiasaan dalam praktik keagamaannya ini 

adalah juga orang-orang yang beriman, orang yang mem-

baca shalawat dan membaca Alquran serta perbuatan baik 

lainnya.   

Selain itu zaman semakin berkembang dan di setiap 

masa bahkan di setiap saat terjadi perubahan. Tentunya di-

perlukan kreasi-kreasi penting yang ditemukan baik dalam 

sosial, muamalat dan lainnya. Jika kreativitas ini harus 

mendapatkan contoh dari yang dilakukan orang-orang 

terdahulu maka hukum Islam tidak akan dapat berdialog 

dengan perubahan zaman.  

Hal yang sangat krusial dan yang perlu dipatri dalam 

pemikiran bahwa tidak semua perbuatan yang baik di masa 

sekarang harus pernah dilakukan pada masa sebelumnya. 

Bisa jadi karena perbedaan zaman, situasi, kondisi, karak-

ter dan perbedaan tempat membuat hal-hal yang baik terse-

but juga berbeda dipahami sehingga dalam mengaplikasi-

kan hal-hal yang baik juga mengalami perbedaan. Bisa jadi 

kebutuhan untuk melakukan hal yang baik ini belum ada 

pada masa sebelumnya sehingga orang-orang terdahulu 

pun tidak melakukannya. Oleh karena itulah hal-hal yang 

baik ini bisa saja dilakukan pada masa sekarang. Bahkan 

Nabi Muhammad sendiri telah menyatakan: 

سلَامُفُُِسَنَُُّمَنُْ
ِ
نَّةُ ُالإ نَةُ ُس   َ ا،ُفلََُ ُحَ  َ ُُبَِِاُعََِلَُُمَنُُْوَأَجْرُ ُأَجْر 

، ورِهُُِّمِنُينَْق صَُُأَ ُُْغَ ُُِمِنُُْبعَْدَه  سلَامُفُُِسَنَُُّوَمَنُْ.ُشََءمُُأُج 
ِ
ُالإ
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نَّةُ  ْةَُ ُس   َ ا،ُعلَيَهُُكََ َُُسَ لِ ُأَ ُُْغَْ ُُِمِنُُُْبعَْدِهِ،ُمِنُُْبَِِاُعََِلَُُمَنُُْوَوِزْرُ ُوِزْر 

ءمُُ)رواهُم ل(186  ينَْق صَُُمِنُُْأَوزَارِهُُِّْشََْ

“Siapa saja yang mencontohkan (memulai) sunah (perbuat-

an) yang baik dalam Islam maka ia mendapatkan pahalanya 

dan pahala orang yang mengamalkan perbuatan tersebut 

setelahnya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala me-

reka. Sebaliknya siapa saja yang mencontohkan perbuatan 

yang buruk maka ia menanggung dosa dari perbuatannya 

dan dosa orang yang melakukannya setelahnya, tanpa 

berkurang sedikit pun dari dosa mereka.”  

Hadis di atas menjelaskan tentang orang-orang yang 

mencontohkan model-model kebaikan akan mendapatkan 

pahala. Pahala ini terus menerus diperolehnya jika diikuti 

dan diamalkan oleh orang-orang sesudahnya. Begitu juga 

sebaliknya jika membuat model-model keburukan.  

Hal yang harus ditangkap dari hadis di atas adalah di-

akuinya kreativitas dalam praktik keagamaan. Misalnya 

hal-hal baru dalam bidang keagamaan yang tidak ada di 

masa sahabat seperti pembukuan hadits secara besar-besar-

an, perkembangan ilmu pengetahuan keislaman yang tidak 

terhitung jumlahnya. Namun semua kaum muslimin me-

nyepakati hal itu sebagai kebaikan yang tak boleh diperma-

salahkan atas nama bid‘ah atau atas nama apapun. Metode-

metode baru dalam dunia ibadah mah}d}ah juga berkembang, 

seperti metode membaca dan menghapal Alquran dengan 

 

 
186Al-Naisa>bu>ri>, S}ah}i>h} Muslim, 1234. 
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cepat serta metode salat khusyuk yang disosialisasikan 

bahkan dikomersilkan oleh sebagian kalangan. 

Menjadikan kata “sunnah” untuk promosi bisnis juga 

tidak pernah dilakukan para sahabat. Misalnya baju sun-

nah, celana sunnah, perumahan sunnah, kolam renang sun-

nah dan lainnya adalah hal yang seluruhnya baru. Apakah 

menggunakan kata sunnah untuk promosi bisnis seperti ini 

pernah diajarkan atau dilakukan para sahabat?. Tentu saja 

tidak pernah, tetapi selama masih sejalan dan mengandung 

kebaikan maka penamaan tersebut pun boleh dilakukan. 

Jika tetap berpedoman dengan ungkapan ( اناَُُلاوَْ يْاًُُك     ا ُخا

وْناَ ق    ب   ا هَُُِلاس                ا إلِ  اي       ْ ), maka Sahabat Nabi yaitu Abu Bakar ash-

Shiddiq yang memandang baik untuk memerangi orang 

yang tidak mau membayar zakat, harusnya Rasulullah te-

lah lebih dahulu memerangi mereka karena Rasulullah me-

miliki semangat yang luar bisa dalam menegakkan ke-

baikan, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Begitu 

juga seandainya Abu Bakar menunjuk Umar secara lang-

sung sebagai khalifah penggantinya sebelum ia meninggal 

adalah hal yang baik maka pasti Rasulullah sudah menda-

huluinya dengan cara menunjuk Abu Bakar secara lang-

sung untuk menjadi khalifah. Namun kenyataannya tidak 

seperti itu. Begitu juga ketika Umar menjadi khalifah. Ia 

menentukan pelaksanaan salat tarawih setiap malam Ra-

madhan setelah Isya. Hal yang sama Umar juga mendirikan 

Baitul Mal. Kedua hal ini adalah baik dan harusnya Abu 

Bakar sudah mendahului melakukannya, tetapi pada ke-

nyataannya tidak seperti itu.  
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Jawaban dari semua ini adalah pada waktu sebelumnya 

bisa jadi belum dibutuhkan hal-hal yang baik dan baru itu. 

Namun pada masa berikutnya karena bisa jadi adanya 

perubahan zaman dan waktu hal-hal baru ini dibutuhkan. 

Contoh ini dapat dijadikan sebagai cermin oleh masyarakat 

yang hidup di zaman sekarang. Semua itu tujuannya tidak 

lain agar masyarakat tidak gegabah menyatakan orang lain 

keliru, salah, tidak benar, sesat atau lainnya. Justru sebe-

narnya agar menjadi orang yang arif dan inklusif tentunya 

kaidah adat, ‘urf atau kebiasaan mesti menjadi bagian 

hidup masyarakat muslim sekarang dan akan datang.   

4. Sub-Sub Kaidah Beserta Contoh 

Sub-sub dari kaidah “al-‘a >dah muh}akkamah ” adalah 

sebagai berikut: 

a. Kaidah Kebiasaan Masyarakat Umum menjadi Hujjah  

ُُبَِِا187ُ ُيََِ  ُُالْعَمَلُ  ةمُ جَّ ُالنَّاسُُِح  تِعْمَالُ  س ْ
ِ
 ا

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah 

(alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan”. 

Contoh kaidah ini adalah: 

1) Tukang jahit membuatkan baju atau pakaian jenis 

lainnya. Sudah menjadi adat, ‘urf atau kebiasaan bah-

wa benang, jarum dan lainnya disediakan oleh tukang 

jahit.  

 

 
187Ibra>hi>m Muh}ammad Mah}mu>d Al-H}ariri>, Al-Madkhal Ila> Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah 

Al-Kulliyah (Amma>n, Urdun, 1998), 111. 
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2) Kebiasaan dalam membeli perabotan rumah tangga 

bahwa alamat pembeli berada di kota itu juga maka 

biaya antar perabotan tersebut ditanggung oleh pen-

jual; 

3) Ada seorang tetangga memberikan makanan kepada 

tetangga sebelah rumahnya. Makanan tersebut dima-

sukkan ke dalam suatu wadah seperti piring atau 

mangkuk atau wadah lainnya yang bernilai. Tetangga 

yang menerima makanan tersebut wajib mengem-

balikan wadah itu karena kebiasaan masyarakat adalah 

hanya memberikan makanan bukan dengan wadahnya;  

4) Apa saja yang menjadi kebiasaan masyarakat secara 

umum dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan me-

tode untuk menetapkan status hukum suatu persoalan. 

Hal ini berlaku secara umum sepanjang tidak berten-

tangan dengan syarak.  

b. Kaidah Adat atau ‘Urf yang Diakui adalah yang Terus 

Menerus Dilakukan 

ذَاُُاِضْطَرَدَتُُْأَوُُْغلَبََت188ُْ
ِ
ُا ُاْلعَادَةُ  َّمَاُُت عتَبَُ  ن

ِ
 ا

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu 

hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku 

umum” 

Maksud kaidah ini ‘urf, adat atau kebiasaan sebagai 

pertimbangan dalam penegakan hukum haruslah ‘urf yang 

konsisten dan umum diterapkan dalam masyarakat. ‘Urf 

tersebut haruslah telah menjadi kebiasaan yang mapan dan 

 

 
188Al-H}ariri>, 113. 
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berkelanjutan atau telah diakui secara luas dalam ma-

syarakat. Contohnya:  

1) Jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang ter-

libat dalam sebuah transaksi bisnis maka pengadilan 

mempertimbangkan praktik atau kebiasaan yang 

umum dalam industri tersebut. Misalnya, jika suatu 

klaim konsumen terkait dengan kualitas suatu produk, 

pengadilan mungkin bisa mempertimbangkan praktik 

umum di industri tersebut untuk menentukan standar 

kualitas yang diharapkan. 

2) Dalam kasus perceraian di suatu negara, pengadilan 

biasanya mempertimbangkan adat dan kebiasaan yang 

umum di masyarakat terkait dengan pembagian harta 

bersama, hak asuh anak, dan masalah lainnya. Misal-

nya, jika suatu daerah memiliki kebiasaan untuk mem-

berikan hak asuh anak kepada ibu setelah perceraian, 

pengadilan mungkin akan mempertimbangkan adat 

tersebut dalam memutuskan kasus perceraian. 

3) Dalam suatu kasus pidana, pengadilan bisa memper-

timbangkan adat atau praktik yang umum dalam me-

netapkan hukuman kepada terdakwa. Misalnya, jika 

suatu tindak pidana terkait dengan kejahatan ekonomi, 

pengadilan mungkin akan mempertimbangkan sanksi 

yang sesuai dengan praktik yang umum diterapkan 

dalam kasus serupa di masa lalu. 
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c. Kaidah Adat atau ‘Urf yang Diakui adalah yang Dikenal 

dengan Baik 

ُُِلَإللِنَّادِر189ُ ائعِ ُللِْغَالِِ ُُالشَّ ةُ   اَلْعِبَْ

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang 

dikenal manusia bukan yang jarang terjadi” 

عْتَادُُِلإَُُبِِلنَّادِر190ُُُِ َّمَاُيََِ  ُُأَ ُُْيكَ وْ َُُبِِلْم  ن
ِ
ُا كُْ   اَلحْ 

“Hukum itu seharusnya didasarkan pada yang umumnya 

atau yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi” 

Ketiga kaidah di atas memiliki maksud yang sama 

bahwa suatu kebiasaan itu mesti telah berlaku dan dikenal 

oleh umum atau sebagian besar masyarakat sudah menge-

tahui tentang kebiasaan tersebut. Jika hanya dilakukan se-

sekali atau jarang terjadi di suatu masyarakat maka tidak 

dapat dikatakan sebagai adat, ‘urf atau kebiasaan. Terma-

suk kebiasaan-kebiasaan di dalam rumah tangga masing-

masing atau dilakukan oleh perindividu. Hal seperti ini 

hanya dikenal oleh mereka dan tidak berlaku untuk seba-

gian besar masyarakat. Dengan demikian kebiasaan di 

dalam rumah tangga atau individu tidak termasuk adat, 

‘urf atau kebiasaan yang dapat digunakan atau digenera-

lisasikan untuk hukum di masyarakat secara umum, tetapi 

ia dapat menjadi hukum yang berlaku untuk di rumah tang-

 

 
189Al-H}ariri>, 113. 
190Muh}ammad bin Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Rusyd Al-Qurt}ubi>, Bida>yah Al-

Mujtahid Wa Niha>yah Al-Muqtas}id (Amman, Yordania: Bait al-Afka>r ad-Daulawiyah, 

2007), 889. 
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ga mereka atau juga untuk individu mereka masing-ma-

sing.  

Banyak hal yang dapat dijadikan contoh untuk kaidah 

di atas. Misalnya dapat melihat kembali pada penjelasan 

sebelumnya tentang adat atau ‘urf dilihat dari objek khu-

susnya pada bahasan adat atau ‘urf fi‘li>. Salah satu contoh 

misalnya tentang membaca salawat secara bersama-sama 

dengan suara keras dan berirama. Membaca salawat de-

ngan versi seperti ini dikenal baik oleh masyarakat dan 

bahkan diketahui juga oleh orang-orang yang berbeda ideo-

logi dengannya. Oleh karena itu hal yang seperti ini tidak 

lain disebut sebagai adat, ‘urf atau kebiasaan. 

d. Kaidah Adat yang Sudah Dikenal dengan Baik Sama 

seperti Syarat 

ا191 ط  وْطُُِشََْ رْف اُكََلْمَشَّْ  ُُُع  وْف   اَلْمَعْر 

“Sesuatu yang telah dikenal karena ‘urf seperti yang disya-

ratkan dengan suatu syarat” 

Maksud kaidah di atas adalah sesuatu yang telah dike-

nal dan dianggap baik oleh ‘urf, kekuatannya sama seperti 

yang disyaratkan oleh syarak. Contoh kaidah ini adalah: 

1) Suatu kebiasaan yang telah dikenal dengan baik bahwa 

bayar biaya bermalam di hotel, makan di restoran, 

mandi di pemandian umum sesuai dengan harga yang 

telah ditentukan oleh pihak pengelola, tanpa ada pro-

ses tawar menawar di antara mereka; 

 

 
191Az-Zarqa>, Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘A<m: Ikhra>j Jadi>d, 1009. 
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2) Suatu kebiasaan yang telah dikenal dengan baik bahwa 

ketika bersama-sama membersihkan tempat fasilitas 

umum seperti jalan, parit dan termasuk juga member-

sihkan rumah ibadah atau panti asuhan tanpa harus di-

bayar, maka atas dasar kebiasaan itulah tidak ada 

bayaran bagi mereka yang ikut kerja. Oleh karena itu 

kerja ini disebut dengan kerja bakti atau gotong ro-

yong; 

3) Sudah menjadi kebiasaan misalnya di suatu daerah jika 

ada orang yang menyelenggarakan hajatan, tamu yang 

datang adalah sebanyak seisi rumah walaupun dalam 

undangan disebutkan nama kepala keluarga saja;    

4) Sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah jika meng-

gunakan jasa tukang bangunan untuk mendirikan ba-

ngunan, jasanya dihitung sesuai dengan kebiasaan di 

tempat tersebut. 

e. Kaidah Adat yang Dikenal Sesama Pebisnis Sama seperti 

Syarat 

وْطُُِبَ نَْْ م192ُْ ارُُِكََلْمَشَّْ  ُُُبيََُُْْالترجَّ وْف   اَلْمَعْر 

“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku 

sebagai syarat di antara mereka”. 

Kaidah di atas hanya mengkhususkan adat atau ‘urf di 

antara para pedagang saja. Adapun maksud kaidah tersebut 

bahwa suatu kebiasaan yang disepakati di antara para pe-

dagang bagaikan syarat yang harus dipenuhi di antara 

mereka. Contoh kaidah ini adalah: 
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1) Kebiasaan para pedagang tidak menjual barang sesama 

mereka dengan kontan, seperti seorang distributor me-

nitipkan barang terlebih dahulu di toko penjual. Bebe-

rapa hari kemudian distributor ini datang mengambil 

pembayaran harga barang sebelumnya dan selanjutnya 

menitipkan barang baru. Begitulah terus menerus se-

perti ini; 

2) Kebiasaan para pedagang menggunakan akad jual beli 

salam. Akad jual beli salam ini adalah akad di saat 

tidak ada barangnya di hadapan dengan cara memba-

yarkan harga barang di awal dan setelah itu baru ba-

rang dikirimkan oleh penjual;  

3) Di taman buah disiapkan buah-buah yang siap ditim-

bang. Namun para pengunjung dapat memetik sendiri 

buahnya. Kebiasaan yang berlaku di daerah itu bahwa 

jika langsung membeli buah yang sudah dipetik har-

ganya lebih murah daripada memetik sendiri. 

f. Kaidah Ketetapan Adat atau ‘Urf setara Ketetapan Nas   

193ُ ِ وْفُُِكََلتَّعْيِيُُِْْبِِلنَّصل ُبِِلْمَعْر   اَلتَّعْيِيُْْ 

“Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan 

nas” 

Maksud dari kaidah di atas kedudukan hukum yang 

ditetapkan berdasarkan adat, ‘urf atau kebiasaan, posisinya 

bisa lebih sama dengan kedudukan hukum yang ditetapkan 

berdasarkan nas. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan 

berdasarkan adat, ‘urf atau kebiasaan mestinya dapat dite-
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rima dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Terlebih lagi 

jika hukum tersebut diputuskan oleh hakim yang diakui 

kredibilitasnya. Contoh kaidah ini adalah: 

1) Seseorang menyewa mobil. Dalam kebiasaan masyara-

kat, setelah penyewa menyewa mobil kepada yang 

menyewakan, maka si penyewa memiliki hak penuh 

untuk menggunakan mobil tersebut secara maksimal 

selama masih dalam batas yang dibenarkan. Misalnya 

membawa barang sesuai dengan kapasitas yang dibe-

narkan atau membawa keluarganya selama mobil itu 

masih muat untuk ditumpangi; 

2) Ada orang menyewa rumah. Dalam kebiasaan masya-

rakat setempat bahwa yang membayar listrik, PDAM, 

jaringan internet, semuanya menjadi tanggung jawab 

si penyewa. 

3) Mengadakan perjanjian adat bagi calon mempelai sua-

mi istri menjelang pernikahan. Berdasarkan ketentuan 

adat, perjanjian ini penting dilakukan untuk menjaga 

hak-hak adat masing-masing. 

g. Kaidah Sesuatu yang tidak Berlaku Karena Adat Sama 

seperti Tidak Ada 

194 ُُِحَقِيْقَةُ  مْتنَعِ ُكََلْم  ُعاَدَةُ  مْتنَعُِ   اَلْم 

“Sesuatu yang tidak berlaku karena atau berdasarkan adat, 

maka hukumnya sama seperti yang tidak berlaku (tidak 

ada) dalam kenyataan” 

 

 
194Az-Zarqa>, 989. 
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Maksud kaidah di atas bahwa jika suatu hal secara pe-

mikiran saja tidak terjadi berdasarkan adat, ‘urf atau kebia-

saan maka dalam kenyataannya juga tidak mungkin terjadi. 

Artinya dengan kata al-mumtani‘ a >dah adalah untuk me-

nunjukkan “sangat kecil kemungkinan terjadinya sesuatu”, 

sementara kata al-mumtani‘ haqi >qah} adalah “sangat mus-

tahil akan terjadi”. Contohnya adalah: 

1) Jika seorang laki-laki dan perempuan selesai mengada-

kan akad nikah dan langsung berkumpul sebagai suami 

istri, tiba-tiba keesokan hari si perempuan ini menya-

takan bahwa ia belum menerima mahar dari laki-laki 

yang menjadi suaminya. Pernyataan perempuan ini 

tidak bisa diterima atau tidak mungkin terjadi karena 

kebiasaannya mahar harus diserahkan sebelum kedua-

nya berkumpul atau si istri baru menyerahkan dirinya 

setelah ia menerima mahar; 

2) Ada orang mengaku barang yang dimiliki orang lain 

sebagai barang miliknya, sementara ia sendiri tidak 

memiliki bukti terhadap kepemilikan tersebut dan ti-

dak dapat menjelaskan asal usul barang itu yang ke-

mudian menjadi miliknya serta kemudian beralih ke 

orang lain. Ia tidak dapat menjelaskan kepemilikannya 

yang kemudian pengakuan ini pun dipandang tidak ada 

karena secara kebiasaan tidak mungkin hal ini terjadi.   
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h. Kaidah Arti Hakikat Ditinggalkan Karena Ada Arti 

Menurut Adat 

ُبِدِلَإلَُُِاْلعَادَة195ُِ كُ  ُت تََْ  اَلحَْقِيْقَةُ 

“Arti hakikat ditinggalkan karena ada petunjuk arti me-

nurut adat” 

Maksud dari kaidah ini bahwa ketika terjadi perten-

tangan antara hakikat dengan majaz, maka yang lebih 

diutamakan atau dikuatkan adalah yang hakikat. Namun 

ketika terjadi pertentangan antara hakikat (bahasa) dengan 

adat, ‘urf atau kebiasaan maka yang diutamakan untuk 

digunakan dalam pertimbangan hukum adalah adat, ‘urf 

atau kebiasaan bukan makna hakikat dari bahasa. Contoh 

kaidah di atas adalah: 

1) Ada orang tua mengingatkan anaknya agar berhati-

hati bermain dan jangan sampai ke pinggir jalan nanti 

bisa ditabrak honda. Kata honda yang digunakan orang 

tua ini mesti dikembalikan kepada adat atau kebiasaan 

masyarakat setempat dalam memahami honda, karena 

kendaraan yang lewat di jalan beragam nama yang ti-

dak hanya dilewati oleh honda; 

2) Ada juga orang menggunakan bahasa misalnya “nanti 

saya kasih buku ini ke anda”. Pemahaman dari segi 

bahasa bahwa ada orang yang mau memberikan atau 

menghibahkan bukunya ke orang lain. Namun kebiasa-

an di suatu daerah, kata “kasih” tersebut bukan mak-

sudnya sebagai hibah atau pemberian tetapi bahasa 

halus untuk maksudnya menjual. Oleh karena itu, 
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maka yang dipedomani adalah makna berdasarkan ke-

biasaan tersebut; 

3) Terjadi jual beli dengan sistem panjar dengan harga 

yang sudah disepakati. Beberapa waktu kemudian ter-

nyata harga barang naik, maka penjual tidak diperbo-

lehkan membatalkan jual beli tersebut atau merubah 

harga atau menjual barang yang sudah dibayar panjar 

tersebut ke orang lain. Ketidakbolehan ini karena adat, 

‘urf atau kebiasaan masyarakat setempat bahwa jika 

telah terjadi pembayaran harga barang walaupun ha-

nya sebagian maka dipandang telah terjadi akad jual 

beli; 

4) Ada orang berkata “saya wakafkan tanah ini untuk 

mendirikan sekolah”. Permasalahannya orang yang 

mewakafkan (wa>kif) tidak menyebutkan sekolah se-

perti apa yang dimaksud dari ucapannya. Namun ke-

biasaan masyarakat setempat jika ada orang berwakaf 

biasanya bertujuan untuk kepentingan agama, maka 

berdasarkan kebiasaan tersebut dipahami bahwa yang 

dimaksud dengan sekolah di atas dapat berupa sekolah 

agama, madrasah atau pondok pesantren. 

i. Kaidah Izin Menurut Adat sama seperti Izin Menurut 

Lafal  

َّلفْظِى196ُْ ذْ ُُِال
ِ
رْفُُِكََلإ ُالْع  ذْ ُ 

ِ
 اَلإ

“Izin menurut adat sama seperti izin menurut lafal” 

 

 
196Ar-Rah}ma>n, Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Al-Mustakhrajah Min Kita>b I’la>m Al-
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Contoh kaidah ini adalah: 

1) Di suatu daerah berlaku kebiasaan untuk tidak perlu 

lagi mempersilahkan kepada para tamu menyantap hi-

dangan yang sudah disiapkan, karena dengan dihidan-

kan makanan tersebut berarti sudah bermakna mem-

persilahkan; 

2) Di sebuah daerah, terdapat sebuah kebiasaan masyara-

kat setempat jika ada tamu dari luar daerahnya selalu 

bermalam di sebuah penginapan di tempat tersebut 

dengan gratis. Selanjutnya karena selalu berulang kali 

terjadi, akhirnya tamu yang sudah hafal tinggal me-

nuju penginapan tersebut tanpa sebelumnya menda-

patkan penjelasan dari tuan pimpinan di daerah itu; 

3) Masuk ke dalam kamar mandi umum walaupun tidak 

sempat bicara atau berakad dengan pemilik kamar 

mandi tersebut’ 

4) Di suatu daerah jika ada buah jatuh sekalipun di ha-

laman rumah yang punya tanaman maka siapa yang le-

bih dahulu melihat maka ia yang berhak mendapat-

kannya.  

j. Kaidah Setiap Aturan yang tidak Ada Pembatasannya 

Dikembalikan kepada ‘Urf 

رُ ْعُ ُُبِهُُِمَاوَرَدَُُكُ  طْلقَ اُالشََّّ رلغَةَُُوَلإَُُُفِيْهُُِلَُِ ُضَابِطَُوَلَإُُم  لَىُُفِيْهُُِي رْجَعُ ُال
ِ
ُُا

رْف197ُِ  الْع 

 

 
197Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), 93. 
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“Setiap aturan yang ditentukan oleh syarak secara mutlak 

dan tidak ada pembatasannya baik dalam syarak atau 

dalam aturan bahasa maka ketentuannya dikembalikan 

kepada kebiasaan (‘urf).” 

1) Konsep wakaf dalam Islam mengacu pada wakaf atau 

penyisihan harta untuk tujuan amal. Namun hukum 

syarak tidak memberikan batasan yang jelas tentang 

jenis harta apa yang dapat diwakafkan. Oleh karena itu 

hal ini dikembalikan kepada kebiasaan atau praktik 

umum di masyarakat terkait dengan jenis harta yang 

bisa diwakafkan, misalnya tanah, bangunan, atau harta 

lainnya. 

2) Waktu-waktu shalat sudah ditentukan oleh syarak, 

tetapi ketentuan tentang waktu-waktu ini tidak men-

cakup situasi tertentu seperti dalam kondisi ekstrem 

cuaca atau ketika terdapat kendala lain yang membuat 

penentuan waktu sulit. Dalam kasus-kasus seperti itu, 

kebiasaan atau praktik umum di masyarakat terkait 

dengan penentuan waktu shalat dapat menjadi pedo-

man bagi umat Muslim untuk menentukan waktu 

shalat. 

3) Si A meminta tolong kepada si B menjualkan motor-

nya tanpa menyebutkan upahnya. Ketika motor itu 

terjual, si A memberikan komisi kepada si B sesuai de-

ngan kebiasaan yang berlaku. 
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k. Kaidah Hukum Bisa Berubah atau Berbeda karena 

Zaman, Tempat, Situasi Kondisi, Niat dan Adat  

ُُِاْلَْزْمِنةَُُُِوَالَْْمْكِنةَُُُِوَاْلَْحْوَال198ُِ ُاْلَْحْكَمَُُِبِتَغَ ر  ُ ُتغََ ر  لَإي نْكَرُ 

“Tidak dipungkiri perubahan pada hukum tergantung 

dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan” 

 ُ ُُِِ َْ ِ ُُوَاْ تلَِاف هَاُاْلفَتْوَىُتغََ ر ُوَالنليَِّاتُُِوَاْلَْحْوَالُُِوَالَْْمْكِنةَُُِاْلَْزْمِنةَُُِتغََ ر

 وَاْلعَوَائد199ُِِ

“Perubahan fatwa dan perbedaan di dalamnya tergantung 

dengan perubahan zaman, tempat, situasi kondisi, niat dan 

adat istiadat” 

Maksud dari dua kaidah di atas bahwa hukum Islam 

itu adalah elastis, tidak kaku, siap berdialog dengan per-

ubahan zaman, perbedaan tempat situasi dan kondisi, niat 

atau tujuan dan termasuk juga perbedaan adat, ‘urf atau 

kebiasaan. Kaidah ini juga mengajarkan kepada umat ten-

tang keragaman khususnya dalam persoalan budaya, sikap, 

sopan santun dan adat atau ‘urf. Dengan memahami 

keragaman tersebut, seseorang tidak kaku dalam beragama 

dan tidak berpandangan hitam putih ketika melihat orang 

lain yang berbeda dengannya. Justru berpaham pada 

keragaman ini menjadikan setiap orang menjadi seorang 

yang inklusif dan dapat menerima adanya perbedaan. 

Orang yang berpandangan seperti ini tidak gampang cepat 

menyimpulkan salah pada orang lain, termasuk juga tidak 

 

 
198Az-Zarqa>, Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘A<m: Ikhra>j Jadi>d, 1009. 
199Ar-Rah}ma>n, Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Al-Mustakhrajah Min Kita>b I’la>m Al-

Muwaqqi’i>n, 373. 
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gampang mengatakan orang lain melakukan hal yang 

bid‘ah bahkan tidak gampang juga menyatakan orang lain 

sesat. Alasannya karena perbedaan adalah sebuah kenisca-

yaan dan hampir dapat dipastikan masing-masing orang 

yang berbeda juga memiliki dalil yang menguatkan pan-

dangan mereka. Salah satu dalil tersebut tidak lain adalah 

adat, ‘urf atau kebiasaan. Terjadinya perbedaan adat, ‘urf 

atau kebiasaan dapat menyebabkan terjadinya perbedaan 

hukum.     

Dengan demikian, sebenarnya hukum Islam itu mudah 

dan sama sekali tidak memberatkan karena sebagaimana 

spirit dari kaidah di atas menunjukkan bahwa hukum Islam 

selalu berupaya memberikan solusi yang tidak hanya 

bersifat teoretis tetapi juga bersifat praktis.  

Contoh khusus yang berkaitan dengan adat, ‘urf atau 

kebiasaan adalah sebagai berikut: 

1) Adanya perjanjian adat di suatu daerah yang bisa jadi 

tidak ada di daerah lain atau adanya perbedaan dalam 

perjanjian adat pada masing-masing daerah; 

2) Adanya perbedaan adat atau kebiasaan dalam menjal-

ankan proses perkawinan di masing-masing daerah; 

3) Adanya perbedaan adat atau kebiasaan dalam kehidup-

an sosial dan keagamaan baik berkaitan dari lahirnya 

seseorang sampai wafatnya di masing-masing daerah 

atau di masing-masing suku di Indonesia dipastikan 

terdapat perbedaan kebiasaan. Misalnya sejak lahir, 

ada prosesi penyambutan bayi, kemudian di hari yang 

ditentukan bayi tersebut diberikan nama (tasmiyah). 

Setelah anak bisa berjalan ada yang melakukan prosesi 

dengan acara tertentu dan ketika semakin tumbuh 
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maka anak ini disunat. Selanjutnya sampai usia untuk 

berumah tangga anak pun dinikahkan dengan pasang-

annya dan sampai tumbuh dewasa, anak ini pun men-

jadi orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap 

orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. 

Ketika ajal tiba si anak yang menjadi orang tua pun 

meninggal dunia yang kemudian diadakan penyeleng-

garaan jenazah yang dilakukan oleh ahli warisnya. Be-

gitulah seterusnya siklus kehidupan manusia. Dalam 

setiap tahapan yang dijelaskan secara umum di atas, 

dipastikan ada prosesi-prosesi yang dilakukan setiap 

masyarakat dan dipastikan pula di samping ada persa-

maan juga ada perbedaan di antara masyarakat ini. 

Perbedaan ini tidak lain adalah di samping adanya 

perbedaan kecenderungan, kemampuan finansial, ilmu 

pengetahuan juga salah satunya adalah karena perbe-

daan adat, ‘urf atau kebiasaan. Hukum Islam sebagai-

mana yang terkandung dalam kaidah di atas adalah 

hukum yang fleksibel, luwes, harmonis, dialogis, nego-

siatif, dan selalu berupaya untuk menyesuaikan de-

ngan perkembangan zaman.  
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BAB IV 

KAIDAH-KAIDAH FIKIH 
KULLIYAH GAIR AL-ASA >SIYAH 
YANG DISEPAKATI PARA 
ULAMA 

A. Empat Puluh Kaidah dalam Kitab al-Asyba>h 
wa an-Naz }a>’ir as-Suyu>t}i> 

alam kitab al-Asyba>h wa an-Naz}a>’ir as-Suyu>t}i>, di samping 

ada 5 kaidah induk beserta dengan sub-subnya juga ada 

bahasan tersendiri yang terdiri dari kaidah-kaidah kulliyah 

yang bukan induk (gair al-asa>siyah). Jumlah kaidah ini sebanyak 

empat puluh yang akan dijelaskan sebagai berikut:  

 

 

 

 

D 
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1. Kaidah Suatu Ijtihad Tidak Dapat Dibatalkan oleh Ijtihad 

Lain 

جْتِِاَد200ُِ
ِ
ُُبِِلْإ ُلَإينَْق ض  جْتِِاَدُ 

ِ
 اَلْإ

“Hasil suatu ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad 

yang lain” 

ُُبِمِثل201ُِِْ  ُلَإينَْق ض  جْتِِاَدُ 
ِ
 اَلْإ

“Hasil suatu ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh yang sama hasil 

ijtihad” 

a. Penjelasan dan Contoh Kaidah 

Kaidah ini menjelaskan bahwa hasil ijtihad pada suatu 

persoalan yang dilakukan sebelumnya tetap berlaku dan 

tidak bisa dibatalkan hanya karena ada ijtihad yang baru 

dalam persoalan yang sama juga. Hasil ijtihad ini bisa ber-

laku secara sendiri-sendiri oleh pengikut masing-masing 

karena kedudukan masing-masing ijtihad adalah sama.  

Oleh karena itu berdasarkan kaidah ini dapat disaksi-

kan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama ten-

tang satu persoalan seperti batal atau tidaknya seorang la-

ki-laki bersentuhan kulit atau tersentuh tidak secara se-

ngaja. Hasil kajian para ulama berbeda-beda, ada yang 

menyatakan batal walaupun tidak sengaja, ada juga menga-

takan tidak batal selagi tidak bernafsu, tetapi ada juga yang 

mengatakan walaupun bernafsu tetap tidak batal. Jika dili-

hat dari dalil yang digunakan sebenarnya pendapat-penda-

 

 
200As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 

101. 

201Az-Zarqa>, Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘A<m: Ikhra>j Jadi>d, 1077. 
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pat yang berbeda ini menggunakan dalil yang sama. Namun 

bisa menghasilkan pemikiran yang berbeda-beda. Namun 

demikian, semuanya berkedudukan sama yaitu sama-sama 

hasil ijtihad yang tidak membatalkan pada yang lain. 

b. Pengecualian dari Kaidah 

Kendatipun demikian, ternyata ada pengecualian dari 

kaidah di atas. Maksudnya pembatalan hasil ijtihad masih 

bisa terjadi dengan berbagai pertimbangan sebagai beri-

kut:202 

1) Hasil ijtihad terbaru lebih kuat dari hasil ijtihad sebe-

lumnya, seperti qawl al-al-qadi>m diubah oleh qawl al-

jadi>d Imam Syafi’i>; 

2) Hasil ijtihad sebelumnya menurut hasil kajian kurang 

atau tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang, se-

hingga hasil kajian tersebut perlu dikaji ulang. Hal ini 

sesuai dengan semangat kaidah berikut ini 

ُُِاْلَْزْمِنةَُُُِوَالَْْمْكِنةَُُُِوَاْلَْحْوَال203ُِ ُاْلَْحْكَمَُُِبِتَغَ ر  ُ ُتغََ ر  لَإي نْكَرُ 

“Tidak dipungkiri perubahan pada hukum tergantung 

dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan” 

3) Hasil ijtihad sebelumnya baik secara teks atau pun 

konteks terbukti bertentangan dengan nas yang qat}‘i > 

 

 
202Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istinbath 

Hukum Islam, 145. 

203Az-Zarqa>, Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘A<m: Ikhra>j Jadi>d, 1009. 
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atau bertentangan juga dengan hasil ijma>‘ s}ari>h}204 atau 

bertentangan juga dengan hasil dari qiya>s jali>205;  
4) Hasil ijtihad yang dilakukan sebelumnya terbukti 

tidak memiliki landasan atau dalil dan metodologi; 
5) Ada juga mengatakan bahwa hasil ijtihad sebelumnya 

ini tidak sesuai dengan pendapat empat mazhab; 
6) Hasil ijtihad sebelumnya ini ternyata disampaikan 

oleh orang yang berkompeten atau tidak ahli di bidang 

hukum Islam.206 
Jika ada hasil ijtihad dapat dibuktikan ada yang 

bertentangan dengan beberapa hal yang disebutkan di atas, 

maka seyogyanya hasil ijtihad tersebut dapat dibatalkan. 

Terlebih lagi di zaman sekarang, banyak kajian-kajian yang 

ditemukan di berbagai media sosial dan bahkan tidak se-

dikit ditemukan orang yang berfatwa dengan berbagai 

ragam pendapat. Tentunya bagi yang memiliki pemikiran 

kritis, sebelum mengikuti pendapat tersebut selayaknya 

mengetahui dan mempelajari profil orang yang berpenda-

pat itu, sehingga bisa terhindar dari ikut-ikutan (taqli>d) 

terhadap suatu pendapat. 

Bahaya besar akan muncul jika yang berijtihad adalah 

orang yang tidak ahlinya. Tentunya sebagai orang yang 

cerdas akan memahami bahaya ini. Jika hal ini digam-

barkan ke dalam bahasa yang lain, misalnya ada seseorang 

yang kerusakan kendaraan yang kemudian bermaksud 

 

 
204Lihat penjelasan tentang ijma>‘ dalam Helim, Metodologi Penetapan Hukum 

Islam: Ushul Fiqh Praktis (1), 83. 
205Helim, 88. 

206Darmawan, Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah, 63.- 
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memperbaiki kendaraannya di bengkel. Di pertengahan 

proses perbaikan tersebut dipastikan pemilik kendaraan 

berkomunikasi dengan tukang bengkel. Misalnya di tengah 

komunikasi tersebut, si tukang bengkel ini mengakui bah-

wa ia belajar bongkar-bongkar mesin belajar secara oto-

didak dan sambil belajar di media sosial, kira-kira apakah 

si pemilik kendaraan masih mempercayakan kendaraannya 

kepada tukang bengkel tersebut atau pasrah dengan akibat 

yang akan dihadapi atau justru menghentikan pembong-

karan mesin itu. Begitu juga dengan agama, khususnya 

tentang hukum Islam, bagaimana jika yang berfatwa ada-

lah orang yang belajar secara otodidak yang diperolehnya 

dari media sosial? 

2. Kaidah Jika Haram dan Halal Bercampur, Menangkan yang 

Haram 

207 ُغ للِ َُُاْلحرََامُ  ُوَالحَْرَامُ  ذَاُاجْتَمَعَُُُالحَْلَالُ 
ِ
 ا

“Apabila berkumpulnya yang halal dan yang haram maka 

dimenangkan (diutamakan) yang haram” 

a. Penjelasan dan Contoh Kaidah 

Kaidah di atas mengambil jalan ih}tiya>t} atau hati-hati. 

Namun pengambilan jalan tersebut adalah setelah dilaku-

kan pengkajian bahwa misalnya ada dua dalil yang terlihat 

bertentangan. Keduanya sama-sama kuat dan sepertinya 

membicarakan satu persoalan yang sama. Persoalannya ada 

yang mengharamkan, tetapi ada juga yang menghalalkan. 

 

 
207As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 

105. 
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Untuk lebih hati-hati maka diambillah jalan yaitu meng-

ambil pendapat yang mengharamkan. 

Namun jika ditemukan ternyata dalil tersebut tidak 

bertentangan dan bukan membahas persoalan yang sama 

atau dalil tersebut berjalan di jalan mereka masing-masing, 

tentunya sebagaimana prinsip dalam hukum Islam adalah 

mempermudah, maka yang diambil adalah pendapat yang 

membolehkan. 

Contoh untuk kaidah di atas adalah:  

1) Dalam kehidupan yang dihadapi dipastikan halal dan 

haram selalu bertemu bahkan bercampur sehingga su-

lit dihindari. Namun demikian, Islam tentu telah mem-

berikan batasan-batasan yang masih bisa dinegosiasi 

atau sudah berada di luar dari batasan yang diberikan. 

Oleh karena itu dengan batasan-batasan ini dan dari 

kaidah di atas tentunya yang diharapkan agar dapat le-

bih mengutamakan hukum yang dilarang;   

2) Hukum mengumpulkan (mempoligami) dua orang 

perempuan bersaudara dalam satu pernikahan. Yang 

satu merdeka dan yang satunya budak. Pada Q.S. al-

Nisa ayat 23 diharamkan mengumpulkan dua orang 

perempuan bersaudara dalam satu pernikahan, semen-

tara pada Q.S. al-Nisa ayat 24 dibolehkan mengumpul-

kan kedua perempuan bersaudara itu asalkan salah sa-

tunya merdeka dan yang satunya budak. Berdasarkan 

kaidah di atas dan telah difatwakan juga oleh Us\ma>n 

ibn ‘Affa>n bahwa untuk ih}tiya>t}-nya adalah mengambil 

hukum dilarang mengumpulkan dua orang perempuan 

bersaudara walaupun salah seorang dari keduanya ada 

yang budak; 
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3) Hukum bersenang-senang dengan istri yang lagi haid. 

Berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan Abu> Da>ud 

dibolehkan bersenang-senang dengan istri yang lagi 

haid dengan syarat tidak di bagian antara pusat dan 

lutut. Namun dalam hadis yang diriwayatkan imam 

Muslim bahwa yang dilarang hanya berjimak saja. Jika 

menggunakan kaidah di atas, maka yang diutamakan 

adalah hadis pertama. 

b. Pengecualian dari Kaidah208 

1) Ada dua ember air, yang satu kena najis dan yang satu 

lainnya suci, maka yang suci digunakan; 

2) Ada dua lembar sarung, yang satu kena najis dan yang 

satu lainnya suci, maka yang suci digunakan untuk 

salat. Sarung yang kena najis dalam keadaan tertentu 

bisa dipakai, karena itu ia tidak mutlak dilarang; 

3) Menurut pendapat yang terkuat dibolehkan bagi laki-

laki memakai sarung yang 50% dari sutera dan 50% 

dari katun;  

4) Burung yang ditembak atau dipanah, luka, jatuh dan 

mati. Sebab matinya bisa jadi karena ditembak atau 

dipanah, bisa juga karena jatuh, tetapi menurut hukum 

burung tersebut halal; 

5) Bermuamalah dengan orang yang sebagian hartanya 

haram, hukumnya makruh walaupun tidak berdosa jika 

tetap bermuamalah dengannya; 

 

 
208Moh Adib Bisri, Terjemah Al Faraidul Bahiyyah: Risalah Qawaid Fiqh (Indonesia: 

Menara Kudus, 1977), 33. 
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6) Menerima dari raja yang sebagian besar hartanya 

haram, terjadi perbedaan pendapat. Pendapat masyhur 

dibolehkan dan halal, sementara imam al-Ghazali 

mengharamkannya karena ih}tiya>t}; 

7) Binatang ternak yang halal memakan makanan yang 

haram, tetap masih halal dimakan; 

c. Masalah Tafri>q as-S}afqah 

Tafri>q as-s}afqah ini berkaitan dengan ada dua objek 

yang berisi halal dan haram tetapi disebut dalam satu akad, 

bisa dalam jual beli, hibah atau pun dalam nikah. 

Berdasarkan kaidah di atas maka yang dimenangkan adalah 

yang haram. Misalnya di dalam box mobil, lima ratus botol 

kecap dan lima ratus botol minuman keras yang dijual da-

lam satu akad. Akad semacam ini disebut tafri>q as-s}afqah. 

Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sah untuk 

kecapnya dan tidak sah untuk minuman keras. Namun ada 

juga yang secara keseluruhan mengharamkannya.209  

 d. Sub Kaidah 

ذَا
ِ
جْتَمَعَُُا

ِ
فَرُُِوَجَانِ  ُُالحَْضََُُِّجَانِ  ُُالعِْبَادَةُُِفُُُِا ُجَانِ  ُُغ للِ َُُال َّ

 الحَْض210ََُِّ

“Dalam ibadah, apabila berkumpul tidak bepergian dan 

bepergian maka yang dimenangkan tidak bepergian” 

 

 
209Bisri, 32. 
210As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 

113. 
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Misalnya seseorang bepergian melaksanakan salat 

zhuhur secara qas}r (2 rakaat). Ketika sampai waktu Ashar 

ia pun melaksanakan secara qas}r. Namun baru satu rakaat, 

kapal laut yang ditumpanginya memasuki pelabuhan kota 

tempat tinggalnya. Ia harus menyempurnakan salat Ashar 

menjadi 4 raka’at. Bagi orang yang naik pesawat, maka 

ukurannya adalah bandara. Jika yang bersangkutan tinggal 

di kota itu, maka ia harus melaksanakan salat secara sem-

purna; bukan qas}ar. Berbeda halnya jika tinggal di kota 

lain, maka ia boleh melakukan qas}r.  

Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa bukan 

kota sebagai batas melainkan desa atau kelurahan tempat 

tinggalnya. Jika menggunakan pendapat ini maka jika 

kelurahan bandara berbeda dengan kelurahan tempat ting-

gal, maka masih bisa melakukan secara qas}r. 

211 مَُُالْمَانِعُ  قْتَضَُُق دِل ُوَالْم  ذَاُتعََارَضَُُالمَْانِعُ 
ِ
 ا

“Apabila yang melarang dan yang menyuruh saling ber-

tentangan maka yang didahulukan adalah yang melarang” 

Misalnya orang yang mati syahid dalam keadaan junub 

mestinya dimandikan, tetapi karena ia syahid dilarang un-

tuk dimandikan. Menurut kaidah ini maka ia tidak diman-

dikan. 

Ada pengecualian dari kaidah ini. Misalnya banyak 

mayat bergelimpangan, ada syahid ada juga tidak, ada mus-

lim ada juga non muslim dan tidak bisa dibedakan, maka 

semuanya dimandikan dan disalatkan. Begitu juga perem-
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puan dilarang bepergian dalam jarak tertentu tanpa mah-

ram. Namun jika kepergiannya adalah karena hijrah baik 

hijrah fisik atau dalam bentuk maknawi seperti menuntut 

ilmu maka kepergiannya tidak dilarang asalkan selama 

kepergiannya ia menjaga diri, harkat dan martabatnya.    

3. Kaidah Makruh Mengutamakan Orang Lain dalam Ibadah 

وْهمُُوَفُُِغَْ َِ اُمَحْب وْبم212ُ ُبِِلْق رْبُُِمَكْر  يثْاَرُ 
ِ
 اَلْإ

“Mengutamakan orang lain dalam ibadah (i>s\a>r) dimakruhkan 

dan justru selain di bidang ibadah disenangi”  

 Maksud kaidah di atas mengalah dengan orang lain dalam 

lingkup ibadah hukumnya makruh tetapi mengalah dalam 

lingkup non ibadah justru mendapatkan pahala sunah. Contoh 

kaidah ini adalah: 

a. Mempersilahkan orang yang datang belakangan untuk 

duduk di shaf pertama ketika melaksanakan salat, semen-

tara diri pertama datang duduk di belakang; 

b. Dalam kondisi tertentu, i>s\a>r ini tidak hanya makruh tetapi 

haram. Misalnya karena melakukan i>s\a>r akhirnya hal yang 

sunah hukumnya makruh, tetapi jika i>s\a>r menyebabkan hal 

yang wajib tertinggal, akhirnya menjadi haram. 

Memang jika i>s\a>r dalam ibadah hukum asalnya adalah 

makruh. Namun dalam kasus tertentu bisa menjadi sunah. Mi-

salnya A dan B ikut salat berjamaah. Hanya saja, si A sempat 

masuk ke shaf jamaah lainnya, sementara si B tidak bisa masuk 

yang akhirnya sendirian di shaf belakang. Menurut hukum 
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sendirian di shaf hukumnya makruh. Akhirnya si B menarik si 

A agar si B tidak sendirian. Secara hukum sepertinya si A 

melakukan i>s\a>r dan dihukumi makruh, tetapi si A melakukan 

hal yang demikian karena ingin menolong B agar tidak jatuh 

dalam hukum makruh. Dengan alasan ini si A berpotensi men-

dapatkan pahala sunah.213    

4. Kaidah Hukum Pengikut Mengikuti yang Diikuti 

214 ُتَبِعمُ  اَلتَّابِعُ 

“Hukum pengikut adalah Mengikuti” 

Kaidah di atas memiliki beberapa sub kaidah yaitu: 

ك215ُِْ ُبِِلحْ  ُلإَُُي فْرَدُ   اَلتَّابِعُ 

“Pengikut tidak diberi hukum tersendiri” 

Misalnya menjual kambing dalam perut. Ini tidak boleh 

dijual secara tersendiri. Induknya yang dijual maka ikut juga 

terjual anak dalam perut.  

ق وْطُُِالْمَتْب وْع216ُِ ُيَْ ق ط ُبِ    اَلتَّابِعُ 

“Pengikut akan gugur dengan gugurnya yang diikuti” 

Misalnya dalam pemilu. Calon yang diusung tidak terpilih 

maka dengan sendirinya pengikut pun tidak mendapatkan apa-

apa. Selain itu tentang mengawini saudara perempuan istri 
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adalah tidak boleh. Namun ketika istri meninggal dunia, maka 

boleh menikahi saudaranya. Contoh lainnya tentang orang gila. 

Selama ia masih dalam keadaan gila maka selama itu juga ia 

tidak salat dan kewajiban lainnya. Contoh berikutnya tentang 

negara. Jaminan keamanan yang diberikan negara kepada 

masyarakat akan gugur dengan runtuhnya sebuah negara.  

217 ذَاُسَقطََُالَْْصْلُ 
ِ
ُيَْ ق ط ُا  اَلْفَرْعُ 

“Hukum cabang akan gugur ketika induknya gugur” 

Misalnya seorang suami tidak wajib menafkahi anak 

tirinya ketika si ibu anak tiri ini sudah dicerai. Hal ini karena 

nafkah kepada anak tiri sebagai cabang saja. Ketika si ibu sudah 

dicerai, maka tidak ada lagi kaitan dengan anak tiri. 

ُعلَىَُُالْمَتْب وْع218ُِ مُ  ُلَإيتََقَدَّ  اَلتَّابِعُ 

“Pengikut tidak boleh mendahului yang diikuti” 

Misalnya tentang imam dan makmum. Tidak disebut 

berjamaah dan tidak boleh jika gerakan-gerakan makmum 

mendahului gerakan imam.  

219 ُفُُِغَْ َِ اُ ُفُُِالتَّوَابِعُُِمَالإَُُي غْتَفَرُ   ي غْتَفَرُ 

“Dimaafkan ketika menjadi pengikut dan tidak dimaafkan 

ketika tidak menjadi pengikut (berdiri sendiri)” 
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Misalnya diharamkan bagi orang junub memegang mushaf 

Alquran, tetapi jika ia membawa koper yang di dalamnya ada 

pakaian dan ada juga mushaf maka hukumnya tidak haram.    

ا220 ُفِيْهُُِقصَْد  ن اُمَالإَُُُي غْتَفَرُ  يُُِْضِِْ ُفُُِالش َّ  ي غْتَفَرُ 

“Dimaafkan karena ikut-ikutan dan tidak dimaafkan kare-

na kesengajaan” 

Contoh kaidah ini sama seperti contoh tentang orang junub 

memegang mushaf. 

ُفُُِالَْْوَائِل221ُُُِ ُفُُِالثَّوَانُُِْمَالإَُُي غْتَفَرُ   ي غْتَفَرُ 

“Dimaafkan ketika di pertengahan dan tidak dimaafkan 

ketika di permulaan”  

Misalnya ada peraturan bangunan jarak rumah dengan 

jalan tidak boleh kurang dari 4 meter. Peraturan ini hanya 

berlaku pada orang yang ingin membangun rumah sejak dike-

luarkannya aturan ini. Aturan ini tidak berlaku pada orang yang 

telah membangun sebelum aturan ini keluar. 

َ ا222ُ ُبَِِاُأَوَاِ ر  ُبِمَاُلَإي ؤَكَّدُ  ق وْدُُِت ؤَكَّدُ  ُالعْ   أَوَئِلُ 

“Akad yang ketika di awal dikuatkan dan ketika di akhir 

tidak dikuatkan lagi” 

Misalnya seorang perempuan ketika mau menikah harus 

ada wali, tetapi ketika difasakh tidak perlu ada wali lagi. 
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5. Kaidah Segala Kebijakan Pimpinan untuk Kemaslahatan 

ُُبِِلْمَصْلحََة223ُِ عِيَةُُِمَن وْطم مَامُُِعلَىَُُالرَّ
ِ
ُُالْإ  تصَََرف 

“Segala kebijakan Imam (presiden sampai pimpinan paling 

bawah) mesti dikaitkan dengan kemaslahatan masyarakat 

banyak (rakyat atau bawahan)”  

Maksud dari kaidah di atas adalah segala kebijakan 

pemerintah harus bertujuan untuk memberikan kemaslahatan 

pada masyarkat baik dalam mencapai kebaikan atau menolak 

kemudaratan. Misalnya pemerintah membantu pembangunan 

atau perluasan bangunan dan tanah masjid, mengingat semakin 

bertambah dan padatnya penduduk. Begitu juga terkait dengan 

fasilitas-fasilitas umum lainnya termasuk juga berkaitan 

dengan peraturan yang dibuat mesti selalu berpihak pada 

rakyat. Penerimaan atau pemecatan, mutasi dan sebagainya 

mesti berdasarkan atas kemaslahatan rakyat.  

6. Kaidah Gugurnya Hukuman karena tidak Jelas atau Ragu 

بُْاَت224ُِ ُتَْ ق ط ُبِِلش ر وْدُ  د   اَلحْ 

“Hukuman menjadi gugur karena adanya ketidakjelasan atau 

masih meragukan” 

H}ad yang jamaknya h}udu>d adalah hukuman yang telah 

ditentukan kadarnya karena melanggar ketentuan Allah seperti 

hukum potong tangan kepada pencuri, hukuman rajam bagi 

pezina dan sebagainya. Contoh dari kaidah ini adalah:  
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a. Terlepasnya seorang terduga atau tersangka dari hukuman 

karena masih tidak jelasnya pelaku pencurian dan pelaku 

zina; 

b. Terlepasnya hukuman pada laki-laki yang mencium perem-

puan yang ia kira istrinya. Namun setelah diteliti ternyata 

ia mencium saudara kembar istrinya, karena waktu itu 

terjadinya pemadaman listrik. 

c. Terlepasnya hukuman pada laki-laki yang melakukan 

hubungan badan dari hasil nikah mut’ah karena ada ulama 

yang membolehkan dan ada juga tidak membolehkan.  

d. Terlepasnya hukuman pada laki-laki yang melakukan hu-

bungan badan dari hasil pernikahan tanpa wali karena ada 

ulama yang membolehkan dan ada juga tidak memboleh-

kan. 

7. Kaidah Orang Merdeka Lepas dari Tekanan Kekuasaan 

تَُُاْليَد225ُِ ُتََْ لُ  ُلإَُُيدَْخ  ررُ  اَلحْ 

“Orang yang merdeka tidak masuk dalam tekanan kekuasaan” 

 

Orang merdeka memiliki kebebasan berbuat dan bertindak 

sesuai dengan batas aturan layaknya seorang yang merdeka 

pada umumnya. Ia tidak di bawah tekanan selama menjalani 

kebebasannya, kecuali ia terkena kasus sehingga diproses di 

pengadilan bahkan dipenjara. Hal ini tentu di luar dari yang 

dimaksud kaidah. Misalnya seseorang dipenjara karena terbukti 

melakukan pelanggaran. Selama di penjara ia tidak boleh men-

dapatkan eksploitasi atau kemampuannya digunakan di luar 
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dari aturan yang cenderung melanggar atas hak-haknya sebagai 

orang yang merdeka. 

8. Kaidah Menjaga Sama Hukumnya dengan yang Dijaga 

226 وَُُحَرِيْمُُلَُِ  كْمُُمَا   ُح  ُلَُِ   اَلحَْرِيُْ 

“Status hukum bagi yang menjaga (mengikuti, mengitari) sama 

dengan apa yang dijaga (diikuti, dilingkari)” 

Kaidah ini mirip dengan wasilah atau media atau dalam 

ushul fiqh disebut kaidah metode az\-z\ari>‘ah. Kata al-h}ari>m ini 

perannya dapat menyampaikan kepada sesuatu. Oleh karena itu 

ia harus dijaga agar tidak merembet ke hal yang dijaga. Karena 

yang dijaga ini amat penting, maka sama juga pentingnya de-

ngan yang menjaga. Contoh dari kaidah ini: 

a. Kemaluan adalah aurat besar yang harus dijaga, maka de-

mikian juga harus dijaga kedua paha karena dengan menu-

tup paha berarti sama juga menjaga kemaluan.  

b. Membasuh muka ketika berwudhu. Salah satu rukun wu-

dhu adalah membasuh wajah atau muka. Al-h}ari>m dalam 

persoalan ini adalah batas tumbuhnya rambut di bagian 

kepala, bagian bawah rahang dan daging di depan telinga 

baik bagian kanan atau kiri. Ketika membasuh wajah atau 

muka mesti sampai al-h}ari>m. Jika tidak basuhan wajah 

tidak sempurna; 

c. Aurat besar adalah qubul dan dubur. Selain dari kedua ini 

disebut aurat kecil. Aurat kecil adalah al-h}ari>m bagi aurat 

besar; 
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d. Di suatu lokasi terdapat hamparan tanah mati yang belum 

dimiliki manusia. Tanah mati ini disuburkan kembali sam-

pai produktif seperti dibuatnya sumur, kebun dan seba-

gainya. Al-h}ari>m yang mesti ikut dijaga dalam persoalan 

ini adalah orang yang menyuburkan dan mengelola lokasi 

tersebut; 

e. Bangunan masjid. Al-h}ari>m bagi masjid adalah pelaratan, 

halaman depan, kanan dan kiri atau sekitaran masjid yang 

kedudukannya sama seperti masjid. Oleh karena itu ketika 

masjid sudah dipenuhi jamaah sementara masih banyak 

masyarakat berdatangan hingga duduk di halaman masjid. 

Namun karena beberapa yang disebutkan di atas adalah 

juga disebut masjid maka sah bagi orang yang berada di 

halaman masjid untuk melaksanakan salat tah}iyyat masjid 

atau melakukan i’tika>f.    

9. Kaidah Berkumpulnya Dua Perkara yang Sejenis  

ذَا
ِ
ُُمِنُُْأمَْرَا ُُُِاجْتَمَعَُُا تلَِفُُْلمَُُْوَاحِدُ ُُجِنسْ  ْ َاَُْ هُ  وْد  َاُدَخَلَُُمَقْص  هُ  ُُفُُِأَحَد 

 الاَ رُُِغاَلِب ا227ُ

“Apabila dua perkara sejenis berkumpul dan tidak berbeda 

maksudnya, maka yang satu dimasukkan kepada yang lain 

menurut kebiasaannya” 

Contohnya: 

a. Melakukan hubungan badan dengan istri beberapa kali, 

mandi wajibnya cukup satu kali; 
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b. Melakukan hubungan badan beberapa kali di siang hari 

bulan Ramadhan, kaffarahnya cukup seperti yang diten-

tukan yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan ber-

turut-turut atau memberi makan enam puluh orang miskin; 

c. Perempuan yang sudah berhenti haidnya secara meya-

kinkan, belum sempat mandi ternyata berhubungan badan 

dengan suaminya. Ketika mandi wajib, ia cukup mandi satu 

kali dengan niat menghilangkan hadas besar. 

10. Kaidah Mengamalkan Suatu Perkataan Lebih Utama dari 

Mengabaikannya 

هَُْال228ُِِِ
ِ
مُُُِأَوْلىَُُمِنُُُْا ُالكََْلَ عََْالُ 

ِ
 ا

“Melaksanakan suatu perkataan lebih utama daripada meng-

abaikannya” 

Misalnya ada ucapan yang terlontar dari orang yang me-

miliki keterbatasan berpikir dan bertindak, tetapi dari lontaran 

tersebut mengandung suatu pembelajaran, maka mengikuti apa 

yang diucapkannya lebih utama daripada mengabaikannya. 

Namun jika yang diucapkan penuh dengan teka teki, walaupun 

keluar dari mulut orang yang pintar, maka mengabaikan ucapan 

tersebut justru dianjurkan. 

11. Kaidah Berhak Mendapatkan Keuntungan Memiliki 

Kewajiban atas Kerugian 

مَا 229ُِ ُبِِلضَّ  اَلخَْرَا ُ 
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“Adanya hak mendapatkan keuntungan adalah orang yang 

memiliki kewajiban menanggung kerugian” 

Maksud kaidah di atas jika seseorang mendapatkan 

keuntungan dari suatu aktivitas atau transaksi, mereka juga 

bertanggung jawab atas segala risiko atau kerugian yang terkait 

dengan aktivitas atau transaksi tersebut. Contohnya:  

a. Seorang investor ikut memasukkan modal dalam suatu 

bisnis. Menurut kaidah ini, investor tersebut juga harus 

menerima risiko kerugian yang mungkin terjadi dalam bis-

nis tersebut. Jika bisnis mengalami kerugian atau kegagal-

an, investor harus menanggung sebagian atau seluruh ke-

rugian yang timbul sebagai akibat dari keputusan investasi 

mereka. 

b. Seorang petani bercocok tanam. Jika panen terganggu 

karena beberapa faktor maka ia harus menerima kerugian 

tersebut. Meskipun petani memiliki hak atas keuntungan 

dari hasil panen, tetapi ia juga bertanggung jawab atas 

risiko kerugian yang terkait dengan aktivitas pertaniannya. 

c. Seseorang membeli polis asuransi seperti asuransi kecela-

kaan atau kerusakan properti. Meskipun ia membayar 

premi asuransi untuk mendapatkan perlindungan, tetapi ia 

juga harus menerima risiko bahwa klaim asuransi mereka 

mungkin ditolak atau bahwa jumlah pembayaran klaim 

dapat terbatas. Dengan demikian, meskipun memiliki hak 

atas perlindungan asuransi, individu juga harus siap 

menanggung risiko kerugian yang terkait dengan kondisi 

yang tertuang dalam polis asuransinya.    
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12. Kaidah Keluar dari Perselisihan Lebih Dianjurkan 

230 تحََ ُ  ُمِنَُُالخِْلَافُُِم   ْ وْ ُ  ر   اَلخْ 

“Keluar dari Perselisihan adalah disukai atau dianjurkan” 

Maksud keluar dari perselisihan atau perbedaan pendapat 

pada kaidah di atas adalah upaya untuk lebih banyak mencari 

persamaan dan menjaga agar tidak terjadi perbedaan yang 

terlalu tajam. Contoh dari kaidah ini adalah: 

a. Tadli>k (menggosok-gosok anggota wudhu sewaktu berwu-

dhu) menurut Imam Malik wajib, sementara ulama lainnya 

tidak wajib. Imam Syafi‘i juga tidak mengatakan wajib te-

tapi berupaya keluar dari perbedaan dan agar perbedaan 

tersebut tidak terlalu tajam maka ia berpendapat tadli>k 

adalah mustah}abb (dianjurkan); 

b. Qas}r salat bagi musafir menurut ulama lain adalah wajib, 

sementara yang lainnya mengatakan tidak wajib. Imam 

Syafi‘i juga tidak mengatakan wajib tetapi agar perbedaan 

tidak terlalu tajam ia mengatakan qas}r adalah sunat; 

c. Salat witir menurut Imam Hanafi harus was}l (langsung 3 

rakaat), menurut ulama lainnya harus fas}l (2 + 1 rakaat 

dengan dua kali salam). Imam Syafi‘i juga berpendapat 

fas}l, tetapi agar tidak terjadi perbedaan yang tajam ia me-

ngatakan boleh was}al, boleh fas}l tetapi yang utama fas}l; 

d. Raf‘u al-yadain (mengangkat ke dua tangan) sewaktu salat 

batal menurut Imam Hanafi. Namun ada juga yang menga-

takan tidak batal, termasuk Imam Syafi‘i yang justru me-

ngatakan sunah. Dasar Imam Syafi‘I hadis Nabi yang diri-
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wayatkan 50 sahabat tentang mengangkat tangan sewaktu 

salat.231  

13. Kaidah Preventif Lebih Utama dari Kuratif Rehabilitatif 

232ُِ فعْ ُأَقوَْىُمِنَُُالرَّ فعُْ   اَلدَّ

“Menolak lebih diutamakan daripada menghilangkan” 

a. Menolak sakit dalam arti memelihara kesehatan lebih baik 

daripada mengobati yang maksudnya adalah menghilang-

kan penyakit.  

b. Menolak dari perselisihan di dalam keluarga misalnya 

sesama saudara lebih diutamakan daripada setelah terjadi 

perselisihan dan ingin menghilangkan rasa tidak nyaman.  

c. Menjadikan air melebihi dari dua kulah lebih utama daripa-

da mengumpulkan air musta‘mal sampai melebihi dua 

kulah, karena hukum air muta‘nya yang dikumpulkan 

melebihi dua kulah juga masih diperselisihkan. 

14. Kaidah Dispensasi Bukan untuk Kemaksiatan 

ُُبِِلْمَعَاص233ُِ ُُلَإت نَاطم َ ص   اَلرر

“Keringanan-keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemak-

siatan” 

 

 
231Bisri, Terjemah Al Faraidul Bahiyyah: Risalah Qawaid Fiqh, 48. 
232As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 
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Maksud dan contoh kaidah ini sudah pernah dijelaskan 

sebagai sub kaidah “al-masyaqqah tajli>b at-taisi>r”.  Dapat dike-

mukakan contoh terkait kaidah ini: 

a. Seseorang yang sedang dalam perjalanan atau sakit men-

dapatkan dispensasi untuk qas}r atau jamak salat, tetapi dis-

pensasi ini tidak berlaku bagi orang yang sengaja mening-

galkan salat atau melakukan kemaksiatan lainnya.  

b. Selama bulan Ramadan, umat Islam wajib berpuasa kecuali 

sakit atau dalam perjalanan. Namun, keringanan ini tidak 

berlaku bagi orang yang sengaja tidak berpuasa tanpa alas-

an yang sah atau melakukan kemaksiatan lainnya. 

15. Kaidah Dispensasi tidak Berkaitan dengan Keraguan 

ُُبِِلشَّ ل234ُِ ُُلَإت نَاطم َ ص   اَلرر

“Keringanan-keringanan itu tidak dikaitkan dengan keraguan” 

Misalnya ragu-ragu jarak yang telah ditempuh dalam 

perjalanan menyebabkan tidak bolehnya jamak atau qas}r salat. 

a. Seorang muslim yang lagi puasa Ramadan ragu apakah 

telah masuk waktu maghrib atau belum. Menurut kaidah 

ini, ia tidak boleh menggunakan keringanan untuk memba-

talkan puasa jika hanya ada keraguan mengenai waktu. 

Oleh karena itu, dalam situasi tersebut, disarankan untuk 

melanjutkan puasa hingga pasti bahwa waktu maghrib 

telah tiba. 

b. Seseorang yang ingin menikah mesti yakin bahwa status 

perkawinan sebelumnya (jika ada) sudah benar-benar ter-

 

 
234As-Suyu>t}i>, 141. 



210 KAIDAH-KAIDAH FIKIH  

 

 

 

 

putus, misalnya melalui perceraian atau kematian pasang-

an sebelumnya. Jika ada keraguan mengenai status marital 

seseorang, keringanan tidak dapat digunakan untuk mem-

benarkan pernikahan yang dilakukan tanpa kepastian me-

ngenai status tersebut. 

c. Dalam penetapan hukuman atas suatu tindak pidana, 

pengadilan harus yakin bahwa terdakwa bersalah sebelum 

memberikan hukuman. Keringanan tidak dapat digunakan 

dalam menetapkan hukuman jika ada keraguan signifikan 

tentang kesalahan terdakwa. 

16. Kaidah Rela dengan Pilihan, Rela juga dengan Akibatnya  

235 ُمِنْهُ   ُ ءُُِرِضَاُُبِمَاُيتَوََلدَّ ْ ِضَاُبِِلشََّّ  اَلرل

“Rela dengan sesuatu (pilihan) maka rela juga dengan segala 

akibatnya” 

a. Membeli ayam sakit atau mobil tua. Seorang pembeli su-

dah mengetahui kondisinya seperti ini. Maka pembeli ha-

rus rela juga kalau ayamnya mati atau mobil tersebut rusak 

sebagai akibat dari pilihannya.  

b. Seorang laki-laki yang memilih seorang perempuan atau 

perempuan menerima seorang laki-laki sebagai pasangan 

hidupnya melalui akad nikah yang dilakukan, maka ma-

sing-masing mesti rela menerima akibat dari pilihannya se-

perti konflik, ketidakcocokan, atau kesulitan keuangan. 

c. Seseorang menerima tawaran pekerjaan di sebuah perusa-

haan dengan segala syarat dan kondisi yang terkait. Ia juga 
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menerima segala akibat dari pekerjaannya, seperti jadwal 

kerja yang padat, tekanan kerja, dan tanggung jawab yang 

diberikan. Dalam hal ini, rela dengan pekerjaan berarti juga 

rela dengan semua konsekuensi yang terkait. 

17. Kaidah Hukum tentang Pertanyaan Diulang dalam Jawaban 

عَادمُُفُُُِالجَْوَاب236ُِ ُم  ؤَالُ   اَل ر

“Pertanyaan itu dikembalikan pada jawaban yang diberikan” 

a. Seorang hakim bertanya kepada seorang suami (penuntut) 

“apakah anda yakin ingin menceraikan istri anda ini?”. 

Suami tersebut mesti menjawab “ya, saya yakin ingin men-

ceraikan istri saya yang bernama fulanah”. Ia tidak cukup 

jika hanya menjawab dengan kata “ya”, karena tidak meya-

kinkan.  

b. Saat perekrut mengajukan pertanyaan kepada pelamar ker-

ja, ia berharap mendapatkan jawaban yang yang jelas ten-

tang kualifikasi dan pengalaman pelamar. Jika jawaban 

tidak sesuai harapan, perekrut bisa saja memberikan perta-

nyaan tambahan atau meminta klarifikasi untuk memper-

oleh jawaban yang relevan. 

c. Ketika dokter bertanya kepada pasien tentang kondisi ke-

sehatan maka pasien mesti memberikan jawaban yang 

sesuai. Begitu juga dokter mesti dapat memberikan penje-

lasan yang tepat agar pasien memahami informasi yang 

diberikan. Jika ada kebingungan atau ketidakjelasan, pa-

sien memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan tambahan 

atau meminta penjelasan lebih lanjut. Dalam hal ini, per-
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tanyaan pasien dikembalikan pada jawaban yang diberikan 

oleh dokter untuk memastikan pemahaman yang tepat.   

18. Kaidah Diam Bukan Berarti Setuju 

237 اكِتُُِقوَْلمُ  لإَُُي نَْ   ُُلل َّ

“Tidak dianggap orang yang diam itu tanda ia bicara (setuju)” 

اكِتُُِي نَْ   ُُلإَُ ك وْتَُُلكَِنُُِقوَْلمُُلل َّ ُُاْلبَيَا ُُِاِلَىُُُالحَْاجَةُُِمَعْرَضُُِفُُِْال ر

238  بيََا مُ

“Tidak dianggap orang yang diam sebagai bicara (setuju), 

tetapi sikap diam di saat diperlukan untuk berpendapat maka ia 

dianggap sebagai penjelasan” 

Suatu ketetapan hukum tidak dapat dikatakan setuju de-

ngan diamnya orang, kecuali ada indikasi-indikasi yang menun-

jukkan bahwa diamnya sebagai setuju. Contoh: 

a. Seorang perempuan dilamar orang. Orang tua perempuan 

bertanya kepada anaknya tentang lamaran tersebut. Si 

anak diam, maka tidak dapat dimaknai ia setuju, karena 

bisa jadi ia di bawah tekanan atau takut atau alasan lain-

nya. Perlu ada kata yang diucapkannya, kecuali ada indi-

kasi ia menerima; 

b. Seorang terduga, tersangka bahkan terdakwa jika diminta 

keterangan tentang tuduhan kepadanya. Si tersangka diam, 

bukan berarti ia mengakui, karena bisa jadi ia dalam te-

kanan dari pihak-pihak lain atau ada alasan lainnya. Oleh 
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karena itu kewajiban bagi penuntut untuk memperlihatkan 

bukti dan menghadirkan saksi-saksi. 

c. Diamnya seorang istri karena suaminya impoten, maka 

tidak bisa diartikan istrinya ridha walaupun mereka sudah 

hidup bertahun-tahun. Seandainya suatu saat istrinya 

menggugat cerai, maka suami tidak bisa membela dengan 

alasan bahwa selama ini mereka berdua rukun dan damai 

serta istri ridha dengannya; 

d. Bila ada seseorang meminjam sesuatu kepada orang lain 

pemilik barang seperti motor dan sebagainya, sementara 

orang yang memiliki barang tersebut diam, maka tidak bisa 

diartikan pemilik barang tersebut ridha atas barangnya 

yang dipinjam sebelum ia mengatakan sesuatu terhadap 

barang tersebut. 

 19. Kaidah Banyak Kerja Banyak pula Utamanya 

239  مَأكََ َُُأَكْثَََُُفِعْلاُ ُكََ َُُأَكْثَََُُفضَْلاُ 

“Apa saja yang lebih banyak kerjanya maka lebih banyak juga 

keutamaannya” 

Orang yang rajin tentu berbeda dengan orang yang tidak 

rajin. Sering orang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. 

Artinya seberapa rajin seseorang berusaha maka biasanya se-

begitu juga hasil yang diperolehnya. Kaidah ini bisa masuk da-

lam berbagai persoalan yang sangat luas. Misalnya dalam iba-

dah, semakin rajin seseorang maka potensi pahala yang diper-
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oleh pun semakin banyak. Dalam berusaha untuk mencari re-

zeki juga demikian. 

Namun demikian, jika di dalam syariat sudah ditentukan 

batas-batasnya maka ada yang dikerjakan sedikit lebih utama 

dibandingkan dengan dikerjakan banyak. Beberapa pengecuali-

an dari kaidah di atas adalah:240 

a. Salat jamak atau qas}r bagi musafir lebih utama daripada 

salat sempurna; 

b. Salat dhuha 2 rakaat rutin setiap hari lebih utama dikerja-

kan dibandingkan dengan salat dhuha 100 rakaat yang 

dikerjakan setahun sekali;  

c. Salat dhuha 8 rakaat lebih utama dibandingkan 11 rakaat;  

d. Salat witir 3 rakaat lebih utama daripada lebih;  

e. Salat witir 1 rakaat lebih utama dari salat sunat Shubuh 

bahkan lebih utama dari sunat Tahajujud walaupun banyak 

rakaatnya; 

f. Salat shubuh 2 rakaat lebih utama dari salat fardu lainnya;  

g. Salat sunah shubuh tidak panjang bacaannya lebih utama 

daripada salat sunah shubuh yang panjang bacaannya;  

h. Membaca surat full walaupun pendek lebih utama memba-

ca surat panjang tetapi tidak selesai (hanya sebagian dari 

surat) dan masih banyak lagi contoh lain 

i. Salat hari raya lebih utama dari salat gerhana matahari atau 

bulan, walaupun rakaat salat sunat gerhana lebih panjang; 
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j. Berkumur-kumur dalam berwudhu sekaligus memasukkan 

air ke hidung lebih utama daripada dilakukan secara terpi-

sah; 

k. Pergi ke Arafah lebih utama naik kendaraan daripada jalan 

kaki. Walaupun jalan kaki jauh lebih berat tetapi naik 

kendaraan adalah sunah Nabi; 

l. Ihram dari miqat lebih utama daripada ihram dari desa 

tempat tinggal; 

m. Salat berjamaah sekali lebih utama daripada 25 atau 27 kali 

salat sendirian; 

n. Berqurban kambing misalnya lebih utama diambil sedikit 

untuk dimakan kemudian disedekahkan daripada disede-

kahkan secara keseluruhan; 

o. Salat Tahiat masjid dua rakaat lebih utama daripada lebih; 

p. Membaca lafal ta’awudz yang sudah populer lebih utama 

menggunakan lafal ta’awudz lainnya; 

q. Lafal salam setelah selesai salat selain dari salat jenazah 

yang sudah populer dibaca lebih utama dari salam yang 

ditambah lafal yang lain.  

20. Kaidah Kepentingan Umum Lebih Utama dari Kepentingan 

Pribadi 

ُمِنَُُاْلقَاص241ُِِ ىُأَفْضَلُ  تَعَدِل  اَلْم 

“Hal-hal yang mencakup kepentingan orang lain dari perbuatan 

yang dilakukan lebih utama daripada kepentingan pribadi” 
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a. Belajar atau mengajarkan ilmu fiqh, tauhid, akhlak dan 

bidang lainnya lebih utama daripada salat sunat, karena 

dengan belajar atau mengajar rembesan ilmu ke orang 

banyak sementara salat sunat hanya untuk diri sendiri; 

b. Diberi kail lebih utama daripada diberi ikan, karena dengan 

diberikan kail ia dapat menghasilkan ikan yang lebih 

banyak dan bahkan bisa disedekahkan; 

c. Nabi Sulaiman diminta memilih antara ilmu dan kerajaan. 

Nabi Sulaiman memilih ilmu yang dengannya dapat 

mengatur kerajaan dan memberikan kemaslahatan kepada 

orang banyak karena ilmu yang dimiliki. 

21. Kaidah Fardu Lebih Utama daripada Sunat 

ُمِنَُُُالنَّفْل242ُِ ُُأَفْضَلُ   اَلْفَرْض 

“Fardu itu lebih utama daripada sunat” 

Maksud dari kaidah ini sepertinya sudah dapat dipahami 

dan begitu pula contoh-contohnya. Namun yang perlu 

dijelaskan ternyata ada pengecualian dari kaidah ini yaitu: 

a. Mengucapkan salam hukum sunah, menjawab salam 

hukumnya wajib. Namun memulai dengan mengucapkan 

salam lebih utama daripada menjawab 

b. Azan hukumnya sunah, menjadi imam salat Jumat wajib. 

Namun memulai dengan melakukan azan lebih utama 

daripada imam Jumat; 

c. Wudhu sebelum waktu salat adalah sunah, sementara 

wudhu setelah masuk waktu salat dan siap melaksanakan 
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salat fardu adalah wajib. Namun demikian wudhu sebelum 

waktu salat lebih utama daripada setelah masuk waktu 

salat; 

d. Ibra>u al-mu‘sir (melepaskan orang dalam kesulitan). Mi-

salnya si A berhutang kepada si B. setelah sampai wak-

tunya, si A tidak mampu bayar, maka si B wajib membe-

rikan kelonggaran kembali. Namun kemudian si B ternyata 

membebaskan si A dari hutang. Apa yang dilakukan si B 

adalah lebih utama daripada memberikan kelonggaran 

kembali; 

e. Di saat pertengkaran yang wajib mengalah adalah yang 

bersalah, sementara yang benar jika mengalah hukumnya 

sunah. Namun jika yang mengalah adalah yang benar kare-

na tidak ingin konflik berkepanjangan, maka mengalahnya 

yang benar adalah yang utama; 

f. Jika ada yang bersalah dan orang pun memakinya maka ia 

wajib bersabar. Namun jika dimaki-maki sementara ia ti-

dak bersalah maka disunahkan bersabar. Yang lebih utama 

adalah orang yang tidak bersalah dimaki tetapi ia bersabar.   

22. Kaidah Berpandangan Lebih ke Esensi atau Substansi 

تَعَللِقَةُُِبِمَكََنََِا243ُُ ُبِذَاتُُِالْعِبَادَةُُِأَوْلَىُُمِنَُُُالْم  تَعَللِقَةُ  ُالْم   اَلْفضَِيْلَُ 

“Keutamaan yang berkaitan dengan esensi ibadah lebih utama 

daripada yang berkaitan dengan tempatnya” 
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Maksud dari kaidah di atas adalah lebih fokus ke arah 

substansi atau esensi dari suatu persoalan. Contohnya sebagai 

berikut: 

a. Salat fardu di masjid lebih utama daripada di luar masjid, 

tetapi salat di luar masjid secara berjamaah lebih utama 

daripada salat di masjid sendirian; 

b. Salat sunah di rumah lebih utama daripada salat di masjid 

karena salat sunah di rumah dapat mendatangkan kekhu-

syuan dan keikhlasan. 

c. Thawaf dekat ka‘bah sambil lari-lari kecil disunahkan, te-

tapi jika di saat berdesakan dan tidak memungkinkan dekat 

ka’bah sekaligus lari-lari kecil, maka memilih tempat yang 

agak jauh supaya bisa lari kecil lebih diutamakan. Begitu 

juga mencium hajarul aswad hukumnya sunah, tetapi untuk 

bisa mencium ka‘bah seseorang harus bayar ojek atau ber-

desakan sehingga ada yang tersakiti atau terpotong jalan 

orang –berakibat mendapatkan dosa- maka menghindar 

berdesakan lebih utama.   

23. Kaidah Wajib Baru dapat Ditinggalkan oleh yang Wajib  

لإَُُّلِوَاجِ  244ُ
ِ
ُا كُ   اَلوَْاجِ  ُُلإَُُي تََْ

“Hal yang wajib itu tidak bisa ditinggalkan kecuali oleh yang 

wajib juga” 

a. Istri puasa sunah senin dan kamis ketika suaminya ada dan 

tidak menghendaki istrinya berpuasa. Istri wajib taat pada 
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suami dan mengikuti kata suami agar tidak berpuasa sunat 

tersebut; 

b. Ketika seseorang lupa tahiat awal sementara ia sudah 

berdiri tegak di rakaat berikutnya misalnya rakaat ketiga 

di waktu salat magrib, maka tetaplah ia meneruskan sa-

latnya, karena berdiri adalah rukun sementara tahiat awal 

adalah sunah dan ketika salam kedua orang yang lupa ini 

langsung melakukan sujud sahwi; 

c. Menjaga anggota tubuh salah satunya seperti menjaga 

perut hukumnya wajib. Oleh karena itu melukai atau mem-

bedah perut hukumnya haram. Namun karena ada seorang 

ibu sulit melahirkan maka dan perutnya harus dibedah 

maka keharaman membedah perut ditinggalkan dan wajib 

membedah perut ibu untuk menyelamatkannya dan bayi-

nya. 

24. Kaidah Dua Macam Perkara; Umum dan Khusus 

وْمِه245ُِ م  وْنََ مَاُبِع  وْصِهُُِلإَُُي وْجِ  ُُد   ماَُُأَوْجَ َُُأَعْظَمَُُالَْْمْرَيْنُُِبِِ ص 

“Sesuatu yang mewajibkan kepada yang lebih besar di antara 

dua hal secara khusus, tidak mewajibkan kepada yang lebih 

kecil di antara keduanya secara umum” 

Maksud kaidah di atas adalah jika suatu perbuatan secara 

khusus dikenakan tuntutan yang lebih berat dan secara umum 

juga dikenai tuntutan yang lebih ringan maka yang dilaksana-

kan adalah terkait tuntutan secara khusus. Ketika tuntutan 
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khusus ini dilaksanakan maka tuntutan umum tidak diperlukan 

lagi. Contohnya: 

a. Pencuri yang merusak pintu dan lainnya. Secara khusus 

pencuri ini dihukum seperti potong tangan atau dipenjara. 

Secara umum hukumannya mengganti pintu dan fasilitas 

lainnya. Namun ketika pencuri ini ditentukan hukumannya 

dipotong tangannya atau dipenjara, maka hukum meng-

ganti fasilitas yang dirusaknya tidak diperlukan lagi; 

b. Orang yang dalam keadaan berwudhu, keluar sperma akhir-

nya wudhunya batal. Secara umum orang yang batal wudhu 

adalah berwudhu kembali, tetapi secara khusus orang yang 

batal wudhunya karena junub maka ia harus mandi. Dengan 

mandi, sudah mencakuplah dan tidak perlu berwudhu, 

kecuali batalnya wudhu karena sebab yang lain.  

25. Kaidah Ketetapan Syarak Didahulukan dari Ketetapan 

Syarat 

ط246ُِ ْ ممُُعلَىَُُمَاوَجَ َُُبِِلشََّّ قدََّ ْعُُِم   مَاثبَتََُُبِِلشََّّ

“Apa saja yang ditetapkan menurut syarak lebih didahulukan 

daripada wajib yang ditetapkan menurut syarat” 

a. Membayar nazar menurut syarak hukumnya wajib, karena 

ia adalah janji. Namun tidak sah ber-nazar dengan yang di-

wajibkan oleh syarak. Misalnya bernazar (menggantung-

kan sesuatu) yang jika terkabul akan melaksanakan salat 

lima waktu dengan rajin, atau bernazar sebulan full puasa 

Ramadhan, maka bernazar seperti ini menjadi tidak sah; 
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b. Seorang suami berkata pada istrinya, engkau kucerai de-

ngan kuberi imbalan (khuluk) sekian rupiah tetapi syarat-

nya dapat ku rujuk kembali. Jatuhlah talak raj‘i dan ketika 

rujuk imbalan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku 

karena rujuk ditetapkan oleh syarak sementara khuluk 

ditetapkan karena perjanjian atau persyaratan.    

26. Kaidah Haram Menggunakan, Haram juga Mendapatkannya 

247 هُ  اذ  َ تّلِ
ِ
مَُُُا ُحَر   ُ تِعْمَالِ  س ْ

ِ
مَُُا  مَاحَر 

“Apa saja yang haram digunakan maka haram juga memper-

olehnya” 

a. Memakan babi hukumnya haram. Berarti membeli atau 

memeliharanya juga haram serta makan dari hasil penjual-

annya pun haram.  

b. Menggunakan wadah (piring, mangkok, sendok dan lain-

lain) yang terbuat dari emas dan perak, hukumnya haram, 

berarti haram juga mendapatkannya termasuk menyimpan-

nya. 

c. Konsumsi minuman keras hukumnya haram. Berarti mem-

perolehnya seperti membelinya atau menjualnya juga men-

jadi haram.  

d. Mengambil barang curian atau hasil dari kejahatan adalah 

perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, 

jika seseorang memperoleh barang-barang tersebut secara 

tidak sah atau melalui tindakan yang tidak bermoral, baik 

sebagai pencuri atau penerima barang curian, maka tin-
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dakan memperoleh barang curian tersebut juga dianggap 

sebagai perbuatan yang haram. 

27. Kaidah Haram Mengambil, Haram juga Memberikannya 

248 هُ  عْطَاؤ 
ِ
مَُُُا ُحَر  هُ  مَُُأَخْذ   مَاحَر 

“Apa saja yang haram diambil maka haram juga memberi-

kannya” 

Misalnya seseorang yang mendapatkan hartanya secara 

haram, maka haram juga memberikan harta tersebut. Hal ini 

karena jika ia dibolehkan memberikan harta haramnya berarti 

sama dengan menyetujui pekerjaannya seperti hasil dari 

korupsi, sogok, judi baik offline atau online, bandar judi, wanita 

PSK dan sebagainya yang diketahui secara pasti pekerjaannya 

seperti yang disebutkan ini.  

Memang hal ini mengandung problematik. Oleh karena itu 

mungkin diperlukan adanya beberapa pengecualian: 

a. Di satu sisi si pemilik harta diharamkan memberikan har-

tanya ke orang lain atau ke lembaga atau bahkan ke ma-

syarakat. Seandainya masyarakat dan lembaga menyepa-

kati tidak menerima pemberian tersebut, tentu hal ini 

menjadi sanksi sosial bagi pelaku. Permasalahan selanjut-

nya seandainya orang dan lembaga Islam pemberian ter-

sebut, sangat dimungkinkan ia akan memberikan ke lem-

baga yang tidak memperhatikan sama sekali tentang pesan 

dari kaidah di atas sehingga semakin besar lembaga-lem-

baga tersebut. Hal ini tentu juga menjadi problem tersen-

diri bagi orang Islam. Oleh karena itu bisa jadi ada penge-
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cualian atau pengkhususan dari kaidah di atas bahwa dari-

pada memperbesar lembaga orang lain, maka pemberian 

tersebut diterima dan digunakan untuk kepentingan umum 

masyarakat di sekitar. Mungkin tawaran ini masih dipan-

dang salah, tetapi sepertinya tidak bisa juga mengabaikan 

jika pemberian itu diberikan pelaku kepada orang lain yang 

mungkin digunakan untuk misi-misi tertentu yang akhir-

nya merugikan umat Islam. 

b. Menyogok hakim yang terindikasi tidak adil untuk men-

dapatkan haknya dari orang yang zalim. Misalnya si A dan 

si B bersengketa. Dalam kasus ini si A yang sebenarnya 

bersalah, tetapi karena hakim lebih condong ke si A akhir-

nya kasus tidak ditangani dengan serius oleh hakim. Akhir-

nya si B menyogok hakim agar hakim bisa berlaku adil; 

c. Uang yang diberikan untuk menebus orang yang ditawan; 

d. Memberi uang kepada orang yang dikhawatirkan akan 

meninggalkan orang yang memberi uang itu mendapatkan 

haknya (posisinya dalam kebenaran);  

e. Ada seseorang yang sebenarnya pantas dan berhak menjadi 

atau menduduki suatu jabatan. Seandainya jabatan itu ti-

dak didudukinya kemungkinan besar akan dijabat oleh 

orang yang bukan ahlinya atau bahkan oleh orang yang 

tidak mengerti sama sekali. Dengan alasan ini ia diboleh-

kan memberikan uang kepada pejabat yang berwenang 

hingga ia bisa menduduki jabatan tersebut. Adapun orang 

yang menerima imbalan, uang, sogokan yang digambarkan 

dari huruf a sampai e ini tetap haram.249    
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28. Kaidah Tidak Boleh Menjadikan Sesuatu Objek untuk Objek 

yang Lain 

250 ُلَإُُي شْغَلُ   اَلْمَشْغ وْلُ 

“Sesuatu yang telah dijadikan objek tertentu maka tidak boleh 

dijadikan objek yang lain” 

a. Rumah yang sudah digadaikan tidak dapat digadaikan 

kembali ke lain pihak; 

b. Wanita yang sudah dilamar tidak boleh dilamar atau 

menerima lamaran dari laki-laki lain; 

c. Barang yang sudah dibeli orang tidak boleh ditawarkan 

atau bahkan dijual ke orang lain;  

29. Kaidah Suatu Persoalan yang Sudah Besar jangan Diperbesar 

Lagi 

251  ُ ُلإَُُي كَبَّ  ُ كَبَّ  اَلْم 

“Yang sudah diperbesar tidak boleh diperbesar” 

a. Suatu hukuman yang dijatuhkan sudah berat maka jangan 

lagi ditambah hukum ringan yang di bawahnya; 

b. Seseorang yang mendapatkan hukum dengan jumlah ter-

tentu tidak bisa ditambah lagi bilangannya untuk mencapai 

bilangan yang besar; 

c. Masalah hidup sudah rumit maka jangan ditambah lebih 

rumit lagi. 

 

 
250As-Suyu>t}i>, Al-Asyba>h Wa an-Naz}a>’ir Fi> Qawa>’id Wa Furu>’ Fiqh Asy-Sya>fi’iyah, 

151. 

251As-Suyu>t}i>, 152. 



Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 225 

 

 

 

 

30. Kaidah Akibat Tergesa-Gesa Sebelum Tiba Waktunya 

رْمَانِه252ُِ وْقِ َُُِ   تَعْجَلَُُيَ ْْ اُقَبْلَُُُأَوَانِهُُِع   مَنُُِاس ْ

“Siapa saja yang tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum tiba 

waktunya maka harus menanggung akibat tidak mendapatkan 

sesuatu itu” 

a. Seorang anak membunuh orang tuanya karena ingin cepat-

cepat mendapatkan harta warisan akibatnya secara syarak 

ia tidak berhak mendapatkan warisan; 

b. Seseorang membutuhkan cuka, tetapi yang ada adalah 

arak. Jika didiamkan beberapa hari, arak berubah menjadi 

cuka yang akhirnya menjadi halal. Namun karena tidak 

sabar menunggu menjadi cuka akhirnya tergunakanlah arak 

tersebut. Akibatnya seseorang ini terjatuh dalam hukum 

yang diharamkan; 

c. Seorang mahasiswa/i semester 1 ingin cepat-cepat meni-

kah padahal ia mampu menahan diri sampai dianggap 

mampu dan siap berumah tangga. Namun karena tidak 

sabar ia pun menikah. Orang yang berada di posisi ini mesti 

siap menerima akibat dari yang dilakukannya, seperti ter-

ganggunya perkuliahan yang membuatnya bisa jadi tidak 

selesai kuliah atau baru dapat menyelesaikan dalam waktu 

yang sangat lama. Selain itu, yang perlu dipikirkan juga 

adalah biaya hidup bersama istri. Kemudian punya anak 

yang tentunya memiliki banyak kebutuhan. Jika berpikir 

kembali dan melakukan perenungan idealnya ia menunggu 
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siap. Jika tidak berarti mesti siap juga dengan akibat-

akibat yang akan dihadapi.     

31. Kaidah Sunat Lebih Luas daripada Fardu 

ُمِنَُُاْلفَرْض253ُِ ُأَوْسَعُ   اَلنَّفْلُ 

“Ibadah sunat lebih luas daripada ibadah fardu” 

a. Salat fardu diharuskan berdiri kecuali ada uzur, tetapi salat 

sunat bisa berdiri bisa jua duduk walaupun tidak ada uzur; 

b. Niat puasa fardu harus dari malam hari, sementara niat 

puasa sunat boleh dilakukan ketika sudah pagi hari 

Kendatipun demikian, ada juga hal-hal yang sunat lebih 

sempit dari yang fardu. Misalnya sujud sahwi berlaku di salat 

fardu sementara di salah sunat tidak berlaku. Tayamum hanya 

boleh ketika akan melaksanakan salat fardu sementara untuk 

salat sunah tidak dibolehkan.    

32. Kaidah Kekuasaan Khusus Lebih Kuat daripada Kekuasaan 

secara Umum  

ة254ُِ ُأَقوَْىُمِنَُُالوِْلَإيةَُُِالْعَامَّ ةُ  ُالخَْاصَّ  اَلوِْلَإيةَُ 

“Kekuasaan yang khusus lebih kuat daripada kekuasaan yang 

umum” 

a. Dalam persoalan wali nikah pada perempuan. Kekuasaan 

khusus dimiliki oleh kakek dan ayah calon mempelai 

perempuan, sementara hakim berada di wilayah kekuasaan 

umum. Selama ayah, kakek dan orang-orang yang terma-
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suk berhak menjadi wali masih hidup maka hakim tidak 

dapat bertindak sebagai wali nikah si perempuan; 

b. Dalam peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk me-

netapkan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran hukum 

yang spesifik. Prinsip ini menunjukkan bahwa kewenangan 

hakim yang khusus dalam menetapkan hukuman lebih kuat 

daripada kewenangan umum yang mungkin dimiliki oleh 

pemerintah atau lembaga legislatif dalam membuat un-

dang-undang yang bersifat umum. 

33. Kaidah tidak Masuk Perhitungan Sesuatu yang Sudah Jelas 

Salahnya  

255 هُ  َُ طَؤ   ُ نلُُِالبَْيْلِ ةَُُبِِلظَّ  لإَُُعِبَْ

“Tidak dapat diakui sesuatu yang didasarkan pada perkiraan 

yang jelas salahnya” 

Kaidah ini ingin menyampaikan jika suatu ketentuan yang 

ditetapkan berdasarkan perkiraan dan jelas salahnya maka tidak 

dapat digunakan sebagai alasan. Contohnya seseorang yang 

mengira-ngira waktu salat telah masuk karena melihat dari 

kondisi alam. Setelah selesai salat, ternyata perkiraan tersebut 

salah dan belum masuk waktunya. Oleh karena itu, salat yang 

dilakukannya pun tidak sah. 

34. Kaidah Terlampau Mencampuri yang Bukan Esensi Berarti 

telah Berpaling dari Tujuan Utama 

وْد256ُِ ُُُعَنُُِالمَْقْص  عْرَاض 
ِ
وْدُُِا ُبِغَْ ُُُِالْمَقْص  تِغَالُ  ي ْ

ِ
 اَلْإ
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“Sibuk melakukan sesuatu yang bukan dimaksud berarti 

berpaling dari yang dimaksud sebagai tujuan utama” 

Maksud kaidah ini ikut mengambil perhatian pada hal-hal 

yang tidak dimaksudkan adalah pengalihan dari yang dimak-

sudkan. Contohnya:  

a. Misalnya seseorang bersumpah demi Allah bahwa ia tidak 

tinggal di rumah tersebut. Mestinya setelah bersumpah ia 

keluar dari rumah itu, karena maksud dari sumpahnya 

adalah keluar dari rumah, tetapi ternyata tidak dan justru 

masih tinggal di rumah itu. Jika tidak segera keluar dari 

rumah itu, maka orang ini telah melanggar sumpahnya.  

b. Seseorang membangun rumahnya dengan memperhitung-

kan batas-batas lahan dan perizinan yang diperlukan, tetapi 

tidak mempertimbangkan dampaknya pada tetangga seper-

ti blokade pemandangan atau gangguan yang berlebihan, 

hal ini dapat dianggap sebagai berbuat tanpa memperha-

tikan maksudnya yang sebenarnya yang pada akhirnya bisa 

menyebabkan berpaling dari yang dimaksud.  

c. Ketika suatu perusahaan memulai proyek tanpa perenca-

naan yang matang. Akhirnya bisa jadi tidak efisien atau 

gagal karena kurangnya perencanaan yang tepat, menye-

babkan berpaling dari hasil yang diinginkan. 

d. Terlalu terfokus pada hal-hal yang tidak penting atau ter-

lalu terobsesi dengan hal detail yang tidak relevan, itu 

dapat dianggap berbuat tanpa memperhatikan maksudnya 

yang sebenarnya. Keterlibatan yang berlebihan pada hal-

hal yang tidak esensial dapat mengalihkan perhatian dari 

tujuan utama atau yang diinginkan, sehingga berpotensi 

menyebabkan berpaling dari yang dimaksud. 
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35. Kaidah yang Disebut Mungkar adalah Jika Melanggar 

Ketentuan yang Sudah Disepakati  

ُعلَيَْه257ُِ جْمَعُ  ُالْم  َّمَاُي نْكَرُ  ن
ِ
ُُفِيْهُُِوَا خْتلَفَ  ُالْم   لَإي نْكَرُ 

“Tidak dipungkiri perbuatan yang diselisihkan hukum padahal 

yang dipungkiri merupakan hukum yang disepakati” 

Maksud dari kaidah di atas bahwa suatu perbuatan tidak 

dipandang sebagai perbuatan yang mungkar jika mengerjakan 

suatu perbuatan yang hukumnya masih diperselisihkan. Orang 

baru dipandang mungkar jika melanggar suatu ketentuan yang 

sudah disepakati keharamannya. Jika masih diperselisihkan 

maka bukan perbuatan mungkar, seperti hukum orang ber-

transaksi di bank konvensional.    

36. Kaidah yang Kuat Mencakup yang Lemah 

عِيْفُُِوَلإَُُعَكْس258َُ ُعلَىَُُالضَّ ُالْقوَِيرُ لُ   يدَْخ 

“Yang kuat mencakup yang lemah, tidak sebaliknya” 

Suatu hukum baik perintah atau larangan yang ketentuan-

nya lebih kuat maka ia dapat mencakup ketentuan lainnya yang 

sejenis yang nilai lebih lemah. Sebaliknya tidak berlaku 

ketentuan yang nilainya lebih lemah mencakup yang lebih kuat. 

Contoh dari kaidah ini: 

a. Orang mandi sekaligus berwudhu, hukumnya boleh dan 

diakui karena mandi bisa mencakup wudhu asalkan air 

yang digunakan memenuhi syarat, tetapi wudhu tidak bisa 

mencakupi mandi; 
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b. Ketika orang berhaji boleh sekaligus umrah karena haji 

bisa mencakup umrah, tetapi tidak sebaliknya ketika me-

laksanakan umrah, tentu tidak bisa mencakup haji. 

37. Kaidah Dimaafkan pada Sarana, tidak Dimaafkan pada 

Maksud 

ُفُُِالْمَقَاصِد259ُُُِ ُفُُِالوَْسَائِلُُِمَالإَُُي غْتَفَرُ   ي غْتَفَرُ 

“Dimaafkan yang pada wasilah (media, perantara, sarana), 

tidak dimaafkan pada maksud” 

Maksud kaidah di atas bahwa tujuan yang telah ditetapkan 

mesti dapat dicapai, sementara sarana atau media yang digu-

nakan untuk mencapai tujuan tersebut tidak ketat dan diberikan 

kelonggaran baik diperluas atau dikurangi atau bahkan dihi-

langkan beberapa hal sehingga dapat mudah mencapai tujuan 

yang dimaksud. Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa 

bagaimana pun media yang digunakan selagi masih halal dapat 

digunakan demi tercapainya tujuan. Contohnya: 

a. Menurut kesepakatan ulama tidak sah salat niat, tetapi 

dalam berwudhu ada ulama yang memperbolehkan wudhu 

tanpa niat. Wudhu kedudukannya sebagai wasilah, tentu-

nya sebagaimana kaidah di atas dapat diperlonggar semen-

tara salat sebagai tujuan yang dijalan seperti apa adanya; 

b. Orang sakit perlu diobati agar sembuh. Namun dalam 

proses pengobatan ada anggota badan yang harus dilukai, 

sementara melukai tubuh hukumnya haram. Sembuh di sini 

sebagai tujuan dan melukai anggota tubuh sebagai wasilah. 

Namun demi tercapainya maksud yaitu sembuh, maka me-
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lukai anggota tubuh yang merupakan prosedur medis ada-

lah sebagai wasilah yang dibolehkan; 

c. Terbaginya harta waris dengan baik dan damai serta dite-

rima dengan lapang dada oleh semua ahli waris adalah se-

bagai tujuan. Cara pembagiannya adalah sebagai wasilah. 

Di dalam Alquran memang cara pembagian harta waris 

adalah melalui faraid. Namun khususnya di Indonesia ke-

dudukan perempuan di Indonesia cenderung berbeda de-

ngan kedudukan perempuan di Arab. Oleh karena itu, ter-

kadang melalui faraid sepertinya bukan sebagai solusi pada 

beberapa keluarga. Oleh karena itu, terkadang ada yang 

diselesaikan melalui pembagian merata yang tidak mem-

bedakan ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal seperti 

sepertinya lebih cocok. Jika berpegang pada kaidah di atas 

bagaimana pun cara membagi harta waris yang penting 

bisa diterima setiap ahli waris maka hal seperti ini dibo-

lehkan karena cara pembagian ini sebagai wasilah.    

38. Kaidah Hal yang Mudah tidak Dapat Digugurkan dengan 

Perbuatan yang Sulit 

وْر260ُِ ُلإَُُيَْ ق ط ُبِِلْمَعْ   وْرُ   اَلْمَ ْ  

“Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak bisa digugurkan 

dengan perbuatan yang sulit dijalankan” 

Maksud kaidah ini bahwa setiap orang melaksanakan 

hukum berdasarkan kemampuannya. Kalau ada yang lebih 

mudah maka yang dikerjakan yang lebih mudah dan mengapa 

harus mencari yang sulit. Selain itu ketika ada pemberlakuan 
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hukum yang lebih sulit bukan berarti yang mudah menjadi 

gugur atau hilang. Contohnya: 

a. Orang yang baru hafal sebagian dari surat al-Fatihah, maka 

di waktu salat ia membaca yang ia mampu hafal; 

b. Orang yang biasa dari lahir melafalkan huruf ‘ain menjadi 

nga dan sudah dibenarkan berkali-kali tetapi tetap terulang 

kembali menjadi nga maka ia membaca seperti yang ia 

mampu; 

c. Orang yang tidak lengkap mempunyai tangan, maka ketika 

berwudhu membasuh tangan yang ada saja; 

d. Orang yang tidak memiliki apa-apa untuk menutup aurat, 

maka dalam melaksanakan salat menggunakan pakaian 

yang seadanya;  

e. Ada orang yang tidak bisa ruku’ dan sujud (tidak mem-

bungkukkan badan) maka ia salat berdiri saja atau dalam 

keadaan yang ia mampu. 

39. Kaidah Berbuat sebagian pada yang tidak Dapat Dibagi, Sama 

untuk Keseluruhan 

ُُي قْبَلُ ُمَالإَُ هُُِكََْ تيَِارُُِبعَْضِهُُِفاَْ تيَِارُ ُالتَّبْعِيْض  لِ ُُك  سْقَاط 
ِ
سْقَاطُُِبعَْضِهُُِوَا

ِ
ُُكََ

ه261ُِ لِ  ك 

“Sesuatu yang tidak dapat dibagi, maka mengusahakan seba-

gian hukumnya sama dengan mengusahakan keseluruhan, de-

mikian juga menggugurkan sebagian berarti menggugurkan 

pula secara keseluruhan” 
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Maksud dari kaidah di atas bahwa apa pun yang tidak dapat 

dibagi-bagi maka pelaksanaan hukumnya pun dilakukan secara 

menyeluruh dan tidak bisa dilakukan hanya sebagian saja ka-

rena melakukan yang sebagian menurut kaidah ini tidak men-

jadikan seseorang dianggap melaksanakan secara keseluruhan. 

Sebaliknya jika tidak melaksanakan sebagian dianggap tidak 

melaksanakan secara keseluruhan. Contohnya: 

a. Seseorang membeli celana panjang di pasar. Sesampainya 

di rumah ternyata baru diketahui kain pada bagian kaki 

kanan sobek. Sesuai dengan perjanjian bahwa jika ada yang 

cacat dapat dikembalikan. Namun si pembeli tidak bisa 

hanya mengembalikan yang cacat saja melainkan mengem-

balikan secara keseluruhan, sehingga pembelian tersebut 

menjadi batal atau ditukar dengan celana sejenis lainnya. 

b. Seorang suami berkata pada istrinya bahwa ia menceraikan 

istrinya separuh. Ucapan suami ini secara hukum bukan 

berakibat cerai secara separuh melainkan jatuh talak satu.  

40. Kaidah Berkumpulnya Sebab, Tipuan dan Pelaksanaan 

Langsung, Mana yang Utama 

262 ةُ  بَاشَََ مَتُُِالْم  ُق دلِ ةُ  بَاشَََ ُُُوَالْم  وْرُ  بَ  ُُوَالْغ ر  ذَاُاجْتَمَعَُُُال َّ
ِ
 ا

“Apabila antara sebab, ketidakjelasan (tipuan) atau pelaksa-

naan langsung berkumpul  maka didahulukan pelaksanaan lang-

sung itu” 

Kaidah di atas didukung dan dirinci lagi dengan dua kaidah 

lain yaitu: 
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د263ُْ  ُُْلمَُُْيتََعَمَّ
ِ
ُوَا ُضَامِنمُ بَاشَُِ   اَلْم 

“Orang yang berbuat sesuatu akan bertanggung jawab wa-

laupun ia tidak sengaja” 

د264ُِ لإَُُّبِِلتَّعَمر
ِ
ُا تََ بلِ  ُُلَإي ضْمَنُ   اَلْم 

“Orang yang terlibat dalam sebab tidak dikenakan hukum 

kecuali ia melakukan dengan sengaja” 

Maksud kaidah di atas adalah jika dalam suatu kasus 

hukum terkumpul tiga (3) hal yaitu sebab terjadinya kasus, tipu 

daya atau siasat yang membantu terjadinya kasus itu, dan 

perbuatan langsung yang mengakibatkan terjadinya kasus, ma-

ka yang didahulukan untuk diproses secara hukum adalah per-

buatan langsung tersebut. Contohnya: 

a. Dalam kasus pembunuhan. Misalnya ada 3 orang yang 

terlibat, ada yang mencarikan lokasi untuk terjadinya pem-

bunuhan, ada yang mengajak calon yang dibunuh untuk 

melakukan sesuatu seperti makan atau minum di suatu 

tempat yang kemudian dibawa ke lokasi dan ada yang men-

jadi pengeksekusi. Menurut kaidah di atas yang pertama 

kali diproses atau diminta pertanggung jawaban adalah 

orang yang ketiga yang melakukan secara langsung dalam 

membunuh; 

b. Si A jualan pisau, si B membeli pisaunya. Selang tidak 

lama dari itu si B membunuh si C dengan menggunakan 
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pisau yang baru dibelinya dari A. orang yang pertama kali 

diproses adalah si B; 

c. Si D meminjam mobil dengan si E. Di perjalanan si D 

menabrak sesuatu, maka yang bertanggung jawab dalam 

peristiwa ini adalah si D karena ia sebagai pelaku langsung. 

Ada beberapa pengecualian atau ada kasus-kasus yang 

tidak bisa dimasukkan ke dalam kaidah ini seperti: 

a. Seorang prajurit mendapatkan perintah dari atasannya 

seorang perwira untuk membunuh seseorang. Sebagai ba-

wahan ia mengikuti, tetapi ia tidak mengetahui sama sekali 

persoalannya. Secara hukum yang bertanggung jawab 

dalam kasus ini adalah perwira yang menjadi atasannya itu; 

b. Seseorang menyewa mobil jasa angkutan barang. Sesuai 

dengan kapasitasnya mobil tersebut hanya bisa mengang-

kut barang seberat 10,5 kwintal dan penyewa sendiri sudah 

mengetahui dan menyepakati. Di tengah perjalanan ban 

mobil pecah. Setelah diketahui ternyata berat bawaan 

melebihi dari ketentuan dan kesepakatan di atas, maka 

yang bertanggung jawab dalam persoalan ini adalah penye-

wa. 

c. Si G meminta fatwa kepada H tentang ayam tetangganya 

yaitu I yang selalu mengais tanah taman dan berak di 

pelataran rumahnya. Si H memberikan fatwa bahwa ayam 

tersebut boleh ditangkap dan disembelih. Ternyata fatwa 

ini dilaksanakan oleh si G. Si I, setelah mengetahui ayam-

nya telah disembelih oleh si G keberatan. Namun yang 

bertanggung jawab atas kejadian ini sebagai pengecualian 

dari kaidah di atas adalah si H selaku pemberi fatwa. Ha-

rusnya ia tidak gegabah berfatwa sebelum melakukan tin-
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dakan-tindakan lain seperti berkomunikasi dan sebagainya 

atau bahkan duduk bersama dengan ketua RT setempat. 

B. Beberapa Kaidah dalam Kitab Majallah al-
Ah}ka>m al-‘Adliyah 

Tidak semua kaidah yang tertulis di kitab Majallah al-Ah}ka>m 

al-‘Adliyah ditulis dalam buku ini. Jika sudah pernah ditulis pada 

bahasan sebelumnya maka pada bagian ini tidak lagi ditulis. Oleh 

karena itu, kaidah-kaidah yang ditulis berikut ini khusus sebagian 

besarnya belum ditulis pada bahasan-bahasan terdahulu. Kaidah-

kaidah fikih yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Kaidah tidak Bercampurnya Sewa dan Pembayaran Kerusakan  

تَمِعَا 265ُِ ُلَإيََْ مَا ُ  ُوَالضَّ  اَلَْْجْرُ 

“Sewa dan pembayaran kerusakan tidak bercampur” 

Maksud dari sewa ini adalah penggantian terhadap peman-

faatan barang yang dipakai, sedangkan tanggungan (d}ama>n) 

adalah kewajiban untuk mengganti kerugian dari barang yang 

dimanfaatkan. Kedua hal ini memiliki hukum masing-masing 

alias tidak bersatu. Misalnya tukang jahit baju dibolehkan men-

diamkan baju seseorang sampai orang tersebut membayar se-

cara lunas jasa pembuatan baju. Secara hukum tukang jahit 

memiliki kewajiban untuk menyimpan baju tersebut di tempat 

yang baik. Namun jika dalam beberapa waktu tidak diambil 

juga dan ternyata secara tidak sengaja baju tersebut digerogoti 

binatang maka tukang jahit tidak berkewajiban untuk meng-
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ganti. Terkait dengan jasa, ia masih memiliki hak untuk diba-

yar.   

2. Kaidah Batalnya sesuatu Berakibat Batalnya Tanggungan 

نِه266ُِ ُبطََلَُُفُُِْضَِْ يُْ  ذَاُبطََلَُُالش َّ
ِ
 ا

“Apabila sesuatu itu batal maka batal pula tanggungannya” 

Dalam setiap persoalan ia terdiri dari satu rangkaian. Oleh 

karena itu jiak persoalan itu batal maka batal juga semua 

rangkaian-rangkaiannya. Misalnya menjual tanah kepada orang 

lain, maka semua yang ada di tanah itu baik tanamannya atau 

bangunannya adalah hak miliki si pembeli. Penjual pun tidak 

memiliki hak apa pun dari tanah yang dijualnya itu.  

3. Kaidah Ketika Penghalang Hilang maka Hukum Kembali 

Normal  

267 ُعاَدَُُالمَْمْن وْعُ  ذَاُزَالَُُُالْمَانِعُ 
ِ
 ا

“Apabila penghalang menjadi hilang maka hukum yang 

dihalangi kembali seperti semula” 

Maksud kaidah ini jika ada penghalang dalam melaksana-

kan hukum maka bisa jadi ada keringanan atau lainnya, tetapi 

jika penghalang tersebut sudah hilang maka hukum menjadi 

normal. Misalnya perempuan haid. Ia terhalang melaksanakan 

salat, puasa bahkan tawaf. Tetapi ketika sudah berhenti haid 

hukum kembali normal.  
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4. Kaidah Ketika Hukum Asal tidak Berlaku 

268 ُسَقطََُالْفَرْعُ  ذَاُسَقطََُالَْْصْلُ 
ِ
 ا

“Apabila gugur yang asal maka gugur pula yang cabang” 

Hal-hal yang termasuk pokok atau utama adalah jika tidak 

ada dia, maka tidak ada nama pada sesuatu itu. Misalnya yang 

pokok dalam wudhu dan salat adalah rukun dan syaratnya. Jika 

rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka segala cabang atau 

sunah-sunahnya pun ikut tidak diterima. Jelasnya hukum 

cabang mengikuti hukum pokok atau induknya. 

Namun ada yang dikecualikan dari kaidah di atas. Misalnya 

difasakhnya hubungan suami istri karena keduanya saudara 

sesusu. Secara kaidah, jika hal yang pokok gugur yaitu kesahan 

hubungan keduanya menjadi batal atau tidak sah maka cabang 

juga mengikuti yaitu tidak diakuinya anak yang dilahirkan dari 

hubungan ini. Tetapi pemahaman seperti ini tidak berlaku 

dalam pengecualian ini. Anak tetap diakui sebagai anak suami 

istri yang difaskh ini. 

5. Kaidah Isyarat sama seperti Lisan 

للَِ ا 269ُِ ُلِلَْْْ رَسُُِكََلبَْيَا ُُِبِِل ُُالْمَعْه وْدَةُ  يَارَات 
ِ
 اَلْإ

“Isyarat-isyarat yang dapat diketahui orang yang bisu maka 

kedudukannya sama dengan keterangan lisan” 

Orang bisu tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin ia 

katakan kecuali melalui isyarat-isyarat. Ketika ia dibutuhkan 

untuk memberikan keterangan ia cukup menggunakan isyarat 
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tertentu. Isyarat ini dapat dibenarkan menurut hukum dan sah 

sebagaimana sahnya bahasa lisan orang yang tidak bisu. 

6. Kaidah Hukum Memanfaatkan Milik Orang Lain dengan tidak 

Benar 

270 ُبِِلتَّصََرفُُِفُُِْمِلُُِْالْغَْ ُُِبَِطِلمُ  اَلَْْمْرُ 

“Perintah atau persoalan untuk memanfaatkan milik orang lain 

(dengan cara tidak benar) adalah batil” 

Mungkin maksud kaidah di atas adalah tentang eksploitasi. 

Eksploitasi ini memanfaatkan milik orang lain secara tidak 

benar seperti untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan tanpa 

memelihara dan memperbaiki atau makna lainnya yang cen-

derung negatif. Hal yang sama pada kaidah ini bahwa peman-

faatan yang dilakukan adalah pemanfaatan yang batil atau tidak 

sesuai dengan ajaran agama. 

Selanjutnya berkaitan dengan milik orang lain ini bentuk-

nya bisa berupa barang yang kelihatan dan bisa juga hak milik 

yang tidak tampak hak kekayaan intelektual, pemikiran dan 

sebagainya. Contoh dari kaidah ini adalah: 

a. Selalu memarparkir mobil di halaman tetangga atau 

memarkir mobil di jalan yang sempit sehingga orang lain 

yang menggunakan mobil biasanya lewat di jalan tersebut 

tidak bisa melewatinya; 

b. Seorang pengkaji yang berkarya dengan cara menulis ulang 

atau menulis sebagian dari tulisan orang lain tanpa menu-
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liskan sumber tulisan, bahkan mengakui sebagai karyanya. 

Hal ini dipandang sebagai eksploitasi bahkan lebih dari itu. 

c. Menggunakan tenaga orang seperti membawa anak orang 

yang tidak mampu ke rumah yang kemudian dimanfaatkan 

tenaganya tetapi tidak digaji selayaknya atau sesuai de-

ngan tingkat kesulitan kerja, maka hal ini termasuk per-

buatan yang batil.      

  7. Kaidah Larangan Memanfaatkan Milik Orang Lain tanpa 

Izinnya 

ذْنِه271ُِ
ِ
ُأَ ُُْيتََصَََّفَُُفُُِمِلُُِْغَْ ِهُُِبِلاَُُا ُلَِْحَدُ   لَإيََ وْزُ 

“Tidak dibolehkan bagi siapa pun memanfaatkan milik orang 

lain tanpa izinnya” 

Kaidah ini merupakan lanjutan dari kaidah sebelumnya 

bahwa jika memanfaatkan milik orang lain atas dasar sepenge-

tahuan dan izin dari yang memilikinya maka bukanlah batil, 

melainkan dibolehkan. Kendatipun terlihat ada yang lebih 

diuntungkan tetapi jika hal ini merupakan atas dasar kerelaan 

atau kesepakatan maka tidak ada alasan untuk melarangnya.   

8. Kaidah Larangan Mengambil Harta Orang tanpa Sebab 

Syarak 

272  ُ عِيل ُبِلَاُُسَبَ  ُُشََْ ذَُُمَالَُُأَحَدُ  ُأَ ُُْيأَْخ  ُلَِْحَدُ   لَإيََ وْزُ 

“Tidak boleh bagi siapa pun mengambil harta orang lain tanpa 

sebab syarak” 
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Maksud kaidah ini jelas dan dapat dipahami. Jika meng-

ambil harta orang dengan merampas maka disebut merampok. 

Jika mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi 

maka disebut mencuri. Begitu juga mengambil harta milik ne-

gara dengan cara memanipulasi data dan sebagainya maka 

disebut korupsi.  

Selain itu, ada juga mengambil harta orang lain dengan 

terang-terangan dan diketahui oleh yang punya harta serta 

direlakan oleh pemiliknya. Misalnya menjual kupon berhadiah. 

Di sini ada penarikan dana oleh penjual dalam kondisi diketahui 

dan direlakan oleh pembeli. Ada juga permainan membeli 

nomor togel atau dalam bentuk lainnya. Penarikan-penarikan 

dana ini di luar dari sebab syar‘i> sehingga ia pun menjadi terla-

rang.   

9. Kaidah Bukti Dapat Meluas, sementara Pengakuan Terbatas   

ةم273ُ ُقَاصَِ ةمُ جَّ ُح  قْرَارُ 
ِ
ُوَالْإ يةَمُ ِ تَعَدل ُم  ةمُ جَّ ُح  َّنةَُ   اَلبَْ 

“Bukti merupakan dalil hukum yang dapat meluas atau berim-

bas pada orang lain sedangkan pengakuan hanya sebagai dalil 

hukum yang terbatas bagi yang mengakui” 

Si A menyatakan bahwa si B, C, D dan lainnya memiliki 

utang yang belum dibayar. Pernyataan ini ada karena adanya 

bukti tertulis di dalam kuitansi sehingga ia menjadi dalil ter-

libatnya beberapa orang yang disebutkan di dalam kuitansi itu 

bahkan orang-orang di luar tetapi tidak tertulis di kuitansi juga 

berpotensi terlibat. Adapun pengakuan hanya sebatas untuk 
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dirinya sendiri dan jika ia mengakui ada orang lain yang ikut 

terlibat tetapi ia tidak dapat menghadirkan bukti maka dalil 

yang berlaku hanya untuk orang yang mengakui saja;  

10. Kaidah Bukti Kewajiban Penggugat, Sumpah Kewajiban 

Pengingkar 

ُعلََىُُمَنُُْأنَكَْر274َُ عِيُُْوَاليَْمِيُْْ  دَّ ُعلََىُُالْم  َّنةَُ   اَلبَْ 

“Bukti merupakan kewajiban penggugat dan sumpah merupa-

kan kewajiban orang yang mengingkari gugatan penggugat” 

Misalnya si A menuduh si B berijazah palsu. Wajib bagi si 

A memperlihatkan bukti, sementara kewajiban si B adalah 

bersumpah bahwa ijazahnya adalah asli; bukan palsu seperti 

yang dituduhkan.  

11. Kaidah Bukti adalah sama seperti Kenyataan 

َ ا ُُِكََلثَّابِتُُِبِِلْعِيَا 275ُِ ْ  اَلثَّابِت ُُبِِلْب 

“Yang ditetapkan berdasarkan bukti sama dengan yang 

ditetapkan berdasarkan kenyataan” 

Maksud kaidah ini bahwa ketika telah ada bukti yang kuat 

dan telah memenuhi kriteria-kriteri yang disebut bukti maka 

itulah kenyataannya. Dengan demikian pengingkaran terhadap 

bukti itu pun tidak bisa lagi diterima. Diakui memang masih 

ada upaya-upaya untuk dilakukan oleh orang yang terputuskan 

bersalah tersebut. Misalnya di peradilan upaya tersebut bisa 

berupa banding atau juga melakukan kasasi bahkan sampai 
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peninjauan kembali. Namun demikian tentunya bukti-bukti 

untuk meringankan mesti dapat mematahkan bukti-bukti penu-

duh.    

12. Kaidah Boleh Menurut Syarak, tetapi Tidak Bertanggung 

Jawab terhadap Risiko 

مَا 276َُ ُي نَافُُِالضَّ عِيرُ ْ ُالشََّّ  اَلجَْوَازُ 

“Kebolehan yang diakui syarak meniadakan keharusan 

bertanggung jawab terhadap risiko” 

Kebolehan yang diakui syarak ini adalah perbuatan yang 

pada dasarnya dibolehkan oleh hukum. Namun yang dilakukan 

ini berakibat adanya orang lain yang celaka. Maka orang yang 

membuat tersebut tidak dikenakan ganti rugi walaupun di sisi 

yang lain ia berpotensi membuat dosa. Contohnya adalah: 

a. Ada orang menggali lubang di muka rumahnya, tiba-tiba 

datang orang yang bukan penghuni rumah tersebut dan 

jatuh ke lubang tersebut. Berdasarkan kaidah ini, pemilik 

rumah tidak diwajibkan untuk ganti rugi atas jatuhnya 

orang ke lubang tersebut; 

b. Segala bentuk kreativitas seseorang yang jika digunakan 

orang lain menimbulkan atau mencelakai orang lain maka 

berdasarkan kaidah ini si pembuat kreativitas tidak ditun-

tut atas kecelakaan tersebut; 

c. Para tukang menggali terowongan untuk rel kereta api. Se-

telah pekerjaan selesai maka rel kereta api pun digunakan. 

Ketika digunakan tiba-tiba terowongan ini ambruk. Para 
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pekerja tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi 

atas kejadian ini. 

13. Kaidah Perbuatan Binatang tidak Dikenakan Sanksi 

277 بَّارمُ ُالْعَجْمَاءُُِج   جِناَيةَُ 

“Tindakan binatang tidak dikenakan pengganti kerugian” 

Maksud dari kaidah ini bahwa tindakan binatang tidak 

dapat dikenakan sanksi. Misalnya binatang peliharaan A meru-

sak tanaman B. Binatang peliharaan ini tidak bisa dikenakan 

sanksi, terlebih lagi misalnya si B menangkap dan 

menyembelih binatang tersebut, tentu si B akan berhadapan 

dengan hukum. Namun yang dapat dikenakan sanksi adalah si 

A sebagai pemilik binatang peliharaan tersebut. Dalam hukum 

Islam hanya manusia yang dapat dikenakan sanksi dan sanksi 

yang dikenakan itu pun mesti dilihat kasus perkasus. 

Begitu juga jika binatang tersebut memakan tanaman 

orang lain atau melukai orang lain. Status hukumnya sama 

seperti yang dijelaskan di atas.   

14. Kaidah Pergantian Cara Kepemilikan suatu Barang 

ات278ُِ لُُِالَّ ُسَبَِ ُُالْمِلُُِْقَائِمُُمَقَامَُُتبََدر لُ   تبََدر

“Pergantian cara kepemilikan suatu barang, dianggap sebagai 

pergantian fisik barang tersebut” 
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Latar belakang munculnya kaidah di atas terjadi ketika 

petugas khalifah Umar memungut pajak dari warga non mus-

lim. Saat itu mereka membayar pajak dengan babi dan khamar 

yang kemudian untuk menggantinya menjadi uang petugas 

tersebut menjual babi dan khamar ini. Ternyata Umar tidak 

menyetujui yang kemudian ia memutuskan boleh menerima 

uang pajak dari penjualan babi dan khamar asalkan dijual oleh 

pemilik yang berkewajiban membayar pajak tersebut. Kaitan-

nya dengan kaidah di atas adalah cara kepemilikan itu harus 

diganti yang asalnya babi dan khamar yang kemudian diganti 

dengan uang dari penjualan keduanya yang dijual sendiri oleh 

pemilik. 

15. Kaidah Status Petunjuk yang Masih Samar 

279 ُمَقَامَهُ  وْرُُِالبَْاطِنَةُُِيقَ وْمُ  ءُُِفُُِاْلُْم  ْ ُالشََّّ  دَلِيْلُ 

“Petunjuk sesuatu pada masalah yang masih samar (tersem-

bunyi) maka ia menempati kedudukan di tempat dalil yang sa-

mar itu” 

Maksud dari kaidah ini pada suatu permasalahan yang ma-

sih samar, tersembunyi dan belum jelas duduk perkaranya maka 

keputusan atau ketetapan yang diberikan adalah disesuaikan 

dengan argumentasi dan kenyataan yang ada di lapangan. Sikap 

seperti ini karena hal tersebut merupakan perkara yang sulit 

untuk dilihat sehingga ia juga disebut perkara batin.  

Berdasarkan kondisi seperti ini maka siapa pun yang me-

mutuskan atau menetapkan perkara tersebut diharapkan berpi-

jak pada dalil atau petunjuk-petunjuk yang diperoleh di lapang-
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an. Selain itu agar para pemutus atau pemberi ketetapan dapat 

berbuat adil dan rasional. 

16. Kaidah Sesuatu yang telah Gugur tidak Kembali 

280 وْدُ  وْمَُُلَإيعَ  ُالْمَعْد  ُكَََُُأَ َُّ وْدُ  اقِط ُلَإيعَ   اَل َّ

“Sesuatu yang telah gugur tidak akan kembali sebagaimana 

sesuatu yang tidak ada tidak mungkin kembali”ُ 

Maksud kaidah di atas sepertinya sudah dapat dipahami 

melalui terjemahannya. Misalnya si A yang kedudukannya se-

bagai kreditur (mengutangkan uang kepada orang lain) menya-

takan utang B kepada dirinya telah lunas artinya ia si A membe-

baskan hutang B pada dirinya. Dengan pernyataan pembebasan 

ini, si A tidak bisa lagi menarik ucapannya untuk meminta si B 

membayar utangnya sebagaimana sesuatu yang telah gugur 

tidak bisa lagi dikembalikan.  

Begitu juga sesuatu yang telah diberikan atau dihibahkan 

terlebih lagi untuk kepentingan umum, tidak bisa lagi ditarik 

karena sesuatu yang telah dilepaskan menunjukkan pemindah-

an hak dari seseorang ke orang lain. 

17. Kaidah Menyebut Sebagian sama Menyebut Keseluruhan 

ه281ُِ لِ أُُُكذَِكْرُُِك  ُبعَْضُُِمَالإَُُيتََجَزَّ  ذِكْرُ 

“Menyebut sebagian sesuatu yang tidak bisa terbagi atau tidak 

bisa dipisahkan sama halnya dengan menyebut secara keselu-

ruhan” 
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Maksud kaidah ini sepertinya sudah dapat dipahami mela-

lui terjemahan kaidah yang intinya ketika menyebut sebagian 

pada sesuatu yang tidak bisa dibagi atau dipisah sama dengan 

menyebut secara keseluruhan.  

Contoh kaidah di atas misalnya terkait dengan kasus 

hukum yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau secara 

restorative justice. Dalam proses ini diperoleh kesepakatan 

bahwa korban memaafkan pelaku yang mestinya menerima 

hukuman. Hukuman yang mestinya dilalui pelaku tidak bisa 

dibagi-bagi sehingga ketika korban memaafkan maka secara 

keseluruhan pelaku dimaafkan. 

Namun jika sesuatu itu dapat dibagi-bagi maka hukuman-

nya juga demikian. Pihak korban dapat memilah mana yang 

dapat dimaafkan dan mana pula yang mesti dituntut. Kasus lain 

yang dapat dibagi seperti utang uang. Pihak yang menghutang-

kan bisa saja membebaskan sebagian dan meminta pengembali-

an utang sebagian sisanya. Hal seperti ini diakui oleh hukum.    

18. Kaidah Manfaat Diiringi juga dengan Menanggung Risiko  

ُبِِلْغ ن282ُِْ  اَلْغ رْمُ 

“Kerugian dibebankan atas apa yang mendatangkan keuntung-

an” 

Maksud kaidah ini adalah risiko sejalan dengan keuntung-

an yang diperoleh. Jika dikaitkan dengan dunia bisnis bahwa 

profit ada bersama dengan risiko dan risiko itu selalu meng-

iringi kemanfaatan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa ke-

tika seseorang mendapatkan keuntungan, kenikmatan, keman-
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faatan pada sesuatu maka ia mesti juga mau menanggung risiko 

jika terjadi sesuatu. Contoh kaidah ini sebenarnya mencakup 

berbagai persoalan. Misalnya seorang laki-laki yang menikahi 

perempuan yang menjadi istrinya. Ia mendapatkan kenikmatan 

hidup bersama istrinya tetapi seiring dengan hal itu ia memiliki 

kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Begitu 

juga seseorang dipinjami uang atau barang oleh pihak lain. 

Seiring dengan manfaat yang diperolehnya ia juga memiliki 

tanggung jawab untuk membayar utang tersebut atau menjaga 

barang dipinjam agar tidak rusak bahkan berkewajiban meng-

ganti barang itu jika terjadi kerusakan.  

19. Kaidah Cabang lebih Eksis daripada Asal 

وْ َُُالَْْصْل283ُِ ُد   قدَُُْي ثبَْت ُُالْفَرْعُ 

“Kadang-kadang cabang tetap eksis walaupun tanpa keberada-

an asalnya” 

Kaidah ini banyak diberlakukan dalam peradilan. Misalnya 

tentang perceraian suami istri yang ada kaitannya dengan jimak 

dan idah. Seorang istri menggugat cerai suaminya. Dalam 

persidangan si suami menyatakan bahwa ia telah menggauli is-

trinya sementara sebelum istrinya. Namun peristiwa ini di-

bantah oleh istri bahwa ia tidak tidur bersama. Istri yang ber-

cerai dengan suaminya atau suami yang menceraikan istrinya 

jika sebelum perceraian telah dilakukan jimak maka istri wajib 

menempuh masa idah. Jimak adalah asal, sementara idah adalah 

cabang. Idah tetap diberlakukan walaupun jimak belum bisa 

dibuktikan ada atau tidak adanya.    
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20. Kaidah yang Ada Sejak Dahulu Tetap Berlaku 

ُعلَىَُُقِدَمِه284ُِ ُي تََْكُ   اَلْقدَِيُْ 

“Apa yang ada sejak dahulu maka ia tetap atas eksistensi keda-

huluannya” 

Maksud kaidah ini adalah apa saja yang telah disyariatkan 

sejak dahulu maka tetap ada berkaitan dengan pelaksanaan 

syariat atau hukum tersebut. Sebaliknya hukum tersebut tidak 

dapat disebut tidak ada kecuali adanya dalil yang menyatakan 

demikian. Kaidah ini sangat berdekatan dengan kaidah “ لَ  ُاالْاص    ْ

اناَُُب اق ااءَ  اناَُعالىُُم ااك ا اَيِ  هَ ُي اثْ ب  تاَُحات َُُم ااك ا م ااي   ” karena maksud yang terdapat 

pada dua kaidah ini sangat mirip.  

21. Kaidah Kedudukan Tulisan Sama seperti Ucapan 

 اَلكِْتَاب ُُكََلخِْطَاب285ُِ

“Tulisan itu sama kedudukannya dengan ucapan ” 

 

Maksud dari kaidah ini adalah status hukum tulisan memi-

liki kedudukan yang sama dengan ucapan. Sesuatu yang ditulis 

kedudukannya sama dengan yang diucapkan, meskipun jarak 

orang yang menggunakan tulisan tersebut berjauhan. Namun 

ada yang mesti diperhatikan agar tulisan ini memiliki kekuatan 

hukum yaitu tulisan tersebut tetap, tidak berubah, tidak luntur 

dan tidak lekang oleh waktu. Selain itu tulisan tersebut memi-

liki kekuatan misalnya dikeluarkan oleh lembaga resmi atau 
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menggunakan tanda tangan dan cap basah serta yang lainya 

agar dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.  

Kaidah ini dapat mencakup berbagai macam urusan, baik 

dalam pernikahan, sosial, politik dan termasuk bisnis. Misalnya 

terkait dengan bisnis. Saat ini hampir rata-rata masyarakat 

menggunakan sosial media untuk berbisnis dan mereka men-

deskripsikan nama barang yang ditawarkan melalui tulisan 

seperti di Tokopedia, Shopee, WhatsApp dan lainnya. Tulisan 

ini pun juga digunakan untuk berbagai akad dan transaksi yang 

semuanya itu ditulis. 

22. Kaidah tidak Diterimanya Suatu Pengakuan 

286 حْتِمَالُُِالنَّايِئُُِعَنُُْدَلِيْلُ 
ِ
ةَُُمَعَُُاْلإ جَّ  لَإح 

“Tidak dapat dijadikan hujjah suatu pengakuan yang di dalam-

nya terdapat bukti atau dalil yang masih mengandung kemung-

kinan (dalil zhanni)”. 

Misalnya ada seorang ayah mengaku ketika ia sakit dan 

diperkirakan menjelang kematian. Ia mengatakan bahwa ia 

memiliki utang kepada salah seorang anaknya. Berdasarkan 

kaidah di atas pengakuan ini masih mengandung kemungkinan 

apalagi tidak terdapat bukti yang kuat. Pengakuan ini baru 

diterima jika sudah dibenarkan oleh ahli waris yang lain.  
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23. Kaidah tidak Rusaknya Putusan Hakim karena 

Bertentangannya Saksi 

ُالحَْاكم287ُِِ كُْ  ُح  ُمَعَهُ  تَلرُ ْ  ْ ةَُُمَعَُُالتَّنَاق ضُُِلكَِنُُُْلإَُُ جَّ  لَإح 

“Tidak dapat dijadikan hujah dalil-dalil yang bertentangan, te-

tapi keputusan hakim tidak rusak dengan dalil itu” 

Kaidah di atas berkaitan dengan kesaksian saksi di depan 

hakim. Oleh karena itu suatu kesaksian tidak dapat diterima 

jika saling bertentangan. Oleh karena itu hakim pun dapat 

memutuskan hukum suatu perkara tidak bergantung dengan 

kesaksian yang saling bertentangan tersebut dan keputusan 

hakim juga tidak rusak dengan adanya pertentangan kesaksian 

itu. 

24. Kaidah tidak Menjadi Bukti Jika Bertentangan dengan Lafal 

yang Jelas 

قَابلََُُِالتَّصَِْيح288ُِْ لَإلَُُِفُُِم  ِ ةَُُبِِلدل  لَإعِبَْ

“Tidak dipandang sebagai bukti jika bertentangan dengan lafal 

yang sudah jelas”. 

Kaidah di atas menegaskan bahwa jika terdapat kebi-

ngungan atau pertentangan antara makna atau penafsiran suatu 

teks atau pernyataan, maka lafal yang sudah jelas lebih diuta-

makan. Contohnya:  

a. Dalam sebuah kontrak ada klausul yang menyatakan 

“Harga jual rumah adalah 100 juta”. Namun dalam proses 

negosiasi, pihak penjual menyatakan secara lisan bahwa 
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harga yang dimaksud sebenarnya adalah 90 juta rupiah. 

Ketika terjadi perselisihan harga rumah, pihak pembeli 

menggunakan pernyataan lisan penjual yaitu 90 juta rupi-

ah. Namun pernyataan lisan ini tidak dapat dijadikan bukti 

jika bertentangan dengan lafal yang sudah jelas dalam 

kontrak. 

b. Q.S. al-Baqarah ayat 256 “Tidak ada paksaan dalam aga-

ma”. Ayat ini jelas dan tegas melarang paksaan dalam 

memeluk agama, berarti dalil lain yang menunjukkan bo-

lehnya memaksa orang lain untuk memeluk agama tidak 

dapat digunakan untuk menafikan makna ayat tersebut. 

c. Hadis Nabi “Barang siapa yang berbohong atas namaku 

dengan sengaja, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk 

menempati neraka”. Hadis ini jelas dan tegas melarang 

berbohong atas nama Nabi, berarti dalil lain yang menun-

jukkan bolehnya berbohong dalam kondisi tertentu tidak 

dapat digunakan untuk menafikan makna hadis tersebut. 

d. Ada yang berwasiat mewariskan seluruh hartanya kepada 

anak perempuannya. Namun terdapat dalil lain bahwa laki-

laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan dalam 

warisan. Dalam kasus ini, dalil tersebut tidak dapat digu-

nakan untuk menafikan isi wasiat karena wasiat meru-

pakan pernyataan yang jelas dan tegas dari pewaris. 

25. Kaidah Nalar tidak Berlaku ketika telah Jelas Nasnya 

289ُ ِ جْتِِاَدُُِفُُِمَوْرِدُُِالنَّصل
ِ
َ اغَُُلِلْا  لَإم 
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“Tidak diperkenankan berijtihad pada suatu persoalan yang 

sudah jelas ada nasnya” 

Kaidah ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan untuk 

melakukan ijtihad (penelitian atau interpretasi hukum) pada 

suatu masalah yang sudah memiliki nas (teks atau dalil yang 

jelas) yang mengaturnya. Contohnya: 

a. Terdapat nas yang jelas tentang kewajiban menjalankan 

salat lima waktu setiap hari. Teks-teks suci seperti Alquran 

dan Hadis menyatakan secara tegas tentang pentingnya 

menjalankan salat lima waktu. Berarti tidak diperkenankan 

bagi seseorang untuk melakukan ijtihad untuk menentukan 

apakah salat lima waktu memang merupakan kewajiban 

atau tidak, atau juga ingin mengurangi atau menambah 

jumlah salat wajib tersebut. 

b. Larangan minum khamar bahwa Alquran secara eksplisit 

melarang konsumsi khamar (minuman yang memabukkan). 

Dalam hal ini, tidak diperkenankan melakukan ijtihad 

untuk mencari jenis minuman lain yang dibolehkan atau 

untuk menentukan batas kadar alkohol yang masih diper-

bolehkan. 

Hal yang perlu diperhatikan bahwa adanya kaidah di atas 

tidak berarti ijtihad tidak dapat diterapkan sama sekali dalam 

masalah yang ada nas-nya. Ijtihad tetap diperlukan untuk me-

mahami maksud dan tujuan dari nas tersebut, serta untuk meli-

hat bagaimana nas tersebut dapat diterapkan dalam konteks 

kekinian. Kaidah di atas juga tidak berarti pemahaman terha-

dap nas bersifat kaku dan tidak bisa berkembang. Para ulama 

dapat menggunakan metode tafsir (penafsiran) untuk mema-

hami makna dan konteks nas secara lebih mendalam, sehingga 

dapat diterapkan secara relevan dalam masyarakat. Kaidah di 



254 KAIDAH-KAIDAH FIKIH  

 

 

 

 

atas ingin memastikan bahwa Alquran dan Hadis sebagai sum-

ber utama hukum Islam tetap menjadi rujukan utama dalam pe-

netapan hukum. Namun, kaidah ini tidak menghalangi peng-

gunaan ijtihad untuk memahami dan menerapkan hukum Islam 

secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. 

26. Kaidah tentang Sempurnanya Akad Tabarru‘ 

290ُ لإَُُّبِقَبْض 
ِ
ُا ُالتَّبَرعُ   لَإيتَِرُ

“Tidak sempurna akad tabarru’ (pemberian) kecuali setelah 

diserahkan kepada penerima (sebelum diminta sudah diberi)” 

Kaidah di atas menerangkan bahwa suatu akad tabarru’ 

(pemberian) tidak dapat dianggap sempurna atau selesai ke-

cuali setelah barang atau harta yang diberikan telah diterima 

oleh penerima. Contohnya: 

a. Pemberian uang dari Anang kepada Galuh dianggap sem-

purna setelah Anang menyerahkan uang tersebut kepada 

Galuh baik secara langsung atau melalui transfer bank.  

b. Pemberian buku dari Galuh kepada Diang belum dianggap 

sempurna walaupun Galuh telah membawa buku tersebut 

ke rumah Diang, hanya saja Galuh tidak menyerahkannya 

secara langsung kepada Diang. Galuh hanya meletakkan di 

depan pintu sementara Diang tidak mengetahuinya. Agar 

pemberian buku tersebut dianggap sempurna maka Galuh 

harus memberikan buku itu secara langsung kepada Diang 

atau memberitahukan buku tersebut ada di depan pintu dan 

meminta Diang segera mengambilnya. 
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27. Kaidah Dampak Hukum dari Penolakan Qiya>s 

ُلإَُُي قَاسَُُعلَيَْه291ُِ هُ   مَاثبَتََُُعلََىُُخِلَافُُِالْقِيَاسُُِفغََْ  

“Suatu hukum yang ditetapkan atas penolakan terhadap (hasil) 

qiya>s maka ia tidak (boleh dipakai) untuk menetapkan qiya>s 

yang lain” 

Kaidah di atas menjelaskan bahwa jika suatu hukum dite-

tapkan berdasarkan penolakan terhadap hasil qiya>s (analogi), 

maka hukum tersebut tidak boleh digunakan sebagai dasar un-

tuk membuat qiya>s yang lain. Contoh kaidah ini: 

a. Kewajiban menutup aurat bagi laki-laki dari pusar hingga 

lutut. Kewajiban ini tidak didasarkan pada qiya>s (analogi) 

dengan aurat perempuan, karena aurat perempuan berbeda 

dengan aurat laki-laki. Kewajiban menutup aurat laki-laki 

ditetapkan berdasarkan nas (teks agama) yang eksplisit. 

Dalam kasus ini, hukum wajib bagi laki-laki menutup aurat 

ditetapkan atas penolakan terhadap qiya>s aurat perempuan. 

Oleh karena itu, kewajiban menutup aurat laki-laki tidak 

dapat dijadikan dasar untuk menetapkan qiya>s terhadap 

kewajiban menutup aurat perempuan. 

b. Diyat (tebus nyawa) bagi orang yang terbunuh secara tidak 

sengaja adalah 100 ekor unta. Penetapan diyat ini tidak 

didasarkan pada qiya>s dengan diyat untuk anggota tubuh 

yang terluka. Diyat untuk diyat pembunuhan ditetapkan 

berdasarkan nash (teks agama) yang eksplisit. Dalam kasus 

ini, penetapan diyat pembunuhan tidak didasarkan pada 

qiya>s diyat untuk anggota tubuh yang terluka. Oleh karena 
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itu, penetapan diyat untuk pembunuhan tidak dapat dija-

dikan dasar untuk menetapkan qiya>s terhadap diyat untuk 

anggota tubuh yang terluka. 

28. Kaidah Keterikatan Seseorang dengan Pengakuannya 

قْرَارِه292ُِ
ِ
ُبِِ ؤَاخِذمُ ُم   اَلْمَرْءُ 

“Seseorang terikat dengan pengakuannya” 

Maksud kaidah adalah bahwa seseorang bertanggung ja-

wab atau terikat dengan pernyataan atau pengakuan yang telah 

mereka buat. Contoh: 

a. Seorang tersangka kejahatan dihadirkan di pengadilan. 

Ketika ditanya hakim tentang kejahatannya, si tersangka 

mengaku kejahatannya. Berarti pengadilan memiliki bukti 

langsung untuk mengambil keputusan. Meskipun ada 

kemungkinan tersangka mengubah pengakuannya di kemu-

dian hari, tetapi kaidah ini menegaskan bahwa seseorang 

dapat diikat dengan pengakuan atau pernyataan yang me-

reka buat. 

b. Si A mengaku di hadapan si B memiliki hutang kepada si 

C senilai Rp 1.000.000. Pengakuan ini dilakukan di hadap-

an dua orang saksi. Berarti si A terikat dengan peng-

akuannya dan si A wajib membayar hutang tersebut. 

c. Seorang perempuan si C mengaku di hadapan D bahwa ia 

telah menikah dengan seorang laki-laki bernama E. Peng-

akuan ini dilakukan di hadapan beberapa orang. Berarti si 
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C terikat dengan pengakuannya dan pernikahan si C dan si 

E dianggap sah. 

Berdasarkan kaidah di atas dapat dipahami bahwa sese-

orang bertanggung jawab atas pengakuannya dan tidak dapat 

mengingkarinya. Hal lainnya yang termasuk dalam kaidah di 

atas seperti pengakuan telah melakukan tindak pidana, peng-

akuan telah menerima suatu barang, pengakuan telah berwakaf 

suatu harta. Intinya pengakuan seseorang memiliki konse-

kuensi hukum. Memang ada pengecualian lainnya yang tidak 

sah seperti pengakuan yang dipaksakan atau pengakuan yang 

tidak disengaja. Untuk hal ini dapat dibahas dengan kajian yang 

lain. 

29. Kaidah Lafal Mutlak Berlaku Kemutlakannya  

293 اُأَوُُْدِلَإلَُ  ُالتَّقْيِيْدُُِنصًَّ طْلَاقِهُُِمَالمَُُْيقَ مُُْدَلِيْلُ 
ِ
رِيُُْعلَىَُُا طْلقَ ُُيََْ  اَلْم 

“Lafal mutlak berlaku sesuai dengan kemutlakannya selama 

belum ada dalil atau petunjuk yang membatasi atau mengikat-

nya” 

Kaidah ini menekankan bahwa suatu hal atau pernyataan 

yang dinyatakan secara mutlak tetap berlaku kemutlakannya 

selama tidak ada dalil atau petunjuk yang mengikat atau mem-

batasinya. Contoh: 

a. Pada perjanjian kontrak ada klausul menyatakan “Pihak A 

berhak membatalkan kontrak kapan saja tanpa pemberi-

tahuan sebelumnya”. Klausul ini dinyatakan secara mutlak 

tanpa adanya pembatasan atau syarat tambahan. Pihak B 

menyatakan tindakan pihak A bertentangan dengan prinsip 
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kesepakatan yang adil. Namun, karena klausul tersebut 

dinyatakan secara mutlak tanpa ada pembatasan atau 

syarat tambahan, maka tindakan Pihak A dianggap sah.  

b. Allah melarang berjudi tanpa batasan jenis judi. Tidak ada 

juga dalil yang membatasi jenis judi yang dilarang. Oleh 

karena itu larangan ini diartikan bahwa umat Islam dila-

rang berjudi dalam bentuk apapun. 

30. Kaidah Perbuatan yang Dikaitkan dengan Syarat 

ط294ُِ ْ ُعِنْدَُُث ب وْتُُِالشََّّ وْت هُ  طُُِيََِ  ُُث ب  ْ عَلَّق ُُبِِلشََّّ  اَلْم 

“Sesuatu yang dikaitkan dengan syarat wajib dilakukan ketika 

syarat itu ada” 

Kaidah di atas menunjukkan bahwa jika suatu perjanjian 

atau perbuatan terkait dengan syarat tertentu, maka perbuatan 

tersebut harus dilaksanakan setelah syarat tersebut terpenuhi. 

Contohnya:  

a. Seorang penjual dan pembeli sepakat menjual sebuah mo-

tor dengan syarat si pembeli harus terlebih dahulu mem-

bayar setengah dari harga motor itu, sisanya dibayar sete-

lah motor diserahkan kepada pembeli. Intinya bahwa se-

suatu yang dikaitkan dengan syarat wajib dilakukan ketika 

syarat itu ada. 

b. Si A berjanji memberikan hadiah kepada si B jika si B 

berhasil mendapatkan nilai 100 dalam ujian. Ketika si B 

berhasil mendapat nilai 100 maka si A wajib memberikan 

hadiah tersebut. 
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c. Si C menyewakan motornya kepada si D dengan syarat D 

harus membayar uang sewa (ija>rah) sebesar Rp 1 juta per 

bulan. Dengan demikian si D wajib membayar uang sewa 

kepada si C setiap bulan. 

Masih banyak lagi hal lain yang termasuk dalam kaidah di 

atas seperti janji untuk menikah jika sudah mencapai usia 

tertentu, wasiat yang diberikan dengan syarat tertentu, akad 

wakaf yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Sesuatu yang 

dikaitkan dengan syarat baru wajib dilakukan ketika syarat itu 

terpenuhi. 

31. Kaidah tentang Kepemilikan 

وْرَاتِه295ُِ وَُُمِنُُْضََ   مَامَلََُُيَ ْْ اُمَلََُُمَا  

“Siapa pun yang memiliki sesuatu, maka ia memiliki apa yang 

esensial dari sesuatu itu” 

Esensi yang dalam kaidah di atas adalah hal-hal krusial di 

sesuatu tersebut. Contohnya adalah:  

a. Si A memiliki ladang gandum. Karena si memiliki ladang 

gandum, maka ia juga memiliki juga apa saja yang esensial 

dari ladang gandum tersebut, seperti hasil panen, hak untuk 

mengelola lahan, dan kontrol atas penggunaan ladang 

tersebut. 

b. Si A membeli rumah, maka ia memiliki hak untuk menggu-

nakan tanah di bawah rumah tersebut dan hak untuk mem-

bangun di atas tanah tersebut. 
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c. Si A memiliki mobil dan karena itu ia memiliki hak untuk 

menggunakan mesin mobil tersebut dan hak untuk meng-

ganti suku cadang mobil yang rusak. 

Dengan memahami kaidah di atas, setiap orang dapat me-

mastikan bahwa hak-hak pemilik suatu barang dilindungi atau 

terlindungi. Misalnya kepemilikan hewan ternak, maka ia me-

miliki hak untuk memanfaatkan susu dan bulunya. Kepemilikan 

kebun berarti memiliki hak untuk memetik buahnya. Kepemi-

likan sumur berarti memiliki hak untuk mengambil airnya. Da-

lam semua kasus tersebut, pemilik suatu barang memiliki hak 

untuk menggunakan semua yang diperlukan untuk memanfa-

atkan barang tersebut dengan maksimal. 

Kaidah ini juga memiliki beberapa pengecualian. Misalnya 

jika ada larangan atau batasan dalam menggunakan barang, 

maka larangan itu harus dipatuhi.  

32. Kaidah tentang Proses tidak Mengkhianati Hasil 

ُبِقدَْرُُِالنلِعْمَة296ُِ ُبِقدَْرُُِالنلِقْمَةُُِوَالنلِقْمَةُ   اَلنلِعْمَةُ 

“Kenikmatan itu setara dengan pengorbanan yang dilakukan 

dan pengorbanan pun juga setara dengan kenikmatan”ُ 

Kaidah ini membicarakan tentang nikmat dan pengorban-

an. Setiap kenikmatan yang diraih selalu disertai dengan pe-

ngorbanan. Semakin besar kenikmatan yang ingin diraih, se-

makin besar pula pengorbanan yang harus dilakukan. Begitu 

juga setiap pengorbanan yang dilakukan juga ada kenikmatan 

yang diperoleh.  
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a. Si A ingin mendapatkan nilai ujian yang tinggi. Ia pun be-

lajar dengan keras beberapa lama. Akhirnya A pun berhasil 

mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Besarnya ke-

nikmatan yang diraih A sebanding dengan besarnya 

pengorbanan yang dilakukannya. 

b. Si A kena musibah kebakaran sehingga harta bendanya 

habis. Dalam hal ini pengorbanan si adalah kehilangan 

harta bendanya. Kenikmatan yang pernah dirasakan A 

adalah memiliki harta benda. Besarnya pengorbanan yang 

dialami A sebanding dengan besarnya kenikmatan yang 

pernah diraihnya. 

c. Si A menghabiskan waktu dan tenaga untuk menyelesai-

kan pendidikan tinggi. Pengorbanan dalam bentuk waktu, 

uang, dan upaya sudah pasti. Namun, ketika ia lulus dan 

memperoleh gelar, kenikmatan dan manfaat yang ia d-

apatkan setara dengan pengorbanan yang telah dilakukan. 

d. Si A olah raga secara rutin dan selalu memilih makan sehat. 

Hal ini tentu sebuah pengorbanan. Namun, kesehatan yang 

baik dan kebugaran fisik yang diperoleh sebagai hasil dari 

pengorbanan tersebut memberikan kenikmatan yang se-

banding. 

e. Si A harus bekerja keras dan mengorbankan waktu luang 

serta menghadapi tekanan dalam kariernya. Tujuannya ti-

dak lain untuk meraih kesuksesan. Namun, ketika si A be-

nar mendapatkan kesuksesan maka penghargaan ini setara 

dengan upaya yang telah dilakukan. 

f. Untuk membina hubungan yang sehat dan harmonis sering-

kali membutuhkan pengorbanan waktu, energi, dan kom-

promi. Namun, setelah semua itu terbina, maka ia sebagai 
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hasil dari pengorbanan tersebut kenikmatan dan kebaha-

giaan yang setara dengan pengorbanan. 

Intinya kaidah di atas menggambarkan bahwa setiap tin-

dakan pengorbanan yang dilakukan selalu diimbangi dengan 

kenikmatan atau manfaat yang sebanding dan sebaliknya. 

Sukses berkarier diraih dengan kerja keras. Kegagalan suatu 

usaha berarti disebabkan kurangnya persiapan. Kesehatan yang 

baik diperoleh dengan menjaga pola makan dan olahraga rutin. 

Penyakit yang dialami merupakan dampak dari gaya hidup 

tidak sehat. 

33. Kaidah Memahami Sifat Tampak dan tidak Tampak pada 

Manusia atau Barang 

297 عْتَبَُ  ُوَفُُِالغَْائِِ ُُم  ُُفُُِالحَْاضَُُِِلغَْومُ  اَلوَْصْف 

“Sifat yang tampak tidak memiliki nilai kebenaran, maka sifat 

yang tidak tampak dapat dipakai” 

Kaidah di atas menekankan pentingnya agar tidak hanya 

mempertimbangkan apa yang terlihat atau tampak di permu-

kaan, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang tersembunyi 

untuk membuat penilaian yang lebih mendalam dan tepat. 

Contohnya: 

a. Dalam evaluasi kinerja karyawan. Si A selaku manajer 

menilai kinerja karyawan yang sedang bekerja, sifat yang 

terlihat atau teramati secara langsung, seperti keterlam-

batan atau produktivitas, mungkin tidak memberikan gam-

baran yang lengkap atau akurat tentang kualitas pekerjaan 

karyawan tersebut. Oleh karena itu, si A harus mempertim-
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bangkan juga sifat-sifat yang tidak terlihat, seperti dedi-

kasi, inisiatif, dan kualitas kerja, yang mungkin mempe-

ngaruhi kinerja karyawan secara keseluruhan. 

b. Si A sebagai pengusaha maka ia mesti mempertimbangkan 

untuk bermitra dengan perusahaan lain, tidak cukup hanya 

memperhatikan kesan yang terlihat dari pertemuan atau 

presentasi. Sifat-sifat yang tidak terlihat dari perusahaan 

tersebut, seperti kinerja keuangan yang sebenarnya, repu-

tasi di industri, dan kepatuhan terhadap peraturan, juga 

harus diperhitungkan sebelum membuat keputusan bisnis. 

c. Si sebagai konsumen ingin membeli sebuah produk. Ia ti-

dak hanya berpedoman pada penampilan atau iklan yang 

terlihat di permukaan. Ia harus mempertimbangkan juga 

sifat-sifat yang tidak terlihat, seperti keandalan, kualitas 

bahan, dan reputasi merek, yang mungkin tidak langsung 

terlihat tetapi memiliki dampak besar pada pengalaman 

pengguna. 

d. Si A membeli buah apel di pasar dan melihat langsung buah 

apel tersebut serta yakin buah apel itu segar dan berkualitas 

baik. Namun untuk memastikan keyakinan itu, kembali 

harus memperhatikan sifat-sifat yang tampak seperti warn-

a, bentuk, dan tekstur, bahkan mencicipinya atau meme-

riksanya secara lebih teliti. 

e. Si A membeli baju melalui toko online tetapi si A tidak 

dapat melihat langsung baju yang dibelinya. Berarti A ha-

rus berhati-hati membaca deskripsi baju karena deskripsi 

ini satu-satunya informasi yang dapat digunakan untuk 

menilai kualitas baju. 

Contoh lainnya seperti terkait hewan ternak, pembeli harus 

memeriksa sendiri kesehatan hewan tersebut. Pembelian ru-
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mah, pembeli harus memeriksa sendiri rumah itu. Peminangan, 

bahwa wali calon istri harus memastikan sendiri kelayakan 

calon suami. Kaidah ini juga memiliki pengecualian. Misalnya 

jika terdapat cacat pada barang yang tidak terlihat secara 

langsung, pembeli tetap dapat mengembalikan barang tersebut.  

34. Kaidah Semaksimal Mungkin Mempertahankan Syarat  

مْكََ 298ُِ
ِ
طُُِبِقدَْرُُِاْلإ ْ ُالشََّّ رَاعاَةُ  ُم   يلَْزَمُ 

“Harus menjaga dan mempertahankan syarat (yang disepakati) 

semaksimal mungkin” 

Kaidah di atas menyatakan pentingnya menjaga dan me-

menuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam sebuah per-

janjian atau kontrak. Tujuannya agar hubungan antara pihak-

pihak yang terlibat tetap harmonis dan adil. Contoh:   

a. Ketika dua pihak sepakat kontrak kerja maka berlaku lah 

kaidah ini baik antara karyawan dengan majikannya atau 

antara dua perusahaan. Keduanya berusaha semaksimal 

mungkin untuk mematuhi semua syarat yang telah ditetap-

kan dalam kontrak, seperti jadwal kerja, tanggung jawab 

pekerjaan, dan pembayaran gaji, agar hubungan kerja tetap 

berjalan dengan lancar dan adil. 

b. Dalam bisnis ada perjanjian tertulis tentang syarat-syarat 

seperti harga, jumlah barang, waktu pengiriman, dan seba-

gainya. Orang-orang yang berada dalam perjanjian ini mes-

ti semaksimal mungkin memenuhi semua syarat yang telah 
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disepakati agar tidak terjadi konflik atau ketidakpuasan 

dari pihak lain. 

c. Ketika ada yang menyewa sebuah properti, seperti rumah, 

apartemen, atau kantor, terdapat syarat-syarat yang harus 

dipenuhi seperti pembayaran sewa tepat waktu, perawatan 

properti, dan lain sebagainya. Pihak penyewa harus mema-

tuhi syarat-syarat tersebut semaksimal mungkin agar dapat 

menjaga hubungan yang baik dengan pemilik properti dan 

menghindari sengketa. 

d. Dalam pinjaman uang antara individu atau institusi ke-

uangan. Syarat-syarat seperti jumlah pinjaman, jangka 

waktu pembayaran, dan bahkan margin harus dipatuhi de-

ngan cermat. Peminjam harus memenuhi kewajiban pem-

bayaran sesuai dengan yang telah disepakati. 

Contoh lainnya seperti akad wakaf yang dikaitkan dengan 

syarat tertentu. Perjanjian pernikahan yang dikaitkan dengan 

syarat tertentu. Pinjaman uang dengan syarat tertentu. Dalam 

semua kasus tersebut, penting untuk menjaga dan memperta-

hankan syarat yang disepakati atau yang tertulis semaksimal 

mungkin. 

C. Beberapa Kaidah dalam Kitab al-Madkhal al-
Fiqh al-‘A <m: Ikhra >j Jadi>d 

Beberapa kaidah dalam bahasan di bawah ini adalah kaidah-

kaidah yang tidak disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. 

Kaidah-kaidah dalam kitab al-Madkhal al-Fiqh al-‘A<m: Ikhra>j Jadi>d 

merupakan karya Mus}t}afa> Ah}mad Az-Zarqa>.   
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1. Kaidah tentang Perizinan baik Oleh Pemilik Hak atau 

Perwakilan 

ابِقَة299ُِ ُكََلوَْكََلَُُِال َّ ُاللاَّحِقَةُ  جَازَةُ 
ِ
 اَلْإ

“Izin yang datang kemudian sama kedudukan hukumnya de-

ngan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu” 

Kaidah di atas menyatakan bahwa izin yang diberikan ke-

mudian berkedudukan sama secara hukum yang telah dilakukan 

sebelumnya. Maksudnya baik izin itu diberikan langsung oleh 

pemilik hak atau melalui perwakilan, keduanya sama dan setara 

secara hukum. Contohnya:  

a. Ada orang tua memberikan izin kepada wali untuk menan-

datangani sebuah kontrak. Kemudian orang tua dan wali 

memberikan izin juga secara langsung kepada anak-anak 

mereka, maka kedua izin memiliki kekuatan hukum yang 

sama. 

b. Jika pemilik properti telah memberikan wewenang kepada 

perwakilannya atau agen untuk mengajukan izin pemba-

ngunan, kemudian mereka sendiri juga memberikan izin 

yang sama secara langsung maka kedua izin tersebut me-

miliki kedudukan yang setara dalam proses perizinan. 

c. Seseorang memberikan kuasa kepada pengacara atau agen 

hukum untuk bertindak atas namanya dalam suatu proses 

hukum. Kemudian mereka secara langsung memberikan 

izin yang sama kepada pengacara tersebut, kedua izin ter-

sebut akan dianggap setara dalam hal kewenangan hukum. 
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d. Dalam contoh yang lain disebutkan misalnya si A menjual 

mobil milik B tanpa izin dari B. setelah B mengetahui dan 

menyetujui maka sah penjualan itu dan B tidak dapat me-

nuntut A karena bisa jadi sudah ada izin diberikan B kepa-

da A selaku perwakilannya. 

e. A seorang istri meminjam uang kepada B tanpa sepe-

ngetahuan C suaminya. Kemudian setelah C mengetahui 

dan menyetujui atau mengizinkan pinjaman tersebut maka 

sah lah pinjaman tersebut.  

2. Kaidah Akad Berdasarkan Kerelaan Para Pihak 

ُبِِلتَّعَاق د300ُِ مَاهُ  لْتَِِ
ِ
ُمَاا تَعَاقِدَيْنُُِوَنتَِيْجَت هُ  ُفُُِالْعَقْدُُِرِضَُُالْم   اَلَْْصْلُ 

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak 

yang mengadakan akan dan hasilnya apa yang saling ditentukan 

dalam akad tersebut”ُ 

Kaidah di atas menjelaskan dasar setiap perjanjian adalah 

kesepakatan atau kerelaan para pihak yang melakukan perjan-

jian. Konsekuensinya adalah apa yang telah mereka sepakati 

dalam perjanjian tersebut. Contohnya: 

a. A membeli barang dari B. Keduanya melakukan perjanjian 

yang didasarkan pada kesepakatan harga, kualitas barang, 

waktu pengiriman, dan syarat-syarat lainnya. Hukum 

pokok dari perjanjian ini adalah kesepakatan antara A dan 

B. Jika keduanya setuju dengan harga dan kondisi barang, 

maka keduanya harus mematuhi perjanjian tersebut. 

b. Seorang karyawan dan majikan membuat perjanjian kerja 

terkait gaji, jadwal kerja, tanggung jawab, dan hak-hak 
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lainnya. Hukum pokok perjanjian ini adalah kesepakatan 

kedua belah pihak. Jika karyawan setuju bekerja dengan 

gaji dan kondisi tersebut, maka ia harus melaksanakan ke-

wajiban sesuai dengan yang dijanjikan. Begitu juga seba-

liknya. 

c. A menyewa rumah atau apartemen. Perjanjian ini memuat 

harga sewa, masa sewa, dan kondisi properti. Hukum 

pokok perjanjian ini adalah kesepakatan antara A dengan 

pemilik. A harus membayar sewa sesuai dengan kesepakat-

an, pemilik properti harus menyediakan properti dalam 

kondisi yang sesuai dengan perjanjian. 

d. A ingin beli motor B. A dan B sepakat jual beli harganya 

10 juta. Berarit keduanya harus saling merelakan terjadi-

nya akad tersebut. 

3. Kaidah Diterimanya Sumpah Orang yang Mendapatkan 

Kepercayaan  

قمُُبِِليَْمِي301ُِْْ صَدَّ ُم   اَلَْْمِيُْْ 

“Orang yang mendapatkan kepercayaan, perkataannya dapat 

dibenarkan dengan sumpah” 

Kaidah ini menjelaskan bahwa seseorang yang diberikan 

kepercayaan atau amanah, kata-katanya dapat dianggap benar 

dengan melakukan sumpah. Contoh:  

a. Seseorang ditugaskan sebagai pemegang keuangan suatu 

organisasi atau perusahaan. Jika terjadi ketidaksesuaian 

dalam laporan keuangan yang diajukan maka pemegang 
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tersebut memberikan kesaksian dengan sumpah untuk 

membuktikan kebenaran laporannya. 

b. Seseorang menitipkan barang berharga kepada orang lain 

untuk disimpan. Maka penerima amanah itu yang bertang-

gung jawab atas barang tersebut. Jika terjadi persoalan ten-

tang barang itu maka penerima amanah itulah yang mem-

beri kesaksian dengan sumpah. 

c. Seseorang ditunjuk menjadi pengurus wasiat untuk menja-

ga harta warisan sampai pada pembagian kepada ahli waris. 

Jika terjadi persoalan terhadap harta maka pengurus wasiat 

itu yang bertanggung jawab memberikan kesaksian dengan 

sumpah. 

4. Kaidah Membelanjakan Aset karena Perintah Hakim 

نفَْاقُُِبِأمَْرُُِالْمَال302ُِِ
ِ
ُُبِأمَْرُُِالْقَاضُُِكََلْإ نفَْاق 

ِ
 اَلْإ

“Membelanjakan dengan perintah qadhi sama kedudukannya 

dengan membelanjakan atas perintah pemiliknya” 

Kaidah di atas menjelaskan tentang membelanjakan uang 

atau aset atas perintah dari seorang hakim memiliki kedudukan 

yang sama dengan membelanjakannya atas perintah dari 

pemiliknya. Contoh: 

a. Seorang hakim memutuskan suatu kasus dan menetapkan 

suatu pihak membayar sejumlah uang kepada pihak lain 

sebagai ganti rugi, maka pihak yang diperintahkan untuk 

membayar harus mematuhi putusan tersebut. Jika pihak 

tersebut mengeluarkan uang untuk membayar ganti rugi 
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sesuai dengan perintah hakim, pengeluaran tersebut memi-

liki kedudukan yang sama dengan pengeluaran atas perin-

tah dari pemiliknya yakni hakim. 

b. Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa. Panel arbitrase 

memutuskan pihak yang kalah untuk membayar kepada pi-

hak yang menang maka pihak yang kalah mesti mematuhi. 

Setelah pihak yang kalah membayar sesuai perintah arbi-

trase maka pengeluaran tersebut berkedudukan sama de-

ngan pengeluaran atas perintah dari pemiliknya yakni pa-

nel arbitrase. 

c. Seorang wali yang mengelola harta warisan anak yatim 

memohon kepada hakim agar diizinkan menggunakan 

sebagian harta warisan untuk biaya pendidikan, kesehatan 

dan kebutuhan sehari-hari anak-anak yatim ini. Hakim pun 

mengizinkan dan wali pun menggunakan dana sesuai 

dengan yang diizinkan. Penggunaan dana untuk keperluan 

di atas atas izin hakim memiliki kedudukan yang sama 

dengan perintah pemiliknya yaitu anak yatim itu. 

d. Pembagian harta waris berdasarkan keputusan pengadilan. 

Putusan ini sama statusnya dengan perintah pemilik harta 

warisan yaitu orang tua dari ahli waris. 

e. Menjual barang sitaan atas perintah dari pengadilan. Kedu-

dukan perintah ini sama seperti perintah dari pemilik ba-

rang. 

5. Kaidah tentang Batas Diterimanya Kesaksian Seseorang   

َّمَا ن
ِ
لْزَامُُِفُُِْلإَُُنفَِْ هُُُِبرََاءَةُُِفُُِْالَْْمِيُُُِْْقوَْلُ ُي قْبَلُ ُا

ِ
غَْ ِهُُِا  

“Hanya ucapan orang yang amanah diterima dalam pembe-

basan dirinya sendiri, bukan dalam memaksa orang lain” 
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Maksud kaidah ini bahwa ucapan orang yang amanah 

hanya diterima untuk pembenaran dirinya sendiri, bukan untuk 

menuduh orang lain tanpa bukti yang cukup. 

a. Sewaktu di pengadilan ada seseorang dituduh melakukan 

perbuatan pidana. Pengadilan pun meminta kesaksian dari 

orang ini untuk bersumpah memberikan kesaksian secara 

jujur dan akurat tentang suatu kejadian. Ucapan orang yang 

bersumpah ini hanya dapat diterima untuk membela diri-

nya sendiri di persidangan ini, tetapi tidak dapat digunakan 

untuk memaksa orang lain agar bertanggung jawab atas 

tindakan yang dilakukannya. 

b. Suatu ketika terjadi insiden di tempat kerja sehingga diper-

lukan penyelidikan untuk bertanggung jawab. Setelah dite-

mukan ia pun memberikan pernyataan sejujurnya tentang 

keterlibatannya. Namun pernyataannya hanya diterima 

sebagai bukti untuk membela dirinya sendiri dan member-

sihkan nama baiknya, bukan untuk menempatkan kesalah-

an pada orang lain tanpa bukti yang memadai.  

6. Kaidah sesuatu yang Batal tidak dapat Dibenarkan 

جَازَة303َُ
ِ
ُاْلإ ُلَإيقَْبَلُ   اَلبَْاطِلُ 

“Yang batal itu tidak dapat dibenarkan” 

Kaidah ini menegaskan bahwa sesuatu yang batal tidak 

dapat dibenarkan atau menjadi sah walaupun ada pihak lain 

menerimanya. Contohnya:  
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a. Ada orang membuat perjanjian tetapi melanggar hukum 

sehingga disebut perjanjian ilegal. Perjanjian ini tidak da-

pat dibenarkan atau dipandang sah. Walaupun pihak lain-

nya melegitimasi perjanjian tersebut dengan memberikan 

izin atau persetujuan belakangan. 

b. Ada orang membeli barang ilegal, seperti barang curian. 

Meskipun kemungkinan pembeli tidak mengetahui asal-

usul barang tersebut saat melakukan pembelian, maka 

transaksi itu tetap dianggap batal dan tidak sah. 

c. Ada orang memberi kuasa kepada orang lain melebihi 

kewenangan yang dimilikinya, seperti memberi kuasa ke-

pada agen menjual properti tanpa memiliki hak melaku-

kannya. Tindakan ini batal dan tidak sah.  

7. Kaidah Penggabungan suatu Persoalan  

304 ُتنَْجِيْمُ  اَلتَّعْلِيْق ُُعلَىَُُكََئِنُ 

“Penggabungan suatu perkara terhadap suatu keadaan meru-

pakan pelaksanaan” 

a. Seseorang menghadiahi temannya suatu hadiah dengan 

syarat temannya itu sukses mencapai prestasi. Ketika te-

mannya itu mencapai prestasi tersebut, maka hadiah terse-

but secara otomatis menjadi miliknya. Dalam hal ini, 

penggabungan hadiah dengan keadaan pencapaian prestasi 

merupakan pelaksanaan syarat yang telah ditentukan. 

b. Seorang pedagang memberikan diskon jika ada yang mem-

beli produknya degan syarat-syarat tertentu, seperti pem-

 

 
304Az-Zarqa>, 1086. 
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belian sampai jumlah tertentu atau adanya kartu khusus. 

Ketika pembeli memenuhi syarat-syarat tersebut, diskon 

khusus tersebut diberlakukan. Dalam hal ini, penggabung-

an pembelian dengan syarat-syarat tertentu merupakan 

pelaksanaan diskon yang ditawarkan. 

c. Si Utuh dan si Diyang yang maharnya akan diserahkan 

setelah pernikahan sesuai perjanjian. Dalam akad ini, ter-

dapat dua peristiwa yaitu peristiwa akad nikah dan peris-

tiwa penyerahan mahar. Penggabungan kedua peristiwa ini 

menjadikan akad nikah tersebut sah dan terlaksana. 

8. Kaidah tidak Diterima Alasan hanya karena tidak Tahu 

Hukum 

ا305 سْلَامُُِلَ سَُُْع ذْر 
ِ
ُبِِلَْْحْكََمُُِفُُِدَارُُِاْلإ  اَلجَْهْلُ 

“Tidak mengetahui hukum dalam negara Islam (da>r al-isla>m) 

bukan merupakan suatu halangan bagi keberlakuan hukum” 

Kaidah ini menyatakan di dalam negara yang menerapkan 

hukum Islam, ketidaktahuan terhadap hukum-hukum tersebut 

tidak dapat dijadikan alasan atau pembenaran untuk melanggar 

hukum. Contohnya: 

a. Ada orang melanggar hukum dengan alasan tidak menge-

tahui seperti tidak mengetahui konsumsi minuman keras 

adalah haram dalam Islam. Alasan tidak tahu ini tidak 

dapat dijadikan alasan atau pembenaran untuk melanggar 

hukum tersebut. 

b. Seseorang yang melakukan transaksi keuangan dan me-

langgar prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti riba atau 
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maisir, tidak dapat mengklaim ketidaktahuannya tentang 

hukum tersebut sebagai alasan untuk melanggar prinsip-

prinsip syariah, walaupun ia tidak memahami prinsip-

prinsip keuangan syariah dengan baik. 

c. Seseorang menikah dengan pasangannya dalam keadaan di 

bawah umur. Kedua pasangan ini tidak mengetahui bahwa 

pernikahan di bawah umur bertentangan dengan undang-

undang dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Meski-

pun demikian pernikahan ini tidak berkekuatan hukum 

oleh negara. 

Kaidah ini memiliki beberapa pengecualian, seperti orang 

yang baru masuk Islam, orang yang gila, dan orang yang dipak-

sa untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum 

tentu tidak masuk dalam kategori yang harus mengetahui atau 

memahami Islam. 

Berkaitan dengan istilah negara Islam dalam bahasa Arab-

nya dikenal dengan sebutan da>r al-isla>m. Menurut Imam al-

Ra>fi’i> dan yang lainnya bahwa da>r al-isla>m memiliki tiga 

kriteria: 1). Negara yang dihuni semua orang muslim. 2). Ne-

gara yang ditaklukkan orang muslim sementara penduduk non 

muslim bisa menetap di negara tersebut secara keseluruhan de-

ngan syarat membayar jizyah atau  misalnya tidak ada pendu-

duk muslim yang menetap di situ tetapi selama masih diken-

dalikan orang Islam atau pemimpinnya dari orang Islam maka 

negara ini tetap masih disebut sebagai da>r al-isla>m. 3). Negara 

yang bagian darinya dihuni oleh kaum muslimin tetapi kemu-

dian dikuasai oleh orang-orang kafir. Dalam kondisi ini tetap 

disebut da>r al-isla>m selama orang muslim masih dapat mene-

ruskan praktik hukum dan keberagamaannya seperti sebelum-
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nya dan jika pemerintahannya melarang maka bukan lagi 

sebagai da>r al-isla>m306. 

Memperhatikan kembali pendapat di atas tampaknya mak-

na dan cakupan konsep da>r al-isla>m adalah sangat luas bahkan 

di negara-negara Barat yang memperbolehkan serta memberi-

kan kebebasan kepada umat muslim beribadah dan melaksana-

kan praktik keberagamaannya, masih termasuk sebagai da>r al-

isla>m. Dengan demikian berarti banyak negara-negara yang 

dapat dikategorikan sebagai da>r al-isla>m. Konsekuensinya 

umat muslim di mana saja berada harus mengetahui atau me-

mahami hal-hal umum (tidak sampai ke hal-hal rinci) berkaitan 

dengan Islam. 

9. Kaidah suatu Hak tidak Hilang Walaupun Kadaluarsa  

م307ُِ  اَلحَْقرُُلَإيَْ ق ط ُبِِلتَّقَاد 

“Hak orang lain tidak dapat dihilangkan hanya karena sudah 

kadaluarsa” 

Kaidah di atas menjelaskan hak atau klaim tidak dapat 

dinyatakan hilang atau tidak berlaku hanya karena telah berlalu 

atau kadaluarsa. Contohnya:  

a. Seseorang mengklaim kepemilikan suatu properti atau hak 

lainnya yang dimiliki, tetapi ia tidak melakukan tindakan 

hukum untuk menegakkan klaim tersebut dalam waktu 

yang ditentukan oleh hukum. Meskipun klaim tersebut te-

lah berlalu atau kadaluarsa sesuai dengan batas waktu yang 

telah ditetapkan, hak tersebut tidak secara otomatis hilang. 

 

 
306’Abd. al-H}ami>d Asy-Syarwa>ni> and Ah}mad Qa>sim Al-’Ubba>di>, H}awa>syi> Tuh}fah 

Al-Muh}ta>j Bi Syarh} Al-Minha>j, vol. 9 (Mus}t}afa> Ah}mad, n.d.), 269. 

307Az-Zarqa>, Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘A<m: Ikhra>j Jadi>d, 1087. 
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Pemegang hak masih dapat mengajukan klaim dan mem-

perjuangkan haknya dalam proses hukum. 

b. Seorang konsumen membeli produk yang memiliki masa 

garansi tertentu, namun mereka tidak menggunakan atau 

mengajukan klaim garansi sebelum masa garansi berakhir. 

Meskipun masa garansi telah berlalu, konsumen masih 

memiliki hak untuk mengajukan klaim atau meminta peng-

gantian produk jika produk tersebut mengalami kerusakan 

atau cacat yang disebabkan oleh kesalahan pabrikan. 

c. Seorang pekerja memiliki hak-hak tertentu sesuai dengan 

hukum ketenagakerjaan, seperti hak menerima upah sesuai 

dengan jam kerja, hak cuti, atau hak kompensasi karena 

lembur. Kendatipun pekerja menuntut hak-haknya secara 

langsung, tetapi hak-hak tersebut tidak hilang secara 

otomatis. Pekerja dapat memperjuangkan hak-haknya jika 

diperlukan di masa depan. 

10. Kaidah Adanya Hukum itu Tergantung dengan ‘Illat atau 

Motifnya 

َّتِه308ُِ ُمَعَُُعِل وْرُ  ُيدَ  كُْ   اَلحْ 

“Hukum itu ada tergantung dengan ‘illat (motif)-nya” 

Kaidah yang serupa tetapi lebih rinci yaitu: 

ا309 اُوَعدََم  وْد  ج  ُمَعَُُعِلَّتِهُُِوَسَببَِهُُِو  وْرُ  ُيدَ  كُْ   اَلحْ 

 

 
308Az-Zarqa>, 1087. 
309Ar-Rah}ma>n, Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Al-Mustakhrajah Min Kita>b I’la>m Al-

Muwaqqi’i>n, 513. 
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“Hukum itu ada tergantung dengan ada atau tidak adanya ‘illat 

(motif)-nya dan sebabnya”  

ا310 اُوَعدََم  وْد  ج  ُمَعَُُعِلَّتِهُُِلإَُُمَعَُُحِْ تَِهُُِو  وْرُ  كَُُْيدَ  ُالحْ  َُّ 
ِ
 ا

“Sesungguhnya hukum itu ada tergantung dengan ada atau 

tidak adanya ‘illat (motif)-nya, bukan ditentukan oleh hikmah-

nya” 

Kaidah ini sebenarnya salah satu kaidah dari teori qiya>s. 

Maksud kaidah ini keberlakuan sebuah hukum terkait dengan 

hadirnya atau keberadaan motif atau alasan yang mendasari-

nya. Jika tidak ada motif maka berarti tidak ada hukum. Con-

tohnya: 

a. Riba atau bunga dilarang. Motif atau alasan di balik la-

rangan tersebut karena merugikan dan tidak adil bagi pihak 

yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, hukum 

larangan riba berlaku karena adanya alasan tersebut. Tu-

juan atau hikmah dari larangan ini untuk mencegah 

eksploitasi dan melindungi kesejahteraan masyarakat.  

b. Ada berbagai aturan yang mengatur perkawinan, salah 

satunya tentang mahar, wali, dan syarat-syarat lainnya. 

Motif di balik pengaturan ini karena perkawinan merupa-

kan akad mi>s\a>qan gali>z}a>. adanya hukum-hukum tersebut 

karena adanya motif yang mendasarinya. Tujuan adanya 

hukum ini adalah untuk melindungi hak-hak individu, me-

mastikan keadilan dalam perkawinan, mencapai kebaha-

giaan dan kesejahteraan keluarga.  

 

 
310Wahbah Az-Zuh}aili>, Us}u>l Al-Fiqh Al-Isla>mi>, vol. 1 (Damaskus, Suriyah: Da>r al-

Fikr, 2001), 651. 
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c. Pemalsuan dokumen atau mata uang dilarang. Motif la-

rangan ini karena memalsukan dan merusak data serta 

merugikan orang lain. Adanya hukum ini karena adanya 

motif tersebut.  

d. Misalnya pemerintah melarang penggunaan hand phone di 

kelas-kelas sekolah. Motif di balik aturan ini karena meng-

ganggu. Tujuan larangan ini untuk mencegah gangguan 

belajar dan mengurangi gangguan kelas yang disebabkan 

oleh penggunaan telepon genggam oleh siswa. Memang 

ada pengecualian misalnya ada sekolah lain yang menjadi 

telepon genggam sebagai alat bantu pembelajaran yang 

sangat penting, maka kondisi ini menjadi pengecualian.  

e. Salat Jumat wajib untuk laki-laki muslim yang mukim. 

Motifnya karena adanya perintah langsung dari Allah 

melalui firman-Nya. Tujuannya agar berkumpulnya umat 

muslim mendengarkan khutbah sehingga terjalin komuni-

kasi dan silaturrahmi. 

11. Kaidah Kesalahan Hakim Ditanggung Baitul Mal 

 َ طَأُُُالْقَاضُُِفُُِبَ ْتُُِالْمَال311ُِ

“Kesalahan qadhi (hakim) ditanggung oleh baitul mal” 

Kaidah ini menjelaskan jika seorang hakim salah dalam 

menetapkan keputusan, kerugian tersebut ditanggung baitul 

mal (kas negara). Contoh: 

a. Seorang hakim mengenakan denda kepada seseorang yang 

ternyata tidak bersalah. Kesalahan hakim ini menjadi 
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penderitaan dan kerugian bagi seseorang itu dan jika ia 

mengajukan banding dan hakim yang baru membatalkan 

putusan denda tersebut, kompensasi atau pengembalian 

denda yang telah dibayar oleh seseorang itu akan ditang-

gung oleh baitul mal sebagai konsekuensi dari kesalahan 

hakim. 

b. Seorang hakim memutuskan pada kasus perdata yang 

merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Jika kepu-

tusan ini dibatalkan oleh otoritas yang lebih tinggi setelah 

banding, dan pihak yang merasa dirugikan mengajukan 

permohonan penggantian rugi, maka ditanggung oleh bai-

tul mal. 

c. Seorang hakim memutuskan yang berakibat kerugian 

finansial bagi negara atau lembaga pemerintah. Jika benar 

keputusan itu salah atau tidak adil, maka pemulihan dana 

yang telah dikeluarkan sebagai hasil dari keputusan 

tersebut akan dilakukan oleh baitul mal. 

12. Kaidah Khianat itu tidak Dapat Dibagi-Bagi 

أ312ُُ ُلإَُُتتَجََزَّ  اَلخِْيَانةَُ 

“Khianat itu tidak dapat dibagi-bagi” 

 

Kaidah di atas menyatakan bahwa tindakan khianat atau 

pengkhianatan tidak dapat dipisahkan atau dibagi-bagi menjadi 

bagian-bagian yang terpisah. Contohnya: 

a. Seorang manajer proyek yang bertanggung jawab atas 

jalannya proyek bersekongkol dengan beberapa rekan ker-
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janya untuk mengalihkan dana proyek ke rekening pribadi 

mereka secara tidak sah. Penipuan ini pun terungkap, rekan 

kerja manajer membela diri bahwa mereka hanya 

melaksanakan instruksi manajer dan tidak tahu tindakan 

itu adalah penipuan. Namun pengadilan menolak karena 

tindakan pengkhianatan tidak dapat dipisahkan menjadi 

bagian-bagian yang terpisah. 

b. A memberikan suap kepada hakim Rp 50 juta untuk me-

menangkan sebuah perkara. A dipandang berkhianat mes-

kipun dia hanya memberikan suap sebagian kecil dari nilai 

perkara. Ia mendapatkan hukuman terlebih lagi hakimnya. 

c. Seseorang memanipulasi data penjualan di perusahaannya 

untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Berarti ia mela-

kukan khianat dan pantas dihukum meskipun hanya mema-

nipulasi sebagian data penjualan. Walaupun kemudian ia 

memperbaiki data, tetap saja ia mendapatkan hukuman.   

Kaidah ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecu-

rangan dan menjaga kepercayaan dalam masyarakat. Namun 

kaidah ini memiliki pengecualian seperti khianat yang dilaku-

kan karena terpaksa, karena khilaf atau khianat yang dimaafkan 

oleh korban. 

13. Kaidah Syarat Pewakaf Berkedudukan sebagai Nas Syarak 

ارع313ُِِ ُُالشَّ ِ ُُالوَْاقِفُُِكنَصَل ط   شََْ

“Syarat pewakaf berkedudukan sebagai nas syarak” 

 

 
313Az-Zarqa>, 1088. 



Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag 281 

 

 

 

 

Kaidah di atas menjelaskan syarat yang ditetapkan pewa-

kaf kedudukan setara dengan hukum syarak. Namun syarat 

pewakaf tersebut harus sesuai dengan hukum syarak. Contoh: 

a. A mewakafkan sebidang tanahnya untuk mendirikan mas-

jid. Dalam akta wakaf ia menetapkan tanah itu hanya boleh 

digunakan untuk membangun masjid dan tidak boleh dijual 

atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Pada 

suatu saat terjadi kebutuhan mendesak untuk mengalihkan 

tanah tersebut ke pemilik baru, pihak yang ingin meng-

alihkan kepemilikan tanah itu menyatakan bahwa syarat 

yang ditetapkan si A dalam akta wakaf tidak dapat di-

abaikan.  

b. Ada sebuah yayasan berencana mewakafkan sejumlah dana 

ke sebuah lembaga pendidikan Islam. Namun syaratnya 

dana tersebut tidak boleh digunakan untuk membayar gaji 

staf pengajar yang bukan beragama Islam. Syarat yayasan 

ini harus sejalan dengan hukum syarak terkait wakaf bahwa 

dana wakaf harus digunakan untuk kepentingan umum tan-

pa diskriminasi agama. Jika syarat yang ditentukan tidak 

sesuai dengan syarak maka wakaf itu tidak sah menurut 

hukum Islam. 

14. Kaidah tentang Pembelaan terhadap Tindakan 

تحِْقَاق314ُِ س ْ
ِ
ُُِلإَُُلِلْا فعْ ُلِلَّ ةُ  جَّ ُح  ُيصَْل حُ  اِ رُ   اَلظَّ

“Yang tampak jelas cocok sebagai argumen pembelaan, bukan 

untuk klaim yang berhak” 
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a. Seorang karyawan dipecat karena melanggar disiplin. Ka-

rena pemecatan ini menurut karyawan tidak adil, ia pun 

dan mengajukan gugatan. Perusahaan dapat menggunakan 

bukti-bukti yang terlihat secara jelas, seperti catatan kedi-

siplinan atau pelanggaran aturan, sebagai argumen pem-

belaan mereka di pengadilan. Namun demikian, argumen 

ini tidak akan membuktikan bahwa pemecatan tersebut 

sepenuhnya berdasar atau berhak, kecuali jika ada bukti 

tambahan yang memperkuat klaim tersebut. Artinya bukti 

yang tampak jelas itu cocok sebagai argumen pembelaan 

bagi perusahaan, tetapi tidak cukup untuk membuktikan 

klaim mereka secara otomatis. 

b. Seorang manajer dituduh melakukan tindakan diskriminasi 

terhadap seorang karyawan. Manajer ini memberikan pen-

jelasan bahwa yang dilakukannya didasarkan pada kinerja 

dan perilaku karyawan yang buruk, dan bukan atas dasar 

diskriminasi. Manajer tersebut menggunakan bukti-bukti 

yang terlihat secara jelas, seperti catatan kinerja dan lapor-

an insiden, untuk mendukung argumennya bahwa tindak-

annya bukanlah diskriminatif. Namun, meskipun bukti ter-

sebut tampak meyakinkan sebagai pembelaan, tidak cukup 

untuk membuktikan bahwa tidak ada unsur diskriminasi 

dalam keputusan tersebut.  

15. Kaidah Tanggung Jawab terhadap suatu Barang  

315 يهَُ  ُُت ؤَدلِ  علَىَُُاليَْدُُِمَاأَخَذْتَُُحَتَّ
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“Di tanganmu adalah apa yang telah kamu ambil hingga kamu 

mengembalikannya” 

Kaidah ini menjelaskan seseorang itu bertanggung jawab 

terhadap apa pun yang ia ambil atau yang ia pegang, sampai 

mengembalikannya kepada pemiliknya. Contohnya: 

a. Ada seseorang meminjam barang dari temannya. Ia ber-

tanggung jawab terhadap barang tersebut sampai ia me-

ngembalikannya kepada pemiliknya. Selama barang ter-

sebut berada di tangan peminjam, maka ia yang bertang-

gung jawab untuk merawat dan menjaga barang tersebut 

dengan baik. 

b. Seseorang meminjam uang dari teman. Ia berkewajiban 

mengembalikan uang yang dipinjam dengan tepat waktu 

dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. 

c. Seseorang menggunakan fasilitas umum, seperti mobil 

umum atau perpustakaan umum. Ia berkewajiban menjaga 

fasilitas tersebut sampai ia selesai menggunakan dan 

mengembalikannya dalam kondisi yang baik. 

16. Kaidah Maksud Pewakaf Ditujukan untuk Keseluruhan Isi  

مِه316ُِ وْمُُِكََلَ م  ُُلِع  صم خَصَّ ُُالوَْاقِفُُِم   غَرْض 

“Maksud atau tujuan si pewakaf ditujukan untuk keseluruhan 

kandungannya”  

Kaidah ini menjelaskan maksud atau tujuan si pembuat 

wakaf (wakif) ditujukan untuk keseluruhan isi atau ketentuan 

yang terkandung dalam wakaf tersebut. Contohnya seperti 

seseorang berwakaf untuk memberikan manfaat kepada masya-
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rakat seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan masjid. 

Maksud dari wakif ini adalah memberikan manfaat yang luas 

kepada masyarakat. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang 

terkandung dalam wakaf tersebut, seperti penggunaan dana 

wakaf untuk pemeliharaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan 

keagamaan, harus diinterpretasikan sesuai dengan maksud atau 

tujuan wakif untuk memberikan manfaat yang luas kepada 

masyarakat. 

17. Kaidah Kesesuaian Ucapan dengan Tindakan dalam 

Pengambilan  

ُللِْقَابِضُُِفُُِْمِقْدَارُُِالْمَقْب وْض317ُِ  اَلْقوَْلُ 

“Pernyataan yang diucapkan oleh orang yang mengambil 

sebanyak yang diambil” 

Kaidah ini menjelaskan apa yang diucapkan oleh orang 

yang mengambil atau menerima suatu barang atau jumlah 

tertentu memiliki bobot hukum yang sama dengan apa yang 

diambil atau diterima. Contohnya seorang penjual menawarkan 

harga barang kepada pembeli dengan harga tertentu. Jika 

pembeli menerima, maka pernyataan tersebut memiliki bobot 

hukum yang sama dengan tindakan fisik pembeli mengambil 

barang dan membayar sesuai dengan harga yang disepakati. 

Dengan kata lain, ketika pembeli menyatakan persetujuannya 

terhadap harga yang ditawarkan, ia telah secara hukum diang-

gap telah mengambil atau menerima barang tersebut dengan 

harga tersebut. 
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18. Kaidah Setiap Syarat yang Bertentangan dengan Prinsip 

Hukum Batal 

318 ِيعَْةُُِبَِطِلمُ وْلَُُالشََّّ ُُأُص  َالِف   ْ ُُ ط  ُشََْ رُ  كُ 

“Setiap syarat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

hukum syariah adalah batal” 

Contoh kaidah ini adalah misalnya seseorang menyewakan 

tokonya, tetapi dalam perjanjian yang disusunnya, ia menam-

bahkan syarat penyewa harus menutup toko pada hari Jumat 

sebagai hari libur, sesuai dengan keyakinan agamanya. Namun 

penyewa menolak syarat tersebut karena tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip kebebasan beragama. Berarti syarat itu diang-

gap batal karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum 

syariah. 

19. Kaidah Kesaksian untuk Keuntungan Pribadi Ditolak 

ُُ319 ُت رَدرُ ُعَنْهُ  ومُ  اِ دُُِأَوُُْدَفعَُُْمَغْر  غْنَُ ُللِشَّ ُم  نَتُُْجَرَُّ ُتضََمَّ ُيَهَادَةُ  رُ  كُ 

“Setiap kesaksian yang mencakup keuntungan bagi saksi atau 

membayar utang untuknya, harus ditolak” 

Contoh kaidah ini adalah misalnya di pengadilan ada sese-

orang memberikan kesaksian untuk mendukung klaim seorang 

teman yang terlibat dalam sengketa bisnis. Ternyata dalam 

proses persidangan kesaksian palsu dan saksi dibayar uang atau 

janji keuntungan pribadi dari teman yang mendapat manfaat 

dari kesaksian tersebut. Pengadilan harus menolak kesaksian 

tersebut. Kesaksian yang diberikan dengan imbalan atau keun-
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tungan pribadi bagi saksi harus ditolak karena dapat mengu-

rangi keadilan dan objektivitas dalam proses hukum. 

20. Kaidah Pemberian dan Pengabaian tanpa Syarat Wajib dengan 

Syarat 

ط320ُِ ْ اط ُُفهَ وَُُلَإزِممُُبِِلشََّّ يْتََِ
ِ
و َُُا ُُِوَترَْكِهُُِد  ُمَاُجَازَُُُبِذِلِلِ رُ  كُ 

“Setiap yang diperbolehkan karena pemberian dan pengabaian 

tanpa syarat, maka hal itu menjadi wajib dengan syarat” 

Contoh seseorang berwakaf tanah dengan syarat tanah itu 

untuk dibangun masjid selama 100 tahun. Namun baru 50 ta-

hun, kondisi tanah itu tidak memungkinkan lagi digunakan 

sebagai masjid. Dalam hal ini, meskipun pemberian tanah 

tersebut awalnya diperbolehkan tanpa syarat, ketika kondisinya 

tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, maka wakaf tersebut 

menjadi wajib dengan syarat yang telah ditetapkan. Oleh 

karena itu, tanah tersebut harus tetap digunakan sebagai masjid 

selama 100 tahun sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam 

wakaf tersebut 

21. Kaidah tidak Sempurna yang Wajib tanpa Perantara  

321 لإَّبِهُُِفهَ وَُُوَاجِ مُ
ِ
ُاْلوَاجِ  ُُا  مَالَإيتَِرُ

“Suatu yang wajib itu tidak sempurna dilaksanakan kecuali 

melalui medianya, maka mengadakan media itu juga wajib” 

Kaidah ini adalah salah satu kaidah az\-z\ari>‘ah dan posisi-

nya berada di fath} az\-z\ari>‘ah. Kaidah ini menjelaskan jika suatu 
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kewajiban tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna kecuali 

melalui media atau perantara, maka membuat atau menyedia-

kan media itu juga menjadi kewajiban. Contohnya: 

a. Salat adalah kewajiban dan diperintahkan juga agar khu-

syuk. Namun sulit bagi seseorang untuk khusyuk tanpa di-

dukung lingkungan atau kondisi, seperti tempat salat yang 

tenang dan tidak terganggu. Kondisi ini adalah media atau 

perantara tetapi karena salat khusyuk adalah perintah maka 

mewujudkan lingkungan atau kondisi yang mendukung 

untuk mencapai khusyuk dalam salat juga menjadi sebuah 

kewajiban. 

b. Negara wajib menyediakan pendidikan berkualitas. Namun 

untuk tercapai keinginan itu dibutuhkan sarana dan prasa-

rana yang memadai, seperti gedung sekolah yang aman dan 

nyaman, buku-buku pelajaran yang memadai, serta fasilitas 

pendukung lainnya. Berarti menyediakan sarana dan prasa-

rana yang memadai menjadi kewajiban bagi negara untuk 

memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pendidikan 

yang berkualitas. 

c. Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kese-

hatan yang maksimal. Namun untuk memberikan pelayan-

an yang maksimal, rumah sakit harus menyediakan per-

alatan medis yang memadai, dokter dan tenaga medis yang 

terlatih, serta infrastruktur yang mendukung. Berarti me-

nyediakan sarana dan prasarana yang memadai juga men-

jadi kewajiban bagi rumah sakit untuk memenuhi kewajib-

annya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mak-

simal. 
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22. Kaidah Cara Apa saja untuk Memenuhi Kewajiban 

322 ُحَصَلَُُكََ َُُوَفاَءُ  ُفبَِأَيلُُِطَرِيقُْ  هُ   مَاوَجَ َُُأدََاء 

“Apa saja yang harus dipenuhi maka bagaimanapun cara mem-

perolehnya maka ia sudah termasuk melakukan pemenuhan” 

Kaidah ini menyatakan jika suatu kewajiban harus dipe-

nuhi, maka cara apa pun yang digunakan untuk memenuhi ke-

wajiban tersebut akan dianggap sebagai pemenuhan dari ke-

wajiban tersebut. Contohnya: 

a. A memiliki utang yang harus dilunasi. Bagaimanapun cara 

A mendapatkan uang untuk melunasi utang tersebut, baik 

melalui penghasilan bulanan, pinjaman dari teman atau 

keluarga, atau penjualan aset, semua itu akan dianggap se-

bagai pemenuhan kewajiban untuk melunasi utang. 

b. Seorang Muslim mampu wajib membayar zakat. Bagai-

manapun caranya ia memperoleh harta untuk membayar 

zakat, apakah melalui gaji, keuntungan usaha, atau waris-

an, semua itu akan dianggap sebagai pemenuhan kewajiban 

zakat. 

c. Setiap orang wajib menjalankan ibadah, seperti salat atau 

puasa. Cara apa pun digunakan untuk melaksanakan ibadah 

tersebut, asalkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang 

ditetapkan dalam agama tersebut, akan dianggap sebagai 

pemenuhan dari kewajiban ibadah tersebut. 
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23. Kaidah Hak Mesti Sejalan dengan Syarak 

وْط323ُِ ُاْلح ق وْقُُِعِنْدَُُالشَّر   مَقَاطِعُ 

“Ketentuan hak adalah menurut syarak” 

Kaidah ini menyatakan bahwa pengaturan atau pembatas-

an hak-hak harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. 

Contohnya: 

a. A menyewakan rumahnya kepada B. keduanya menan-

datangani kontrak sewa menyewa. Dalam kontrak terdapat 

ketentuan yang menyatakan B tidak boleh merubah struk-

tur rumah tanpa izin tertulis dari A. 

b. Sebagai ahli waris seseorang berhak menerima warisan se-

suai aturan pembagian warisan dalam Islam, bukan karena 

keinginan pribadi pewaris. 

c. Seseorang memiliki hak milik atas harta yang diperolehnya 

dengan cara yang sah menurut syarak, bukan karena pak-

saan atau pencurian. 
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BAB 5 

KAIDAH-KAIDAH FIKIH 
TEMATIK 

aidah-kaidah dalam bab ini hampir semuanya sudah dise-

butkan dalam bab-bab terdahulu. Namun pada bahasan 

tersebut masing-masing kaidah masih terpisah-pisah. Pa-

da bahasan di bab ini beberapa kaidah yang terlihat satu tema 

dikumpulkan dalam satu judul seperti kaidah-kaidah perubahan, 

kaidah-kaidah prioritas dan sebagainya. Kendati demikian khusus-

nya dalam buku ini tidak semua kaidah dapat dikelompokkan dalam 

satu tema seperti yang telah dijelaskan. Beberapa kaidah fikih te-

matik yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

A. Kaidah-Kaidah tentang Perubahan 

 ُ ُُُِِ َْ ِ ُُُوَاْ تلَِاف هَاُُاْلفَتْوَىُُتغََ ر ُُوَالنليَِّاتُُُِوَاْلْحَْوَالُُُِوَالَْْمْكِنةَُُُِاْلَْزْمِنةَُُُِتغََ ر

 وَاْلعَوَائدُِِ

K 
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“Perubahan pada  fatwa dan perbedaan di dalamnya sesuai 

dengan perubahan zaman, tempat, situasi kondisi, niat dan adat 

istiadat”  

Kaidah serupa: 

ُ  لَإي نْكَرُ  ُُِاْلَْحْكَمَُُِتغََ ر  وَاْلَْحْوَالُُِوَالَْْمْكِنةَُُُِاْلَْزْمِنةَُُِبِتَغَ ر

“Tidak dipungkiri perubahan pada hukum tergantung dengan 

perubahan zaman, tempat dan keadaan”  

Kaidah tersebut mengajarkan: 

a. Islam adalah agama yang luwes, lentur dan bukan kaku  

b. Islam adalah ajaran yang mampu beradaptasi dan berdialog 

dengan perbedaan dan perubahan zaman 

c. Perbedaan dan perubahan hukum bukan berarti perubahan pada 

teks Alquran atau hadis Nabi, tetapi perubahan pada penerapan.  

d. Buah dari hukum adalah kemaslahatan dan adanya perubahan 

ini tentunya dipastikan untuk mencapai kemaslahatan tersebut 

yang merupakan ruh dari hukum.   

حَافظََةُ  الِحُِ اْلقدَِيُِْ علََىُ اَلْم   324الَْْصْلحَُِ بِِلجَْدِيدُِْ وَاْلَْخْذُ  الصَّ

“Memelihara keadaan yang lama yang masih baik (maslahat) 

dan mengambil yang baru yang paling baik (paling maslahat)”. 

a. Kata “Keadaan” pada arti di atas bisa meliputi persoalan sosial, 

budaya, politik, hukum dan urusan-urusan keagamaan, kecuali 

pada urusan akidah yang sudah pasti dalilnya seperti Allah itu 

 

 
324Pengantar Amin Abdullah dalam buku Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam 

Melalui Maqasid Syariah, trans. Rosidin dan ’Ali> Abd El-Mun’im (Bandung, Indonesia: 

Mizan Pustaka, 2015), 15. 
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adalah Tunggal/Esa atau tentang ibadah seperti jumlah salat 

dan gerak-gerakannya, maka ia terus berlaku sepanjang zaman. 

b. Berarti di dalam Islam ada konsep s\awa>bit (tetap dan tidak 

berubah walaupun zaman berubah) dan mutagayyira>t (berubah 

dan menyesuaikan serta berdialog dengan perubahan zaman). 

Ma’ruf Amin pernah menyampaikan satu kaidah yang seja-

lan dengan kaidah di atas yaitu: 

 325فاالْاصْلاحَ  اْلاصْلاحَ  ث اَ اْلاصْلاحَ  مااه واَ اِلاَ االِْْصْلاحَ 

“Melakukan perbaikan (untuk umum) menuju ke yang lebih 

baik lagi kemudian mencari yang lebih baik lagi serta semakin 

lebih baik lagi”. 

Kaidah yang serupa:  

 اَلَْْصْلحَُ  اْلَْصْلحَُِ تقَْدِيُْ 

“Mendahulukan apa yang paling baik dari yang paling baik” 

B. Kaidah-Kaidah tentang Hal-hal yang Perlu 
Diprioritaskan 

 اْلمصََالِحُِ جَلِْ ُ مِنُْ أَوْلَىُ اْلمفََاسِدُِ دَرْءُ 

“Menolak suatu kemafsaddatan/kerusakan lebih diutamakan 

daripada mengambil kemaslahatan” 

 Kaidah serupa: 

رُِ دَفعُْ  َ  اْلمصََالِحُِ جَلِْ ُ مِنُْ أَوْلَىُ الضََّّ

 

 
325TIM MKNU, Relasi NU Dan Ideologi, ed. Mujib Qolyubi (Jakarta, Indonesia: 

Madrasah Kader Nahdlatul Ulama, 2017), 4. 
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“menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih kemasla-

hatan”  

a. Kemaslahtan harus diukur dgn maqashid syari’ah 

b. Kemaslahatan harus meyakinkan sehingga diperlukan peneli-

tian 

c. Memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat. 

d. Memberikan solusi atau berupa kemudahan, bukan menjadi ke-

sengsaraan 

ةُ  اَلْمَصْلحََةُ  مَةمُ اْلعَامَّ قدَّ ةُِ الْمَصْلحََةُِ علََىُ م  آصَّ  326اْلخأَ

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemas-

lahatan yang khusus”  

Contoh: 

a. Mencabut hak milik pribadi demi kepentingan umum 

b. Harta pribadi orang jahat boleh dirampas pemerintah untuk di-

gunakan kepentingan umum. 

c. Inilah yang disebut kesalehan sosial 

Perbenturan kemaslahatan ini berkaitan erat dengan keadilan 

terkait dengan keadilan ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. 

ذَا
ِ
وْعِىَُ اْلمفََْ دَتَ ُِ تعََارَضَُ ا ه مَا رم ا أَعْظَم  ر  هِمَا بِِرْتكََِبُِ ضَََ  أََ فلِ

“Apabila dua kemafsadatan bertentangan maka perhatikan 

mana yang paling besar kemudaratan diantara keduanya untuk 

melaksanakan yang paling ringan mafsadatnya ”  

 

 

 
326Sana>’ Rah}ma>ni>, ‘Al-Mas}lah}ah Al-’Ammah Muqaddamatun ’ala Al-Mas}lah}ah Al-

Kha>s}s}ah’, Majallah Al-Ih}ya> 19, no. 22 (2019), https://www.asjp.cerist.dz/en/article/99719. 
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Kaidah di atas disingkat dengan: 

رْتكََِبمُ
ِ
ُ اَلإ رَيْنُِ بِأََ فلِ َ  الضََّّ

“Melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya di antara dua 

mudarat”. 

تَّفقَ ُ ممُ علَيَْهُِ اَلْم  قدََّ   فِيْهُِ اْلم خْتلَفَُِ علََىُ م 

“Apa yang disepakati didahulukan dari perbedaan” 

Bahwa dengan kaidah ini kesepakatan, harmonis, kedamaian, 

toleransi, saling menghargai perbedaan mesti didahulukan. Kaidah 

ini didukung kaidah lain: 

وْ ُ  ر  تحََ ُ  اْلِخلَافُِ مِنَُ اَلخْ   م   ْ

“Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi” 

Maksud dari “keluar dari perbedaan” ini adalah orang yang le-

bih mencari persamaan untuk disepakati. Ketika terjadi perbedaan, 

tentu di dalamnya juga ada persamaan. Nah persamaan itulah yang 

lebih ditonjolkan. 

وْدُِ حِفْظ  صِيْلُِ مِنُْ أَوْلىَُ الْمَوْج   الْمَفْق وْدُِ تََْ

“Memelihara yang telah ada lebih utama daripada mengha-

rapkan yang belum ada” 

Ada sebuah peribahasa: 

 ُ ْ ي وْرُِ مِنَُ خَْ مُ اْليَدُِ فُِ اَلطَّ مَاءُِ فُِ الطر  ال َّ

“Burung digenggaman lebih baik daripda banyak burung di 

angkasa” 

Hal ini identik dengan konsep syukur. Sangat dianjurkan untuk 

bercita-cita setinggi mungkin, tetapi bukan berarti melepaskan apa-
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lagi sampai membuang sesuatu yang telah diraih. Biarkan masih di 

genggaman, kecuali memang pilihan yang harus dilepas ketika telah 

diraih yang diinginkan.  

ذَا
ِ
قْتَضُِ الْمَانِعُ  تعََارَضَُ ا مَُ وَالْم   المَْانِعُ  ق دلِ

“Apabila saling bertentangan antara ketentuan yang mencegah 

dengan yang mengharuskan pada waktu yang bersamaan, maka 

dahulukan lah yang mencegah” 

Inti kaidah di atas adalah larangan dan keharusan itu datang 

secara bersamaan, bukan berbeda waktu. Kaidah yang semakna 

dengan kaidah di atas: 

ذَا
ِ
 اْلحرََامُ  غ لِ َُ وَاْلحرََامُ  اْلحلََالُ  اِجْتَمَعَُ ا

“Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram pada 

waktu yang sama maka menangkan yang haram.  

تدَِامَةُ  س ْ
ِ
بتْدَِاءُِ مِنَُ أَقوَْى اَلإ

ِ
 اْلإ

“melanjutkan hukum yang telah ada lebih kuat daripada memu-

lai” 

Kaidah ini berhubungan erat dengan metode al-istis}h}a>b. Kaidah 

ini dapat digunakan secara umum baik dalam bidang ekonomi, 

politik, budaya dan sebagainya. Kaidah di atas sepertinya melanjut-

kan kaidah sebelumnya yaitu: 

هُ ُيكَ نُُُْمَالُُْمَأكََ َُُعلَىَُُمَأكََ َُُبقََاءُ ُلَْْصْلُ اَُ  ماي غَ لِ 

“Hukum asal sesuatu tetap dalam keadaan tersebut selama ti-

dak ada hal lain yang mengubahnya” 

حْتيَِاطُُِوَاْلعَمَلُ ُبِِلثليِْقَةُُِاَلَْْخْذُ 
ِ
 أوَْلَىُُاْلعِبَادَةُُِبَِبُُِفُُِْبِِلْإ
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“Mengambil yang terpercaya dan berbuat dengan hati-hati 

dalam bidang ibadah, itu adalah lebih aman” 

Kaidah ini berisi agar berhati-hati dalam beribadah. Berhati-

hati di sini bisa dalam melaksanakannya agar tidak ketinggalan 

rangkaian yang harus dilakukan atau berhati-hati agar berdasarkan 

dalil yang kuat. Ketika sudah ada dalilnya, maka harus diterima; 

jangan masih berteriak bahwa ibadah itu tidak ada dalilnya. Dalil 

bisa bentuk dasar hukum (Alquran dan Hadis), ilmu ushul fikih atau 

hasil ijtihad ulama. 

Kaidah berikut ini juga termasuk dalam tema hal-hal yang 

diprioritaskan, tetapi kaidah juga memiliki pembanding. 

رَاعةَُ  مَةمُ الْمَقَاصِدُِ م  قدََّ اُ اْلوَسَائِلُِ رعِاَيةَُِ علََىُ م   أَبدَ 

“Menjaga/memelihara tujuan lebih utama didahulukan selama-

nya daripada memelihara media/sarana dalam mencapai tu-

juan” 

Tujuan dari maqa>s}id yaitu kemaslahatan dan terutama me-

melihara 5 unsur maqa>s}id yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta bahkan ada yang menambahkan termasuk juga kehormatan. 

Contoh dari kaidah di atas bahwa salat merupakan maqa>s}id. 

menghadap kiblat merupakan wasi>lah. Namun salat tetap wajib wa-

laupun tidak tepat betul menghadap kiblat. Contoh lain terbaginya 

harta warisan merupakan maqa>s}id. Ilmu fara>’id} atau musyawarah 

atau is}la>h} merupakan wasi>lah. Harta warisan tetap dibagi, walaupun 

tidak mesti melalui ilmu fara>’id} tetapi dilakukan dengan musya-

warah /ishlah. 

Namun ada juga hukum wasi>lah sama dengan maqa>s}id, kaidah-

nya adalah: 

كُْ  للِوَْسَائِلُِ  الْمَقَاصِدُِ ح 
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“Hukum wasi>lah sama dengan hukum maqa>s}id” 

Wasi>lah bisa membawa kepada kebaikan yang disebut fath} az\-

z\ari>’ah yaitu dibolehkan bahkan wajib. Namun wasi>lah juga bisa 

membawa kepada keburukan yang disebut sadd az\-z\ari>’ah yaitu di-

larang bahkan haram. 

Wasi>lah berbentuk fath} az\-z\ari>’ah, kaidahnya: 

لإَُّ اْلوَاجِ  ُ يتَِرُ مَالإَُ
ِ
 وَاجِ مُ فهَ وَُ بِهُِ ا

“Suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan kecuali dengan 

adanya wasi>lah, maka melaksanakan wasilah juga wajib”  

Contohnya seperti salat tidak sah tanpa wudhu, berarti wudhu 

juga wajib. Negara tidak sempurna, tanpa pemimpin maka memilih 

pemimpin juga wajib.  

Wasi>lah berbentuk Sadd az\-z\ari>’ah kaidahnya adalah: 

لَىُ أدََّى مَا
ِ
 حَرَاممُ فهَ وَُ اْلحرََامُِ ا

“Sesuatu apa saja yang bisa membawa kepada yang haram, 

maka sesuatu itu pun haram”  

Contohnya seperti membuat Jalan untuk mempermudah orang 

ke tempat yang pelanggaran terhadap aturan baik dari negara atau 

pun agama. Membuat peraturan justru mempermudah melakukan 

pelanggaran dan sebagainya. 

C. Kaidah-Kaidah tentang Ibadah 

1. Pengertian Ibadah 

Secara bahasa ibadah adalah patuh atau tunduk. Secara 

istilah, mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah, 

baik ucapan atau perbuatan yang tampak atau yang sirr. Penger-

tian lain, ibadah adalah ketundukan manusia kepada Allah yang 
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dilaksanakan atas dasar iman yang kuat dengan melaksanakan 

semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya dengan 

tujuan mengharapkan ridha dan ampunanya, dilakukan dengan 

ikhlas, bukan untuk mendapatkan pujian atau maksud-maksud 

lainnya 

2. Pembagian Ibadah 

Terbagi kepada ibadah mah}d}ah dan ibadah gairu mah}d}ah. 

Ibadah mah}d}ah adalah ibadah yang murni hubungan antara 

manusia dengan Allah, seperti wudhu, tayammum, mandi suci 

dari hadas, azan, ikamat, salat, membaca Alquran, itikaf di 

masjid, puasa, haji, umrah, tajhi>z al-jana>zah atau penyelengga-

raan jenazah. Ibadah gairu mah}d}ah adalah ibadah yang tidak 

murni berhubungan secara langsung dengan Allah yaitu semua 

bentuk amal kegiatan yang tujuannya untuk taqarrub ilalla>h dan 

tempat serta waktunya tidak diatur secara rinci oleh Allah. Di 

antara ibadah gairu mah}d}ah itu seperti sedekah, infaq, mem-

buang sesuatu yang dapat menghalangi orang di jalan, belajar, 

mengajar, zikir, dakwah, tolong menolong dan lain sebagainya, 

bahkan termasuk juga perilaku yang terpuji. 

3. Kaitan Pengertian dengan Kaidah 

Kaidah yang dibahas adalah terkait dengan kaidah ibadah 

mah}d}ah. Adapun kaidah ibadah gairu mah}d}ah menurut kami 

tidak diperlukan kaidah, tetapi diperlukan pemikiran bahwa 

selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang atau mengharam-

kan ibadah gairu mah}d}ah ini maka ibadah tersebut boleh dilak-

sanakan.  

Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ibadah mah}d}ah 

adalah: 
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ُ327ُ ُفُُِالْعِبَادَةُُِالتَّوْقِيْف   اَلَْْصْلُ 

“Hukum asal dalam ibadah adalah adanya tuntunan perintah” 

Maksud dari kaidah ini adalah dalam melaksanakan ibadah 

mah}d}ah, harus ada dalil yang menunjukkan untuk dapat diikuti 

tuntunannya. Selain kaidah di atas, ada pula kaidah lain yaitu : 

ُُالب طْلَا ُ ُالْعِبِادَاتُُِفُُِالَْْصْلُ   الَْْمْرُُِعلََىُُدَلِيْلمُُيقَ وْمَُُحَتَّ

“Hukum asal dalam ibadah mahdhah adalah batal sampai ada 

dalil yang memerintahkannya”. 

328ُ ُفُُِالْعِبَادَةُُِالتَّوَقرف   اَلَْْصْلُ 

“Hukum asal dalam ibadah adalah berhenti” 

Ketiga kaidah di atas mengandung pengertian yang relatif 

sama bahwa ibadah mah}d}ah tidak dapat dilaksanakan kecuali 

setelah adanya pensyariatan dari Allah, termasuk tata cara me-

laksanakan ibadah tersebut. Oleh karena itulah ibadah mah}d}ah 

merupakan tauqi>f atau tawaqquf  yang artinya berhenti atau 

menunggu terlebih dahulu sampai datangnya penjelasan secara 

syarak. Misalnya dalam melaksanakan salat, perlu penjelasan 

terlebih dahulu berkaitan dengan waktu-waktu salat fardhu, 

jumlah rakaat masing-masing, gerakan-gerakan salat termasuk 

bacaan-bacaannya ada yang jahr dan ada juga yang sirr. Begitu 

juga tentang zakat terkait dengan macam-macam zakat, nisab 

dan kadar masing-masing tentu ditentukan oleh nas. Termasuk 

 

 
327Az-Zuh}aili>, Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Wa Tat}bi>qa>tuha> Fi> Al-Maz\a>hib Al-Arba’ah, 

769. 
328Syiha>b ad-Di>n Ah}mad ibn ’Ali> ibn H}ajar Al-’Asqala>ni>, Fath} Al-Ba>ri> Bi Syarh} 

S}ah}i>h} Al-Bukha>ri>, vol. 4 (Beirut, Lebanon: Da>r ar-Risa>lah al-’A<lamiyah, 2013), 401. 
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tata cara puasa, tata cara haji dan umrah dan berkorban serta 

kifarat329.    

Permasalahan yang terjadi ada dari sebagian masyarakat 

muslim menggunakan kaidah ini untuk menyatakan tidak ada 

ritual atau ibadah yang dilakukan selain dari yang dipraktikkan 

Nabi, sehingga masyarakat muslim ini pun cenderung mengata-

kan bahwa orang yang melakukan ibadah tanpa contoh dari Na-

bi, seperti salat hadiah, salat taubat, salah hajat, haulan, ziarah-

an, wiridan, zikiran, diba’an, burdahan, manakiban, menyeleng-

garakan acara-acara peringatan termasuk perbuatan bid’ah dan 

sia-sia, karena tidak ada tuntunan dan tuntutan dari Allah 

maupun Nabi. Padahal maksud dari ketiga kaidah di atas bukan 

seperti yang dipahami sebagian masyarakat muslim ini.  

Jika dipahami kembali tentang tauqi>f atau tawaqquf di atas 

seharusnya tidak ada pernyataan bid’ah tersebut. Hal ini karena 

tauqi>f atau tawaqquf setidaknya ada yang berkaitan dengan 

sifat ibadah, waktu ibadah, jenis ibadah, dan tempat ibadah. 

Misalnya berkaitan dengan sifat ibadah seperti adanya penen-

tuan jumlah rakaat salat sehingga tidak boleh menambah atau 

mengurangi dari yang telah ditentukan kecuali adanya keten-

tuan tersendiri seperti salat qas}r. Begitu juga tidak boleh men-

dahulukan sujud sebelum rukuk atau duduk tasyahud tidak pada 

tempatnya. Begitu juga berkaitan dengan waktu pelaksanaan, 

misalnya dilarang menentukan suatu ibadah mah}d}ah di waktu 

tertentu yang Allah dan Nabi tidak memerintahkannya seperti 

menjadikan salat fardhu sebanyak 2 kali atau lebih banyak dari 

5 kali dalam sehari semalam. Selanjutnya berkaitan dengan 

 

 
329Az-Zuh}aili>, Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah Wa Tat}bi>qa>tuha> Fi> Al-Maz\a>hib Al-Arba’ah, 

770. 
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jenis ibadah misalnya dilarang menyembah selain dari Allah 

SWT. Hal berikutnya tentang tempat ibadah seperti tidak 

diperkenankan melaksanakan ibadah yang sudah ditentukan 

tempatnya dilaksanakan di tempat yang lain, seperti wukuf di 

muzdalifah atau di mina, mabi>t di Arafah atau bahkan berhaji 

di Indonesia. 

Adapun ibadah-ibadah yang dilaksanakan di masyarakat 

seperti salat hajat, salat hadiah, salat taubat dan lainnya seper-

tinya masih sejalan dengan ketiga kaidah di atas. Alasannya, 

selama tata cara pelaksanaan beberapa salat tersebut tidak ber-

beda dengan tata cara salat yang diajarkan Nabi maka tidak 

termasuk bertentangan dengan ajaran Nabi. Jika mengutip 

pendapat Syekh Nawawi> al-Bantani> al-Ja>wi salat-salat sunnah 

tersebut memang tidak ada perintah atau tuntunan melaksa-

nakan salat tersebut baik dari Alquran atau pun hadis nabi teta-

pi menurutnya boleh dilakukan330. Alasannya sangat mungkin 

seperti yang telah dijelaskan di atas. 

Bagi yang sependapat tentu meyakini Allah Maha Tahu 

maksud seseorang melakukan segala bentuk ibadah. Hal ini 

sesuai dengan kaidah  َاُُاالْ م وْر دِه  ا اص               ِ بِاق  ا  seperti yang telah dibahas 

sebelumnya. Maksudnya walaupun ibadah yang dilakukan 

tidak ada tuntunannya, terlebih tidak ada tuntutannya, tetapi 

tetap dilakukan karena niatnya juga baik, maka hasilnya pun 

juga baik. Allah pasti mengetahui hal tersebut. Kendati demi-

kian, tentu juga harus mengakui jika hanya mengandalkan niat, 

namun tanpa adanya dasar maka juga berpeluang untuk dikata-

kan sebagai ibadah yang sia-sia. 

 

 
330Abu> al-Mu’t}i> Muh}ammad ibn ’Umar Nawawi Al-Ja>wi>, Niha>yah Az-Zain Fi> Irsya>d 

Al-Mubtadi’i>n (Beirut, Lebanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 1316), 104–12. 
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4. Solusi terhadap Polemik 

Ambil jalan tengah bahwa sekecil apa pun kebaikan yang 

kita lakukan, pasti Allah memberikan balasan yang berlipat 

ganda. Lihat Q.S. al-An’a>m ayat 160.  

نَةُِ جَاءَُ مَنُْ ْةَُِ جَاءَُ وَمَنُْ  أمَْثاَلِهَاُ عَشَُّْ  فلََُ  بِِلحَْ  َ ْزَى فلََاُ بِِل َّ لِ لإَُّ يَ 
ِ
 مِثلْهََا ا

و َُ لَإُ وَهّ ُْ  ي ظْلمَ 

“Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pa-

hala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang memba-

wa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melain-

kan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun 

tidak dianiaya (dirugikan)” 

Di samping itu selama bacaan-bacaan, gaya dan gerak 

gerik ibadah tersebut dilakukan tidak berbeda dengan bacaan-

bacaan, gaya dan gerak gerik seperti dalam ibadah mah}d}ah, 

maka sepertinya juga bukan merupakan ibadah yang sia-sia. 

Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain seperti yang dise-

butkan sebelumnya. Di samping itu selama bacaan-bacaan, 

gaya dan gerak gerik ibadah tersebut dilakukan tidak berbeda 

dengan bacaan-bacaan, gaya dan gerak gerik seperti dalam iba-

dah mah}d}ah, maka sepertinya juga bukan merupakan ibadah 

yang sia-sia. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain 

seperti yang disebutkan sebelumnya. 

Hal yang pasti tidak ada dampak yang mempengaruhi kua-

litas iman seseorang kepada Allah dan tidak ada pula dampak 

berupa penyakit yang timbul hanya karena melakukan ibadah 

tersebut. Berbeda halnya, jika ibadah yang dilakukan membuat 

syirik atau dilakukannya ibadah itu dapat menimbulkan penya-

kit, maka tentunya tidak boleh dilakukan. Perhatikan Perkataan 
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Musnid ad-Dunya Syekh Yasin al-Fada>ni> dalam al-Fawa>’id al-

Janiyah. 

يَاءَُُعَنُُْوَسَكَتَُ رُُِلمَُُْأَيُُْأيَ ْ مُُْوَلمَُُْعَنْْاَُينَْهَُُوَلمَُُْبَِِاُاللُ ُي أمْ  ر  ُُوَلمَُُْعلَلَْاَُيََْ

331 بَِحَةُ 
ِ
يَاءُُِالْإ ُالَْْصْلَُُفُُِالَْْي ْ ُأَ َُّ ُمِنْهُ  تَفَادُ  للِلْهَاُوَي   ْ َ  يَ 

“Allah telah diam dari beberapa perkara yaitu Ia tidak meme-

rintahkannya, tidak juga melarangnya serta tidak mengharam-

kan dan tidak juga menghalalkan perkara-perkara tersebut. Ke-

simpulannya bahwa sesungguhnya hukum asal setiap sesuatu 

adalah boleh (al-iba>h}ah)”. 

Jika demikian tampaknya dapat dipahami bahwa jika da-

lam suatu persoalan termasuk persoalan ibadah tidak ditemu-

kan adanya ketentuan untuk melarang atau menyuruh maka 

status awal hukum tersebut adalah boleh. Kebolehan ini tetap 

berlaku sampai ditemukan adanya dalil yang melarang atau ber-

tentangan dengan agama. Dalil tersebut baik secara langsung 

(Alquran atau hadis) ataupun tidak secara langsung (pemaham-

an implisit dari kedua sumber hukum tersebut atau melalui ilmu 

ushul fiqh sebagai dalil).  

D. Kaidah-Kaidah dalam Bidang Muamalat 

Kaidah-kaidah fikih di bidang muamalat sebenarnya banyak 

dan sudah dibahas pada bahasan sebelumnya. Pada bahasan di sini 

hanya menampilkan beberapa kaidah sebagai representasi dari ba-

hasan kaidah-kaidah dalam bidang muamalat.  

 

 
331Abu> al-Faid} Muh}ammad Ya>si>n ibn ’I<sa> al-Fa>da>ni> Al-Makki>, Al-Fawa>’id Al-

Janiyah H}a>syiah Al-Mawa>hib as-Saniyah Syarh} Al-Fara>’id Al-Bahiyah Fi> Naz}m Al-
Qawa>’id Al-Fiqhiyah, vol. 1 (Beirut, Lebanon: Da>r al-Basya>’ir al-Isla>miyah, 1996), 209. 
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 تَاْريِْْهاا عالىاَ داليِْلرَ ياد لاَ أانَْ إِلاَ الِْْبااحاةَ  الم عاامالاةَِ فَِ االْاصْلَ 

“Hukum Asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

يَاءُِ فُِ اَلَْْصْلُ  بَِحَةُ  اْلَْي ْ
ِ
ُ الْإ لَُّ حَتَّ لِيْلُ  يدَ   التَّحْرِيُِْ علَىَُ الدَّ

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang 

mengharamkannya” 

Setiap muamalat (bisnis transaksi atau hubungan manusia de-

ngan lainnya) adalah boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, 

bentuk-bentuk kerja sama dan sebagainya. Semua itu boleh sampai 

adanya dalil yang menyatakan transaksi tersebut haram. Dalil itu 

sendiri bisa berupa teks-teks Alquran, hadis atau petunjuk-petunjuk 

dari hasil kajian ushul fiqh tentang hukum suatu persoalan, terma-

suk bisa juga berupa norma.  

Sebagian ahli ada juga membuat semacam konsep seperti is-

tilah magad}ir. Dalam lagu berbahasa Arab terdapat judul lagu yaitu 

maqadir yang bermakna takdir, tetapi sering dibaca magadir. Kon-

sep magad}ir ini terlihat mirip dengan lagu maqadir atau magadir 

tersebut, tetapi konsep magad}ir di sini memiliki maksud dan makna 

lain serta kependekan dari maisir (judi), gara>r (tidak jelas, cende-

rung penipuan), d}ira>r (mengandung kemudaratan) dan riba> (riba). 

Bisnis atau transaksi apa pun yang mengandung salah satu hal itu 

menjadi dalil untuk menunjukkan bisnis atau transaksi itu adalah 

haram. 

مَاهُ  وَنتَِيْجَت هُ  اْل متَعَاقِدَيْنُِ رِضَُ اْلعَقْدُِ فُِ اَلَْْصْلُ  لْتََِ
ِ
 بِِلتَّعَاق دُِ مَاا

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah 

pihak yang berakad, hasilnya adalah sahnya yang diakadkan” 
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Tidak sah akad apabila dipaksa atau terpaksa atau juga merasa 

tertipu. Ketika akad saling ridha, tetapi setelahnya salah satu pihak 

merasa ditipu maka akad tersebut batal atau tidak sah. Contoh, 

pembeli merasa ditipu karena ternyata ada cacat pada barang yang 

dibeli. 

 بَِطِلمُ اْلغَْ ُِ مِلُِْ فُِْ بِِلتَّصََرفُِ اَلَْْمْرُ 

“Setiap perintah agar bertindak hukum pada barang (hak) milik 

orang lain adalah batal.” 

Misalnya ada seseorang yang menyuruh orang lain menjual 

barang orang lain, maka hukumnya batal. Sama halnya ada sese-

orang yang mencatut atasan sehingga ia memiliki otoritas untuk 

bertindak hukum baik memerintah atau melakukan secara langsung 

suatu perbuatan hukum.     

وْزُ  لإَُ َّتَصَََّفَُ أَ ُْ لَِْحَدُ  يََ  ذْنِهُِ بِلاَُ غَْ ِهُِ مِلُِْ فُِْ ي
ِ
 ا

“Tidak boleh seorang pun melakukan tindakan hukum pada 

barang milik orang lain tanpa ijin dari si pemilik barang” 

Misalnya penjual harus si pemilik barang, kecuali ada akad dari 

pemilik barang untuk diwakilkan, seperti penjaga toko mesti ada 

akad dari pemilik barang untuk menjualkan barangnya.  

جَازَةُ 
ِ
حِقَةُ  اَلْإ ابِقَةُِ كََلوِْكََلَُِ اللاَّ  ال َّ

“Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan 

perwakilan yang telah dilakukan pada waktu sebelumnya” 

Pada kaidah sebelumnya seseorang tidak boleh bertindak 

hukum pada barang yang bukan miliknya, tetapi jika seseorang yang 

bertindak hukum pada barang orang lain itu kemudian diijinkan oleh 
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si pemilik barang maka tindakan seseorang itu pada waktu sebe-

lumnya dipandang sah karena dianggap sebagai perwakilan.   

 بِِلْغَنُِْ اَلْغَرْمُ 

“Resiko itu menyertai manfaat” 

Ketika seseorang mendapatkan manfaat maka ia juga harus 

mau menanggung risiko. Misalnya seseorang dipinjami kendaraan, 

maka ia harus juga menanggung risiko-risiko yang muncul dari 

peminjaman kendaraan tersebut.   

يْمُ ي نْْعَُ  لإَُ لإَُّ أَحَدُ  يدَُِ مِنُْ ي َ
ِ
ُ  ا  وَبِت ُ ِ َقل

“Sesuatu hal, tidak bisa dicabut dari tangan seseorang pun 

kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah tetap.” 

رُ ط ُ كُ  قْتَضَاهُ  مِنُْ أَوُْ اْلعَقْدُِ مَصْلحََةُِ مِنُْ كََ َُ شََْ  جَائِزمُ فهَ وَُ م 

“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh 

akad tersebut maka syarat itu dibolehkan.” 

Misalnya dalam jual beli ditentukan adanya syarat. Contoh 

lainnya seperti dalam gadai barang yang ditentukan waktunya dan 

jika barang itu tidak ditebus pada waktu yang ditentukan maka 

penerima gadai berhak menjualnya atau syarat-syarat lainnya. 

E. Kaidah-Kaidah tentang Politik (as-Siya>sah)  

Fikih siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, 

hukum internasional dan hukum ekonomi. Fikih siyasah berbicara 

tentang hubungan rakyat dan pemimpin baik di dalam satu negara 

atau antar negara serta kebijakan-kebijakannya. 

ُ مَامُِ تصَََرف 
ِ
عِيَةُِ علَىَُ اْلإ ُ الرَّ  بِِلْمَصْلحََةُِ مَن وْطم
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“kebijakan pemimpinan yang bekaitan dengan rakyatnya harus 

sesuai dengan kemaslahatan rakyatnya” 

Kebijakan apa pun bentuknya harus untuk kepentingan, kemas-

lahatan dan kesejahteraan rakyat. Sama juga dalam hal lain misal-

nya membangun atau membuka lahan tetapi tidak merusak ling-

kungan sekitar. Begitu juga membuka lapangan kerja, mengangkat 

angkat pegawai yang amanah dan profesional dan sebagainya. 

َُّ 
ِ
مَامَُ ا

ِ
طَئَُ أَ ُْ اْلإ ْ طَئَُ أَ ُْ مِنُْ خَْ مُ الْعَفْوُِ فُِ َْ ْ ق وْبةَُِ فُِ َْ   اْلع 

“Seorang pemimpin jika salah dalam memberikan maaf lebih 

baik daripada salah dalam menghukum.” 

Seorang pemimpin atau lembaga-lembaga dari presiden sampai 

pemimpin rumah tangga bahkan pemimpin diri sendiri hendaknya 

berhati-hati memutuskan, berpikir ke akibat dari keputusan yang di-

buat, lebih mengutamakan bukti dan jika ragu maka memaafkan 

lebih baik. 

مُ  لُِ فُِْ ي قدََّ وَُ مَنُْ وِلَإيةَُ  كُ  ق وْقِهَا اْلقِيَاِم علَىَُ أَقدَْمُ       وَمَصَالِحِهَا ِ  

“Diutamakan dalam setiap kekuasaan yaitu seorang pemimpin 

yang lebih berani menegakkan hak dan kemalahatannya.” 

Pemimpin harus berani dalam memutuskan, pemimpin harus 

tegas, bukan plin plan, berpandangan luas untuk kemaslahatan 

umum dan bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak. 

  اْل مْ لُِِ مَعَُ ي رْعَىُ كَََُ الكَْفَِرُِ مَعَُ ي رْعَى اَلْعَقْدُ 

“Setiap perjanjian dengan non muslim harus dihormati seperti 

dihormatinya perjanjian sesama muslim.” 

Kaidah ini berlaku dalam akad, perjanjian, transaksi antara 

individu muslim dan non muslim dan antara negeri muslim dan non 
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muslim. Pentingnya menjaga rasa aman dan nyaman, pentingnya 

menghormati hak masing-masing, pentingnya terwujudnya kerja sa-

ma dan pentingnya tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama.  

  اْل مْ لُِِ مَعَُ ي رْعَىُ كَََُ الكَْفَِرُِ مَعَُ ي رْعَى اَلْعَقْدُ 

“Setiap perjanjian dengan non muslim harus dihormati seperti 

dihormatinya perjanjian sesama muslim” 

Kaidah ini berlaku dalam akad, perjanjian, transaksi antara 

individu muslim dan non muslim dan antara negeri muslim dan non 

muslim. Oleh karena itu penting menjaga rasa aman dan nyaman 

dan menghormati hak masing-masing demi terwujudnya kerja sama 

serta untuk mencapai tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama  

سْلَامُِ دَارُِ فُِْ ي قْبَلُ  لإَُ
ِ
ذْرُ  اْلإ هْلُِ الع    الَْحْكََمُِ بَِِ

“Tidak diterima di negeri Muslim pernyataan tidak tahun 

hukum” 

Tidak tahu hukum yang dimaksud kaidah di atas adalah tidak 

tahu walaupun dalam bentuk umum seperti salat fardu hukumnya 

wajib, zakat hukumnya wajib, puasa Ramadhan hukumnya wajib 

dan sebagainya. Begitu juga terkait wajibnya taat kepada ulil amri. 

Termasuk juga menjaga hubungan baik antar tetangga, antar ma-

syarakat bahkan antar agama hukumnya wajib. Hal-hal seperti ini 

mesti diketahui oleh warga masyarakat.  

Adapun makna da>r al-isla>m dapat dilihat kembali pada kaidah-

kaidah dalam kitab al-Madkhal al-Fiqh al-‘A <m: Ikhra>j Jadi>d karya 

Mus}t}afa> Ah}mad Az-Zarqa yang telah dibahas sebelumnya. 

 علَيَْنَا مَا وَعلَلَِْمُْ مَالنََا لهَ مُْ
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“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan 

terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban 

terhadap kita” 

Dalam Islam ada ukhuwah nasabiyah (seketurunan), ukhuwah 

Islami>yah (seagama), ukhuwah wat}aniyah (setanah air) dan ukhu-

wah insaniyah (sama-sama manusia) baik senegara atau antar ne-

gara. Oleh karena itu manusia memiliki persamaan hak dan kewa-

jiban sesama mereka dan menjaga hubungan baik sesama manusia. 

رهُ  ي دْرَكُ  مَالإَُ كُ  لَإُ ك  رهُ  ي تََْ  ك 

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan (diperoleh) seluruhnya 

jangan ditinggalkan seluruhnya.” 

Ketika pencapaian yang didapat minimal, jangan pula dinihil-

kan walaupun setiap orang mesti menggunakan standar maksimal 

dalam hidup. Keputusan atau aturan yang dilaksanakan masih 

banyak halangan, jangan ditinggalkan sama sekali karena dianggap 

tidak berhasil tetapi apa yang dapat diterapkan maka itulah tetap 

dihargai.  

وْ ُ  ر  تحََ ُ  اْلِخلَافُِ مِنَُ اَلخْ   م   ْ

“Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi.” 

Maksudnya di tengah perbedaan maka yang dianjurkan adalah 

mencari hal-hal mana saja yang disepakati. Hal-hal yang disepakati 

itulah yang dimaksud keluar dari perbedaan, bukan walk out seperti 

yang dilakukan beberapa orang ketika terjadi perbedaan. Kaidah ini 

dapat digunakan pada berbagai kajian baik hukum atau pun dalam 

bidang politik.  
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F. Kaidah Fikih terkait dengan Wasi>lah, Sarana 
atau Media  

Wasi>lah, sarana atau media atau bahkan perantara dalam ilmu 

ushul fiqh disebut teori z\ari>‘ah. Ia merupakan wasi>lah, sarana, 

media, atau perantara yang dapat membawa kepada suatu tujuan. 

Jika tujuan tersebut berdampak pada berdampak pada kebaikan ma-

ka ia disebut sebagai fath} az\-z\ari>‘ah (boleh, bahkan wajib) tetapi 

jika berdampak pada keburukan maka disebut sadd az\-z\ari>‘ah (tidak 

boleh, bahkan haram). Kaidah-kaidah seputar tema ini adalah 

sebagai berikut:  

كُْ  للِوَْسَائِلُِ  الْمَقَاصِدُِ ح 

“Hukum wasi>lah sama dengan hukum maqa>s}id” 

Mencintai Nabi hukumnya wajib, maka hukum mengadakan 

kegiatan-kegiatan supaya tumbuh rasa cinta kepada Nabi sama de-

ngan hukum mencintai nabi. Menuntut ilmu hukumnya wajib, maka 

hukum menyiapkan berbagai sarana pendidikan sama dengan hu-

kum menuntut ilmu. menegakkan hukum adalah wajib, maka meng-

adakan lembaga peradilan sama hukumnya dengan status hukum 

menegakkan hukum. 

ضَُ ِ ءُِ اَلرل ْ ُ  بِمَا رِضَُ بِِلشََّّ  مِنْهُ  يتَوََلدَّ

“Ridha atas sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang mun-

cul dari sesuatu tersebut” 

Misalnya membeli kendaraan tua, maka harus ridha juga jika 

kendaraan itu rusak. Menikah dengan laki-laki yang sudah diketahui 

memiliki perilaku tidak baik maka harus ridha juga akibatnya. 

Memilih pemimpin yang kurang kredibilitas maka harus ridha juga 

terhadap akibatnya. 
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Selanjutnya berkaitan dengan wasi>lah, sarana, media, atau 

perantara ini ada yang membawa kepada kebaikan yang berarti ber-

dampak positif. Kaidahnya adalah:    

لإَُّ اْلوَاجِ  ُ يتَِرُ مَالإَُ
ِ
 وَاجِ مُ فهَ وَُ بِهُِ ا

“Suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan kecuali dengan 

adanya wasi>lah, maka melaksanakan wasilah juga wajib”  

Contohnya seperti salat tidak sah tanpa wudhu, berarti wudhu 

juga wajib. Negara tidak sempurna, tanpa pemimpin maka memilih 

pemimpin juga wajib. Dalam menuntut ilmu tidak sempurna jika 

tidak mengadakan sarana-sarana, maka mengadakan sarana-sarana 

tersebut untuk kepentingan menuntut ilmu juga wajib. Melaksana-

kan rukun-rukun ibadah adalah wajib maka melaksanakan sarana-

sarana untuk mendukung rukun-rukun tersebut juga wajib. 

Wasi>lah, sarana, media, atau perantara ini juga ada yang mem-

bawa kepada keburukan yang berarti berdampak negatif. Kaidahnya 

adalah: 

لَىُ أدََّى مَا
ِ
 حَرَاممُ فهَ وَُ اْلحرََامُِ ا

“Sesuatu apa saja yang bisa membawa kepada yang haram, 

maka sesuatu itu pun haram”  

Contohnya seperti membuat Jalan untuk mempermudah 

orang ke tempat yang pelanggaran terhadap aturan baik dari negara 

atau pun agama. Membuat peraturan justru mempermudah melaku-

kan pelanggaran. Penyusunan undang-undang, aturan atau kebijakan 

lainnya yang ternyata untuk kepentingan tertentu.  

 إِتِّ ااذ هَ  حار ماَ إِسْتِعْماال هَ  حار ماَ ماا

“Apa yang haram digunakan, maka haram pula didapatkannya” 
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Apa yang haram digunakan baik dimakan, diminum atau dipa-

kai maka haram juga mendapatkannya. Contohnya seperti narkoba 

adalah haram, maka haram pula membuatnya, membawanya, mem-

belinya, menyimpannya dan lain-lain. 

مَُ مَا هُ  حَر  مَُ أَخْذ  عْطَائ هُ  حَر 
ِ
 ا

“Apa saja yang haram diambil, haram juga diberikan” 
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